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ABSTRAK 

Nama 	: Wahyu Widiarso Suprapto 

Program Studi Kekhususan Manajemen Sekuriti Program Kajian Ihnu 
Kepolisian, Program Pascasarjana Universitas Indonesia 

Judul Tesis 	: Organisasi Militer dalam Kepolisian Negara Republik 
Indonesia Pra sampai Pascapemisahan dari TNT 

Halaman 	: xvi + 190 halaman + 9 lampiran 

Ringkasan 

Penelitian mi dilatarbelakangi bahwa Poiri telah tumbuh bersama TNT 
bahkan sebagai bagian dari ABRI. Dalam perkembangannya Poiri diharuskan 
menggunakan kemampuan teknis profesional khas kepolisian, yang berbeda dan 
TNT. Namun demikian kesan dari masyarakat bahwa Poiri masih seperti militer, 
perilakunya masih seperti militer. 

Oleh sebab itu fokus penelitian adalah deskripsi unsur-unsur militer pada 
Poiri, sebelum sampai setelah pemisahan Poini dari TNT. 

Beberapa teori yang digunakan untuk kajian analisa adalah: Sistem 
Ketatanegaraan (Administrasi Negara) yang mengatur kedudukan dan organisasi 
kepolisian, mengenai fiingsi dan tugas pokok kepolisian, keaclaan negara serta 
budaya. Setiap kepolisian negara di dunia mi adalah unik. Model militer timbul 
sebagai hubungan langsung diantara pemerintah, tentara dan polisi. 

Penelitian dilaksanakan secara studi literatur. Unsur-unsur dan indikator 
Polri dan militer dapat diidentifikasi sebagai berikut: (1).Visi dan misi; (2). Tugas 
Pokok; (3). Fungsi dan peranan; (4). Wewenang dan tanggungjawab; (5). Dokrin; 
(6). Bantuan, hubungan, dan kerja sama; (7). Simbol-simbol, tanda-tanda dan 
atnibut-atribut; (8). Sikap dan tindakan; (9). Struktur Organisasi; (10). Peralatan; 
(11). Kepemimpinan; dan (12). Pendidikan dan pelatihan. Dalam penelitian mi 
terungkap kepolisian itu diorganisir seperti militer tetapi bukan militer sehingga 
dapat mendukung paradigma kepolisian sekarang mi. 

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa Organisasi Kepolisian Negara 
Republik Indonesia diorganisir seperti militer tetapi bukan militer sebagai berikut 

Kategonisasi militer liii bersifat situasional, tergantung unsur dan indikator 
militer yang digunakan. Hasil penelitian menunjukkan organisasi kepolisian 
bukan militer sangat bervariasi menurut kebutuhan kesatuan dan kepentingan 
personil Polni sendiri. 

Kata kunci 	: Poiri bagian dari ABRI, unsur-unsur dan indikatomya 

Daftar Pustaka: 33 Buku + 31 Dokumen 

Penulis 
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ABSTRACT 

Nama 	: Wahyu Widiarso Suprapto 

Study Programs : Sekuriti's Management Specialty Programs Police Force 
Knowledge Study, Master Programs Indonesia University 

Title 	: Military ,  Organism in The Indonesian National Police (INP) 
Before and After the Seperation of INP from The Indonesian 
Armed Forces 

Pages : xvi + 190 + 9 Appendixes 

The background of the research is Indonesian National Police grows together 
with the Indonesian Armed Forces and it is even a part of the armed forces. In its 
development, INP is requested to use its technical and professional ability which 
are different from the ones that belong to the Indonesian Armed Forces. However, 
it is seen that Indonesian people still consider that that INP has military 
characteristics. Therefore, the research focuses on the description of military 
elements in INP before and after the separation of INP from the Indonesian 
Armed Forces. 

The writer employs some theories such as public administration that 
organizes the position of INP, the functions of INP and the relation between the 
state and the-police as well as the culture. Each police in every country is unique. 
Military model appears as the consequence of direct relation among the state, 
armed forces and the police. 

The writer employs literature study. Element and indicators of INP and the 
Indonesian Armed Forces identified are as follows: (1) Vision and mission; (2) 
Main duties; (3) Function and role; (4) Authority and responsibilities; (5) 
Doctrine; (6) Aid, relation and cooperation; (7) Symbols, signs and attributes; (8) 
Behavior and attitude; (9) Organization structure; (10) Equipment; (11) 
Leadership; and (12) Education and Training. The research also uncovers that INP 
is organized in a military style but it is not a military organization so such 
condition supports the current police paradigm. It is based on the fact that such 
military style is situational and depends on the elements and indicators used. 

Key words : Polaris as a part of The Indonesian Armed Forces, elements and 
indicators 

Bibliography: 33 books + 31 documents 

Writer 
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yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan. 
Militansi : Ketangguhan dalam berjuang, kesulitan, berperang. 
Militerisme : Paham yang mendasarkan kekuatan militer. 
Militeristik : Bersifat militer. 
Musuh : Lawan dalam peperangan. 
P3RI Persatuan Pegawai Polisi Rapublik Indonesia. 
PBB : Persatuan Bangsa Bangsa. 
Pangab : Panglima Angkatan Bersenjata. 
PANGAD Panglima Angkatan Darat. 
PANGAL : Panglima Angkatan Laut. 
PANGAU : Panglima Angkatan Udara. 
PDU : Pakaian Dinas Upacara.. 
Perpu : Peraturan Permerintah Pengganti Undang-undang. 
Peta : Pembela Tanah Air. 
PK : Polisi Keamanan. 
PNS : Pegawai Negeri Sipil. 
Polda : Kepolisian Daerah. 
Poires : Kepolisian Resort. 
Poini : Kepolisian Negara Republik Indonesia. 
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Poiwiltabes Kepolisian Wilayah Kota Besar. 
Polsus : Petugas kepolisian khusus. 
Prevalensi : Hal yang umum/ kelaziman. 
P11K : Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian. 
Pusdik : Pusat Pendidikan. 
Rastra Sewa Kotama : Abdi utama nusa dan bangsa. 
RI Republik Indonesia. 
Sangkil dan Mangkus: Efektif dan efisien. 
Seba : Sekolah Bintara. 
Secapa : Sekolah Calon Perwira. 
Selapa : Sekolah Lanjutan Perwira. 
Sepa : Sekolah Perwira. 
Serda : Sersan Dua. 
Sertu Sersan Satu. 
Seskoak Sekolah Staf dan Komando Angkatan Kepolisian. 
Sespim Sekolah Pimpinan. 
Sespimpol : Sekolah Staf dan Pimpinan Kepolisian. 
TKR Tentara Keamanan Rakyat. 
TNT Tentara Nasional Indonesia. 
TRI : Tentara Rakyat Indonesia. 
Uniform : Pakaian dinas. 
Unsur : Kelompok kecil dari yang lebih besar. 
IJU : Undang-undang. 
IJUD Undang-undang Dasar 
Wan Teror : Perlawanan terhadap terror. 
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1. PENDAHLJLUAN 

1.1. Latar Belakang 

Hams dakuI bahwa maslh banyak pam personil Kepolislan Negara 

Republik Indonesia (Poiri) yang masih aktif tidak mengetahui latar belakang, 

sejarah dan perkembangan Kepolisian Negara Republik Indonesia, termasuk 

perkembangan visi, misi, fungsi, peranan, tugas pokok, wewenang, tanggung 

jawab, dokrinnya dan hubungan kerja sama. Fungsi dan tugas pokok aparatur 

Negara penegak hukum seperti Poiri dapat terus berkembang, sesuai dengan 

kebutuhan dan tuntutan pelayanan publik. 

Perkembangan di atas perlu dipahami oleh setiap personil Poiri. Mereka 

dapat memahaminya melalui buku-buku sejarah, dokumen, hasil penelitian serta 

melalui program-program pendidikan dan pelatihan. 

Dalam hubungan mi, Menhankam/Pangab dalam sambutannya menyatakan 

sebagai berikut: 

"Menyadarai bahwa pembenahan suatu aparatur penegak hukum seperti 

Poiri harus dilaksanakan "sambil berjalan terus" maka "...melalui 

pengenalan fungsi, peran, dan tugas pokok Poiri secara benar, kemudian 

diimplementasikan dalam sistem pendidikan dan latihan, akan merupakan 

jalan yang paling tepat ke arah keberhasilan kita meningkatkan kewibawaan 

Poiri" (Skep Kapoiri No.2 tahun 1980:). 

Dalam kesempatan yang sama Menhankam/Pangab juga mengatakan: 

". . .meskipun Poiri adalah juga bagian dari ABRI, pada hakekatnya fungsi 

dan tugas-tugasnya, sifat ancaman dan fungsi tugas-tugasnya maupun 

subyek yang melakukannya menuntut agar prajunit Poiri mahir dalam 

bidang hukum dan tunduk terhadapnya, oleh sebab itu pendidikan dan 

latihan bagi Polni tidak boleh sepenuhnya seperti dalam TN!" (Skep Kapoiri 

No.2 tahun 1980). 

"...Mengapa Poiri merupakan bagian dari ABRI dan kemudian terpisah lagi; 

perkembangan organisasi Polni yang terkesan diubah dengan kurang 
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memperhatikan sejarah organisasi sebelwnnya..." yang disampaikan oleh Prof. 

Dr. Awaludin Djamin Awaludin Djamin 2006: x) 

Pada tahun 1961, dikeluarkan UU no 13/1961, tentang Kepolisian Negara 

Republik Indonesia, yang menyatakan Polri sebagai bagian dan Angkatan 

Bersenjata Republik Indonesia. Namun sejak 1 April 1999. Seperti yang 

tercantum dalam inpres No. 2 tahun 1999, Angkatan perang menggunakan istilah 

TNT. Poiri ditempatkan di bawah Menteri Pertahanan dan Keamanan. Kepolisian 

Republik Indonesia (Poiri) secara struktural dikeluarkan dari ABRI (sekarang 

ThI) dan Menhankam/Pangab ditugaskan untuk memperbaharui UU No. 20 tahun 

1982 dan UU No. 28 1997 yang sudah tidak belaku lagi dengan kebijakan yang 

baru tersebut. Poiri sudah lepas dari pengaruh militer (TNllrentara Nasional 

Indonesia). Dalam pidato Menhankam/Pangab Jendral Wiranto tanggal 1 April 

1999, dinyatakan bahwa Poiri akan mandiri pada tahun 2001. (Awaloedin Djamin, 

2001:33). 

Kemandirian Polri semakin sempurna dengan dipisahkannya dan 

Departemen Pertahanan terhitung mulai 1 Juli 2000, bertepatan dengan hari Ulang 

Tahun yang ke 54 PoInt Hari Bhayangkara. Pemisahan itu tertuang dalam 

Keputusan Presiden No. 89 tahun 2000, yang menyatakan bahwa status Poiri 

sebagai lembaga independen langsung berada di bawah pengawasan Presiden 

Republik Indonesia. Demikian pula dalam Ketetapan MPR-RI No. VIIMPR/2000, 

tentang Peran TN! dan Poiri yang inti dari Ketetapan mi adalah pemisahan TN! 

dan Poini, dengan pertimbangan bahwa penggabungan Polri dan TN! 

menimbulkan kerancuan dan tumpang tindih antara peran dan fungsi TNI sebagal 

kekuatan pertahanan negara, sedangkan tugas Poiri sebagai kekuatan keamanan 

dan ketertiban masyarakat 

Poiri terus berupaya melakukan reformasi internal, berupaya menjadi lebih 

dekat dengan sipil dan meninggalkan cmi militer. Poiri lebih lanjut 

mengembangkan model pemolisian yang dikembangkan kemudian adalah 

Community Policing. Sekarang setelah hampir sepuluh tahun, boleh dipertanyakan 

sejauh mana Polri telah dilaksanakan reformasi tersebut. Pertanyaan mi memicu 

perlunya suatu upaya penelitian mendalam untuk mengevaluasi keberadaan sikap 
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dan tindakan Poiri sekarang mi dibandingkan dengan sikap dan perilaku Poiri 

sewaktu menjadi bagian dari ABRJ/TNI. 

Dalam melaksanakan rangkaian pembangunan sering terjadi benturan-

benturan berbagai kepentingan, baik antar kepentingan pribadi dan antar 

kepentingan kelompok, maupun antara kepentingan pemerintah dan kepentingan 

masyarakat. Permasalahan tersebut dapat diatasi atau diminimalkan dengan 

membangun kerjasama yang, balk antar semua pihak terkait untuk menangani 

berbagai kerusuhan, kejahatan dan bentuk-bentuk tindakan kriminal lainnya yang 

memerlukan tindakan pemolisian. Dalam hat mi diperlukan kerjasama antara 

kepolisian, kesatuan samping terutama NI serta dengan masyarakat. 

Kenjasama antara polisi dan masyarakat dalam menangani berbagai 

kejahatan merupakan hal yang mutlak dilakukan. Keharusan liii didasarkan pada 

beberapa pertimbangan. Pertama, yang mengetahui dengan persis kejahatan itu 

terjadi di masyarakat adalah masyarakat sendiri, sebab itu masyarakat perlu 

dilibatkan. Kedua, masyarakat tidak memiliki kewenangan formal melakukan 

tindakan-tindakan penangkapan dan penindakan, tugas mi adalah tugas kepolisian. 

Ketiga, perbandingan polisi dan masyarakat di Indonesia sangat timpang 1:1200. 

Berdasarkan PBB perbandingan itu adalah, 1: 500, dan kota besar 1: 300/ 1: 250 

(Awaloedin Djamin 2001:64). Dengan kata lain jumlah polisi di Indonesia tidak 

seimbang dibandingkan dengan jumlah masyarakat yang harus dilindungi. 

Keempat, biaya operasional kepolisian sangat minim dan karena itu mereka 

memerlukan bantuan dari masyarakat. 

Berbagai hal tersebut diatas muncul dalam paradigma pemolisian lama 

(traditional policing) yang lebih menekankan pada tugas dan fiingsi kepolisian 

dalam rnelakukan penegakan hukum, pemeliharaan ketertiban dan pelayanan 

kepada masyarakat. Paradigma tradisional mi menempatkan polisi sebagai 

pelindung masyarakat, sehingga semuanya diletakkan pada pundak kepolisian. 

Sementara masyarakat pasif menunggu. Kondisi seperti liii membuat tindakan 

kepolisian sering mengarah pada tindakan-tindakan yang berada di luar batas 

tugas dan fungsmnya. Banyak penistiwa rnenunjukkan tindakan kepolisian 

mengakibatkan berbagai pelanggaran hak asasi manusia, kekerasan, 

penyalahgunaan wewenang dan bahkan tindakan-tindakan represif yang punya 
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prevalensi dengan tindakan-tindakan militer, baik dalam menangani kejahatan 

maupun dalam mengawal proses demokratisasi. 

Beberapa tindakan polisi masih terlihat seperti gaya militer. Penangkapan 

pelaku kejahatan yang dilakukan dengan menggunakan tindakan kekerasan, kerap 

terungkap di berbagal media balk media elektronik maupun cetak. Senjata yang 

dimiliki sering digunakan menjadi alat bantu utama dalam melakukan tindakan-

tindakan kepolisian. Beberapa proses penyidikan masih dilakukan dengan 

kekerasan bahkan tergolong melanggar hak asasi manusia. Dengan kata lain polisi 

menempatkan pelaku kejahatan sebagai musuh, mengikuti filosofi dan sudut 

pandang kalangan militer. Hal yang sama terjadi dalam penanganan kasus 

terorrisme, peredaran narkoba dan berbagai kasus kejahatan Iainnya. Strategi 

operasional pemolisian lebih cenderung ke arah sentralisasi, sarat dengan 

penggunaan kekuatan seperti militer. Masih terdapat beberapa kasus korban salah 

tembak, salah sasaran, salah tangkap, dan penyalahgunaan senjata. 

1.2. Permasalahan 

Berdasarkan latar belakang di atas terIhat bahwa masth ada kesan 

masyarakat bahwa Polri masih memiliki ciri-ciri seperti militer, termasuk 

perilakunya dalam melakukan pemolisian. Sejalan dengan berkembangnya 

transparansi, good governance, hak asasi manusia, dan community policing, 

Organisasi Kepolisian Negara Republik Indonesia harus segera menghilangkan 

kesan tersebut. Fokus penelitian mi adalah mengidentifikasi ciri-ciri militer pada 

Organisasi Polri. Selain itu, peneliti juga akan melihat fungsionalitas dari ciri-ciri 

militer tersebut pada Organisasi Polri. Lebih jauh penelitian mi akan memberikan 

saran dan rekomendasi untuk mempercepat proses community policing di 

lingkungan organisasi Poiri. 

Berdasarkan permasalahan di atas, peneliti merumuskan pertanyaan penelitian 

sebagai benikut: 

Bagaimanakah deskripsi unsur militer pada Poiri? 

Apakah unsur militer tersebut fI.ingsional atan tidak? 

Dalam konteks apa unsur fitngsional dan dalam konteks apa unsur tersebut 

disfungsional? 
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1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1.3.1. Tujuan 

Tujuan penelitian mi adalah untuk mengidentifikasi dan 

mendeskripsikan ciri-ciri militer atau unsur-unsur militer pada Kepolisian 

Negara Republik Indonesia. Dan juga untuk mengetahui fungsionalitas dan 

unsur-unsur tersebut. 

1.3.2. Manfaat 

Manfaat akademis : penelitlan ml diharapkan menambah kaj Ian 

tentang Polri khususnya yang terkait dengan militer. 

Manfaat praktis : penelitian mi diharapkan dapat menggambarkan 

nhlai-nilai militer dan unsur lainnya yang masih terdeskripsikan pada Poiri. 

Dengan gambaran tersebut Polri dapat mengambil kebijakan yang 

tepat dalam membentuk polisi sipil yang profesional. 

1.4. KerangkaTeori 

1.4.1. Kepolisian 

Kepolisian adalah hal ikhwal yang berkaitan dengan fungsi dan 

lembaga polisi sesuai dengan peraturan penmdang-undangan. Fungsi 

kepolisian adalah salah satu fungsi pemenintahan negara di bidang 

pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, 

perlindungan, pengayoman, dan pelayanan masyarakat. Kepolisian Negara 

Republik Indonesia bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeni 

yang meliputi terpeliharanya keamanan, dan ketertiban masyarakat, tertib 

dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan 

pelayanan masyarakat dengan menjunjung tinnggi hak azasi manusia. 

Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang 

berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, 

menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan 

pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam 

negeri (IJU No.2 Tahun 2002:Bab I). 
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Menyadari bahwa pembenahan suatu aparatur penegak hukum 

seperti Polri harus dilaksanakan "sambil berjalan terus" maka Menhankam 

Pangab dalam sambutannya menyatakan sebagai berikut: 

". . .melalui pengenalan fungsi, peran, dan tugas pokok Poiri secara benar, 

kemudian diirnplementasikan dalam sistem pendidikan dan latihan, akan 

merupakan jalan yang paling tepat ke arah keberhasilan kita meningkatkan 

kewibawaan Poiri" (Skep Kapolri No.2 tahun 1980, tentang Pola Dasar 

Pembenahan Poiri). 

Pada kesempatan yang sama Menhankam/Pangab juga mengatakan: 

"...meskipun Polri adalah juga bagian dari ABRI, pada hakekatnya fungsi 

dan tugas-tugasnya, sifat ancaman dan fungsi tugas-tugasnya maupun 

subyek yang melakukannya menuntut agar prajurit Poini mahir dalam 

bidang hukum dan tunduk terhadapnya, oleh sebab itu pendidikan dan 

latihan bagi Poiri tidak boleh sepenuhnya seperti dalam TNI". (Skep Kapolni 

No.2 tahun 1980). 

Karena perbedaan sejarah, Sistem Ketatanegaraan (Administrasi 

Negara) terutarna Undang-undang Dasar (UtJD), hukum yang mengatur 

kedudukan dan organisasi Kepolisian, Hukum yang mengenai fungsi dan 

Tugas Pokok Kepolisian, Keadaan Negara serta budaya, maka seperti yang 

dikatakan Dilip K. Das (1994) yang dikutip Awaloedin Djamin (2007:5), 

setiap kepolisian Negara di dunia mi adalah unik. Yang sama adalah tentang 

tehnik dan taktik pemolisiannya (seperti Traffic Police, Criminal 

Investigation, Teknologi Kepolisian dan lain-lain) serta fungsi utamanya 

yang digolongkan ke dalam pre-emptif, preventif dan represif. 

Samuel Walker dalam bukunya The Police in America, menjelaskan 
3 elemen baru modern policing berawal dari Polisi London, mencakup misi, 

strategi dan strukiur organisasional. Misi adalah crime prevention, 

merefleksikan ide utilitarian, lebih balk mencegah kejahatan daripada 

merespon sesudah kejadian, crime prevention atau deterrence dicapai 

melalui suatu strategi patroli prevent4f. Petugas dapat menjaga kehadiran 

yang tampak di masyarakat melalui terus menerus melakukan patroli ronda 

tetap. Kehadiran terus menerus dari polisi di masyarakat adalah perbedaan 
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menonjol lain dari modern policing. David Bailey mengatakan ciii utama 

dari modern police adalah 'bahwa mereka 'public, specializad, and 

professional". Mereka adalah publik dalam arti mereka mentransfer 

tanggung-jawab untuk kesetamatan publik kepada lembaga pemerintah. 

Specialized dalam pengertian mereka mempunyai misi law enforcement dan 

crime prevention yang berbeda. Mereka adalah professional dalam 

pengertian mereka bekerja full-time dan merupakan pekerja-pekerja yang 

dibayar (paid employees). 

Dijelaskan pula ide polisi modem dimulai dari Sir Robert Peel yang 

meminjam stuktur organisasi Polisi (London) dari militer, tennasuk 

uniform, tingkatan pangkat, dan yang paling penting adalah disiplin dan 

sistim komando autonitanian. Model Polisi London mewarnai adminstrasi 

Polisi Amerika. Beberapa knitik utama tenbadap organisasi yang birokratik 

yaitu pertama, organisasi tidak melakukan fungsinya dengan benar, ada 

jarak (celah) komunikasi, informasi tidak sampai pada orang yang 

membutuhkan informasi tersebut, pengawasan tidak berjalan, pekerja-

pekerja tidak mengikuti aturan yang berlaku, kiien diperlakukan tidak secara 

sama (adil). Kedua, organisasi dilaksanakan secara rigid (kaku), inflexible, 

tidak dapat beradaptasi kepada rapid changes. Ketiga, organisasi menjadi 

self-serving dan terpisah (isolated) dari orang yang mereka layani. Keempat, 

organisasi tidak menggunakan talent dari para pekerjanya dan bahkan 

menahan. 

Lebih jauh Walker membedakan dan menyamakan polisi dan militer 

sebagai berikut: polisi menyerupai militer dalam beberapa aspek: 1. petugas 

polisi mengenakan uniform; 2. Menggunakan kepangkatan model militer 

(sersan, letnan, kapten); 3. Struktur komando adalah autoritanian, hukuman 

tegas bagi kegagalan memenuhi perintah (orders) danipada kolaboratif atau 

konsultatif; 4. Membawa senjata dan mempunyal kewenangan hukum 

menggunakan paksaan (force). Menurut Walker ciii policing minip militer, 

tapi polisi berbeda dani militer dalam beberapa aspek: 1. Polisi melayani 

populasi warga negara (kota) bukan berhadapan melawan musuh asing; 2. 

Menyediakan pelayanan-pelayanan yang dibuat untuk membantu orang- 
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orang dan pelayanan-pelayanan mi sering kali diminta oleh warga secara 

individual; 3.Dibatasi hukum yang melindungi hak-hak warga; 4. Mela-

kukan diskresi individual (sedangkan tentara dilatih dan diharapkan bekerja 

sebagai anggota unit-unit militer). 

Tabel 1.1. 

Persamaan dan Perbedaan Polisi dan Militer 

Persamaan Perbedaan 

Menggenakan uniform. Polisi berhadapan dengan masya- 

rakat bukan denga musuh. 

Struktur komando adalah autoritarian, Menyediakan pelayanan-pelayanan 

hukuman 	yang 	tegas 	bagi 	yang untuk membantu masyarakat. 

kegagalan memenuhi perintah. 

Membawa senjata dan mempunyai Dibatasi oleh hukum yang melin- 

wewenang 	hukum 	menggunakan dungi hak-hak masyarakat. 

paksaan. 

- Melakukan diskresi individual. 

umoer: bamuei water (1 912), I he Police in America) 

Sedangkan Skolnick & Bayley (1987) mendefinisikan community 

policing sebagai suatu ifiosofi yang mempunyai tema-tema meliputi 

problem—solving of non-crime issues, police-publik partnership, power 

sharing antara masyarakat dan polisi dalam pengambilan keputusan, dan 

penekanan pada customer-responsiveness. Trajanowicz, et.al. (2001) 

menggunakan pendekatan sama mendekati filosofi community policing, 

yang dapat dilihat dari 3 prinsip: 1. mendirikan hubungan polisi dan 

masyarakat lebih dekat; 2. mendorong anggota masyarakat dalam crime 

prevention tanpa menyiratkan power sharing dalam pengambilan keputusan 

tentang hal-hal policing; 3. Mendirikan service-oriented culture. Setiap 

rencana atau program didesain dalam spirit dari prinsip-prinsip mi disebut 

sebagai community policing initiatives. 
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1.4.2. Muter 

TN! berperan sebagal alat negara di bidang pertahanan yang dalam 

menjalankan tugasnya berdasarkan kebijakan dan keputusan politik negara. 

TN! sebagai alat pertahanan negara, berfiingsi sebagai: a. Penangkal 

terhadap setiap bentuk ancaman militer dan ancaman bersenjata dari luar 

dan dalam negeri terhadap kedaulatan, keutuhan wilayah, dan keselamatan 

bangsa; b. Penindak terhadap setiap bentuk ancaman; dan c. Pemulih 

terhadap kondisi keamanan negara yang terganggu akibat kekacauan 

keamanan. Dalam melaksanakan ketiga fungsinya, TNI merupakan 

komponen utama sistem pertahanan negara. Tugas pokok TNI adalah 

menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara 

Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan tlndang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta melindungi 

segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan 

gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara (UU No.34 Tahun 2004). 

Militer di berbagai negara mempunyai tugas menjaga kedaulatan 

negara. Penggunaan senjata dan kekerasan menjadi salah satu aspek legal 

yang dimiliki militer dalam melakukan tugasnya. Prajurit militer tidak 

memiliki kebebasan sebagaimana masyarakat biasa (sipil) dibatasi pada 

hirarki birokrasi yang ketat. Watak atau ciii unik dari seorang militer adalah 

kemampuannya yang terlatih menggunakan tindak kekerasan. Yang 

membedakan militer dan non-militer adalah penggunaan uniform sebagai 

atribut fungsi profesi serta kemampuan dalam pengendalian tindak 

kekerasan (management of violence). Sejumlah istilah yang memiliki esensi 

sama dengan militer (military) yaitu tentara (soldier), prajurit (troop), 

perwira (officer). Seorang tentara memliki 5 ciii utama: pembagian kerja 

kelompok, pelatihan, komando, disiplin, dan organisasi. Struktur organisasi 

militer sangat hirarkis dimana penintah mengalir ke bawah dan tanggung 

jawab naik ke atas. Hirarki organisasi militer dibarengi disiplin ketat, 

pengawasan, kesetiaaan, penghormatan pada atasan, loyalitas pada tugas, 

komitmen tinggi pada nasionalisme, solidanitas yang kuat diantara mereka, 

senionitas dan pangkat. 
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Didalam diri prajurit tertanam ideologi militer yang mengajarkan 

kepatuhan dan ketaatan terhadap atasan, patuh pada garis komando. Doktrin 

militer ada yang sifatnya peperangan (offensive) dan pertahanan (defensive) 

yang penggunannya tergantung pada ancaman yang dihadapi. Bagi militer, 

kekompakan, persatuan, kepentingan organisasi jauh lebih penting daripada 

perubahan-perubahan (rapid changes) yang dapat melemahkan lembaga 

militer.. 

Militer di tiap negara berbeda-beda bentuk dan sejarahnya (Caroflo: 

2006). Sutoro E, dalam Masyarakat Pascamiliter menjelaskan publik 

umumnya memahami militenisasi dan militerisme sebagai 2 hal yang sama 

yakni bentuk intervensi dan dominasi militer dalam seluruh sektor 

kehidupan sosial politik. Ada 3 kelompok besar pemahanian yang dapat 

diidentifikasi: 1. Militerisme dikaitkan dengan dominasi militer dalam 

politik yang melahirkan pemerintahan militenistik; 2. Militerisme dikaitkan 

dengan penggunaan kekerasan dalam pemerintahan dan masyarakat; 3. 

Militerisme dikaitkan dengan merasuknya nilai-nilai, sikap dan perilaku 

militer dalam pemerintahan dan masyarakat seperti komando, hirarki, - 

disiplin, pemaksaan, loyalitas, dan kekompakan. 

1.4.3. Kepolisian dan Militer 

Setlap negara mempunyal sejarah kepollslan yang berbeda-beda 

begitupun dengan Indonesia. Sejarah Indonesia menunjukkan bahwa Poini 

tadinya merupakan bagian dan angkatan bersenjata, sehingga ada konflik 

nilai diantara kerja polisi dan aktivitas militer terkait dengan perang. 

Persamaan antara Poiri dan militer adalah keduanya sebagai 

Pejuang; sikap militansi; dan pengayoman hukum militer. Sedangkan 

perbedaannya yaitu pada kemampuan teknis profesional dalam 

melaksanakan tugasnya (Pola Dasar Pembenahan Poiri 1980). 
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TabeL 1.2. 

Persamaan dan Perbedaan Polisi dan Militer 

Persamaan Perbedaan 

- Sebagai pejuang Kemampuan teknis profesional dalam 

melaksanakan tugasnya 

Sikap militansi - 
Pengayoman hukum militer - 

(umDer: roia Dasar l'embenahan ?oIr 1980). 

Dalam riset Jude Mc Culloh (1998), memperlihatkan arti 

pentingnya peran dan fungsi paramilitary policing, dimana polisi tak bisa 

lepas dari kekuatan paramiliter (semi-militer), Mc Culloh menjelaskan 

bahwa pendekatan militer pada policing di Australia penting karena 

policing di Australia dipengaruhi tradisi Inggris dimana polisi adalah 

lembaga sipil, minim penggunaan senjata, didasari aturan hukwn dalam 

rnenanggulangi kejahatan, lepas dari kontrol pemerintah. Tradisi di 

Australia, militer berhadapan dengan musuh eksternal sedangkan polisi 

bertanggungjawab atas keteraturan hukum. 

Mc Culloh lebih jauh menelaah bahwa model policing mi dimulai 

dari opini Jefferson yang melihat arti pentingnya (fungsional) paramilitary 

policing (paramilitary tactics) meskipun bisa mengarah pada 

ketidakteraturan. Jefferson melihat paramilitary policing sebagai the 

application of (quasy-) military training, equ4ment, philosophy, and 

organization to questions of policing (weather under centralized control 

or not) and second, a concretely grounded sense of the history and 

sociology ofparamiliterism, to counteract the prevailing idealism and to 

provide a realistic appraisal of "professionalism in action ". 
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Perbedaan Polisi dan Militer dapat disampaikan sebagai berikut: 

Tabel 1.3. 

Perbedaan Tujuannya Polisi dan Militer 

Polisi Mffiter 

Menjaga perdamaian. Memenangkan peperangan 

Mcndcteksi dan mencegah Tugasnya melawan orang-oraiig yang 

kejahatan. diidentifikasikan sebagai musuh. 

Melindungi jiwa dan harta benda Membunuh 	dan 	lukai 	musuh 	dan 

dan membantu mereka yang hancurkan hak milik musuh. 

membutuhkan pertolongan. 

(Sumber: Jude Mc Culloch, 1998) 

Tabel 1.4. 

Perbedaan dilihat dan Cominunily 

Polisi Militer 

Bertugas dengan masyarakat yang Mengatasi dengan kekerasan 

memberikan ijin dan dapat bekerjasama. 

Bagian dari perjiisian komuniti. Mempunyai kepentingan yang 

berbeda dari musuhnya. 

(Sumber :Jude Mc Culloch, 1998) 

Tabel 1.5. 

Perbedaan dilihat dan Penggunaan Senjata 

Polisi Muter 

Kekuatan minimum Kekuatan efisien/mangkus 

Kekuatan digmakan untuk perlawa- Ke!cuatan dignaican untuk menga- 

nan dari penangicapan berdasarkan tasi dan mengalahkan musuh. 

hukum dan untuk mencegah timbul- 

nya kerugian yang lebih banyak. 
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Mengutamakan tindakan pembi- Kekuatan digunakan untuk situasi 

naan. 	 yang bersifat reaktif, dalam 

pembelaan seseorang terhadap yang 

lain, atau sebagai respons atas 

terhadap tindakan penyerangan. 

sumber: Jude Mc Culloeft, 199) 

Tabel 1.6. 

Perbedaan dilihat dan Organisasi dan Operasional 

Polisi Militer 

Mengutamakan 	tindakan 	perora- Bagian dari unit atau divisi, sedikit 

ngan 	dengan 	tingkatan 	diskresi bahkan tidak ada tindakan diskresi 

yang tinggi. perorangan. 

Melakukan 	tindakan 	diskresi Disiplin didisain untuk mencegah 

mengurangi 	akibat 	yang 	lebih daripada resiko luka dan kematian. 

buruk. 

Bertugas 	untuk 	menegakkan Bertanggung jawab kepada atasan. 

hukum. 

tumoer: JUUC MC I...UIIOCfl, 199) 

Sebagai bagian dari militer, seorang tentara dilatih untuk 

membunuh mencegah agar tidak terbunuh, tetapi polisi diharuskan 

menggunakan kekerasan secara minimum karena penggunaan kekerasan 

yang berlebihan dapat mengarah pada persoalan hukum. Hal mi menjadi 

salah satu persoalan munculnya sinisme terhadap institusi dan profesi Poiri 

bahwa Polri adalah sayap dari militer (Adrianus: 2001). Saat mi secara 

formal polisi telah berpisah dengan militer (ABRI) tapi sikap dan tata cara 

militer masih tampak menonjol dipergunakan, terlepas.dari masa historis 

Poiri, secara iiil, seringkali terdengar ulasan media massa, polisi menindak 

pelanggar (lalu lintas) tanpa memilih altematif lebih baik, polisi 

melakukan penindakan lalu mengajak damai, polisi main hakim sendiri, 

polisi main tembak membabi buta, polisi brutal, polisi pelanggar hukum, 
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polisi pencari kesalahan masyarakat, dan seterusnya. Berbagai gambaran 

mi, dapat dikatakan kasuistik, tapi sedikitnya menampilkan gaya 

pemolisian lama, tampaknya Poiri masib cenderung menggunakan gaya 

tradisional policing (KIK: 2003). 

Marzek menunjukkan bahwa unsur-unsur militer teiah melekat 

dalam kebudayaan Indonesia tidak saja pada gambaran pemolisian. 

Dilembagakannya jago dan satria merupakan indikator dari citra din 

militer yang terus hidup sejak masa lalu dalain pemikiran dan perilaku 

masyarakat Indonesia. Selain itu banyak raja-raja agung jawa adalah 

panglima perang perkasa, dimana tanpa kemiliteran banyak penintah raja 

talc dapat dijalankan. Pengawal istana, korps tentara profesional 

merupakan kelompok cut. Sejarah kekuatan militer menjadi sumber 

kekuasaan keraton. Meskipun apa yang dikatakan Marzek tidak 

sepenuhnya sesuai tapi sekurang memberi gambaran merasuknya nila-nilai 

militer mencakup hampir lapisan masyarakat tidak saja Iembaga formal. 

Tak rnengherankan bila warisan mi menimbulkan berbagai kelompok 

militer saat mi yang menguasai lokal-lokal tertentu dan sangat powerful 

baik berlabeLkan kelompok keagamaan maupun kepernudaan. 

Polri adalah unik dimana mereka adalah bagian dari militer sebagai 

perpanjangan tangan pihak pemerintah. Sejak polisi bergabung dengan 

militer dan menjalankan suatu model paramilitary policing, maka Polni 

dihadapkan pada 3 masalah yaitu kelemahan utama sebagai penegak 

hukum, kualitas policing yang rendah dan hubungan polisi dan masyarakat 

yang tidak sehat (Adnianus: 2001). Paramilitary policing substanslnya 

tidak selamanya buruk karena meningkatkan disiplin dan suatu kesatuan 

komando pada personil kepolisian dalam menghadapi ketidakstabilan yang 

terjadi di Indonesia era post-Suharto. Diharapkan Poini dapat memperluas 

kepada pendekatan yang berorientasi komunitas menjawab berbagai sikap 

negatif yang menghambat kinerja polisi sejauh mi. 

Bayley (1998) mengatakan kegiatan kepolisian tidak boleh lagi 

dimaknai sebagai suatu peperangan atau didominasi kekuatan yang 

direncanakan oleh pangkat senior dan dilakukan oleh tentara yang tugas 
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utamanya adalah patuh. Filosofi yang tertera dalam topi kebesaran POLRI 

Rastra Sewakottama yang berarti abdi utama dari negara dan bangsa harus 

benar-benar dicerminkan. Polisi harus netral dan tidak boleh terjerumus 

menjadi abdi penguasa dan pihak yang kuat. Tantangan bagi institusi 

kepolisian adalah bagaimana menyesuaikan struktur pengelolaan 

kepolisian agar dapat sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Efektifitas 

struktur organisasi polisi dalam melayani kebutuhan masyarakat telah 

bergerak dari bentuk birokrasi ke bentuk pasar (market), harga & 

kompetisi dan jaringan(network), diplomasi, kepercayaan dan resiprositas. 

Dalam struktur pengelolaan birokrasi organisasi kepolisian berbentuk 

otoritarian, garis komando para-militer, peraturan organisasi yang ketat, 

penekanan pada komunikasi internal dan vertikal, lebih menekankan 

kepatuhan dibandingkan inisiatif, pengambilan keputusan jarang dilakukan 

secara partisipatif dalam ganis kepangkatan, kurang berorientasi pada 

pelayanan masyarakat. 

Kepemimpinan menurut transactional/transformational theory 

menjadi penunjang berhasilnya pelaksanaan community policing dimana 

polisi iebih dekat dengan masyarakat yang dilayani, fokus pada 

lingkungan eksternal tidak saja lingkungan internal semata. 

Kepemimpinan dapat mengatasi beberapa ciri organisasi polisi paramiliter 

yang mengutamakan cara komando, birokratik, penguatan negatif, cara 

pandang tertutup dan kepemimpinan semu menjadi cara persuasif, inisiatif 

kelompok kerja, penguatan positif, cara pandang terbuka dan 

kepemimpinan yang sebenamya (true leadership). 

Kekurangmampuan polisi dalam memberikan rasa aman kepada 

masyarakat dan dalam memerangi tindak kejahatan disebabkan oleh 

banyak faktor pertama, resources (sumber daya) baik sumber daya 

keuangan maupun sumber daya manusia, dana operasional yang minim, 

kemampuan penguasaan iptek, kemampuan rekruitmen, penempatan 

anggota POLRI. 

Menurut Mendes (1999) menampilkan penghormatan yang rendah 

bagi institusi-institusi kemasyarakatan dalam menegakkan hukum dan 
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menjalankan proses peradilan pidana secara benar. Literatur sosiologis 

rnenunjukkan bahaya polisi menjadi suatu pekerjaan ternoda sejak 

kekuatan polisi dim iliterisasi, pandangan masyarakat yang ditertibkan 

merupakan musuh yang harus dilawan dan dihadapi seolah peperangan 

nyata (Adrianus: 2001). Dimata publik kehadiran polisi seperti tentara 

mendorong provokasi dibandingkan menciptakan situasi yang bersahabat. 

Persoalan legitimasi polisi menjadi problematik ketika model policing 

tertentu menjadi pilihan pimpinan utama pihak kepolisian. 

Militer di brbagai negara mempunyai tugas menjaga kedaulatan 

negara. Penggunaan senjata dan kekrasan menjadi salah satu aspek legal 

yang dimiliki militer dalam melakukan tugasnya. Prajurit militer tidak 

memiliki kebebasan sebagaimana. masyarakat biasa (sipil) dibatasi pada. 

hirarki birokrasi yang ketat. Watak atau ciri unik seorang militer adalah 

kemampuannya yang terlatih menggunakan tindak kekerasan. Yang 

membedakan militer dan non-militer adalab penggunaan uniform sebagai 

atribut fungsi profesi dan kernampuan pengendalian tindak kekerasan 

(management of violence). 	 - 

Sejumlah istilah memiliki esensi sama dengan militer (military) 

yaitu tentara (soldier), prajurit (troop), perwira (officer). Seorang tentara 

memiliki 5- ciii utama: pembagian kerja kelompok, pelatihan, komando, 

disiplin, dan ôrganisisi. Struktur organisasi militer sangat hirarkis dimana 	- 

perintah mengalir ke bawah dan tanggung jawab naik ke atas. Hirarki 

organisasi militer dibarengi disiplin ketat, pengawasan, kesetiaan, 

penghormatan pada atasan, loyalitas pada tugas, komitmen tinggi pada 

nasionalisme, solidaritas kuat diantara mereka, senioritas dan pangkat. 

Didalam diii prajurit tertanam ideologi militer yang mengajarkan 

kepatuhan dan ketaatan terhadap atasan, patuh pada garis komando. 

Doktrin militer bersifat peperangan (offensive) dan pertahanan (defensive), 

penggunaannya tergantung pada ancaman yang dihadapi. Bagi militer, 

kekompakan, persatuan, kepentingan organisasi jauh lebih penting 

daripada perubahan-perubahan (rapid changes) yang dapat melemahkan 

lembaga militer. 

Universitas Indonesia 

Organisasi Militer..., Wahyu Widiarso Suprapto, FPS UI, 2008



17 

Fenomena di berbagai negara demokratik menunjukkan bahwa 

paramilitary policing dalam bentuk unit-unit atau satuan-satuan khusus 

malah dibentuk menghadapi berbagai isu kontemporer saat itu, balk 

perang terhadap kriminal intensitas tinggi, perang terhadap obat-obatan, 

perang terhadap terorisme. Meskipun tumbuh pertentangan terhadap 

keberadaan unit-unit liii, menurut Kaska dan Kappeler (1999) di tahun 

1982 baru 59% departemen polisi di Amerika Serikat yang mempunyai 

unit polisi paramiliter.aktif, 15 tahun kemudian terjadi peningkatan besar 

mendekati 90% dari departemen tersebut yang memelihara unit mi. Unit 

mi dikenal dengan SWAT (Special Wapong And Tactics) yang 

mempergunakan berbagai macam nama bisa special reponse team, 

emergency response, tactical operations units, Special Operations Group 

(SOG), Tactical Response Groups (7'RG). Nilai nilai demokrasi 

berkembang seiring dengan community policing (CP), sedangkan nilai-

nilai militerisme berkembang seiring dengan paramilitary policing (PP). 

Berikut mi kontradiksi diantara kedua konsepsi mi: 

V 	 Tabel: 1.7. 

Nilai-nilai Demokrasi dan Militerisme: 

Demokrasi (CP) 	 Militerlsme (PP) 

-Kebebasan 	 -Kepatuhan 

-Kreativitas dan inisiatif 	-Disiplin kaku 

-Toleransi 	 -Keseragaman 

-Dialog, diskusi, negosiasi dan 	-Melaksanakan perintah 

kompromi 

-Plural isme 	 -Keseragaman 

(Sumber: Kraska dan Kappeler, 1999) 

Polisi bersama tentara dalam beberapa situasi memegang monopoli 

penggunaan sanksi negara atas kekerasan terhadap warga negara. Mereka 

diberi wewenang untuk memegang senjata (arms) dan dalam situasi 

tertentu menembak (membunuh). Petugas polisi secará rutin dibatasi oleh 
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paksaan (force), melakukan pencarian orang, rumah dan milik mereka, 

melakukan pengawasan diam-diam terhadap kehidupan pribadi orang-

orang yang dicurigai, terlibat atau bermaksud kriminal. Lebih jelasnya, 

pemilikan dan penggunaan kekuasaan (power) membutuhkan justifikasi 

dan eksplanasi. Para analis policing menjelaskan ada 2 model policing 

didefinisikan sebagai model militari/kolonial dan model sipil/konsensual. 

Model paramilitary atau colonial timbul sebagai hubungan 

langsung diantara pemerintah, tentara dan polisi, menekankan kekuatan 

mengontrol atau menaklukkan bagian tertentu dari populasi. Model semua 

kekuatan kolonial lnggris, termasuk di Afrika Selatan dan Australia adalah 

Royal Irish Constabulary (Angkatan Kepolisian), di Amerika (US) sama 

dengan model militer, menekankan suatu pandangan tersendiri dan 

mengembangkan ide petugas polisi sebagai hubungan dekat (close-knit), 

kelompok yang berbeda dari sisi warga sebagai pihak luar (outsider) dan 
musuh (enemies). Polisi melihat diri mereka sebagai pihak yang berada di 

garis depan (thin blue line) dalam perang melawan kejahatan dimana jika 

gagal akan membuat masyarakat jatuh dalam anarki dan gangguan 

keamanan (Kappeler, Et.al, 1994: 151). 

Dalam model militer, polisi dilihat sebagai agen sentral atau 

pemenintah lokal daripada agen hukum. Kontrol sosial didasarkan atas 

paksaan dibandingkan kesepakatan, dan kekuatan (force) siap digunakan, 

terkadang menjadi alat utama. Kemahiran dan penggunaan persenjataan 

(senjata api, gas water-canon dan peralatan militer), penggunaan bahasa-

bahasa dan simbolisme militer, pemeriksaan rahasia dan tindakan intelejen 

terhadap komunitas dicunigai, disikapi sebagai musuh. Itu semua menjadi 

bagian integral dari apa yang disebut paramilitaiy police forces (Browling, 
et.al, 2004). Bahkan beberapa kekuatan (force) dipisahkan dari populasi 

lokal dan ditentukan oleh suatu alien rule (Brewer: 1994). Polisi dibawah 

kontrol Iangsung pemerintah dan partisan dalam menegakkan aturan rezim 

politik tertentu, tennasuk dikelilingi kebijakan-kebijakan diskniminasi. 
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Lebih dari sekedar suatu gaya (style), paramilitary policing dapat 

diartikan sebagai jalur cepat dalam menyiapkan unit-unit spesial, 

dilanjutkan dengan eksekusi tugas yang diperkirakan tidak dapat dilakukan 

polisi biasa seperti menteror anggota-anggota masyarakat dan menculik 

rival politik pemerintah. Beberapa contoh pelaksanaan paramilitary 

policing menyolok dan kasar dapat ditemui di Afrika Selatan dan beberapa 

negara Amerika Latin. Polisi di Afrika Selatan tampak akuntabel hanya 

kepada sebagian masyarakat saja dan fbkus pada aktivitas policing mereka 

pada bagian masyarakat lainnya, sementara polisi di Amenika Latin 

berbalik menjadi brutal dan pembunuh. Melalui kerja polisi yang jahat, 

pam polisi menegaskan bahwa mereka memerangi elemen-elemen 

kejahatan dan jalanan-jalanan (Adrianus: 2001). 

Dua model yang digambarkan diatas harus dilihat sebagai tipe 

ideal (ideal types) yang tidak eksis (exist) baik dalam bentuk yang murni 

(pure form) maupun secara keseluruhan tanpa kehadiran dari yang lainnya. 

Di banyak tempat, kedua bentuk mi berdampingan (co-exist). Model 

community telah menjadi sentral mengusahakan perbaikan polisi (police 

refarm) yang telah berjalan di Los Angeles Police Department (LAN)), 

The London Metropolitan Police Sevice, the New South Wales Police 

Service, South African Police Service selama 2 dekade lalu. 

Waddington setuju dengan Jefferson bahwa policing di Inggris 

mengarah pada model paramilitary, sekaligus melihat paramiitarism 

sebagai suatu positive development dan necessary condition yang 

menghadirkan prinsip minimum force melalui aplikasi disiplin militer. 

Kraska dan Kappeler (1999) menambahkan bahwa model militer menjadi 

kerangka tempat latihan spesifik (correctional boot-camps), dimana 

sampai tahun 1990an semua cabang militer termasuk sebagian besar state 

national guard menjadi fungsional (socially useful) dalam menegakkan 

hukum narkoba tingkat domestik maupun intemasional. Kraska dan 

Kappeler mengidentIfikasi unit polisi dan aktivitas mereka sebagai 

paramilitary dalam 3 aspek penting yaitu: 1. The unit must be state-

sanctioned, operating under legitimate state authority. 2. They must be 
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trained and operate as a military special teams unit (strict commando 

structure & discipline). 3. they must have at the core and policing that 

preceeded and played a large part in provoking inner city riots and; the 

massive and aggressive polce operation. 

Selanjutnya, fungsionalisasi paramilitary policing berlangsung 

karena sering kali polisi berhadapan dengan suatu situasi, seperti yang 

digambarkan oleh Bittner sebagai: situations which ought not to be 

happening and about which something ought to be done now. Klinger 

mengatakan ada situasi dimana ketika polisi melaksanakan penangkapan 

terdapat potensi atau resiko yang cukup besar bagi polisi untuk terluka. 

Seperti ketika polisi melakukan penggerebekan terhadap markas Partai 

Black September pada 1969. Dalam situasi mi menurut Klinger sangat 

wajar bila polisi dilengkapi dengan peralatan khusus dan dilatih untuk 

melaksanakan taktik tertentu. 

1.4.4. Identifikasi Unsur, Indikator: Kepolisian dan Militer 

Penjabaran literatur diatas memberipemahaman luas apa itu militer 

dan beragam sisi pembahasannya yang berhubungan dengan polisi. 

Berdasarkan studi literatur mi diidentifikasi apa yang merupakan visi, 

misi, peran, fungsi, tugas pokok, wewenang, tanggung jawab, doktrin, 

bantuan, hubungan, dan kerja sama dalam unsur-unsur pokok militer, 

bagaimana bentuknya serta sarananya, sebagaimana uraian berikut mi. 

Unsur-unsur dan indikator-indikator militer dan polisi yang dapat 

diidentifikasi digambarkan dalam tabel sebagai berikut: 

Simbol-simbol, tanda-tanda dan atribut-atribut yang berbau 

militer. 

Sikap dan tindakan yang menggunakan nilai-nilai: 

mengutamakan kekuatan fisik, mementingkan kelompok, 

militansi tinggi, inovasi rendah, patuhlloyal pada pimpinan, 

tanggap terhadap pimpinan, hubungan senior-yunior, hubungan 

atasan-bawahan, disiplin ketat. Sikap mi berseberangan dengan 

community policing yang mengutamakan nilai-nilai diskresi 
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individuallpelayanan individual, sikap ramah menghadapi 

masyarakat (bukan musuh), kekerasan bukan cara pertama 

yang dipakai. 

Struktur organisasi hirarkis yang memperlihatkan adanya 

struktur komando tersentralisasi, pembedaan ketat dalam 

kepangkatan (vertikal), organiasi kaku tidak dapat hadapi 

perubahan, self-serving terpisah dari yang dilayani, kesamaan 

terminologi organisasi dengan militer. 

Peralatan yang mematikan dan menghancurkan atau peralatan 

khusus dalam operasi khusus. 

Kepemimpinan bergaya otoritatif, main tunjuk dan perintah. 

Pendidikan dan pelatihan yang berwarna militeristik baik 

dalam pengajaran dengan indoktrinasi militer, pengasuhan 

bemuansa militeristik dan pembinaan tents menerus mental dan 

fisik yang menuntut kepatuhan kaku dibanding pengembangan 

inovasi dan kreatifitas. 

Tabel 1.8. 

Persamaan Kepohsian dan Militer 

Sebelum Pemisahandarj TNI 

No Unsur Keterangan 

 Visi dan Sebagai alat negara untuk menegakkan kedaulatan negara, 

Misi mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan 

Republik Indonesia dan menjaga keselamatan bangsa dan 

negara serta kelangsungan pembangunan nasional. 

 Tugas Tugas pokok ABRI sebagai kekuatan 

Pokok Hankam adalah: 

Mengamankan, menyelainatkan, mempertahankan dan 

melestarikan kemerdekaan, kedaulatan serta integritas 

bangsa dan negara. 

Mengamankan, menyelainatkan, mempertahankan dan 

melestanikan idiologi Pancasila dan UIJD 1945. 
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- Mengamankan, menyelamatkan, mempertahankan dan 

melestarikan penyelenggaraan pembangunan nasional dan 

hasil-hasilnya, 	bahwa 	sesungguhnya 	Tentara 	Nasional 

Indonesia merupakan wadah tunggal perjuangan bersenjata 

rakyat Indonesia dengan asas Pancasila, berintikan Angkatan 

Bersenjata Republik Indonesia. 

Dalam keadaan bahaya, Kepolisian Negara Republik 

Indonesia 	melaksanakan 	tugas 	bersama-sama 	dengan 

segenap komponen kekuatan pertahanan keamanan negara 

Iainnya sesuai dengan peraturan perundang-unaangan. 

Pola operasi ABRI adalah: 

a. Operasi pertahanan. 

Ops Penciptaan kondisi. 

Ops Konvensional 

Ops Perlawanan wilayah 	 - 
Ops Serangan balas 

Ops Pernulihan keamanan dan 

penyelamatan masyarakat. 

b. Operasi Kamdagri 

Ops Intelijen. 	- 
Ops Teritorial 

Ops Tempur 

 Fungsi dan - 	Fungsi: sebagai kekuatan Hankam dan sebagai kekuatan 

Peranan sosial politik. 

- 	Peranan: sebagai kekuatan pertahanan keamanan dan 

sebagai kekuatan sosial politik. 

 Wewenang - 
dan 

Tanggung 

Jawab 

 Dokrin "Catur Dharma Eka Karma" 

 Bantuan, (1) Hubungan dan kerja sama Kepolisian Negara Republik 
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hubungan, - 	Indonesia dengan badan, lembaga, serta instansi didalam 

dan 	kerja 	dan diluar negeri didasarkan atas sendi-sendi hubungan 

sama 	fungsional, saling menghormati, saling membantu, 

mengutamakan kepentingan umum, serta memper-

hatikan hierarki. 

Hubungan dan kerja sama didalam negeri dilakukan 

terutama dengan unsur-unsur pemerintah daerah, badan, 

Iernbaga, instansi Iainuya, serta masyarakat derigan 

mengembangkan asas partisipasi dan subsidiaritas. 

Dalam keadaan sangat mendesak dan terpaksa untuk 

kepentingan umum, Kepolisian Negara Republik 

Indonesia dapat meminta bantuan dan menggunakan 

unsur Angkatan Bersenjata Republik Indonesia tainnya. 

turnoer vu NO.iJ in 191, UU No.! 1h. 1988, UU No.28 Th.1997) 

Tabel 1.9. 

Persamaan Kepolisian dan Militer Setelah Pemisahan dan TN! 

No Unsur Keterangan 

 Visi dan - 
si 

 Tugas Untuk pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui 

Pokok sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara 

Nasional 	Indonesia 	dan 	Kepolisian 	Negara 	Republik 

Indonesia, sebagai kekuatan utama, dan rakyat, sebagai 

kekuatan pendukung. 

 Ftmgsi dan - 
Peranan 

 Wewenang - 
dan 

Tanggung 

Jawab 

 Doktrin - 
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6. Bantuan, - Untuk pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan 

hubungan, melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh 

dan 	kerja Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik 

sama Indonesia, sebagai kekuatan utama, 	dan rakyat sebagai 

kekuatan pendukung (UUD 1945 rev ke 4, pasal 30) 

- Susunan dan kedudukan Tentara Nasional 	Indonesia, 

Kepolisian 	Negara 	Republik 	Indonesia, 	hubungan 

kewenangan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian 

Negara Republik Indonesia di dalam menjalankan tugasnya, 

syarat-syarat 	keikutsertaan 	warga 	negara 	dalam 	usaha 

pertahanan dan keamanan negara, serta hal-hal yang terkait 

dengan pertahanan dan keamanan diatur dengan undang- 

undang. 

- Daiam hal operasi militer selain perang, antara lain berupa 

bantuan kemanusiaan (civil mission), perbantuan kepada 

Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam rangka tugas 

keamanan 	dan 	ketertiban 	masyarakat, 	bantuan 	kepada 

pemerintahan sipil, pengamanan pelayaran/ penerbangan, 

bantuan pencarian dan pertolongan (Search And Rescue), 

bantuan pengungsian, dan penanggulangan korban bencana 

alam (UU No. 3 tahun 2002). 

- 	Dalam hal terdapat keterkaitan kegiatan pertahanan dan 

kegiatan 	keamanan 	Tentara 	Nasional 	Indonesia 	dan 

Kepolisian Negara Republik Indonesia harus bekerja sama 

dan saling membantu (TAP MPR No. VI tahun 2000). 

Hubungan dan kerja sama dalam dan luar negeri 

sebagaimana 	dimaksud 	pada 	ayat 	(1) 	dan 	ayat 	(2) 

dilaksanakan berdasarkan kebijakan pemerintah di bidang 

pertahanan negara (UU No.34 tahun 2004). 

Swnber: VU!) 1943 rev ke 4, UU No.02 Th 2002, UU No.3 Th.2002, UU No.34 

Th.2004, TAP MPR No. VI tahun 2000) 
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Tabel 1.10. 

Perbedaan Kepolisian dan Militer Sebelum Pemisahan dan TN! 

No Unsur Kepolisian Militer 

1. Visi dan Sebagai alat negara penegak -Menjadi kekuatan pertaha- 

Misi hukum, pemelihara keamanan nan yang profesional, efek- 

dalam negeri, yang profesional tif, 	efisien, 	dan 	modem, 

dan pemberi Iayanan kepada serta senantiasa siap untuk 

masyarakat, bertanggung jawab mengamankan dan membe- 

dan 	mempunyai 	komitmen rikan 	sumbangan 	darma 

kepada masyrakat. bakti yang diperlukan bagi 

kelancaran 	pembangunan 

bangsa menuju pencapaian 

- tujuan nasional 	bersama- 

sama komponen strategi 

bangsa lainnya. 

-Memelihara tetap tegak- 

nya kedaulatan Negara Ke- 

satuan RI serta mendorong 

terciptanya demokrasi dan 

kesejahteraan rakyat dalam 

pembangunan bangsa. 

2 Tugas Selaku alat negara penegak hu- Sebagai alat negara bertu- 

Pokok kum memelihara serta mening- gas: 

katkan tertib hukum; a. Mempertahankan, me- 

a. Melaksanakan tugas kepo- lindungi, dan memelihara 

lisian selaku pengayom da- keutuhan dan kedaulatan 

lam 	memberikan 	perlindu- negara. 

ngan dan pelayanan kepada b. Menegakkan kedaulatan 

masyarakat 	bagi 	tegaknya negara, 	mempertahankan 

ketentuan 	peraturan 	pe- keutuhan wilayah Negara 

rundang-undangan; Kesatuan Republik Indo- 

b. Bersama-sama 	dengan nesia 	yang 	berdasarkan 
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segenap komponen kekuatan Pancasila 	dan 	Undang- 

pertaharn*n keamanan negara Undang 	Dasar 	Negara 

lainnya 	membina 	keten- Republik Indonesia Tahun 

teraman masyarakat dalam 1945. 

wilayah negara guna me- 

wujudkan keamanan dan ke- 

tertiban masyarakat; 

Membimbing masyarakat ba- 

gi terciptanya kondisi yang 

menunjang terselenggaranya 

usaha 	dan 	kegiatan 	seba- 

gaimana 	dimaksud 	path 

hurufa., hurufb, dan hurufc; 

Melaksanakan 	tugas 	lain 

sesuai 	dengan 	peraturan 

perundang-undangan. 

2. (1) Untuk kepentingan 

umum, pejabat Kepolisian 

Negara Republik Indonesia 

dalam melaksanakan tugasnya 

thpat bertindak menurut 

penilaiannya sendiri. 

(2) Pelaksanaan ketentuan 

sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) hanya dapat dilakukan 

dalam keadaan yang sangat 

perlu dengan memperhatikan 

peraturan perundang-undangan 

serta kode etik profesi Ke-

polisian Negara Republik 

Indonesia. 

Universitas Indonesia 

Organisasi Militer..., Wahyu Widiarso Suprapto, FPS UI, 2008



27 

Pasal 19: 

Dalam melaksanaka.n tugas 

dan 	wewenangnya, 	pejabat 

Kepolisian 	Negara 	Republik 

Indonesia senantiasa bertindak 

berdasarkan norma hukum dan 

mengindahkan norma agama, 

kesopanan, 	kesusilaan, 	serta 

menjunjung tinggi 	hak 	asasi 

manusia. 

Dalam melaksanakan tugas 

dan 	wewenang 	sebagaimana 

dimaksud 	pada 	ayat 	(1), 

Kepolisian 	Negara 	Republik 

Indonesia mengutamakan tinda- 

kan pencegahan. 

3. Fungsi dan Fungsi: Fungsi: 

Peranan Salah satu !iingsi pemerintahan Sebagai 	alat 	pertahanan 

negara di 	bidang penegakan negara, berfungsi sbb: 

hukum, perlindungan dan pela- (1). Penangkal terhadap Se- 

yanan masyarakat, serta pem- tiap 	ancaman 	militer 

bimbingan masyarakat dalam dan ancaman bersenjata 

rangka terjaminnya tertib dan dari 	luar 	dan 	dalam 

tegaknya 	hukum 	serta 	ter- negeri 	terhadap 

binanya ketenteraman masya- kedaulatan, 	ke-utuhan 

rakat 	guna 	terwujudnya 	ke- wilayah, 	dan 

amanan dan 	ketertiban mas- keselamatan bansa. 

yarakat. (2).Penindak 	terhadap 

setiap bentuk ancaman 

seba-gaimana 

dimaksud pada 	ayat 

(1)diatas. 
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(3).Pemulih terhadap kon- 

disi keamanan negara 

yang terganggu akibat 

kekacauan keamanan. 

Dalam melaksanakan fling- 

si sebagaimana dimaksud 

pada 	ayat 	(1), 	TNI 

merupakan 	komponen 

utama sistem pertahanan 

negara. (UIJ No. 34 tahun 

2004). 

Peranan: Peranan: 

- 	Unsur Angkatan Bersenjata Sebagai 	alat 	negara 	di 

Republik Indonesia yang teru- bidang 	pertahanan 	yang 

tama untuk memelihara kea- dalam menjalankan tugas- 

manan dalam negeri, nya berdasarkan kebijakan 

dankeputusan 	politik 	ne 

gara (UU No. 34 tahun 

2004) 

Alat Negara yang ber- 

peran 	dalam 	pertahanan 

negara (TAP MPR No. VI 

Tahun 2000) 

4. Wewenang Menerima pengaduan. - Menegakkan kedaulatan 

dan Memeriksa tanda pengenal. negara, 	mempertahankan 

Tanggung Mengambil sidik jari dan me- keutuhan wilayah Negara 

Jawab motret seseorang. Kesatuan Republik Indo- 

Menangkap seseorang. nesa, dan keselamatan se- 

Menggeledah badan. genap bangsa dari ancaman 

Menahan sementara sese- militer 	serta 	ancaman 

orang. bersenjata 	terhadap 	keu- 

Memanggil orang untuk tuhan bangsa dan negara. 
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didengar dan diperiksa. 

Mendatangkan ahli. 

Menggeledah halaman, 

rumah, gudang, alat angkutan 

darat, laut dan udara. 

Membeslah barang untuk 

dijadikan bukti dan; 

Mengambil tindakan-tinda- 

kan lain. 

(huruf a 	sampai 	dengan 	k 

menurut 	ketentuan-ketentuan 

dalam undang-undang Hukum 

Acara 	Pidana 	danlatau 	laIn 

Peraturan Negara, dengan Se- 

nantiasa mengindahkan norma- 

norma 	keagamaan, 	kema- 

nusiaan, 	kesopanan 	dan 

kesusilaan). 

 Doktrin Doktrin ABRJ Doktrin ABRI 

"Catur Dharma Eka Karma "Catur Dharma Eka Karma 

 Bantuan, - Untuk pertahanan dan keama- - Hubungan dan keija sama 

hubungan, nan 	negara 	dilaksanakan TN! 	dengan 	lembaga, 

dan 	kerja melalui 	sistem 	pertahanan badan 	serta 	instansi 	di 

sama dan keanianan rakyat semesta dalam 	negeri 	didasarkan 

oleh 	Tentara 	Nasional atas 	kepentingan 	pelak- 

Indonesia 	dan 	Kepolisian sanaan tugas TN! dalam 

Negara Republik Indonesia, kerangka 	pertahanan 	ne- 

sebagai kekuatan utama, dan gara 	(UU 	No.34 	tahun 

rakyat, 	sebagai 	kekuatan 2004). 

pendukung. 
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- 	Kepolisian Negara Republik 

Indonesia sebagai alat negara 

yang menjaga keamanan dan 

ketertiban masyarakat bertugas 

melindungi, mengayomi, mela- 

yani masyarakat, serta mene- 

gakkan hukum. 

- 	Susunan 	dan 	kedudukan 

Tentara 	Nasional 	Indonesia, 

Kepolisian 	Negara 	Republik 

Indonesia, 	hubungan 	kewe- 

nangan 	Tentara 	Nasional 

Indonesia 	dan 	Kepolisian 

Negara Republik Indonesia di 

dalam 	menjalankan tugasnya, 

syarat-syarat 	keikutsertaan 

warga 	negara 	datam 	usaha 

pertahanan 	dan 	keamanan 

negara, 	serta 	hal-hal 	yang 

terkait dengan pertahanan dan 

keamanan 	diatur 	dengan 

undang-undang. 

(Sumber UU No.13 Th 1961, UU No.1 Th. 1988, UU No.28 Th.1997) 

Tabel 1.11 

Perbedaan Kepolisian dan Militer Setelah Pemisahan dan TNI 

Unsur dan 
No Kepolisian Militer 

Indikator 

1. Visi dan Visi: Visi 

Misi Poiri 	yang 	mampu 	menjadi Terwujudnya TNI profe- 

pelindung, 	pengayom 	dan sional 	dan 	modern, 
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pelayanMasyarakat yang selalu memiliki kemampuan yang 

dekat 	dan 	bersama-sama tangguh untuk menegakkan 

masyarakat, 	serta 	sebagai kedaulatan negara, mem- 

penegak 	hukum 	yang 	pro- pertahankan 	keutuhan 

fesional dan proposional yang wi!ayah Negara Kesatuan 

selalu 	menjunjung 	tinggi Republik 	Indonesia 	dan 

superrnasi hukum dan hak azasi menjaga 	keselamatan 

manusia, pemelihara keamanan bangsa dan negara serta 

dan ketertiban serta mewu- kelangsungan pembangu-

judkan keamanan dalam negeri nan nasional. 

dalam suatu kehidupan nasional 

yang demokratis dan masya- 

rakat yang sejahtera. 

Misi: 	 Misi: 

- 	Memberikan per! indu-ngan, 1. Mewujudkan kemarn- 

pengayoman dan pefayanan puan deteksi dan cegah 

kepada ma-syarakat (meliputi dliii serta penangkalan atas 

aspek security, surety, safety semua potensi kerawanan 

dan peace) sehingga masyarakat yang dapat mengancam 

bebas dari gangguan fisik kedau!atan, integritas wi- 

maupun psykis. 	 layah Negara Kesatuan 

Republik Indonesia dan 

- Memberikan bimbingan keselamatan bangsa, ter-
kepada masyarakat melalui masuk ancaman teronisme 

upaya preemtif dan preventif yang berska!a nasional 

yang dapat meningkatkan maupun 	intemasional. 
kesadanan dan kekuatan serta 

kepatuhan hukum masyarakat. 	
2. Melanjutkan upaya 

- Menegakkan hukum secara pembangunan pertahanan 

profesional dan proporsional integratif dengan memba-

dengan menjunjung tl . nggl 
. ngun dan mernelihara 
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supremasi hukum dan hak azasi kekuatan TNT yang pro-

manusia menuju kepada adanya fesional dan modem yang 

kepastian hukum dan rasa didukung oleh disiplin dan 

keadilan. 	 semangat juang yang 

tinggi, ilmu pengetahuan 
- Memelihara keamanan dan dan teknologi yang me- 

ketertiban masya-rakat dengan madai, mobilitas dan daya 

tetap memperhatikan norma - tempur yang tinggi serta 
norma dan nilai - nilai yang terbinanya sinkronisasi an-

berlaku dalam bingkai integritas tar komponen pertahanan 

wilayah 	hukurn 	Negara negara. 
Kesatuan Republik Indonesia. 

- Mengelola sumber daya 3. Mewujudkan sikap men-

manusia Polri secara profesional tal 1141 dalam melak-

dalam mencapai tujuan Poiri sanakan tugasnya atas 

yaitu terwujudnya keamanan dasar hukum dan peratu-

dalam negeri sehingga dapat ran perundang-undangan 

mendorong 	
meningkatnya yang berlaku, memupuk 

gairah keija guna rnencapai dan meningkatkan kesa- 

kesejahteraan masyarakat. 
	daran. terhadap hak azasi 

manusia, lingkungan hi- 

- Meningkatkan upaya konso- dup, serta bebas dari KKN. 

lidasi kedalam (internal Poiri) 

sebagai upaya menyamakan 4. Mewujudkan TNT yang 

Vlsi dan Misi Poiri kedepan. 	tidak terlibat dalam kegi- 

atan politik praktis, men- 
- Memelihara soliditas institusi dukung dan melaksanakan 
Poiri dari berbagai pengaruh politik negara dengan men-

external yang sangat merugikan java stabilitas keamanan 

organisasi. 	 nasional sesuai dengan 

- Melanjutkan operasi pemu- tugas, wewenang, dan 

lihan keamanan di bebcrapa tanggung jawab yang 
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wilayah konflik guna menjamin 

keutuhan Negara Kesatuan 

Republik Indonesia. 

- Meningkatkan kesadaran 

hukum dan kesadaran berbangsa 

dari masyarakat yang Ber-

bhineka Tunggal Ika. 

diberikan oleh negara dan 

bangsa. 

Mewujudkan TNT yang 

tidak lagi melaksanakan 

kegiatan yang berhubungan 

dengan bisnis TNI yang 

tidak sesuai dengan 

peraturan 	perundang- 

undangan yang berlaku dan 

berupaya 	semaksimal 

mungkin meningkatkan 

kesejahteraan prajurit se-

suai dengan tingkat per-

kembangan perekonomian 

nasional. 

Membangun keman-

dirian dengan mengop-

timalkan penelitian dan 

pengembangan matra dan 

penelitian dan pengem-

bangan lintas matra melalui 

kerja sama dengan industri 

nasional termasuk rekayasa 

teknologi, guna memenuhi 

kebutuhan alat peralatan 

militer yang mampu men-

dukun tugas-tugas TN!, 

sehingga dapat mengurangi 

ketergantungan dari pihak 

asing. 
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Mendukung politik luar 

negeri yang bebas aktif, 

membangun rasa saling 

pereaya din (confidence 

building measure) antar 

angkatan bersenjata, beker-

ja sama atas prinsip-prinsip 

kesetaraan, saling meng-

hargai hak, dan ke-

merdekaan masing-masing 

tanpa tekanan dengan 

seluruh negara di dunia, 

melalui koordinasi ke-

wenangan badan Per-

serikatan Bangsa Bangsa. 

Melaksanakan bakti TNI 

dan bantuan kemanusiaan 

dalam rangka pelaksanaan 

operasi militer selain 

perang secara balk agar 

tercipta 	kemanunggalan 

TNI 	dengan 	rakyat. 

9.Terselenggaranya Sistem 

Informasi TNI dalam men-

transformasikan kinerja 

TNI secara transparan dan 

akuntabel. 
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2. Tugas Selaku alat negara penegak - Menegakkan kedaulatan 

Pokok hukum memelihara serta me- negara, 	mempertahankan 

ningkatkan tertib hukum; keutuhan wilayah Negara 

Melaksanakan tugas kepo- Kesatuan Republik Indo- 

lisian selaku pengayom dalam nesia 	yang 	berdasarkan 

memberikan perlindungan dan Pancasila 	dan 	Undang- 

pelayanan kepada masyarakat Undang 	Dasar 	Negara 

bagi 	tegaknya 	ketentuan Republik Indonesia Tahun 

peraturan perundang-undangan; 1945, 	serta 	melindungi 

Bersama-sama dengan sege- segenap 	bangsa 	dan 

nap komponen kekuatan per- seluruh 	tumpah 	darah 

tahanan 	keamanan 	negara Indonesia 	dari 	ancaman 

lainnya membina ketenteraman dan 	gangguan 	terhadap 

masyarakat 	dalam 	wilayah keutuhan 	bangsa 	dan 

negara 	guna 	mewujudkan negara. 

kearnanan dan ketertiban 

masyarakat; 

Membimbing 	masyarakat 

bagi terciptanya kondisi yang 

menunjang 	terselenggaranya 

usaha dan kegiatan sebagaimana 

dimaksud pada huruf a, huruf b, 

dan huruf C; 

Melaksanakan 	tugas 	lain 

sesuai dengan peraturan per- 

undang-undangan. 

3. Fungsi dan - 	Salah 	satu 	fUngsi 	peme- - Sebagai alat pertahanan 

Peranan rintahan 	negara 	di 	bidang negara, berfungsi sbb: 

penegakan 	hukum, 	perlin- Penangkal terhadap se- 

dungan 	dan 	pe!ayanan tiap ancaman militer dan 

masyarakat, 	serta 	pem- ancaman bersenjata dan 

bimbingan 	masyarakat 	dalam luar dan dalam negeri 
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rangka terjaminnya tertib dan 

tegaknya hukum serta ter-

binanya ketenteraman masyara-

kat guna terwujudnya keamanan 

dan ketertiban masyarakat. 

terhadap 	kedaulatan, 

keutuhan wi1ayah dan 

keselamatan bangsa. 

Penindak terhadap setiap 

bentuk ancaman Se- 

bagaiman 	dimaksud 

path ayat (1) huruf a; 

dan 

Pemulih terhadap kon- 

disi keamanan negara 

yang terganggu akibat 

kekacauan keamanan. 

Dalam melaksanakan fling-

si sebagaimana dirnaksud 

pada ayat (1), TNI 

merupakan 	komponen 

utama sistem pertahanan 

negara. (L1U No. 34 tahun 

2004). 

Peranan: Peranan: 

- 	memelihara keamanan dan Sebagai 	alat 	negara 	di 

ketertiban masyarakat , mene- bidang 	pertahanan 	yang 
gakkan 	hukum, 	serta mem- dalam 	menjalankan 	tu- 

berikan 	perlindungan, penga- gasnya 	berdasarkan 	ke- 

yoman dan pelayanan kepada bijakan 	dan 	keputusan 

masyarakat 	dalam rangka politik negara (UU No. 34 

terpellharanya keamanan dalam tahun 2004). 

negeri. Alat Negara yang berperan 

dalam pertahanan negara 

(TAP MPR No VI Tthun 

2000). 

Universitas Indonesia 

Organisasi Militer..., Wahyu Widiarso Suprapto, FPS UI, 2008



37 

4. Wewenang Menerima laporan dan penga- Menegakkan 	kedaulatan 

dan duan; negara, 	mempertahankan 

Tanggung Melakukan tindakan pertama keutuhan wilayah Negara 

Jawab di tempat kejadian. Kesatuan Republik Indo- 

Mengambil sidikjari dan nesia 	yang 	berdasarkan 

identitas lainnya serta mem- Pancasila 	dan 	Undang- 

otret seseorang; Undang 	Dasar 	Negara 

Mencari keterangan dan ba- Republik Indonesia Tahun 

rang bukti; 1945, 	serta 	melindungi 

Menyelenggarakan Pusat in- segenap 	bangsa 	dan 

formasi Kriminal Nasional; seluruh 	tumpah 	darah 

Membantu menyelesaikan Indonesia 	dari 	ancaman 

perselisihan warga masyara- dan 	gangguan 	terhadap 

kat yang dapat mengganggu keutuhan 	bangsa 	dan 

ketertiban umum; negara. 

Mencegah dan 

menanggulangi tuinbuhnya 

penyakit masyarakat; 

Mengawasi aliran kepercaya- 

an yang dapat menimbulkan 

perpecahan atau mengancam 

persatuan 	dan 	kesatuan 

bangsa; 

Memberikan bantuan penga- 

manan 	dalam 	sidang 	dan 

pelaksanaan putusan pengadi- 

Ian, 	kegiatan 	instansi 	lain, 

serta kegiatan masyarakat; 

Melaksanakan pemeriksaan 

khusus sebagai bagian dan 

tindakan kepolisian dalam 

rangka pencegahan; 
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k. Menerima dan menyimpan 

barang temuan untuk semen-

tara waktu; 

1. Mengeluarkan surat izin 

dan/atau surat keterangan 

yang diperlukan dalam 

rangka pelayanan 

masyarakat; 

m. Mengeluarkan peraturan 

kepolisian dalam lingkup 

kewenangan administratif 

kepolisian yang mengikat 

warga masyarakat. 

(2) Kepolisian Negara Republik 

indonesia sesuai dengan 

peraturan perundang-

undangan iainnya 

berwenang: 

Memberikan izin dan 

mengawasi kegiatan - 

keramaian umum dan 

kegiatan masyarakat lainnya 

Menerima pemberitahuan 

tentang kegiatan politik; 

Memberikan izin dan 

melakukan pengawasan 

senjata api, bahan peledak, 

dan senjata tajam; 

Menyelenggarakan registrasi 

dan identifikasi kendaraan 

bermotor; 

Memberikan surat izin 

38 

Universitas Indonesia 

Organisasi Militer..., Wahyu Widiarso Suprapto, FPS UI, 2008



39 

- mengemudi kendaraan 

bermotor; 

Memberikan petunjuk, 

mendidik, dan melatih aparat 

kepolisian khusus dan 

petugas pengamanan 

swakarsa dalam bidang teknis 

kepolisian; 

Melakukan kerja sama 

dengan kepolisian negara lain 

dalam menyidik dan 

memberantas kejahatan 

intemasional; 

Melaksanakan kewenangan 

lain yang termasuk dalam 

lingkup tugas kepolisian. 

5 Doktrin "Tata Tentram Kerta Rahaija" 'Tri Dharrna Eka Kanna" 

(Surat Keputusan Menpangak (Surat Keputusan Panglima 

No.Pol.: 102/SK/KKN/1969). TNT nomor: 

Kep/2 111/2007). 

6 Bantuan, - Hubungan dan keija sama Ke- - - 	Hubungan dan keija 

hubungan, polisian 	Negara 	Republik satna TN! dengan lembaga, 

dan 	kerja Indonesia 	dengan 	badan, badan, 	serta 	instansi 	di 

sama lembaga, serta instansi di dalam dalam 	negeri 	didasarkan 

dan di luar negeri didasarkan atas 	kepentingan 	pelak- 

atas 	sendi-sendi 	hubungan sanaan tugas TN! dalam 

fungsional, saling menghormati, kerangka 	pertahanan 

saling 	membantu, 	mengu- negara. 

tamakan 	kepentingan 	umum, - 	Hubungan dan kerja 

serta memperhatikan hierarki. sama dalam dan luar negeri 

- Hubungan dan kerja sama di sebagaimana 	dimaksud 
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dalam 	negeri 	dilakukan difaksanakan 	berdasarkan 

terutama 	dengan 	unsur-unsur kebijakan 	pemerintah 	di 

pemerintah 	daerah, 	badan, bidang pertahanan negara. 

Iembaga, instansi lainnya, serta 

masyarakat dengan mengem- 

bangkan asas partisipasi dan 

subsidiaritas. 

sumer U U INo.U2 In 2002, U U No.3 Th. 2002, UU No.34 Th.2004) 

Lebih rinci unsur-unsur dan indikator-indikator dari Militer dan Polisi 

dapat digambarkan sebagai berikut: 

Tabel 1.12 

Unsur-Unsur Muter yang Dimiliki Kepolisian 

No UNSUR KETERANGAN 

1. Atribut, - Uniform seragam 

Simbol, - Baju dinas 

Uniform - Baret/topilpet 

- Sepatu khusus 

- Lambang Korps 

- - Tanda kewenangan 

- Tandajasa dan Pangkat 

- Tanda kualifikasi 

- Kemampuan 

- Tongkat komando 

- Tandajabatan 
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 Sikap dan - Mengutamakan Kekuatan Fisik (postur) 

Tindakan - Mementingkan ikatan kelompok daripada perorangan 

(talc ada diskresi individual / peiayanan individual) 

- Militansi tinggi (sikap menghadapi musuh) 

- Inovasi cenderung rendah (kekerasan adalah cara yang 

pertama diambil) 

- Sikap hormat (siap) 

- Patuh pada pimpinan 

- Tampak hubungan senior-yunior 

- Jelas hubungan pimpinan-bawahan 

- Loyalitas path pimpinan 

- Tanggap terhadap pimpinan 

- Disiplin ketat 

 Struktur - Hirarkis kaku (pembedaan ketat dalam kepangkatan) 

Organisasi - Perintah tugas-komando (tidak konsultatif I kolaboratif) 

- Koordinasi terbatas (stuktur tersentralisasi) 

- Prosedur-prosedur baku tugas dan personil 

- Kemampuan manajerial administratif mengikuti struktur 

(self-serving terpisah dari yang dilayani) 

- Pengelolaan dana operasional tanpa improvisasi 

- SDM dituntut mahir tapi ada pembatasan kreatifitas 

individual. 

- Hubungan Tata Cara Keija (HTCK) yang kaku (tidak 

dapat hadapi perubahan cepat) 

 Peralatan - Penggunaan jenis 	peralatan 	yang 	mematikan 	atau 

menghancurkan 

- Penggunaan peralatan operasi khusus atau satuan khusus 

 Gaya - Gaya otoritatif - keras berorientasi tugas, tegas, 

Kepemim- mengikuti perintah pimpinan 

pinan - Gaya main tunjuk dan perintah 

- Gaya "kami-mereka" 

- Warna feodal - minta dilayani / setoran 
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- Warna resisten terhadap perubahan 

6. Pendidikan Diselenggarakan melalui pembinaan etika profesi dan 

dan Pelatihan pengembangan 	pengetahuan serta 	pengalamannya 	di 

bidang teknis kepolisian melalui 

pendidikan dan pelatihan serta penugasan secara 

berjenjang dan berlanjut. 

iiiuvr; luenuliKasi unsur, maiator : icepolislan dan Militer) 

1.5. Metodologi Penelitian 

Penelitlan mi bertujuan untuk mengungkap sejauh mana cirl-cirl milker 

terimplementasi dalam organisasi kepolisian dan tindakan-tindakan Kepolisian 

Negara Republik Indonesia serta upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk 

mengurangi dan atau mengendalikannya. Karena itu dilakukan dengan 

menggunakan pendekatan kualitatif. Metode pengumpulan datanya dilakukan 

melalui metode penelitian dokumen dan kajian dokumen serta studi literatur. 

Studi literatur akan dilakukan untuk menggali data-data tentang sejarah 

organisasi kepolisian, berbagai kebijakan strategi organisasional dan operasional 

Polri, dengan cara mengkaji berbagai Surat Keputusan, Jukiak dan Juknis serta 

berbagai kebijakan tertulis di bawahnya. 

Secara umum dokumen dapat diartikan sebagai catatan yang berisikan 

kenyataan, bukti, atau infonnasi. Berbagai informasi yang ada dalam dokumen 

disebut bahan dokumenter, dan bahan dokumenter mi dapat dikiasifikasikan atas 

dua bagian menurut ukuran mutu informasinya. Yang pertama adalah yang 

disebut sumber-sumber atau bahan dokumenter yang primer dapat berupa data 

dari penelitian dilapangan ataupun dilaboratorium, dan dapatjuga berupa catatan-

catatan dari hasil pengainatan/pengalaman mengenai suatu peristiwa yang teijadi 

(Parsudi Suparlan 1994: 79) 

Langkah-Iangkah penelitian: 

Menyelesaikan Administrasi sebagai peneliti yang akan mengadakan 

penelitian. 

Menerangkan tentang tujuan dan manfaat penelitian yang akan 

dihasilkan. 
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Menghubungi pihak-pihak terkait untuk mencari data dan informasi 

Mengwnpulkan dokumen sekunder maupun primer yang berasal dan 

perpustakaan, dokumen-dokumen pada kesatuan-kesatuan yang ada di 

lingkungan. dan pejabat-pejabat terkait di lingkungan Kepolisian 

maupun militer. 

Meneliti, menyeleksi dan dikelompokkan dokumen yang telah 

terkumpul. 

Membuat hasil penelitian dalam bentuk laporan hasil penelitian. 

Menyusun laporan dalam bentuk tesis. 

1.6. Sistematika Penulisan 

kencana penulisan penelitian mi sebagai berikut: 

BAB 1 	PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

1.2. Permasalahan 

1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1.3.1. -Tujuan 

1.3.2. Manfaat 

1.4. Kerangka Teori 

1.4.1. Kepolisian 

1.4.2. Militer 

1.4.3. Kepolisian dan Militer 

1.4.4. Identifikasi Unsur, Indikator: Kepolisian 

dan Militer 

1.5. Metodologi Penelitian 

1.6. 	Sistematika Penulisan 

BAB 2 	SEJARAH KEPOLISIAN DAN MILITER DUNIA 

2.1. Sejarah Kepolisian dan Militer Dunia 

2.1.1. KepolisianDunia 

2.1.2. Militer Dunia 

2.2. Sejarah Kepolisian dan Militer Dibeberapa Negara 

2.2.1. Sejarah Kepolisian dan Militer Jepang 
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2.2.1.1. 	Kepolisian Jepang 

2.2.1.2. 	Militer Jepang 

2.2.2. 	Sejarah Kepolisian dan Militer Thailand 

2.2.2.1. 	Kepolisian Thailand 

2.2.2.2. 	Militer Thailand 

2.2.3. Sejarah Kepolisian dan Militer Myanmar 

2.2.3.1. Kepolisian Myamar 

2.2.3.2. Militer Myanmar 

BAB 3 	SEJARAH KEPOLISIAN DAN MILITER INDONESIA 

3.1. SeJarah Kepo11san Indonesia 

3.1.1. 	Zaman Penjajahan Hindia Belanda 

3.1.2. 	Zaman Pendudukan Jepang 

3.1.3. 	Zaman Revolusi Fisik 

3.1.4. 	Zaman Demokrasi Parlementer 

3.1.5. 	Zaman Demokrasi Terpimpin 

3.1.6. 	ZamanOrdeBaru 

3.1.7. 	Era Reformasi 

3.1.8. 	Reformasi Polri 

3.2. Sejarah Militer Indonesia 

3.2.1. Zaman Kemerdekaan 

3.2.2. Zaman Revolusi fisik 

3.2.3. Zaman Demokrasi Liberal 

3.2.4. Zaman Orde Baru 

3.2.5. Era Reformasi 

BAB 4 	HASIL PENELITIAN UNSUR MILITER PADA POLRI 

4.1. Atribut, Simbol, Uniform 

4.2. Sikap dan Tindakan 

4.3. Struktur Organisasi 

4.4. Peralatan 

4.5. Gaya Kepemimpinan 

4.6. Pendidikan dan Pelatihan 
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BAB 5 	FUNGSIONALITAS UNSUR MILITER PADA POLRI 

5.1. Atribut, Simbol, Uniform 

5.2. Sikap dan Tindakan 

5.3. Struktur Organisasi 

5.4. Peralatan 

5.5. Gaya Kepemimpinan 

5.6. Pendidikan dan Pelatihan 

BAR 6 	PENUTUP 

6.1. Kes1mpuan 

6.2. Saran 
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2. 	SEJAP.AH KEPOLISIAN DAN MILITER 

2.1. Sejarah Kepolisian dan Militer Dunia 

2.1.1. Sejarah Kepolisian Dunia 

Kepolisian atau fungsi kepolisian merupakan suatu usaha atau 

kegiatan kelompok masyarakat untuk melindungi jiwa dan harta suatu 

kelompok atau masyarakat., fungsi kepolisian sudah ada sejak dahulu kala 

dalam berbagai bentuk dan caranya sesuai dengan norma-norma yang 

hidup dalam masyarakat itu (http://en.wikiDedia.org). 

Pra Eropa Modern 

Negeri Yunani masa lampau, memiliki budak yang dipergunakan 

oleh hakim seperti polisi. Di Athena, sekitar 300 budak Scythian biasanya 

menjaga rapat raksasa untuk menjaga dan mengontrol kerumunan, maupun 

membantu menghadapi kejahatan, menghajar narapidana, dan 

penangkapan pelaku. Bila dihubungkan dengan keadaan modem sekarang 

seperti menjaga ketertiban, menyelidiki tindakan krirninal, dibebankan ke 

warga sendiri. 

Sebelum runtuhnya, Kerajaan Romawi yang punya satu cara relatif 

mangkus dalam sistem pelaksanaan hukum. Ketika raja Augustus yang 

telah menumbuhkan hampir satu juta orang setempat, dia menciptakan 14 

bangsal, yaitu dilindungi oleh tujuh regu penolong dari 1,000 orang-orang 

dipanggil "Vigiles," siapa dijaga dari api dan dilayani sebagai 

nighrwatchmen. Kalau perlu, mereka mungkin telah memanggil Penjaga 

Kaisar Roma untuk bantuan. Berawal pada abad ke-5, menjaga ketertiban 

jadi salah satu fungsi kaum kepala kantor. 

Sistem Anglo-Sakson untuk memelihara pada umumnya adalab 

satu sistem pribadi untuk menaklukan Penduduk Ash Normandia yang 

dipimpin oleh satu agen pohisi, yaitu berlandaskan satu kewajiban sosial 

untuk kepentingan perlakuan dari yang lain; lebih umum lagi adalab raja 

lokal dan orang bangsawan bertanggung-jawab untuk memehihara daerah 
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mereka, dan sering satu agen polisi ditugaskan, terkadang tak dibayar, 

untuk menegakkan hukum. 

Pembangunan Eropa 

Di Kultur f3arat, konsep zaman mi darl satu polisi yang dibayar 

oleh pemerintah dikembangkan oleh sarjana Perancis dan praktisi pada ke-

17 dan awal abad ke-18, khususnya dengan Traténya Nicolas Delamare 

tidak lagi menjaga Ketertiban ("Treatise on the Police", pertama 

terpublikasi pada tahun 1705. Polizeiwissenschafi Jerman Pengetahuan 

dari Polisi) adalahjuga satu penjabaran teoritis yang penting dari polisi. 

Yang pertama kepolisian pada masa modem diciptakan oleh 

pemerintah dari Raja Louis XIV pada 1667 untuk menjaga ketertiban kota 

dari Paris, kemudian kota paling besar di Eropa. Yang pertama kepolisian 

yang dapat diperbandingkan untuk sekarang mi polisi didirikan pada 1667 

di bawah Raja Louis XIV di Perancis, walau polisi modem biasanya 

melacak asal mereka ke 1800 penetapan dari Polisi Laut di London, Polisi 

Glasgow, dan Polisi Napoleonic dari Paris. 

Panlement Paris pada 15 Maret, 1667 rnengangkat Letnan GnraI 

Polisi ("Lieutenant General ofPolice"), sebagai kepala barn Kepolisian 

Paris, dan terdefinisi tugas dari polisi seperti "ensuring the peace and quiet 

of the publik and ofprivate individuals, purging the city of what may cause 

disturbances, procuring abundance, and having each and everyone live 

according to their station and thefr duties" Lembaga Kepolisan yang 

pertama mempunyai 44 commissaires police (komisaris polisi) pada 

otoritasnya. Pada 1709, komisanis mi dibantu oleh inspecreurs polisi 

(inspektur penjaga ketertiban). Kota Paris dibagi ke dalam 16 daerah yang 

dijaga ketertibannya oleh commissaires, masing-masing ditugaskan ke satu 

daerah tertentu dan dibantu oleh satu birokrasi. Rancangan dari kepolisian 

Paris diperluas ke Perancis oleh satu kerajaan dari Oktober 1699, 

menempatkan letnan polisi pada semua kota Perancis besar dan kota. 

Seperti conceptualized oleh Polizeiwissenschaft, polisi yang punya 

satu bea ekonomi dan sosial ('procuring abundance'9nya adalah yang 
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berwenang keprihatinan demografis dan untuk perkembangan yang sesuai 

dengan teori mercantilist, adalah kekuatan utama dari status. Dengan 

demikian, fungsinya sebagian besar melampaui batas aktivitas pelaksanaan 

hukum sederhana dan termasuk kesehatan publik prihatin, tata kota dan 

pengawasan harga. 

Pembangunan dari polisi modern jaman mi ke formasi dari status, 

kemudian terdefmisi oleh ahli sosiologi Weber Max seperti mencapai satu 

"monopoly on the legitimate use of physical force" dan yaitu terutama 

exercised oleh polisi dan militer. Teori penganut paharn marksisme 

meletakkan pembangunan dari status modem seperti bagian naik dan 

kapitalisme, dimana polisi adalah komponen seseorang dari kaum borjuis 

untuk menaklukkan kelas pekerjaan. 

Pembangunan Abad ke 19 

Setelah kevolusi Perancis, Napoleon menyusun kembali polisl d 

Paris dan kota lain dengan lebih dari 5,000 orang setempat pada 17 

Februani, 1800 sebagai Daerah Administrasi dari Polisi. Pada 12 Maret, 

1829, satu dekrit pernerintah menciptakan polisi pertama yang 

diseragamkan di Perancis, dikenal sebagai sergents ('city sergeants"). 

Pada 30 Juni, 1800, otonitas dari Glasgow, Scotland dengan sukses 

mengajukan petisi pemerintah untuk melewati Glasgow Menjaga 

Ketertiban Akta mendirikan Kota dari Glasgow. mi adalah yang pertarna 

polisi profesional layanan pada negara dan membedakan dari pelaksanaan 

hukum sebelumnya mi adalah satu bagian kepolisian untuk pencegahan. 

Kota Sotlandia segera meniru dan membangun kepolisian mereka sendiri 

melalui persetujuan dari dewan perwakilan rakyatnya. 

Zaman Polisi Modern 

kepolisian modern biasanya dlsebutkan Metropolitan London Jaga 

Ketertiban, didirikan pada 1829, yang ditingkatkan peran pencegahan dan 

polisi sebagai satu penghalang ke tindakan kriminal perkotaan dan 

ketidak-teraturan. Sir Robert Peel mengajukan usul kepada kelompok 
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Parlemen untuk membentuk London Motropolitan Police, petugas 

birokra.si yang digaji, dan bertanggungjawab dalam memelihara ketertiban 

serta pencegahan dan deteksi kejahatan. Rebert Peel sebagai arsitek 

The London Metropolitan Police (1829) mi misalnya, 

mengintroduksikan tiga unsur barn ke dalam pemolisian modem di 

negaranya. Yaitu, misi, strategi, dan struktur organisasi. Misi kepolisian, 

kata Peel, adalah mencegah kejahatan. Misi tersebut dicapai melalui 

strategi patroli pencegahan. Sedangkan sistem organisasi dan disiplin 

kepolisian "dipinjamnya" dari militer (Samuel Walker, 1992:4). London 

Metropolitan Police menjadi contoh Iangsung Kepolisian di Amenika. 

Dalam masa itu pula London mengandalkan Polisi bayaran, 

sedangkan tugas jaga dlatur dan dibayar per daerah yang bervaniasi jumlah 

dan efektifitasnya. Pemegang kewenangan sipil tidak berdaya sama sekali 

menangani pecahnya Gordon Riots pada tahun 1780, sedangkan personil 

tentara keberatan ditugasi untuk mengatasi kerusuhan karena kemungkinan 

berpengaruh pada semangat dan disiplin mereka. 

Revolusi Perancis dan pengaruhnya tampak menyakinkan kelas 

atas bahwa mereka menggunakan kontrol lebih keras terhadap kelas 

dibawahnya. Peraturan London Metropolitan Police merepresentasikan 

bertemunya 3 arus persoalan sosial yang pertama : Kepolisian menjadi 

badan Publik selain tentara yang bisa di mobilisasi untuk menangani 

kekacauan sipil, polisi diseragamkan, dikelola dengan disiplin semi militer 

dan dipisahkan dari masyarakat sipil untuk bertindak sebagai kekuatan 

pengendali massa ; tetapi tidak akan ada potensi masalah moral terkait 

dengan penggunaan tentara atau kemungkinan bias kelas milisi yang 

terjadi. Jika milisi direkrut dari kelompok yang sama dengan perusuh, ada 

kemungkinan milisi akan ikut dalam kerusuhan. Kedua adalah kejahatan. 

Petugas kepolisian sebelum Peel, seperti Bow Street Runners yang 

terkenal, akan mengalami kejahatan property dengan efisien setelab 

korban menyewa mereka. Yang ketiga adalah garis antara polisi dan 

penjahat begitu kabur dan mudah dilanggar. 
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Kepolisian model Peel adalah polisi prevenn/ sebuah kata yang 

sering dan enggan digunakan. Idialnya, keberadaan Polisi menjadikan 

penjahat mau bekerja keras dengan jujur sebagai jalan hidupnya dan 

mencegah generasi muda tersesat dalam kejahatan. Ketika figur awal 

kepolisian abad ke 19 mengacu pada "polisi" kota, mereka mempunyai 

konsep luas dalam pemikiran, sama dengan konsep pengadilan terhadap 

angkatan kepolisian dikemudian han, yaitu kemampuan untuk menentukan 

kesejahteraan publik. 	-- 

Tanpa petugas yang digaji dan diberi kepercayaan untuk menjaga 

ketentraman dan menegakkan aturan moral. Pembentukann badan 

kepolisian dimaksudkan sebagai kelompok yang aktif berpatroli di jalan 

untuk menangani pelanggaran aturan moral serta kejahatan pidana, mereka 

menjadi kepanjang tanganan kewenangan Negara dalam kehidupan 

masyarakat sehari-hari. 

Di Negara Amerika Serikat, polisi pertama yang terorganisir 

didirikan di Boston pada 1838, New York pada 1844, dan Philadelphia 

pada 1854. Bagaimanapun, pada Era Pendinian, dan bahkan sampai abad 

ke-20. 

2.1.2. Sejarah MiliterDunia 

Muter adalah angkatan bersenjata dad suatu negara dan segala 

- sesuatu yang berhubungan dengan angkatan bersenjata. Padanan kata 

lainnya adalah tentara atau angkatan bersenjata. Militer biasanya terdini 

atas pam prajunit atau serdadu. Kata lain yang sangat erat dengan militer 

adalah militerisme, yang artinya kurang lebih perilaku tegas, kaku, agresif 

dan otoriter "seperti militer". Padahal pelakunya bisa saja seorang 

pemimpin sipil. Karena lingkungan tugasnya terutama di medan perang, 

militer memang dilatih dan dituntut untuk bersikap tegas dan disiplin. 

Dalam kehidupan militer memang dituntut adanya hierarki yang jelas dan 

pam atasan hams mampu bertindak tegas dan berani karena yang dipimpin 

adalah pasukan bersenjata. 
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Militer dapat diartikan sebagai angkatan bersenjata clari suatu 

negara, atau segala sesuatu yang berhubungan angkatan bersenjata. 

Sedangkan perang adalah keadaan konflik antara dua pihak yang besar, 

seperti negara, organisasi, dan kelompok sosial, yang dikarakterisasikan 

dengan adanya pemakaian senjata mematikan. Perang dapat digambarkan 

secara umum sebagai kampanye militer antara dua atau lebih pihak yang 

pertentangan mengenai kedaulatan, daerah kekuasaan, sumber daya alam, 

agama, dan isu-isu lainnya. Perang untuk membebaskan negara yang 

terokupasi sering disebut "perang kemerdekaan", sementara perang antara 

pihak-pihak dalam satu negara dapat disebut perang saudara. 

Pertempuran adalah suatu kontak senjata antara dua atau lebih 

pihak dimana masing-masing pihak bertujuan mengalahkan pihak 1annya. 

Pertempuran umumnya terjadi dalam suatu perang atau kampanye militer 

dan biasanya terjadi path waktu, lokasi, dan aktivitas tertentu. Perang dan 

kampanye dijalankan dengan strategi, sedangkan pertempuran dijalankan 

dengan taktik. Sejarah militer dapat berupa dokumentasi, secara tertulis 

maupun tidak, akan kejadian-kejadian dalam sejarah manusia yang masuk 

dalam kategori konflik. Dari perang antar dua suku, perang antar angkatan 

bersenjata, sampai perang dunia yang mempengaruhi hidup sebagian besar 

manusia (Militer, http://id.wikipedia.org). 

Angkatan bersenjata clari suatu negara adalah satuan dan organisasi 

pertahanan dan penyerangan yang dibentuk oleh pemerintah dari negara 

tersebut. Angkatan bersenjata dibentuk untuk menegaskan kebijakan 

domestik dan luar negeri pemerintah. Angkatan Bersenjata bisa terdiri dan 

satuan militer dan paramiliter. Studi mengenai penggunaan Angkatan 

Bersenjata disebut ilmu militer. Secara luas, hal liii melibatkan ofensjfdan 

defensjfpada tiga "level" strategi, operasional, dan taktik. Semua hal ml 

mempelajani penggunaan kekuatan bersenjata untuk mencapai tujuan yang 

diinginkan. 
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Organisasi 

Angkatan bersenjata bisa digolongkan sebagai tentara reguler, yang 

berarti tentara profesional yang tidak terlibat dalam kegiatan lain selain 

bersiap untuk dan terlibat dalam peperangan. Sebaliknya terdapat tentara 

nonreguler. Tentara mi (juga disebut milisi atau tentara cadangan) hanya 

dimobilisasi saat diperlukan. Keuntungannya adalah biaya yang diperlukan 

oleh pernerintah yang mendukungnya lebih murah (dalam pengertian uang 

dan sumber daya manusia). Kckurangannya adalah tentara nonreguler 

kurang terlatih dan terorganisasi. Dalam sejarah, tentara profesional sering 

menang saat menghadapai tentara nonreguler yang jumlahnya lebih besar. 

Kompromi di antara keduanya adalah menyiapkan sejumlah kecil 

kader perwira profesional yang bertindak sebagai inti untuk satuan yang 

lebih besar. Pada saat peperangan dimulai, pasukan intl akan ditambah 

dengan tentara wajib militer atau eadangan, yang akan membentuk satuan 

pada masa perang. Hal mi akan menyeimbangkan pro dan kontra antara 

kedua organisasi, dan akan memudahkan pembentukan satuan dalam 

fonnasi besar (dalam jumlah jutaan kombatan), yang diperlukan untuk 

menghadapi peperangan modem dalam skala besar. 

Militer di banyak negara dibagi menjadi angkatan darat, angkatan 

laut, dan angkatan udara. Pembagian mi bisa hanya untuk tujuan pelatihan 

dan support, atau bisa juga pembagian yang benar-benar independen 

sehingga bisa melakukan operasi tanpa bantuan dari angkatan yang lain. 

Banyak negara kecil yang mempunyai angkatan bersenjata yang hanya 

mempunyai satu angkatan yang sudah meliputi ketiga angkatan. 

Keuntungan dan Biaya 

Keuntungan yang pasti darl kepemilikan militer adalah 

menyediakan perlindungan penyerangan dari pihak luar, dan kekacauan 

dalam negri. Akhir-akhir mi kekuatan militer juga digunakan dalam 

membantu menanggulangi kekacauan dalam negri. Di lain pihak, kekuatan 

militer juga bisa merusak masyarakat dengan terlibat dalam perang yang 

tidak bisa di menangi, penekanan dalam negri, atau dengan kata lain 
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mendukung ide tentang kekerasan (atau ancaman yang bisa dilakukan) 

untuk mendapatkan sesuatu yang diinginkan oleh orang atau kelompok 

tertentu. 

Pengeluaran uang dalam ilmu pengetahuan dan teknologi untuk 

mempercanggih atau memperkuat senjata dan sistem militer terkadang 

mendatangkan dampak positif, meskipun beberapa kelompok tertentu atau 

individual menyatakan bahwa keuntungan yang Iebih besar dalam 

penggunaan uang tersebut adalah dengan membuat sesuatu yang dapat 

memajukan kehidupan masyarakat daripada memusnahkan masyarakat. 

Pengeluaran yang berlebihan untuk mendukung kekuatan militer 

dapat membuat masyarakat sengsara karena kekurangan tenaga kerja dan 

bahan baku untuk kehidupan sehari-hari, memperburuk kehidupan sehari-

hari civilian. Jika tetap berlanjut dalam jangka waktu yang panjang, 

akibatnya penurunan peneiitian dan pembangunan dalam negri, 

menurunkan kemampuan masyarakat untuk membangun fasilitas dasar 

yang banyak digunakan oleh masyarakat. Penurunan dan kekurangan dan 

pembangunan mi berdampak negatif bagi kekuatan militer. Lihat Soviet 

Union yang menjadi contoh nyata di jaman modem mi untuk masalah 

tersebut. Sistem atau gerakan terkini yang dianjurkan untuk menggantikan 

kekuatan militer dengan nonviolence latihan dan fasilitas dasar disebut 

sebagai Transarmament (http:iid.wikipedia.org, Angkatan Bersenjata) 

2.2. Sejarah Kepolisian dan Militer di Beberapa Negara 

2.2.1. Kepolisian dan Militer Jepang 

2.2.1.1. Kepolisian Jepang 

Agen Polisi Nasional Jepang merupakan agen yang 

bertugas mengamankan warga negara dimana dibawah Komisi 

Keamanan Umum Nasional (National Public Safety Commission) 

yang juga bagian dari anggota kabinet didalam sistem 

pemerintahan Jepang yang merupakan koordinasi sentral dan agen 

sistem Kepolisian Jepang. 

Tidak seperti tubuh Kepolisian Amerika, seperti Federal 

Bureau of Investigation. Agen Kepolisian Nasional (National 
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Police Agency), terdapat beberapa petugas polisi yang tidak 

memiliki kantomya sendiri. Malahan beberapa aturan mengatur 

tentang kebijakan dan standar umum petugas polisi. Meskpiun 

Negara dalam keadaan darurat ataupun bencana besar, agen 

diperintahkan untuk memegang komando dengan kekuatan polisi 

secara penuh. Kebijakan untuk Agen Kepolisan Nasional (National 

Police Agency) dibuat oleh Komisi Umum Keamanan Nasional 

(National Public Safety Commission) 

Komisaris umum dari agen kepolisian nasional merupakan 

tingkatan tertinggi dari pangkat petugas polisi di Jepang. Jenjang 

kepangkatan polisi Jepang meliputi (National Police Agency, 

http://id.wikipedia.org): 

Jenderal Komisaris Utama 

Sekertaris Jenderal Komisaris, membawahi: 

Polmas di Jepang 

Koban dan Chuzaiso adalah bentuk pernotisian komuniti 

guna menciptakan dan menjaga keamanan dan ketertiban. 

Pemolisian komuniti mi dipengaruhi oleh latar belakang sejarah 

kekaisaran Jepang. Dalam perkembangannya, pada masa 

pemerintahan Shogun zaman Edo. Fungsi kepolisian diemban oleh 

pam Samurai. 

Koban merupakan istilah yang digunakan pada masa 

pemerintahan Shogun yang dimaknai sebagai bagunan kecil yang 

digunakan sebagai kantor, dan tempat untuk melakukan penjagaan 

olch pam pengawal atau Samurai. Pada tempat tersebut pam 

Samurai menjaganya secara bergantian. Fungsi Koban yang 

sebelumnya dititikberatkan pada kegiatan memata-matai rakyat, 

berubah menjadi flingsi kepolisian yang Iebih demokratis yang 

dekat dengan masyarakat. Hal mi terjadi setelah kekalahan Jepang 

pada perang dunia Ke II, pada tahun 1945. 

Status polisi yang semula adalah sebagai pembantu Jaksa 

berubah menjadi polisi yang mandiri sehingga dapat melakukan 
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penyelidikan dan penyidikan pidana secara independen. Adapun 

tugas polisi yaitu memberikan perlindungan jiwa manusia dan 

harta benda serta penjagaan keamanan dan ketertiban masyarakat. 

Karena semakin padatnya aktivitas polisi, maka peran dan Koban 

dan Chuzaisho menjadi semakin dikenal oleh masyarakat Jepang. 

Penggunaan istilah comunily policing atau 'polisi 

masyarakat' pada Kepolisian Jepang dimulai pada tahun 1993. 

Istilah tersebut diambil dari tulisan David Bayley mengenai hasil 

penelitian Sistem Koban dan Chuzaisho di Jepang dimana misi 

utamanya adalah memecahkan masalah yang dihadapi penduduk 

dan melayani masyarakat. Kedua hal tersebut lebih diutamakan 

daripada tugasnya dalam menangani kejahatan. Sehingga pada 

akhirnya titik berat daripada Kepolisian Jepang lebih kepada 

kegiatan yang prefentif daripada represif. Kegiatan utamanya 

adalah problem solving, pelayanan masyarakat, membangun 

hubungan balk dengan masyarakat agar tercipta ketertiban 

masyarakat. 

Interaksi yang terjadi antara masyarakat dengan pihak 

Kepolisian Jepang adalah partisipasi masyarakat dalam membantu 

tugas polisi (Koban atau Chuzaisho), salah satunya adalah Dewan 

- Koban atau Dewan Chuzaisho. Masyarakat berperan secara aktif 

dengan cara memberikan informasinya terhadap sejmlah masalah 

sosial dilingkungannya yang dianggap meresahkan dan 

membahayakan masyarakat. Bukan hanya itu saja, tetapi 

masyarakat juga dapat memberikan sarannya mengenai 

penanggulangannya seth pencegahannya. Hal mi diupayakan 

untuk tercapainya kepercayaan masyarakat terhadap polisi seth 

Koban dan Chuzaisho dapat dijadikan sebagai tempat bagi 

masyarakat Jepang dalam menyampaikan berbagai permsalahan 

yang dihadapi (D L. Chrysnanda, Koban dan Chuzaisho 

http:/fwww.lantas.metro.polri.go.id) 
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Sistem Kepolisian Jepang 

kepolisian Jepang adalah kepolisian nasional yang berada 

dibawah komisi keamanan umum yang juga merupakan bagian dan 

slstem pemerintahan Jepang. Struktur organisasi pemerintahan 

Jepang terdiri dari Komisi Keamanan Umum Nasional (National 

Public Safety  Commission) /NPSC, merupakan badan tertinggi 

dalam sistem Kepolisian Jepang yang berada di bawah Perdana 

Menteri. Tugasnya yaitu melakukan pengawasan administratif 

terhadap Badan Kepolisian Nasional. Untuk menjaga keberadaan 

NPSC dalam pihak yang netral maka kedudukannya dibawah kuasa 

Kantor Perdana Menteni, dimana Perdana Menteri tidak dapat 

membenikan perintah maupun pengontrolan secara langsung. Di 

samping itu NPSC menyusun kebijakan dasar dan peraturan-

peraturan, mengkoordinasikan administrasi Kepolisian dalam 

masalah nasional dan menetapkan standar umum untuk pelatihan, 

komunikasi, penyidikan kniminalitas, statistik kriminal dan 

perlengkapan. NPSC menunjuk Commissioner General (Ketua) 

Badan Kepolisian Nasional dan pejabat senior lainnya pada 

organisasi kepolisian pnefektur (kepolisian pada tingkat propinsi) 

melalui Badan Kepolisian Nasional (D L. Chrysnanda, Koban dan 

Chuzaisho http://www.lantas.metro.polri.go.id) 

NPSC terdiri. dari ketua dan lima anggota. Ketua adalah 

menteni negara yang mengepalai rapat-rapat komisi. Anggota-

anggotanya, yang bentugas dalam jangka lima tahun, ditunjuk oleh 

Perdana Menteri dengan pesetujuan dari Ketua Majelis. Mereka 

haruslah orang yang tidak bertugas sebagai pejabat kepolisian atau 

jaksa umum dalarn masa penunjukkan selama lima tahun tersebut. 

Guna menjamin kenetralan politik, tidak boleh ada lebih dari dua 

anggota yang berasal dari partai politik yang sama. (Kepolisian 

pada tingkat provinsi) melalui Badan Kepolisian Nasional (DL. 

Chrysnanda, Koban dan Chuzaisho : http:flwww.lantas.metro.polri. 

go.id). 
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Organisasi Kepolisian Jepang 

Organisasi Kepolisisan Jepang memiliki 47 Komisi 

keamanan umum prefektur (NPSC) pada tingkat propinsi dan 47 

Markas Besar Kepolisian Prefektur (PPH)/ pada tingkat Propinsi. 

Sedangkan Badan Kepolisian Nasional (National Police Agency / 

NPA) adalah organisasi sub-ordinat dari NPSC. NPA dikepalai 

oleh Commissioner General yang ditunjuk dan diberhentikan oleh 

NPSC dengan persetujuan Perdana Menteri. Commissioner 

General mengadministrasikan operasi NPA, menunjuk dan 

memberhentikan pegawai NPA dan mengawai serta mengontrol 

organisasi kepolisian prefektur dalam tugas-tugas yang ditentukan 

oleh badan. Tugas NPA meliputi : perencanaan dan peneiltian 

kepolisian; anggaran polisi nasional; operasi polisi sewaktu ada 

bencana dan gangguan berskala besar; penyusunan dan penerapan 

rencana untuk situasi darurat; tindakan terhadap kejahatan 

terorganisir antar prefektur; peraturan lalulintas di jalan tol 

nasional; bantuan penyelidikan kejahatan internasional; pelatihan 

polisi; komunikasi polisi; identifikasi kriminalitas; statistik 

kriminal perlengkapan polisi; standar perekrutan, tugas dan 

aktivitas personil polisi; koordinasi administrasi polisi; dan 

inspeksi. 

Organisasi yang terkait dengan NPA adalah 

Akademi Kepolisian Nasional, Institut Nasional Riset 

Ilmiah Kepolisian dan Pusat Pengawalan Kekaisaran. 

b. Organisasi Kepolisian Prefektur 

Undang-undang Kepolisian menetapkan bahwa 

setiap pemerintahan prefektur memiliki organisasi 

kepolisian sendiri untuk melaksanakan tugas-tugas 

kepolisian dalam wilayah yuridisnya. Komisi keamanan 

umum prefektur dan Markas Besar kepolisian prerfektur 

membentuk organisasi kepolisian ditingkat prefektur. 
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Komisi mi berkuasa untuk mengeluarkan izin administrasi 

bagi bisnis hiburan, kepemilikan senjata api dan Surat Izin 

Mengemudi, tetapi, balk PPSC maupun gubernur prefektur 

atau dewan terpllih tidak boleh mengawai kasus individual 

atau aktivitas pelaksanaan hukum tertentu dari polisi 

prefektur. 

c. Markas Besar Kepolisian Metropolitan 

Kepolisian daerah Tokyo bernania Markas 

Besar Kepolisian Metropolitan (MPD), sementara 

prefektur lainnya memiliki Markas Besar Kepolisian 

Prefektur (PPH). MPD diketuai oleh Superintendent 

General (Inspektur Jendral), dan PPH diketuai oleh 

Kepala Markas Besar. Mereka bertanggung jawab atas 

semua operasi kepolisian dan pegawai mereka dalam 

wilayah hukumnya. Meskipun PPSC memiliki 

kekmtsaan administrasi terhadap MPD dan PPH,, PPSC 

mi tidak boleh mencampuri urusan operasi kepolisian 

individual. Superintendent General MPD ditunjuk dan 

diberhentikan oleh Komisi Keamanan Umum Nasional 

dengan persetujuan Perdana Menteri dan sepengetahuan 

Komisi Keamanan Umum Nasional dengan 

sepengetahuan PPSC. PPH dapat menjalankan 

kekuasaan mereka di prefektur lain untuk melindungi 

jiwa, manusia dan harta benda dan untuk menjaga 

keamanan umum penduduk prefektur. 

Pemolisian Komuniti (Comunity Policing) 

Community policing (pemolisian komuniti) adalah gaya 

pemolisian yang mendekatkan polisi kepada masyarakat yang 

dilayaninya. Community policing diartikan juga sebagai filosofi 

pemolisian dan progam strategi, Robert Blair (1992) as a 

Philoshopy ofpolicing, it embodies a number ofprinciples or ideas 
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that guide the structure of policing toward goal attainment 

(Kratcosky and Duane Dukes, 1995:86). Community Policing juga 

diupayakan untuk memupuk rasa kepercayaan masyarakat terhadap 

pihak kepolisian serta menjalin hubungan balk dengan cara 

kerjasama yang baik antara pihak kepolisian dengan masyarakat 

dalam rangka memberikan informasi atas masalah-masalah sosial 

yang dapat meresahkan maupun mengganggu ketentraman warga. 

Menurut Greene (1991) dalam buku "Community Policing, 

Comparative Perspective and Prospects" karya Robert.R 

Friedmann dijelaskan bahwa : "Community Policing telah 

menghasilkan langkah penting dalam perbaikan strategi Kepolisian 

yang berkaltan dengan bimbingan masyarakat. Apabila 

pelaksanaannya terus dikembangkan dengan balk dan konsisten 

dapat memperluas pemahaman tentang keterkaitan antara polisi 

dan masyarakat yang diamankan". Kegiatan Community Police 

yang diterapkan di Jepang, dilakukan sebagai upaya untuk lebih 

mendekatkan hubungan antara polisi dan masyarakat. Sedangkan 

kepada setiap petugas kepolisian ditekankan sikap pelayanan, 

inovasi dalam tindakan, murah hati dan dapat berperan serta dalam 

kegiatan masyarakat khususnya untuk menciptakan dan menjaga 

keamanan dan ketertiban. Community Police merupakan bagian 

atau Seksi dari organisasi kepolisian Jepang yang mewadahi 

kegiatan Community Policing . Misi utama dari Community 

Policing adalah menjaga keamanan dan ketentraman masyarakat, 

namun demikian tugas tersebut bukan untuk sekedar menjaga 

masyarakat dari segala ancaman, tetapi juga mendengar segala 

keluhan atau keinginan masyarakat. Dengan demikian, polisi harus 

melakukan berbagai kegiatan semaksimal mungkin sehingga dapat 

memenuhi harapan dan keinginan masyarakat tersebut. 
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Koban dan Chuzaisho 

Kepolislan !epang membagi seluruh wllayah yuridiksinya 

dalam wilayah koban dan chuzaisho. Dewasa mi terdapat sejumlah 

6.600 koban dan 8.100 chuzaisho yang tersebar di seluruh witayah 

Jepang. Koban dan chuzaisho dijadikan bagian yang terdepan 

dalam menjalankan tugas - tugas kepolisian. 

Koban berasal 2 suku kata, ko berarti " bergiliran" dan ban 

berarti " penjagaan / pengawasan ". Jadi secara harflah koban 

berarti pengawasan / penjagaan secara bergantian. Koban pada 

dasarnya merupakan sebuah kantor pos polisi di bawah kantor 

polisi (Polres) yang menjadi bagian terdepan dalam melaksanakan 

tugas kepolisian selama 24 jam. Sebagai kelengkapan patroli 

mereka dilengkapi satu buah mobil dan beberapa motor dan 

sepeda. Setiap petugas polisi yang bertugas di koban mempunyai 

kelengkapan berupa sebuah senjata api, tongkat polisi, alat receiver 

untuk menerima instruksi dari police station, alat komunikasi (111'), 

sebuah borgoi, peluit dan catatan pribadi. 

2.2.1.2. Militer Jepang 

Kekuatan Militer Jepang mengalami perubahan nama dan 

waktu ke waktu, sebelum tahun 1945 dibagi menjadi dua bagian 

pelayanan dibawah Komando Kepala timum Pengawal Kerajaan 

meliputi : Angkatan Darat Jepang dan Angkatan Laut Jepang. 

Keduanya dibubarkan setelah perang dunia ke II, dan kembali 

dibentuk pada tahun 1954 oleh kekuatan pertahanan diri Jepang 

yang terdini dan : kekuatan pertahanan diri Jepang bagian darat 

(Angkatan Darat), kekuatan pertahanan diii Jepang bagian laut 

(Angkatan Laut) dan kekuatan pertahanan diii Jepang bagian udara 

(Angkatan Udara) (Military History of Japan 

http://en.wikipedia.org) 

Sejarah militer Jepang dicirikan sebagai perang feodal 

dalam waktu lama yang diikuti oleh stabilitas domestik, dan luar 
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negeri. Hal itu memuncak pada saat kekalahan Jepang pada perang 

dunia ke II. Sejak saat itu, konstitusi Jepang melarang 

menggunakan kekuatan militer untuk berperang kembali dengan 

Negara lain. Kecuali kalau menyatakan kalah dengan cara 

bersekutu bergabung dengan kependudukan perang dunia H. 

Kepulauan utama Jepang dalam sejarahnya tidak pernah berhasil 

dijajah dari waktu ke waktu. Sejarah militer Jepang terbagi dalam 

beberapa periode (Military history of Japan 

http://en.wikipedia.org). 

Periode yang akan dibahas pada bab mi adalah peniode 

modern mengenai sejarah militer pemerintahan Jepang. Setelah 

perdamaian dunia dalam waktu yang lama, Jepang kembali 

memperkuat tentaranya dengan cam membuat dan mendatangkan 

senjata dari negara-negara barat, dan pada akhirnya membuat 

senjata buatan Jepang. Selama perang Jepang - Rusia (1904-1945). 

Jepang menjadi Bangsa Asia pertarna sejak pemerintahan Genghis 

Khan dan Mongol yang memenangkan peperangan dengan bangsa 

Eropa. Pada tahun 1902, Mongol menjadi Bangsa Asia pertama 

yang berhasil membuat perjanjian bersama dengan Bangsa Eropa 

yaitu Inggnis. Jepang juga telah menjadi kekuatan utama yang 

terakhir untuk memasuki perlombaan bangsa penjajahan secara 

global. Kehebatannya dalam menghadapi hambatan-hambatan 

yang muncul sehingga masih dapat mengembangkan industrinya. 

Jepang mengawali perang kembali dengan Amenika Serikat selama 

perang dunia ke H, dengan sedikitnya satu berbanding sepuluh 

kemampuan industri Amerika. 

Jepang juga tidak pernah berpartisipasi dalam perang besar 

sebagai pejuang, setelah kekalahannya dalam perang dunia ke II. 

Meskipun Jepang tetap memelihara kekuatan pertahanannya secara 

penuh. Didalam konstitusi digambarkan secara asli dibawah garis 

pokok GEN Douglas Mac. Arthur pada tahun 1945. Secara fonnal 

Jepang meninggalkan perang dan menggunakan kekuatan militer 
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dalam melakukan cara-cara penyerangan. Jepang juga memelihara 

kebijakannya mengirimkan peralatan militer. Selain itu juga Jepang 

merupakan satu-satunya negara yang melakukan penjajahan 

diberbagai tempat tanpa menggunakan senjata nuklir. 

a. Meiji 

Mendirikan tentara modern 

Pada tahun 1873, pemerintahan kerajaan Jepang 

membuat peraturan wajib militer dan membangun 

tentara kerajaan Jepang. Sebagai tanda penghormatan, 

mereka semua tidak berusaha menghilangkan 

modernisasi dan membuat representative demokrasi. 

Samurai kehilangan statusnya sebagal satu-satunya 

kelas dengan kewajiban militer. 

I Tentara perang Sino Jepang 

Perang sino Jepang kembali bertarung dengan 

kekuatan dinasti Qing (China) di Peninsula (Korea), 

Manchuria dan pesisir China. Perang tersebut yang 

menjadikan konflik utama hubungan antara Jepang 

dengan militer luar negeri pada masa modem. 

Perjanjian Shimonosheki disepakati oleh Jepang 

dan China setelah perang berakhir. Melalui perjanjian 

mi, Jepang memaksa China untuk membuka pelabuhan 

untuk perdagangan internasional dan menyerahkan 

provinsi Lianong yang merupakan bagian dari China 

Selatan yang dijadikan sebagai kepulauan Taiwan untuk 

Jepang. China juga diwajibkan untuk membayar ganti 

kerugian atas peperangan sebesar 200 juta keping taels. 

Hasil dari peperangan mi, Korea berhenti menjadi 

negara jajahan China tetapi masih merasa menjadi satu 

bagian dari pengaruh Jepang. Bagaimanapun juga 

beberapa keuntungan materi dari perang mi akibat dan 

intervensi pihak ketiga oleh Jepang. 
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I Tentara Perang Russo Jepang 

Kemenangan Jepang pada perang Jepang 

melawan Rusia pada tahun 1904-1905 menjadi ketiga 

kalinya dalam sejarah dimana kekuatan bangsa timur 

berhasil satu kali dalam menaklukan bangsa barat 

(Genghis Khan) yang menandakan Jepang sebagai 

kekuatan utama militer. Jepang mempertunjukkan 

bahwa kekuatannya dapat menggunakan teknologi 

barat, disiplin, strategi dan taktik yang efektif dalam 

perang. 

b. Taisho (Perang Dunia I) 

Path tahun 1914, Jepang menjadi anggota 

sekutu selama perang dunia I, dan mendapatkan hadiah 

dengan mengendalikan Jerman dan koioninya di Asia 

Pasifik. Sekitar 70,000 kekuatan tentara Jepang juga 

campur tangan di Rusia selama perang saudara Rusia. 

Dan didukung oleh golongan anti komunis, tetapi gagal 

mencapai sasaran kemudian dipaksa mundur. Kapal-

kapal penjelajahan Jepang dan juga ikut serta dalam 

penghancuran seluruh misi di Samudera Hindiadan laut 

Mediterania. 

C. Showa (Perang Dunia LI) 

Pada periode mi, Jepang pernah menjadi sekutu 

Jerman dan Italy dibawah peijanjian Tripartite dimana 

mendukung kekuatan China melawan Amerika dalam 

perang dunia II. Rangkaian perjalanan perang, Jepang 

memamerkan beberapa kemajuan pesat dalam teknologi 

militer, strategi dan taktik. 

d. Pasca Perang Dunia II 

Setelah masa kependudukan Amerika (1945-1952) 

Jepang mendapatkan pengakuan. Jepang juga dilarang 

membuat kekuatan militernya atau ikut berperang yang 
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diatur dalam 9 pasal undang-undang konstitusi. Meskipun 

konstitusi Jepang mengatakan bahwa "tanah, laut, dan 

kekuatan udara sebagai potensi perang yang tidak akan 

pemah dipelihara kekuatan pertahanan diri secara cepat 

setelah kependudukan Amerika. Jieitai merupakan salah 

satu kekuatan perang dengan teknologi yang paling maju 

didunia. Selain itu pengeluaran militer Jepang mencapai 

peringkat 7 dunia. 

2.2.2. Kepolisian dan Militer Thailand 

2.2.2.1. Kepolisian Thailand 

Kepolisian Thailand berbentuk Kepolisian Nasional yang 

diberi nama Royal Thai Police. Kepolisian Thailand juga terlibat 

melawan pasukan invansi Jepang, saat Jepang berusaha menduduki 

Thailand. Thailand membagi kepolisiannya dalam beberapa Return 

dan pelayanan yang masing-masing memiliki kewenangannya 

Return tersebut antara lain: 	 - -. 

Markas Besar Kepolisian Thailand yang berkedudukan 

di Bangkok 

Divisi Patroli perbatasan yang memiliki 4000 personil 

paramiliter. Divisi patroli perbatasan tersebut dibagi 

lagi dalam beberapa divisi antara lain divisi staf umum, 

divisi pelatihan taktik, divisi pendukung, dil. 

Kepolisian Metropolitan Bangkok. 

Pusat Biro Investigasi yang dalam pelaksanaan 

tugasnya selalu berkoordinasi dengan Markas Besar. 

Biro Investigasi mi bertugas membantu dalam 

mencegah dan menekan kegiatan kriminal serta 

meminimalisir ancaman yang mengancam keamanan 

nasional. Pada biro Investigasi tersebut terdiri dan 

beberapa Divisi antara Lain : Crime Suprision Division 

yang bertanggung jawab dalam menegakkan hukum 
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Thailand. Ada pula Poresiry Police Division, Highway 

Police Division. 

Selain biro-biro tersebut diatas masih ada divisi-divisi lain 

yang berkenaan dengan tugas kepolisian seperti Narkotika, 

logistik, dli. 

Pada Kepolisian Thailand terdapat kepolisian daerah 

provinsi. Kepolisian daerah provinsi tersebut terbagi dalam 9 divisi 

untuk mengcover 75 provinsi kecuali Metropolitan Bangkok dan 

daerah perbatasan. 

2.2.2.2. Muter Thailand 

Kekuatan Militer Thailand dibagi menjadi tiga yalta 

kekuatan Militer Angkatan Laut, Angkatan Darat dan Angkatan 

Udara. Angkatan Bersenjata Thailand bermarkas di Bangkok. Para 

personilnya rata-rata personilnya berumur 2 1-49 tahun. Thailand 

memberiakukan wajib militer bagi warga yang berusia 21 tahun. 

Wajib militer tersebut kurang lebih selama 2 tahun. Disamping itu 

terdapat pula anggota yang sukarela menjadi anggota angkatan 

bersenjata Thailand. Berdasarkan data yang ada tahun 2005 

terdapat sekitar hampir 15.000 laki-laki dengan umur antara 15-49 

tahun, 11.500 perempuan dengan umur 15-49 tahun mengikuti 

wajib militer. Sedangkan anggaran yang dikeluarkan sebesar 1,8 

dari penghasilan kotor Thailand (Thailand Armed Force, 

http://wikipedia.org). 

Kekuasaan Militer 

Setelah menahan diii selama 15 tahun lebih, pada tahun 

2006, akhimya militer Thailand kembali meiibatkan diii dalam 

dunia politik. Ketika Perdana Menteri (PM) Thaksin Shinawatra 

tengah mengikuti Sidang Umum Perserikatan Bangsa Bangsa 

(PBB), militer Thailand membekukan konstitusi dan 

memberlakukan keadaan darurat. Kudeta militer adalah bukan 

barang baru di Thailand. Menurut eatatan dosen Universitas 
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Airlangga (Unair) Basis Susilo, selama 74 tahun sejak monarki 

absolut diganti monarki konstitusional pada 1932 hingga kini, 

sudah ada 40 pergantian perdana menteri, dengan 25 figur perdana 

menteri, 25 kudeta dan percobaan kudeta. Jika dihitung 20 tahun 

terakhir sejak Prem Tinsulanonda hingga Thaksin, sudah ada 12 

kali pergantian perdana menteri, dengan delapan orang perdana 

menteri dan tujuh kudeta serta percobaan kudeta. Kudeta, militer 

terakhir terjadi tahun 1991, - ketika Jenderal Sunthon 

Kongsomphong menggulingkan pemerintahan Perdana Menteri 

Chatchal Choonhavan. Sejak itu, militer Thailand berusaha 

menjaga jarak dengan kehidupan politik. Namun, krisis politik 

yang terjadi dalam setahun mi akhimya memaksa militer kembali 

memasuki arena politik. Krisis politik di Thailand disulut aksi 

penjualan 49 persen saham Shin Corp kepada Temasek Holdings 

dari Singapura. Perusahaan tersebut dijual (dan keluarga Thaksin 

meraih keuntungan 1,9 miliar dollar AS) hanya dua hari setelah 

Pemerintah Thailand mengubah peraturan rasio kepemilikan saham 

perusahaan asing dari 25 menjadi 49 pensen. Thaksin kemudian 

menjadi bulan-bulanan karena dituduh memperkaya diii sendini. 

Gelombang aksi unjuk nasa menuntut pengunduran diri Thaksin 

kemudian melanda Thailand. Puncaknya, tanggal 4 April 2006, 

Thaksin mengumumkan pengunduran dininya. Namun, tanggal 23 

Mei secara tiba-tiba Thaksin menyatakan kembali menjabat 

sebagai PM. Sejak kembalinya Thaksin, situasi politik di Thailand 

dilanda ketidakpastian. Berbagai persoalan mulai dari investasi 

yang tertunda hingga kasus narkoba melanda negeni itu dalam 

beberapa bulan terakhir. Situasi mi membuat banyak pengamat 

memperkirakan militer Thailand akan tampil ke pentas politik guna 

mengambil kekuasaan dari Thaksin. 

Kudeta militer di Thailand mengejutkan terutaina karena 

berlangsung di tengah era yang semakin menjunjung tinggi proses 

demokratisasi. 
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Pengambilan kekuasaan secara tidak demokratis itu 

dilakukan Panglima Militer Letnan Jenderal Sonthi Boonyaratglin 

ketika Perdana Menteri Thaksin Shinawatra berada di New York, 

Amerika Serikat, mengikuti sidang Perserikatan Bangsa Bangsa. 

Thailand masih dilanda ketidakpastian politik. Sejumlah 

orang kepercayaan Thaksin ditahan. Thaksin sendiri tidak mau 

menyerah, segera meninggalkan New York, tetapi dengan tujuan 

yang tidak disebutkan. 

Segera terasa, kudeta menjadi pukulan keras terhadap 

proses demokratisasi yang sudah berlangsung 14 tahun di negeri 

berpenduduk 65,5 juta jiwa itu. Setelah kudeta tahun 1991, dan 

lebih-lebih setelah rezim militer terakhir ditumbangkan oleh 

gerakan rakyat tahun 1992, Thailand sesungguhnya menapak 

proses demokratisasi. 

Maka, apa pun alasan dan pertimbangannya, kudeta 

pimpinan Letjen Sonthi dinilai memasung kehidupan demokrasi. 

Sonthi sendiri menjelaskan, kudeta dilakukan untuk menyelesaikan 

kebuntuan politik dan sekaligus memberantas korupsi yang marak 

di bawah pemerintahan Thaksin. Ia juga berjanji, kekuasaan akan 

segera dikembalikan kepada rakyat. 

Selama 15 tahun terakhir, kudeta tidak terjadi karena 

muncul perlawanan rakyat atas rezim militer tahun 1992. Tentu 

menjadi bahan kajian menarik, mengapa militer tergoda lagi 

melancarkan kudeta. 

Para pengamat cenderung berpendapat, kudeta September 

2006 merupakan dampak dari kemacetan politik yang bersuinber 

pada kepemimpinan PM Thaksin yang berkuasa sejak tahun 2001. 

Kepemimpinan PM Thaksin menjadi kontroversial karena isu 

korupsi. Rupanya militer memanfaatkan situasi centang perenang 
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seperti itu untuk mengambil alih kekuasaan. Secara regional, 

kudeta di Thailand lebih menggambarkan kerapuhan kehidupan 

demokrasi. 

2.2.3.. Kepolisian dan Muter Myanmar 

2.2.3.1. Kepolisian Myaniar 

Angkatan Kepolisian Myanmar selalu memberikan 

pelayanan kepada masyarakat Myanmar untuk mencapai tujuan 

dengan empat efisiensi yang berbasis pada 5 kriteria untuk 

mencapai tugas dan membangun institusi yang terintegrasi. 

Kepolisian Myanmar antara lain bertugas memastikan 

terjaminnya keamanan publik, selain itu Kepolisian Myanmar juga 

bertugas untuk menciptakan suatu keamanan dan kedamaian dalam 

masyarakat. Hal itu terimplementasikan dalam tugas-tugas antara 

lain: 

Polisi Myanmar membantu melancarkan kelancaran 

arus lalu lintas umum. Hampir - sama dengan Indonesia 

Kepolisian Myanmar juga diberikan tugas untuk thenegakan 

hukum, hal itu terlihat dalam tugas penyelidikan, penyidikan, 

dsb. 

Tugas Kepolisian Myanmar juga memastikan jalinan 

hubungan yang baik antara polisi dan masyarakat dengan 

slogan community policing. 

Kepolisian Myanmar telah dan sedang berjuang untuk 

mencegah kejahatan dalain usahanya untuk menjadi suatu 

bangas berkembang yang modern, maka kestabilan keamanan 

diperlukan bagi Myanmar. Untuk itu diperlukan keijasana 

mayarakat dan poilsi menjadi sangat penting bagi Kepolis!an 

Myanmar. 
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2.2.3.2. Militer Myanmar 

Jumlah angkatan bersenjata pria berjumlah 42 personil, 

sedangkan anggota yang aktif bertugas 492 personil, total anggota 

sebanyak 564.250 personil, total kekuatan Militer Myanmar dalam 

2 tahun terakhir yang bersifat para militer 72.000 personil. Umur 

minimal warga negara yang mengikuti wajib militer 18 tahun, 

berdasarkan data tahun 2003 range umur laki-laki yang mengikuti 

wajib militer antara 14-19 tahun, sedangkan range umur 

perempuan pada tahun 2005 antara 18-49 tahun. Pengeluaran 

Militer Myanmar 7,07 milyar dolar (data tahun 2005) dimana 

jumlah tersebut merupakan 1,98 % dari jumlah pendapatan kotor 

dalam negeri Myanmar. 

Angkatan Militer Myanmar diatur oleh menteri pertahanan 

terbagi kedalam tiga bagian yaitu Angkatan Laut, Darat dan 

Udara. Selain itu tugas dari Angkatan Militer Myanmar juga 

membantu Kepolisian Myanmar untuk menjaga daerah perbatasan 

negara. (Myanmar Armed Forced. http://wikipedia.org ) 

Kekuasaan Muter 

Perubahan naina dari Burma menjadi Myanmar dilakukan 

oleh pemenintahan junta militer pada tanggal 18 Juni 1989. Junta 

militer merubah nama Burma menjadi Myanmar agar etnis non-

Burma merasa menjadi bagian dari negara. Walaupun begitu, 

perubahan nama mi tidak sepenuhnya diadopsi oleh dunia 

internasional. Pemerintah junta juga mengubah nama Rangoon 

menjadi Yangon. Pada 2005, pemenintah membangun ibu kota 

baru, bernama Naypyidaw (Myanmar, http://wikipedia.org ). 

Meski terkenal akan pelanggaran HAM, Myanmar justru 

memiliki sejarah protes massa yang panjang. Ketika Indonesia 

bungkam dengan gerakan bawah tanah di era Soeharto, gelombang 

protes Myanmar justru menguat sejak dimulainya masa 

pemerintahan militer Jenderal Ne Win. Tahun 1988, gelombang 

protes massa Myanmar mi melibatkan pelajar, pejabat sipil, pekerja 

Universitas Indonesia 

Organisasi Militer..., Wahyu Widiarso Suprapto, FPS UI, 2008



70 

hingga para biksu Budha. Protes hadir saat Ne Win menggunakan 

tentara bersenjata demi kudeta militer. 

Sejak awal massa Myaninar memang telah menginginkan 

berakhimya junta militer mi. . The State Peace and Development 

Council's (SPDC's) Myanmar mengajukan tuntutan yang populer 

untuk mereformasi pemerintahan menjadi neo-liberal. Tuntutan 

reformasi mi terutarna berlaku untuk ekonomi, termasuk saat bulan 

lalu pemerintah Myanmar menari subsidi BBM. 

Namun kemarahan publik mi bisa berubah menjadi efek 

bola saiju dan menjadi gerakan massa besar-besaran. Salah satunya 

yang terjadi di Pakkoku. Setelah bola saiju mi pecah, maka 

perlahan akan kembali menggumpal. Beberapa hari setelah 

kejadian Pakkoku,, 500 biksu kembali berbaris damai di Yangon, 

Myanmar. Layaknya biksu, New York Times mencatat gerakan mi 

malah berdoa untuk kedarnaian dan keselamatan setelah peristiwa 

Pakkoku. 

Gerakan dalam protes bukan hanya terjadi dari satu pihak 

saja. Pemenintah Myanmar juga menyikapinya dengan Union 

Solidarity and Development Association (USDA). USDA tercatat 

kemp bergabung dalam gelombang protes mi. Organisasi 

propemerintah mi tercatat bahkan ikut terlibat dalam upaya 

pembunuhan Suu Kyii di tahun 2003. Meski gagal, aksi tersebut 

memakan korban simpatisan National League dor Democracy 

(NLD) sebagai gantinya. 

"Anggota kelompok mi (USDA) dilatih khusus untuk 

mengontrol massa dan mengubah protes menjadi aksi kekerasan," 

kata seorang Diplomat barat di Yangon pada Asia Times. Dunia 

Barat mencurigai gerakan ml berada dalam sayap yang sama 

dengan intelejen Myanmar. Apalagi, setiap aksi protes yang tenjadi 

sangat sulit untuk diliput oleh pam jurnalis, termasuk jurnalis 

Universitas Indonesia 

Organisasi Militer..., Wahyu Widiarso Suprapto, FPS UI, 2008



71 

internasional. Rekrut anggota juga dicurigai berasal dari para 

kriminal. Seiring bertambahnya anggota USDA, sekurangnya 600 

kirminal juga dilepaskan dari Penjara Yangon. Hingga kini anggota 

USDA diperkirakan mencapai 2000 orang. 

USDA berfiingsi menyaingi kelompok pelajar dan biksu 

Bhuda yang vokal dalam aksi protes. Apalagi secara khusus aktivis 

Myanmar telah memiliki organisasi protes massanya sendiri. 

Organisasi 88 Generation Student mi didirikan oleh penyair 

intemasional asal Myanmar Ming Ko Naing dan Ko Ko Gyi. 

Keduanya mendirikan organisasi mi setelah dibebaskan dari 14 

tahun penjara, dan cukup populer di mata masyarakat Myanniar. 

Meski berlabel pelajar, Generation 88 kerap bekerjasama 

denganpara pekerja, sipil hingga pam biksu Buddha. 

Aung San, ayah dari Aung San Suu Kyi, bersama U Nu 

adalah tokoh utama di balik kemerdekaan dan menjadi pernimpin 

negara. Akan tetapi, path tahun 1962, militer yang didominasi 

etnis Burma mengambil alih kekuasaan negara. Ne Win adalah 

otak di balik kudeta itu. 

Cikal bakal junta militer sekarang .(disebut sebagai Dewan 

Negara untuk Perdamaian dan Pembangunan / SPDC) berasal dad 

kekuasaan Ne Win itu. SPDC serdini didominasi oleh etnis Burma. 

Konfigurasi kekuasaan hak pun menjadi tidak benimbang antara 

etnis Burma yang mendominasi dan etnis non-Burma yang merasa 

ditindas. Sehingga muncullah perlawanan dad beberapa etnis non-

Burma, termasuk etnis Karen, yang mendominasi wilayah 

pegunungan di utara, yang dikenal sebagai golden triangle 

(segitiga emas). 
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Perlawanau Terhadap Junta Militer 

"Kami percaya tak satupun warga Myanmar yang rela 

menerima aksi kekerasan politik junta militer," kata salah satu 

pemimpin Generation 88 Htay Kywe pada Asia Time. Dan dalam 

setiap protes massa Myanmar hampir bisa dipastilcan USDA dan 

Generation 88 berperang didalamnya (Demokratis Myanmar, 

http://wikipedia.og). 

Protes dimotori oleh para biksu budha di Myanmar. Pada 

awalnya para biksu menolak sumbangan makanan dari parajendral 

penguasa dan keluarganya, penolakan mi menjadi simbol bahwa 

para biksu tidak lagi mau merestui kelakuan para penguasa militer 

Myanmar. Aksi demo juga dipicu oleh naiknya harga BBM 

beberapa ratus persen akibat dicabutnya subsidi. Demo melibatkan 

ribuan bikshu kemudian meletus diberbagai kota di Myanmar, para 

warga sipil akhirnya juga banyak yang mengikuti. Pemerintah 

Junta Militer melakukan aksi kekerasan dalam membubarkan 

demo-demo besar liii, Pagoda-pagoda disegel, para demonstran 

ditahan, dan senjata digunakan untuk membubarkan massa. 

Banyak biksu ditahan, beberapa diyakini disiksa dan meninggal 

dunia. Sepanjang Gelombang protes terjadi belasan orang diyakini 

menjadi korban, tennasuk seorang reporter berkebangsaan Jepang, 

Kenji Nagai, yang ditembak oleh tentara dari jarak dekat saat 

meliput demonstrasi. Kematian warga Jepang mi memicu protes 

Jepang pada Myanmar dan mengakibatkan dicabutnya beberapa 

bantuan Jepang kepada Myanmar (Demokrasi Myanmar, 

http://wikipedia.org ) 

Kemenangan kubu demonstrasi, pimpinan Aung San Suu 

Kyi pada Pemilu tahun 1990, tak dikehendaki oleh kelompok etnis 

Burma. Kubu Suu Kyi dan dan etnis non-Burma Iainnya 

merupakan ancaman bagi supremasi etnis Burma. Kemenangan 
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Suu Kyi pun dthadang. Kekuasaan direbut, beginilah yang terjadi 

seterusnya dan seterusnya. 

Maraknya berita-berita yang mengabarkan bahwa para 

biksu yang turun kejalan untuk menyuarakan penderitaan rakyat 

atas tindakan pemerintah yang menaikkan harga BBM diluar batas 

kemampuan rakyat, yang tentunya semakin mencekik leher rakyat 

Myanmar sendiri. Malah mendapatkan perlakuan yang keras dan 

para aparat yang berkuasa disana, rezim kemiliteran memang 

kental dan berakar kuat dalam tatanan kehidupan kenegaraan 

disana sejak rakyat Myanmar lepas dari kekuasaan Inggris, dan 

semakin kental saat kudeta terhadap pemerintahn resmi Myanmar 

yang dikenal dengan junta muter yang dipimpin oleh Tan Shwe 

yang mengetuai Dewan Perdamaian dan Pembangunan Negara 

dengan 12 jendral penguasa sungguh diluar kewajaran, karena alat 

militer dijadikan pembenaran dm1 kekuasaan pemerintahan yang 

bobrok. Para biksu dan para aktivis Iainnya yang sekarang ditahan 

di kampus pemerintahan lebih tepatnya sebuah gudang sekitar 

6000 tahanan, dan sekitar 1400 diantaranya biksu, mendapatkan 

perlakuan yang buruk dalam penahanannya. 

Sampai sekarang penyelesaian permasalahan di Myanmar 

belum menemukan titik terang yang pasti, negara-negara pionir 

seperti Amerika dan sekutunya belum dapat menyelesaikannya, 

apakah belum dapat menyeiesaikanya atau males untuk 

menyelesaikannya, karena tentunya tidak ada keuntungan politis 

dan kepentingan yang akan didapat oleh mereka apabila 

menyelasaikan permasalah disana, seperti halnya yang mereka 

lakukan pada negara-negara di Timur Tengah, meraka pasti akan 

berlomba-lomaba unjuk gigi untuk menyelesaikan masalah yang 

tidak pernah ada. Bahkan PBB belurn dapat menyelesaikannya 

(Demokrasi Myanmar, http://wikipedia.org ). 

Universitas Indonesia 

Organisasi Militer..., Wahyu Widiarso Suprapto, FPS UI, 2008



3. 	SEJARAII KEPOLISIAN DAN MIL1TER INDONESIA 

3.1. Sejarah Kepolisian Indonesia 

Perkembangan suatu organisasi tidak terlepas dari pengaruh lingkungan, 

baik politik, ketatanegaraan, ekonomi, maupun sosial budaya. Terdapat saling 

keterkaitan dan saling pengaruh antara administrasi Negara dan perkembangan 

poitik. ekonomi dan sosial budaya. Sebaliknya organisasi dapat pula 

mempengaruhi lingkungan tertentu. Hal mi juga dialami oleh Poiri sebagai 

institusi Negara yang cukup besar. Sejarah perkembangan Kepolisian sejak jaman 

penjajahan Belanda sampai dengan Reformasi (Awaludin Djamin, 2007:Bab III). 

3.1.1. Zaman Penjajahan Hindia Belanda (1800 - 1942) 

Secara umum dapat dikatakan bahwa pada masa penjajahan, aparat 

kepolisian terutarna digunakan untuk kepentingan penjajab seperti yang 

dikatakan Dilip K. Das, dalam bukunya Police Practices " An 

International Review" tentang Polisi India. Ia menyatakan : "Bahwa 

Kepolisian di India semasa penjajahan Inggris adalah untuk kepentingan 

penjajah dan tidak demokratis" (Awaloedin Djamin 2007:7). 

Demildan pula kepolisian di jaman penjajahan Hindia Belanda. 

Terdapat kebijakan kolonial Hindia Belanda yang mencerminkan adanya 

kepentingan itu. Path masa itu diberlakukan pembedaan antarajahatan dan 

pangkat Kepolisian Eropa! Belanda dan Kepolisian "Inlanders ". Orang-

brang Indonesia dianggap sebagai Inlanders dan yang menjadi anggota 

Polisi hanya berpangkat sebagai Agen Polisi, Mantri Polisi, Asisten 

Wedana dan Wedana Polisi. Untuk Orang Eropa/Belanda diadakan 

pangkat Hoofd Agent, Inspectuer van Politie dan Commisarls van Politie. 

Semenjak tahun 1930an beberapa orang pribumi diberi kesempatan dalam 

pendidikan dan pangkat orang Eropa/Belanda. Bapak R. Soekanto adalah 

siswa Komisaris Polisi pada tahun 1930. Dibidang pemerintahan sampai 

akhir penjajahan Belanda, tidak ada orang Indonesia menjabat Controleur, 

Asisten Residen, Residen, Gouverneur apalagi Gouverneur General. 
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Belanda meneinpatkan organisasi kepolisian tidak pemah berada 

dibawah satu tangan, akan tetapi membagi wewenang atas urusan 

administrasi, rechtspolitie, dan operasional administrasi dan pendidikan 

ditempatkan dibawah Ffoofd van de .Dienst der Algemene Politic yang 

berkantor di Departemen Dalam Negeri. Rechtspolitie berada dibawah 

Procureur Generaal, sedangkan operasional dikendalaikan oleh Resident 

yang memiliki politiek-politioneel beleid dan menjabat sebagai Hoofd der 

Geweste4jke Rescrche. 

Pada penjajahan Hindia Belanda tidak dikenal bentuk kepolisian 

secara nasional, terdapat pula beberapa macam jenis kepolisian seperti 

Veld-politie, Stads politie, Gewapende politie, Bestuurs polide, Cultuur 

politie, bahkan Marsose. Demikian sistem kepolisian pada, penjajahan 

Hindia Belanda 

Di bidang pendidikan pada tahun 1911, Belanda membuka untuk 

agen polisi (Politic Agent) di Batavia, Semarang dan Surabaya. Pendidikan 

Kepolisian bertujuan untuk menambah jumlah personil polisi di tempat 

masing-masing. Bagi orang pribumi pendidikan aspiran kommisariss van 

politie hanya beberapa orang pribumi yang dapat diterima, karena sulitnya 

untuk dapat masuk pendidikan tersebut. Walaupun sudah mempunyai 

persyaratan lengkap sesuai dengan persyaratan yang sudah ditentukan, 

harus diteliti dahulu silsilah keturunan para calon. Yang diutamakan 

adalah kesetiaannya pada Pemerintah Hindia Belanda (Awaloedin Djamin, 

dkk. 206 : 63) 

Disamping itu, harus ada orang-orang penting, yang bertindak 

sebagai sponsor untuk memberi rekomendasi setelah melewati seleksi 

yang ketat. Selain itu dibuka pula Pendidikan Inspectur Van Politic 

Angkatan IV. Diantara siswanya terdapat dua orang siswa Indonesia, 

Lama pendidikan satu tahun. Mata pelajaran (kurikulum) yang diberikan 

adalah sebagai berikut: 

Politic 

Ordonantie 

Hukum (hukum adat, hukum acara perdata, hukum pidana) 
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 Pengadilan 

 Proses Verbal 

 Hukum Acara Perdata 

 Kriminologi 

 Daktiloskopi 

 Perundang-undangan 

Antropologi 

Bahasa (Belanda, Melayu, Jawa) 

1. Baris-berbaris 

m. Motor ridjen(mengemudi sepeda motor) dan teknik motor Awa1oedin 

Djamin, dkk. 206: 64) 

3.1.2. Zaman Pendudukan Jepang (1942-1945) 

Untuk kepentingan perangnya, jepang membentuk empat wi!ayah 

pemerintahan, yaitu Sumatra dan Jawa, masing-masing dibawah Angkatan 

Darat dan Kalimantan dan Indonesia Timur dibawah Angkatan Laut. 

Jepang membentuk PETA (Pembela Tanah Air) di Jawa, Geyugun di 

Sumatra. Selain itu terdapat pula Heio yang diintegrasikan kedalam 

pasukan Jepang. Pemuda-pemuda dihimpun dalam Seinendan dan 

Keibodan. Khusus untuk wanita didirikan Fujinkai. 

Pada masa itu, hanya ada satu bentuk Kepolisian, yaitu Keisatsutai 

(Polisi). Pangkat Inlanders dengan sebutan Mantri Polisi, Asisten Wedana 

Polisi, Wedana Polisi, dan pangkat Eropa dengan sebutan Hoofd Agent 

Inspektuur, dan Comisaris van Politic, yang berlaku dijaman penjajahan 

Belanda disatukan sehingga tidak ada pembedaan lagi antara pangkat 

Inlanders dan Eropa/Belanda. Dan karena orang-orang Belanda ditangkapi, 

orang-orang Indonesia mulai menduduki jabatan-jabatan penting di 

Kepolisian walaupun tetap diawasi oleb Perwira Jepang. 
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3.1.3. Revolusi Fisik (1945-1950) 

Pada detik-detik Proklamasi tanggal t7 Agustus 1945 kepo!isian 

sudah bertugas mengamankan kegiatan upacara tersebut, juga pengamanan 

Sidang Kabinet pertama dan Rapat Raksasa dilapangan IKADA. Setelah 

Prokiamasi Kemerdekaan, Kepolisian diseluruh daerah, terutama di Jawa 

dan di Sumatra secara spontan menyatakan dirinya menjadi Kepolisian 

Republik Indonesia, seperti M Yasin di Surabaya yang menyatakanya 

dengan Proklamasi, sedangkan yang lain dengan mengambil alih kantor 

Polisi dari Jepang, dan sebagainya. Karena itu dapat dikatakan Kepolisian 

Republik Indonesia lahir semenjak detik-detik Prokiamasi. 

Pada tanggal 18 Agustus 1945, Undang-undang Dasar 1945 

disyahkan dan Kepolisian kembali menggunakan sistem dan hukum 

Kepolisian yang berlaku pada masa Penjajahan Hindia Belanda. Poiri 

berada dan menggunakan kantor di Departemen Dalam Negeri. 

Peta, Gyu-Gun dan Heiho dibubarkan setelah Jepang kalah dalam 

Perang Dunia II, sedangkan Kepolisian tetap berfungsi dan tetap 

memegang senjata. Status Kepolisian seperti mi sesuai dengan Konvensi 

Jenewa yang menegaskan bahwa Polisi tetap bertugas sekalipun Angkatan 

Perang menyerahkan kepada musuh. Dengan senjata itu kesatuan Polisi 

diberbagai daerah memelopori pengambilalihan kantor-kantor pemerintah 

dan senjata dari tangan Jepang. Pada masa mi anggota Polisi menyatakan 

diri mereka sebagai Combatant. Anggota-anggota Polisi ikut berperang 

dengan meninggalkan kota-kota yang diduduki Belanda menuju luar kota, 

sedangkan yang masih bertahan tetap bertahan di kota dan bekeija sama 

dengan musuh disebut kooperator. Kondisi sejarah inilah yang juga 

membedakan Kepolisian Indonesia dengan Kepolisian di negara lain. Polri 

adalah juga Polisi Pejuang, setelah Revolusi Fisik Poiri bukan Combatant 

lagi. 

Pada masa mi muncul sikap dan tekad segenap warga kepolisian 

yang merasa senasib sepenanggungan. Sebagai perwujudannya pada 

tanggal 12 Mel 1946 didinikan Persatuan Pegawai Polisi Indonesia (P3RI) 

di Madiun. Organisasi tersebut merupakan suatu bentuk perjuangan yang 
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bertujuan disamping memperbaiki nasib para anggotanya, juga 

membangun Kepolisian Negara Rewpublik Indonesia sesual dengan jiwa 

Proklamasi 17 Agustus 1945. adapun lahirnya P3RI memiliki keterkaitan 

dengan vlsi R. Said Soekanto yang ingin melaksanakan pembangunan 

Kepolisian Negara secara sungguh-sungguh. 

Pada 29 September 1945, RS. Soekanto diangkat menjadi Kepala 

Kepolisian Pusat. Sebagai taktik dalam perjuangan kemerdekaan dan bulan 

Nopember 1945, Indonesia menganut sistem Parlementer dengan 

mengadakan jabatan Perdana Mentri sebagai Kepala Pemerintahan, 

walaupun UUD 1945 menganut sistem Presidensiil. Dengan Penpres no 

I 1/S-D/1946, pada tanggal 1 Juli 1946 dibentuk Jawatan Kepolisian 

Negara Republik Indonesia. Dipimpin oleh Kepala Kepolisian Negara 

(KKN) yang bertanggungjawab langsung kepada Perdana Menteri. 

Seperti pemyataan dalam Penetapan Presiden mengeluarkan Polri 

dari Departemen Dalam Negeri, keputusan tersebut diambil atas usul 

Dewan Menteri atau kabinet yang dipimpin oleh Sultan Syahrir, ditetapkan 

oleh Presiden Soekarno bersama menteri Dalam Negeri Soedarsono dan 

diumumkan oleh Sekretaris Negara: A.G. Pninggo Digdo. 

Inilah saatnya Iahirnya Kepolisian Nasional Indonesia yang 

mencakupi seluruh Wilayah Republik Indonesia dan seluruh tugas 

Kepolisian. Sejak itu lahir Kepolisian Nasional Indonesia yaitu 1 Juli, 

diperingati sebagai Hari Bhayangkara dengan Inspektur Upacara Presiden, 

Wakil Presiden atau Perdana Menteri. Karena masih terdapat kekurang 

jelasan antara hari lahir Kepolisian Republik Indonesia dan hari Lahir 

Kepolisian Nasional Indonesia, maka pada tanggal I Julli 1979 Kapoiri 

dalam pidatonya dengan resmi mënyatakan bahwa 1 Juli adalah han 

lahirnya Kepolisian Nasional Indonesia. Organisasi Poini semenjak itu 

utuh dari Pusat sampai Kecamatan, yang secara hierankis dipiinpin oleh 

Kepala Kepolisian Negara. 

Dalam masa revolusi fisik, sdain rnelaksanakan tugas rutin 

Kepolisian, Poiri secara aktif ikut secara aktif ikut dalam perang 

mempertahankan kemerdekaan bersama Angkatan Perang dan rakyat 
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pejuang (seperti Polisi Istimewa dalam peristiwa 10 Nopember 1945, di 

Sumatera Utara ada Benteng Huraba, di Surnatera Barat ada Monumen 

Front Palupuh dan sebagainya). 

Dalam upaya rneningkatkan mutu kepolisian disamping 

pembenahan organisasi pendidikan merupakan faktor penting dalam 

menunjang kualitas personil polri. Untuk itu, Kepala Kepolisian Negara RI 

mendirikan Akademi Polisi yang diresmikan bersama-sama dengan 

pendidikan inspektur polisi angkatan I di Mertoyudan pada tanggal 17 Juni 

1946. 

3.1.4. Zaman Demokrasi Parlementer (1950-1959) 

Setelah !S. Soekanto menjabat sebagai Kepala Kepolisian selama 

7 bulan dan semenjak 17 Agustus 1950, Indonesia kembali menjadi 

Negara Kesatuan dan menganut system Demokrasi Parlementer, RS. 

Soekanto menjabat kembali sebagai Kepala Kepolisian Negara RI, dan 

terus bertanggung jawab pada PerdanaMenteri. Dalam masa yang singkat 

dari Negara Federal RIS, beberapa kepolisian negara bagian membubarkan- 	-- 

diii dan bergabung degan Kepolisian Negara RI, Jogjakarta  yang dipimpin 

Bapak Sumarto. 

Organisasi jawatan kepolisian negara pada waktu mi pada tingkat 

pusat terdapat Jawatan Kepolisian Negara, sedangkan susunan ke 

bawahnya adalah Polisi Propinsi, Polisi Karesidenan, Polisi Kabupaten, 

Polisi Wilayah, Polisi Sub-Wilayah, dan Pos Polisi. Dan pada tahun 1951 

dengan keluarnya Surat Keputusan Mentri Dalam Negeri No. Pot. 

4/2/28/Urn tanggal 13 Maret 1951. Surat Keputusan mi disusul oleh Order 

Kepala Kepolisian Negara (KKN) No. 2311111951 tanggal 13 Mei 1951 

tentang Staf Jawatan Kepolisian Negara untuk rnelengkapi struktur 

sebelurnnya dan disesuaikan dengan perkembangan diberbagai daerah 

(Awaloedin Djamin, dkk, 2006:2 15). 

Semenjak 1950 sampai 1959 Polri dibawah RS. Soekanto 

berkembang menjadi Kepolisian Modern dengan anggota yang cukup 

secara kwantitatif, profesional, serta berpegang pada pedoman hidup 
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Tribrata dan pedoman kerja Catur Prasetya serta doktrin Tata Tentram 

Kerta Rahardja. 

Dalam masa Demokrasi Parlementer itu, sudah ada gagasan untuk 

meninjau kedudukan Kepolisian melalui Panitia Kepolisian yang dipimpin 

oleh Mr. Djodi Godokusumo (Menteri Kehakiman pada saat itu), tetapi 

tidak merubah dan Kepolisian tetap berada dibawah Perdana Menteri. 

Kepolisian Negara semakin menyempurnakan organisasinya. 

Polri yang semula berstatus Pegawai Negri Sipil, mendapat 

pengaturan sendiri, yaitu gaji tersendiri diatur dalam Peraturan Ciaji Polisi 

(disingkat PG Pot). Istilah Kepolisian Provinsi diganti dengan Komisariat 

Kepolisian, kemudian Daerah Kepolisian. Setelah itu, dibentuk pula 

- beberapa kesatuan khusus, antara lain: Polisi Perairan dan Udara, 

sedangkan organisasi Mobrig semakin disempurnakan (Awaloedin, 

2007:15) 

Untuk menyiapkan kader pejabat Poiri masa depan dan untuk 

meningkatkan profesionalisme, Akademi Polisi di Jogjakarta dipindahkan 

dan ditingkatkan menjadi Perguruan Tinggi Ilinu Kepolisian (PTIK) di 

Jakarta pada tahun 1950. Ratusan Perwira muda Polisi dikirim ke luar 

negeri untuk belajar dibidang kejuruan kepolisian dan untuk gelar 

Pascasarjana. RS. Soekanto wajar disebut sebagai Bapak Kepolisian 

Negara RI. 

Organisasi Poiri berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 5711958, 

Tanggal 25 Oktober 1958 (bagan terlampir). 

Pada tahun 1958 militer di bawah Jenderal AU Nasution memaksa 

presiden untuk memberlakukan situasi dalam keadaan darurat yang 

digunakan militer untuk menumpas gerakan separatisme di berbagai 

daerah: DI, TI!, RMS, Permesta dan PRRI. Pada tahun yang sama 

Nasution menggagas 'jalan tengah" yang menjadi justifikasi Dwifungsi 

atau peran militer dalam dunia politik (Sutoro, 2000:39) 

Universitas Indonesia 

Organisasi Militer..., Wahyu Widiarso Suprapto, FPS UI, 2008



81 

3.1.5. Zaman Demokrasi Terpimpin (1959-1965). 

eperti dimakiumi, pemilihan umum pertama setelah Proklamasl 

1945, dilaksanakan secara demokratis dan aman pada tahun 1955. Namun 

konstituante yang dihasilkan pemilu itu tidak sampai tercapai 

permufakatan menyusun konstitusi yang ada. Sementara itu, keadaan 

keamanan tanah air juga sedang gawat dengan pemberontakan. 

Dengan alasan tersebut diatas, Presiden Soekamo mengeluarkan 

Dekrlt Presiden 5 Juli 1959, yaitu Kembali memberlakukan UUD 1945, 

dengan sistem Presidensiil. Walaupun demikian, Presiden mengadakan 

jabatan "Menteri Pertama" yang dijabat Ir. Djuanda yaitu Perdana Menteri 

semenjak 1957. Poiri berada dibawah Menteri Pertama sampai Nopember 

1963, dengan meninggalnya Ir. Djuanda. 

Dengan SK Presiden no. 154/1959, tanggal 15 Juli 1959, dibentuk 

Departemen Kepolisian. Berikutnya berdasarkan SK Presiden no. 

1/MPRIRL/1959, sebutan Kepala Kepolisian berubah menjadi Menteri 

Muda Kepolisian yang memimpin Departemen Kepolisian. Waktu itu 

diadakan jabatan Menteri dan Pangliina Angkatan maka pada Tingkat 

Departemen Kepolisian, organisasinya dipimpin oleh Menteri dan Markas 

Besar Kepolisiannya dipimpin Panglima dan tetap berada dibawah 

Presiden. 

RS. Soekanto sebagai Menteri Muda Kepolisian/ Kepala 

Kepolisian menindakianjuti kebijaksanaan Presiden tersebut dengan 

mengadakan Konferansi Dinas Kepolisian pada tanggal 19-20 Oktober 

1959 di Departemen Kepolisian yang diikuti oleh para kepala Komisaris 

Kepolisian seluruh Indonesia. Konferensi tersebut melahirkan Manifesto 

Kepolisian (Hadiman, 1998 : 90-9 1). 

Perkembangan berikutnya, ditetapkan UU. No 13 tahun 1961 

tentang Kepolisian Negara. mi Undang-undang yang pertama tentang 

Kepolisian, yang disetujui DPR dan kemudian diundangkan oleh Pejabat 

Presiden Ir. Djuanda. Pada Undang-undang mi dinyatakan bahwa Poiri 

bagian dari ABRI. 
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Walaupun Poiri merupakan bagian dari ABRI, tetapi tetap 

dipimpin oleh Menteri/KAS Poini, kemudian Menteri / Panglima angkatan 

Kepolisian, jadi Poini tetap dibawah Presiden. 

Dalam kenyataannya, semenjak 1 lull 1946 sampai dengan 1967, 

Poiri tetap mandiri dibidang operasional dan pembinaan serta berada 

langsung dibawah Presiden, walaupun ada jabatan KASAB dan Menko 

Pertahanan dan Keamanan yang berfiingsi sebagai koordinator. 

3.1.6 Zaman Orde Baru (1966 - 1998) 

3.1.6.1. Integrasi Kepolisan ke dalam ABRI 

Usaha intergrasi Kepolisan kedalam ABRI sebenamya 

telah dimulai sejak Perang Kemerdekaan, yaitu dengan 

dikeluarkannya Penetapan Departemen Pertahanan tanggal 1 

Agustus 1947 No. 112, tentang Militerisasi Kepolisian Negara 

Indonesia. Hal itu terjadi karena pengaruh situasi revolusi fisik 

untuk menentang kolonialis Belanda yang ingin menjajah lagi 

Indonesia. Barulah pada tahun 	1962 integrasi itu dapat 

dilaksanakan secara formal dengan dikeluarkannya Surat 

Keputusan Presiden 

Pasca G-30 S/PM pada mulanya dimaksudkan untuk 

menyatukan mental kejuangan dan Militansi ABRI, karena 

sebelumnya PM berusaha menyusupi semua angkatan dan Poiri, 

kemudian diperketat dengan alasan bahwa jika ABRI pecah maka 

negara bisa pecah. 

Pada tahun 1962 dalam periode mi lembaga kenegaraan 

ditata kembali. Sebutan menteni bagi pimpinan lembaga tinggi dan 

tertinggi negara dihapus termasuk pimpinan Angkatan Perang dan 

Polisi. Sebuah jabatan baru dibentuk, yakni Menteri' Pertahanan 

dan Keamanan/ Panglima Angkatan Bersenjata disingkat 

Menhankam! Pangab pada tahun 1967. Polni yang sejak 1 Juli 1946 

berada di bawah kepala Pemenintahan Negana (Perdana Menteri, 

Menteri Pertama, Presiden) ditempatkan di bawah Menhankam/ 
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Pangab. Jabatan Menhankam/Pangab berturut-turut dijabat oleh: 

Jenderal Soeharto, Jenderal Panggabean, Jenderal M Yusuf. 

Kemudian dipisah menjadi Menhankam dan Pangab yang masing-

masing dijabat oleh Jenderal Poniman dan Jenderal L.B. Murdani. 

Jabatan Menhankam dan Pangab yang telah dipisah tersebut 

kemudian disatukan kembali dengan Menhankam/Pangab Jenderal 

Wiranto. 

Pada 1 Juli 1959 sebutan Panglirna Angkatan Kepolisian 

(Pangak) dikembalikan menjadi Kepala Kepolisian Negara RI tapi 

singkatannya bukan lagi KKN seperti pra 1969 (kalau terus 

digunakan KKN, tentu dapat membingungkan dengan KKN 

singkatan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme sekarang) tapi Kapoiri. 

Tanggal 5 Oktober 1969, sebutan PANGAD, PANGAL dan 

PANGAU juga diganti dengan KASAD, KASAL dan KASAU. 

Pada hari itu AL dan AU untuk pertama kali memakai tanda TN! 

dikrah kemeja, sedangkan Poiri mernakai tanda (Pol). Maksudnya 

agar jelas beth antara Angkatan Perang (TN!) dan Kepolisian. 

Namun dalam pelaksanaannya, integrasi "berlebihan" dengan 

segala ketentuan angkatan perang juga diberlakukan bagi Poiri, 

seperti pendidikan, sistem anggaran dan keuangan, materlil dan 

lain-lain. Ditambah lagi setelah dimulainya sistem perencanaan dan 

anggaran pembangunan dengan REPELITA I, anggaran 

pembangunan Poiri dipusatkan di Dephankam/Mabes ABRI. Di 

sinilah mulai kemerosotan Poiri, karena kekeliruan penjabaran 

integrasi ABRI. Karena Poiri tunduk pada Panglima ABRI, dimana 

Wakil Panglima ABRI merangkap Pangkopkamtib yang 

menggunakan aparat teritorial Angkatan Darat dari Kodam, 

Korem, Kodim sampai Babinsa sebagai Laksus Kopkamtib, sering 

melakukan penahanan, penangkapan, dan lain-lain. 
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3.1.6.2. Dwi Fungsi ABRI dan Praktek Demokrasi 

Dwi Fungsi ABRI adalah konsep yang pertama kali di 

perkenalkan oleh Jend.TNI AH.Nasutlon pada tahun 1950-an, pada 

saat itu dinamika politik nasional sangat panas karena terjadi 

pertarungan politik diantara dua kutub, yakni; Kin (anti imperialis) 

dan; Kanan pro-imperiaIis). Dalam konsep tersebut disebutkan 

bahwa Militer Indonesia berbeda dengan militer negara lain yang 

mengenal dikotomi sipil-militer, sehingga militer hanya di 

tempatkan di barak atau perbatasan (militer profesional). Sehingga 

Militer Indonesia memiliki dua fungsi (baca; Dwi Fungsi ABRI); 

yakni fungsi sosial politik dan fungsi ekonomi. Aksi perebutan 

terhadap perusahaan-perusahaan Belanda oleh serikat buruh (di 

bawah kemimpinan PM), kemudian dimanfaatkan oleh TNT untuk 

meminta kepada Presiden Soekarno agar perusahaan yang telah 

diambil oleh kaum buruh diserahkan kepada pihak militer untuk 

menjaga keamanannya. Inilah pertaina kalinya Militer Indonesia 

masuk kedalam lapangan ekonomi, yang melahirkan borjuis 

bersenjata seperti lbnu Soetowo di PERTM'IINA, dan lain-lain. 

Dilapangan Politik,, kehidupan demokrasi liberal tahun 

1950-an yang dikarakterisasikan oleh dinamika politik yang cepat 

dan panas, ditandai dengan jatuh-bangunnya kabinet, dan 

kegagalan konstituante memmuskan konstitusi baru karena 

perseteruan politik. menjadi alasan bagi Militer untuk masuk 

kedalam lapangan Politik (sehingga TN! sangat pro-aktif 

mendukung Dekrit presiden 5 Juli 1959). Melihat perkembangan 

kubu kaum kiri yang semakin menguat di kalangan buruh, Tani, 

dan kelompok intelektual maka TN! AD pun mulai membarigun 

organisasi sipil yang mengekspresikan kepentingan Tentara seperti 

IPKI (yang ikut pemilu 1955, tetapi suaranya sangat minim), 

SOKSI, BKSM (Badan Kerjasam Sipil-Militer yang ada di 

berbagai sektor seperti Mahasiswa, dan lain-lain). Selain itu TN! 

juga memainkan manuver politik untuk mengurangi posisi politik 
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pemerintahan Soekarno seperti pemberlakuan SOB (keadaan 

darurat perang) di berbagai daerah dimana militer mengambil 

kehidupan sipil dan menetapkan sensor terhadap lembaga-lembaga 

politik sipil. 

Puncak dari evolusi militerisme Indonesia menapaki 

lapangan politik dan ekonomi dengan Dwi-Fungsinya mendapat 

kesuksesan dengan keberhasilan gemilang ketika Soeharto 

mengambil alih kekuasaan dari Soekarno. Faham nasionalisine 

sempit yang dianut oleh Orde Baru telah memberikan angin segar 

kepada militerisme untuk terus tumbuh dan mengakar dalam 

kehidupan ekonomi, politik, sosial, dan budaya. Faham negara 

integralistik Orde Baru sangat selaras dengan doktrin Dwi-Fungsi 

ABRI (punya militer), dalam prakteknya menjadi alat kekerasan 

untuk menumpas segala sesuatu yang berbau demokrasi dan hak-

hak sipil. 

Dwifungsi ABRI yang diketahui masyarakat di luar 

lingkungan Tentara dan Polisi saat itu adalah sebagai sebuah 

bentuk militerisme, campur tangan militer dalam permasalahan 

politik,, campur tangan militer dalam permasalahan-permasalahan 

negara lainnya yang penting yang menyangkut hajat hidup orang 

banyak. Dwifungsi ABRI dilihat sebagai sebuah intervensi militer 

dan legitimasi militer untuk melakukan tindak kekerasan terhadap 

rakyat. Dwifungsi berarti Masuknya militer dalarn posisi- 

posisi/jabatan-jabatan penting dan mengurangi jatah orang sipil. 

Keadaan demikian membuat masyarakat sipillcivil society 

mengalami kemandekan dalam pembinaan SDM, kaderisasi dan 

kepemimpinan. Sipil dianggap masih bodoh dan belum mampu 

memimpin atau mengelola negara. 

Perannya yang lain adalah peran politik, dalam peran mi 

ABRI harus mengembangkan kesadaran bela negara kepada setiap 

warga negara, setia kepada cita-cita Proklamasi 17 agustus 1945 

dan NKRI, Mengembangkan sebuah nilai-nilai persatuan dan 
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wawasan kebangsaan. Untuk terjun dalam politik praktis adalah 

sebuah peluang yang mungkin sekali. Dwi fungsi sebagai sebuah 

sistim yang telah diselewengkan oleh Orde Baru dari doktrin awal 

Nasution. Pandangan besar lain yang mewakili oposisi terhadap 

doktrin Dwifungsi mi adalah, bahwa Dwifungsi ABRI secara 

murni memang hanya untuk memastikan legitimasi kepentingan 

penguasaan ekonomi-politik tentara dari struktur nasional sampal 

yang terendah, sehingga sewaktu legitimasi itu dicabut, berbagai 

respon dan bagian-bagian tentara ikut mempengaruhi politik dan 

keamanan negara. 

Pemerintah Orde Baru juga konsisten mengaktualisasikan 

peran sosial-poiltik ABRI (kini TNI/Polri) melalui Dwifungsi 

ABRI. Salah satu implementasinya dengan menempatkan anggota 

TNI-Polri yang masih aktif di berbagai lembaga negara dan partai 

politik yang lebih dikenal dengan fungsi kekaryaan. 

Namun, politik stabilitas Orde Baru temyata semu dan pada 

akhirnya ditolak rakyat melalui gerakan reformasi 1998. Rakyat 

menuntut dihapuskannya Dwifungsi ABRI, pencabutan paket UU 

Politik yang memasung demokrasi, dan berbagai praktek 

pemerintahan Orde Baru yang melanggar prinsip-pninsip 

demokrasi dan hak asasi manusia. 

Gugatan terhadap pemerintahan Orde Baru yang anti-

demokrasi pada dasamya sudah berlangsung di pertengahan tahun 

1970, terus berlanjut pada tahun 1980, semakin menguat pada awal 

tahun 1990, hingga memuncak pada 21 Mci 1998, dengan 

simbolisasi mundurnya Pak Harto dad kursi kepresidenan dan 

mcnyerahkan kekuasaannya kepada BJ Habibie. 
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3.1.6.3. Kemunduran Poiri. 

Mengenal kemunduran Poki, karena kekeliruan penerapan 

integrasi ABRI, disampaikan beberapa contoh saja sebagai berikut: 

Di seluruh dunia mengukur jumlah Polisi selalu 

menggunakan "Police Population Ratio". PBB menetapkan 

pedoman I : 500, walaupun banyak negara sudah 

menggunakan ratio I : 400 dan ada 1 350. Pada permulaan 

kemerdekaan, ratio Poiri sudah mendekati 1 : 500, tapi 

dalam 30 tahun Orde Baru terus menurun hingga menjadi I 

1200, jadi termasuk Kepolisian terkecil di dunia. 

Sistem Pendidikan Poiri, antara lain : Pendidikan Tamtama 

dari yang dulu 9 bulan atau satu tahun berubah menjadi 4 

bulan; kebijaksanaan "satu atap", Akpol dan Seskopol 

pernah disatukan di bawah "Danjen Akabri" dan "Dansesko 

ABRI". Sarjana "Wajib Militer" (Wamil) bagi yang akan 

menjadi Letnan Satu dan Letnan Dua, Poiri juga disatukan, 

tanpa membenikan mata pelajaran kepolisian, sedangkan 

Letnan dua Poiri adalah penyidik. 

C. 	Karena Poiri bukan militer, Polri tidak ikut dalam rangka 

kerja sarna militer (Angkatan Perang) dengan negara 

sahabat (military cooperation). Di saat Angkatan Perang 

mendapat "grants" seperti kapal atau pesawat udara (bagi 

AL) dan juga peralatan lainnya bagi AD dan AU, Poiri 

sampai dengan tahun 1978 tidak ada kerja sama luar negeri. 

Poiri juga tidak ikut serta dalam kerja teknik dengan negara-

negara IGGI. Anggaran PoIni untuk pendidikan luar negeri 

hampir tidak ada, sehingga Poiri menjadi terbelakang dalam 

profesinya. 

Berbagai teknik dan taktik serta tekno!ogi 

Kepolisian yang telah berkembang pesat di dunia, seperti 

teknik dan taktik kriminal, teknik dan taktik Polisi Ialu-

lintas, laboratarium dan identifikasi forensik dan lain-lain 
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tidak dipunyai oleh Poiri. Baru pada tahun 1978 

Menhankam! Pangab Jenderal M. Jusuf pada timbang 

terima Kapoiri menekankan perlunya Poiri meningkatkan 

kemampuan teknis profesional khas kepolisian dan agar 

responsif dalam memberikan pelayanan kepada anggota 

masyarakat yang membutuhkan. mi ditekankan 

Menhankam/Pangab karena menilai citra dan wibawa Poiri 

sudah menurun. 

Untuk mengisi kemampuan teknis profesional khas 

kepolisian dan pemberian pelayanan kepada masyarakat, 

Menhankam selanjutnya menegaskan: 

"Sebagai anggota Poiri harus dapat melaksanakan tugas-

tugasnya dengan sempuma. Untuk itu diperlukan pula pendidikan 

dan pelatihan yang cukup baik. Namun dalam hal mi kita harus 

berhati-hati. Meskipun Poiri adalah juga bagian dari ABRI, 

hakikat, flingsi, dan tugas-tugasnya berbeda. Sifat ancarnan 

maupun subjek yang melakukan menuntut prajurit TNT mahir 

dalam menggunakan kekerasan senjata". Dan "Selanjutnya sWat 

ancaman dan subyek dihadapi Poini menuntut agar setiap anggota 

Polni mahir dalam bidang hukum dan tunduk terhadapnya. Oleh 

karena itu pendidikan dan pelatihan Poiri tidak boleh sepenuhnya 

dilaksanakan seperti dalam TNI. Militansi yang dituntut dari setiap 

anggota Poini memang menuntut adanya pendidikan dan pelatihan 

yang minip dengan kemiliteran, namun janganlali mi melahirkan 

sikap mendorong dilaksanakan tindakan-tindakan kemiliteran. 

Hendaknya sebagai pedoman diperhatikan, bahwa yang dihadapi 

oleh kepolisian belum dapat dikategorikan ke dalam sebutan 

demikian. Yang dihadapi Poiri adalah warga negara dan orang lain 

yang dilindungi oleh hukum dan hak-hak asasi manusia" 

(Awaloedin Djamin, 2007:20). 

Menhankam Jenderal Wiranto setelah reformasi juga 

mengatakan bahwa sikap dan perilaku anggota Poiri telah menjadi 
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"militeristik", karena penerapan integrasi ABRI yang keliru. 

Pelaksanaan operasIonal kegiatan kepolisian dan tindakan 

kepolisian banyak mendapat hambatan, diantaranya: 

Untuk mengejar tersangka yang melarikan din ke luar 

negeri harus terlebih dahulu mengajukan ijin dan 

mendapatkan persetujuan Mabes ABRI. 

Kapoiri tidak boleh hadir di sidang kabinet atau Rapat Menko 

yang sebenarnya sangat diperlukan dalam mengamati 

perkembangan situasi nasional guna dapat bertindak 

cepat dan antisipasi setiap masalah aktual dan strategis 

yang muncuL Sebagai contoh 	Ketika pembahasan 

kenakalan remaja dl sidang kabinet, oleh Menkokesra 

Kapoiri diundang untuk hadir, tetapi tidak diijinkan 

Menhankam/Pangab 	disuruh 	wakilkan 	oleh 

Wapangkopkamtib. 

3.1.6.4. Lahirnya UU No.20 Tahun 1982 

Selanjutnya, pada tahun 1982 lahir UU No. 20 tentang 

Hankamneg. Dalam UU mi rnulai terjadi penggabungan istilah 

pertahanan keamanan tanpa ada kata "dan" sebagai kata majemuk 

sehingga membuat rancu pemahaman istilah pertahanan dan 

keamanan itu sendiri. Pada masa itu ada yang mengatakan 

pertahanan keamanan, dengan keamanan dipertahankan. Dalam 

masa Orde Barn, Komando wilayah Pertahanan (Kowilhan) jelas-

jelas membedakan istilah pertahanan dan keamanan. 

3.1.6.5. Lahirnya UU No.28 Tahun 1997 

Pada akhir masa Orde Barui  lahir UU No. 28 tahun 1997 

yang merumuskan tugas, fungsi serta tanggung jawab Polri, namun 

kedudukan Polri sebagai ABRI tetap membatasi kemandirian Poiri, 

misalnya pembinaan profesi Polri adalah wewenang Pangab yang 

bukan pimpinan Polri. Dalam UU mi untuk pertama kalinya 
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terdapat ketentuan yang mengatur bagi Poiri untuk 

menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal secara nasional dan 

ditetapkan kembali dalam UU No.2/2002. 

Jadi dalam dekade terakhir masa Orde Baru telah mulai 

disadari bahwa angkatan perang dan Poiri sangat berbeda. Dalam 

koordinasi dan pengawasan PPNS, Poiri hams bekerja sama 

dengan Departemen yang memiliki PPNS dan dalam sistem 

peradilan pidana berkoordinasi secara horizontal dengan 

Kejaksaan, Peradilan dan Pemasyarakatan. 

Dengan keberadaan Poiri di bawah Dephankam dan Pangab 

selama 30 tahun, hubungan kerja horizontal fiingsional Poiri 

dengan depertemen dan instansi terkait lainnya sangat dibatasi 

yang tentunya berdampak pada kinerja Poll. 

3.1.7. Era Reformasi 

Thjuan reformasi (sama dengan awal Orde Baru) adalah untuk 

memperbaiki seluruh kekeliruan dan kesalahan yang dibuat Orde Baru, 

menyempurnakan yang sudah baik serta mengadakan pembaharuan sesual 

tuntutan zaman. Karena itu reformasi merupakan reformasi menyeluruh 

(overall reform) : Reformasi bukan "robah asal robah" atau" Change for 
the sake of change ". Dalam menyikapi tuntutan masyarakat dan dalam 

rangka reformasi intern di lingkungan ABRI, Menhankam/Pangab 

Jenderal TNT Wiranto menyatakan bahwa pemisahan Poiri dari tubuh 

ABRI menuju kemandirian Polri akan dilaksanakan secara bertahap 

meliputi perubahan struktur organisasi, piranti lunak, dan lain-lain; Sejak 

tanggal 1 April 1999 dengan Instruksi Presiden No.2, Polri yang tadinya di 

bawah Dephankam dan Mabes ABRI, dikeluarkan dari Mabes ABRI dan 

ditempatkan di bawah Departemen Pertahanan dan Keamanan 

(Dephankam). Sebutan ABRI diganti menjadi TNT, sehingga Panglima 

ABRI menjadi Panglima TNI. Pada HUT Bhayangkara I Juli 1999, 

Menhankam Jenderal Wiranto menegaskan kembali Poiri sebagai 

Kepolisian Nasional; yang berbunyi : "Hari mi adalah hari yang 
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bersejarah bagi Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pada hari mi, lima 

puluh tahun yang lalu, Pemenintah secara resmi melakukan reformasi 

terhadap kedudukan dan susunan organisasi Kepolisian Negara Republik 

Indonesia". Kebijakan Pemerintah tersebut merupakan tonggak sejarah 

yang sangat monumental, karena menandai terbentuknya suatu badan 

Kepolisian Nasional, yang meleburkan semua badan-badan kepolisian 

lokal ciptaan pemerintah Hindia Belanda. Langkah kebijakan tersebut 

d1pandang tepat, karena sebagal suatu negara kesatuan, kita seyogyanya 

tidak meniru sistem kepolisian yang diterapkan di Negara-negara federal. 

Selanjutnya Menhankam menyatakan: "Reformasi Kepolisian pada 

tanggal I Juli 1946 dilakukan dengan merubah kedudukan Polni dalam 

konstelasi ketatanegaraan RI. Jawatan Kepolisian Negara yang dibentuk 

pada tanggal 19 Agustus 1945 dan ditempatkan dalam lingkungan 

Departemen Dalam Negeri, kemudian diubah sehingga berkedudukan 

langsung dibawah Perdana Menteri" (Awaloedin Djamin, 2007:27). Pada 

masa pemenintahan Presiden Abdul Rachinan Wahid (Gus Dur), 

Departemen Pertahanan dan Keamanan dibubarkan dan dirubab menjadi 

Departemen Pertahanan (Dephan) sehingga dalam keadaan demikian 

seolah-olah Poiri berada di bawah Dephan, yang tentunya agak aneh. 

3.1.7.1. Pemisahan Poin dan ABRI 

Kemandirian Polri berpisah dari ABRI semakin sempuma 

dengan dipisahkannya Poini dari Departemen Pertahanan (Dephan) 

terhitung sejak tanggal I Juli 2000, bertepatan dengan Hari Ulang 

Tahun ke-54 Poini (Bhayangkara). Pemisahan itu tertuang dalam 

Keputusan Presiden (Keppres) No. 89 tahun 2000 yang 

menyatakan status Polisi sebagai lembaga independen Iangsung 

berada di bawah pengawasan Presiden RI. Dalam pidato selaku 

Inspektur Upacara (Irup) pada peringatan HUT ke 54 Poiri yang 

diadakan di Lapangan Trunojoyo, Jakarta, Presiden Abdurrahman 

Wahid mengatakan setelah berpisah dari Dephan, Polri berada di 

bawah wewenang Presiden. Masyarakat madani yang menjunjung 
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tinggi supremasi hukum dengan kepastian hukum yang melindungi 

hak asasi manusia, demokratisasi, good governance dengan 

transparansi, dan akuntabilitas, serta bertanggung jawab langsung 

kepada Presiden, seperti tertuang dalam pasal 2 butir 3 Kepres No. 

89 tahun 2000. 

Demikian pula dalam Rapat Paripuma ke-9 Sidang 

Tahunan MPR RI tanggal 18 Agustus 2000, MPR RI 

mengeluarkan Ketetapan MRP-RI No. VIIMPR/2000 tentang 

Peranan'TNI dan Poiri. Inti ketetapan itu ialah pemisahan TNI dan 

Pol, dengan pertimbangan bahwa penggabungan Pold dan INI 

menimbulkan kerancuan dan tumpang tindih antara peran dan 

fi.ingsi TNt sebagai kekuatan pertahanan negara tugas Poiri sebagai 

kekuatan keamanan dan ketertiban masyarakat. 

Sejak bergulirnya proses reformasi, terjadi banyak 

perubahan yang cukup besar, ditandai dengan jatuhnya 

pernerintahan Orde Baru, digantikan oleh pemerintahan Reformasi. 

Presiden Habibi menyatakan kebebasan pers, kebebasan 

mengeluarkan pendapat, penegakan hukum dan lain-lain. Selain 

itu, ABRI banyak mendapat hujatan terhadap berbagai kebijakan 

yang dilakukan oleh masa Orde Baru, seperti masalah Dwifungsi 

ABRI, Daerah Operasi Militer (DOM), peristiwa Tanjung Priok, 

dan peristiwa Lampung. 

Kebijakan Reformasi: 

)alam menjalankan tugas sebagal kapoiri, Rusdtharjo 

mengeluarkan agenda reformasi menuju Poiri yang profesional. 

Kebijakan itu didasarkan pada Tap MPR No.VIIMPR/2000, yang 

mengamanatkan upaya untuk memandirikan Poiri. Sesuai dengan 

amanat itu, pelaksanaan reformasi Poiri ditindakianjuti dengan 

merumuskan kembali kedudukan, tugas dan peran Poiri sesuai 

dengan aspirasi masyarakat yang mengarah pada kehidupan negara 

yang lebih demokratis dalam tatanan masyarakat madani. Guna 

mewujudkan hakikat kemandirian Poiri tersebut, jajaran Poiri telah 
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melaksanakan penataan dan perubahan dalam aspek-aspek struktur, 

instrumental, dan kultural. Dalam hal mi, Polri menerapkan 

dimensi tugas lintas sektoral, meliputi tiga hal, pertama, Dimensi 

keamanan, yang memberikan perlindungan dan pengayoman 

kepada setiap warga masyarakat terhadap gangguan keamanan baik 

yang berasal dari perbuatan manusia, bencana alam, dan bencana 

teknologi maupun kecelakaan. Kedua, Dimensi Penegakan Hukum, 

yang tergabung dalam Criminal Justice System. Ketiga, Dimensi 

Pelayanan, yang menyangkut pembinaan pelayanan kepada 

segenap masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. 

Dalam melaksanakan tugas, Polri melaksanakan tugas, 

PoIni mengedepankan prinsip-prinsip keadilan dan kepastian 

hukum. Untuk lebih memantapkan prinsip-prinsip tersebut, 

dilakukan penyempurnaan doktrin atau ajaran-ajaran yang diyakini 

kebenarannya untuk sebagai pedoman, balk yang bersifat filosofis 

maupun yang bersifat teknis, berupa Doktrin Polri yang bernuansa 

khas kepolisian yaitu "Tata Tentrem Kerta Raharja". 

Perubahan lstilah Kepangkatan : Usaha memandirikan Polri 

dilakukan pula dengan mengubah istilah kepangkatan Polri yang 

sebelumnya menggunakan istilah militer. Perubahan itu didasarkan 

pada Skep Kapolni No.Pol :Skep/ 801/ VU 2000. Perubahan itu 

meliputi pangkat perwira tinggi, perwira menengah, perwira 

pertama, bintara tinggi, dan tamtama, sedangkan pangkat bintara 

tetap menggunakan istilah militer. 

3.1.7.2. Amandemen Undang-undang Dasar 1945 

Tuntutan reformasi menuju Polri yang profësional, terus 

bergulir dengan keluarnya TAP MPR RI Nomor VI/MPRJ 2000 

tentang Pemisahan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian 

Negara Republik Indonesia, serta TAP MPR RI Nomor 

VII/MPRL2002 tentang Peran Tentara Nasional Indonesia dan 

Kepolisian Negara Republik Indonesia, susunan dan kedudukan 

Universitas Indonesia 

Organisasi Militer..., Wahyu Widiarso Suprapto, FPS UI, 2008



94 

Kepolisian Negara Republik Indonesia dinyatakan sebagai 

Kepolisian Nasional, Poiri berada di bawah Presiden,, Polri 

dipimpin oleh Kapoiri yang diangkat dan diberhentikan oleh 

Presiden dengan persetujuan DPR dan Polri tunduk pada 

kekuasaan peradilan umum (selama 30 tahun Poiri tunduk pada 

hukum militer). Kedudukan Poiri di bawah Presiden bukan 

merupakan hal baru dan pengaturan kembali oleh TAP MPR 

Nomor VIIMPR/2000, yang menyatakan Poiri di bawah Presiden 

adalah merupakan koreksi terhadap kekeliruan yang dibuat semasa 

Orde Baru. 

Sebagaiinana tertuang dalam substansi Pasal 30 ayat (1), (2), 

(3), dan (5) UUD 1945 amandemen perubahan kedua, 

mengisyaratkan adanya pemisahan TNT dan Poiri serta peran TNT 

dan peran Poiri. Pokok bahasan yang berkaitan dengan susunan 

dan kedudukan Kepolisian Negara Republik Indonesia berdasarkan 

Pasal 30 ayat (5) HUD 1945 diatur dalam undang-undang. Yang 

dimaksud "diatur dengan undang-undang" adalah Undang-undang 

Nomor 2 Tahun 2002, tentang Kepolisian Negara Republik 

Indonesia, Undang-undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang 

Pertahanan Negara dan IJU Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara 

Nasional Indonesia. 

3.1.7.3. Hubungan TNI dan Poiri 

Setiap negara harus selalu siap menghadapi kemungkinan 

ancaman bersenjata dari luar atau dari dalam negeri yang 

membahayakan kedaulatan dan keutuhan wilayah Negara, 

karenanya di semua Negara ada angkatan perang dan polisi. Seiring 

dengan proses demokratisasi, globalisasi, dan dalam menghadapi 

tuntutan masa depan, diperlukan peningkatan kinerja dan 

profesionalisme aparat pertahanan negara serta aparat keamanan 

dan ketertiban masyarakat melalui berbagai kebijakan dalam 

penataan kembali peran TNT dan Poiri. Untuk menata kejelasan 
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tugas, wewenang dan tanggung jawab antara TNI dan Poiri 

dibutuhkan hubungan dan tata cara keija antara keduanya. 

Hubungan dan tata cara kerja TNI dan Poiri pada masa 

Orde Baru diadakan Departemen Pertahanan dan Keamanan, ada 

Komkamtib, ada UU Anti Subversi, dan Kowilhan. Dalam era 

reformasi Departemen Pertahanan dan Keamanan diganti menjadi 

Departemen Pertahanan seperti pada tahun 1950-an. Kopkamtib 

dihapus karena kekuasaannya yang sangat luas, UU Anti Subversi 

-dicabut, sedangkan Komando Wilayah Pertahanan (bukan 

Komando Wilayah Pertahanan dan Keamanan) dihapus path 

zaman Pangab Benny Moerdani. 

Kemudian setelah UUD 1945 Bab Pertahanan Negara 

mengalami perubahan menjadi Bab Pertahanan dan Keamanan 

Negara, dimana path substansi Pasal 30 ayat (1) sampai dengan 

ayat (5), iebih lanjut secara rinci diatur dalam 1.JIJ No. 2 tahun 

2002 dan dalam UU No. 3 tahun 2002, Secara konsepsional 

susunan dan kedudukan Poiri serta susunan dan kedudukan TNI 

dipisahkan secara tegas sehingga susunan dan kedudukan Poiri 

berbeda dengan susunan dan kedudukan TNI. 

Jadi, pisahnya Poiri dan ABRI dan menempatkannya 

kembali di bawah Presiden selaku Kepala Pemerintahan Negara 

bukanlah hal yang baru. Namun, walaupun secara tegas telah 

diupayakan terpisah, dalam hat bila ada keterkaitan 

penyelenggaraan pertahanan negara seth kegiatan keamanan dan 

ketertiban masyarakat, diharapkan TNI dan Poiri harus bekerja 

sama dan saling membantu sesual dengan peran dan fungsinya 

masing-masing. 

Keterkaitan penyelenggaraan pertahanan negara seth 

kegiatan keamanan dan ketertiban masyarakat hingga saat mi 

belum diatur, namun demikian hubungan dan tata cara kerja TN! 

dan Polri sebenarnya masih relevan bila menggunakan 1.JU No. 23 

tahun 1959 tentang Keadaan Bahaya. 
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Undang-Unctang Keadaan Bahaya, Sraat van Oorlog en 

Beleg atau martial law merupakan hal yang umumnya dimiliki 

oleh negara-negara di dunia, tentunya dengan beraneka ragam 

isinya. Pernyataan keadaan bahaya tidak saja diperlukan untuk 

memulihkan keamanan, tapi juga misalnya untuk menanggulangi 

bencana alam. 

Presiden Soekarno menggunakan undang-undang Hindia 

Belanda, yang masih berlaku semasa belum ada undang-undang 

baru. Presiden Soekarno menerapkan undang-undang tersebut 

(Staat van Oorlog en Beleg/SOB) untuk menumpas pemberontakan 

PM dalam tahun 1948 di Madiun dan PRRI/Permesta pada tahun 

1957. 

Tujuan pernyataan keadaan bahaya adalah untuk segera 

memulihkan keamanan atau ketertiban, dan untuk itu sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan yang ada, kebebasan atau hak asasi 

dibatasi buat sementara, agar proses normalisasi dapat berjalan 

lancar. 

Undang-undang tentang keadaan bahaya membagi keadaan 

dalam 4 tingkat yaitu : Tertib Sipil, Darurat Sipil, Darurat Militer 

serta Darurat Perang. Wilayah yang dinyatakan dalam keadaan 

bahaya tidak harus selalu meliputi seluruh wilayah negara, tapi 

dapat satu provinsi, atau beberapa kabupaten dalam satu provinsi. 

UU No. 23 tahun 1959 berisi antara lain: 

a. 	Keadaan Tertib Sipil. 

Pada keadaan tertib sipil, dimana tanggung jawab 

keamanan berada pada Poiri, hubungan dan tata cara keija TNI dan 

Poiri semestinya sejalan dengan pelaksanaan ftingsi utama 

kepolisian yang terdiri atas represif, preventif dan pre-emptif 

(pembinaan masyarakat). 

Poiri, sebagai alat Negara penegak hukum (pidana), seperti 

yang diatur dalam KUI-IP dan Undang-undang lain, wajib 
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menangani semua kejahatan dan pelanggaran melalui penyelidikan 

dan penyidikan. Dibidang represif (penyidikan) mi porsi Poiri 

bertugas sebenarnya hanya 80%, sedangkan sisanya (20%) 

dikerjakan oleh PPNS, KPK dan Kejaksaan serta Penyidik TNt 

Angkatan Laut. 

Yang paling banyak memerlukan tenaga anggota Polri 

adalah preventieve taak van de politie, memelihara keamanan 

ketentraman dan ketertiban masyarakat (direct dan indirect 

prevention), melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat. 

Indirect prevention dilingkungan Polri dikenal sebagai pembinaan 

masyarakat "untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran 

hukum mayarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap 

hukum dan peraturan perundang-undangan" (pasal 14 (1) huruf c 

UU Nomer 2/ 2002). Dibidang direct prevention porsi Poiri 

bertugas hanya 50%, sedang instansi lain dan pengamanan 

swakarsa memiliki pean50%. 

Dernikian pula dibidang Pre-emptif. (pembinaan 

masyarakat) guna membina masyarakat agar berpartisipasi, sadar 

dan taat hukum porsi Poiri sebenamy hana 20% dan instansi lain 

dan masyarakat malahan diperlukan peran yang terbanyak yakni 

berkisar 80%. 

b. 	Keadaan Darurat Sipil 

Pemegang kekuasaan darurat sipil adalah Gubemur dengan 

penanggung jawab keamanan tetap path Poiri. Polri dapat meminta 

bantuan militer bila diperlukan (baru diterapkan buat pertama kali 

setelah reformasi di Maluku) 

C. 	Keadaan Darurat Militer dan Darurat Perang 

Dalam keadaan darurat militer dan darurat perang, tanggung 

jawab beralih kepada pimpinan militer dan semua instansi sipil, 

tennasuk kepolisian mengikuti "komando" pimpinan militer di 

daerah yang dinyatakan dalam keadaan darurat militer atau darurat 

perang tersebut. Keadaan darurat militer dan darurat perang 
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(menurut UU Nomor 23/1959, juga darurat sipil) pemyataannya 

oleh Presiden setelah persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. 

Dalam keadaan darurat militer dan darurat perang yang 

dihadapi militer bukan "rakyat atau warga negara biasa", tetapi 

"musuh", yaitu pemberontak. Pengertian seperti tersebut di atas 

umumnya dianut oleh semua negara di dunia. 

Semenjak keluarnya UU Nomor 23, tahun 1959, yang• 

dimaksud sebagai pengganti perundang-undangan Hindia Belanda, 

yang telah digunakan dua kali, yaitu tahun 1948 dan 1957, Undang-

undang tersebut tidak pemah digunakan path masa Demokrasi 

Terpimpin. 

Selama masa Orde Baru, UU Nomor 23 tahun 1959 tidak 

pernah digunakan. Di Timtim diwaktu yang lalu, sebenarnya yang 

terjadi adalah "undeclared" darurat militer, karena dalam 

kenyataannya yang berwenang adalah militer, terutama dalam 

tahun-tahun pertama setelah Tirntim masuk wilayah RI. Deinikian 

pula di Aceh diwaktu zaman Orde Baru. DOM atau Daerah Operasi 

Militer sebenamya tidak kuat dasar hukumnya, padahal yang. 

dihadapi adalah pemberontak yang ingin memisahkan diri dan 

Negara Kesatuan RI. Akibatnya, tidak jelas yang dihadapi apakah 

"pemberontak" atau "warga negara" Akibat mi dapat dilihat setelah 

era reformasi, tulang-belulang yang digali yang ditemukan 

dibeberapa tempat, dianggap sebagai warga negara yang menjadi 

korban, karenanya dinyatakan sebagai melanggar HAM. 

Undang-undang Nomor 23 tahun 1959, pertama kali 

digunakan di Maluku setelah berakhiinya Orde Baru, yaitu darurat 

sipil, yang dalam pelaksanaannya juga kurang jelas wewenang dan 

tanggung jawab keamanan antar TNI dan Poini. Pernah dinyatakan 

bahwa Komandan Korem yang bertanggung jawab atas keamanan 

di Maluku. 

Yang juga menarik, bahkan mungkin agak aneh, walaupun 
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Undang-undang nomor 23, tahun 1959, tidak pernah digunakan, 

jadi belum jelas apa yang kurang atau kurang balk, pemerintah 

masa Presiden Habibie mengajukan RUU ke DPR tentang 

"Keamanan dan Keselamatan Negara" menjelang pemilu 1999 

yang memicu tantangan banyak pihak,, terutama dari mahasiswa. 

RUU yang telah disiapkan DPR itu berjudul "Pengendalian 

Keadaan Bahaya" tidak pernah diundangkan. 

Selama tidak diberlakukannya darurat militer, bahkan tidak 

"darurat sipil" di Maluku dan Aceh yang jadi korban adalah 

anggota Poiri, karena keadaan dianggap tertib sipil, yang aman dan 

damai padahal korban termasuk anggota Polri terus berjatuhan. Di 

samping itu akan terus pula terjadi ketidak jelasan wewenang dan 

tanggung jawab antara TNT dan PoLH. Oleh karena itu dipenlukan 

UU Perbantuan untuk memecahkan masalah ketidak-jelasan 

wewenang dan tanggung jawab antara TN! dan Poiri. 

3.1.7.4. Lahirnya Undang-Undang No.2 Tahun 2002 

Pada tanggal 8 Januari 2002 Presiden RI menetapkan 

Undang-Undang Poiri yang barn menggantikan UU RI No. 28 

Tahun 1997. Undang-Undang Kepolisian No.2 tahun 2002, telah 

didasarkan kepada paradigma baru sehingga diharapkan dapat 

lebih memantapkan kedudukan dan peranan serta pelaksanaan 

tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai bagian 

integral dari reformasi menyeluruh segenap tatanan kehidupan 

bangsa dan negara dalam mewujudkan masyarakat madani yang 

adil, makmur dan beradab berdasarkan Pancasila dan Undang-

Undang DasarNegara Republik Indonesia Tahun 1945. 

Dalam UU No. 2 tahun 2002, tercantum pokok pikiran 

tentang Kepolisian Nasional. Pengertian Kepolisian Nasional 

mengandung makna bahwa, Kepolisian Negara RI memiliki 

lingkutlgan kuasa tenipat meliputl selurah wllayah Negara RI dan 
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kesatuan kewilayahan Kepolisian RI (Polda, Poiwil, Poires dan 

Polsek) bukan merupakan perangkat pemerintah daerah. Hal mi 

sesuai dengan penegasan Pasal 5 ayat (2) yang menyatakan 

"Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah Kepolisian 

Nasional yang inerupakan suatu kesatuan dalam rnelaksanakan 

peran sebagaimana dimaksud dalam ayat (I)". 

Dan berkaitan dengan Iingkup kewenangan yang 

dimiliki, pejabat Kepolisian Negara RI yang bersifat Nasional 

memiliki kewenangan yang meliputi seluruh wilayah Negara 

RI. Hal mi terdapat pada Pasal 6 ayat (1) yang menyatakan: 

"Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan peran 

dan fungsi kepolisian sebagaimana dimaksud dalain Pasal 2 dan 5 

meliputi seluruh wilayah negara Republik Indonesia" dan Pasal 17 

menyatakan : "Pejabat Kepolisian Negara RI menjalankan tugas 

dan wewenangnya diseluruh wilayah negara RI, khususnya di 

daerah hukurn pejabat yang bersangkutan ditugaskan sesuai dengan 

Peraturan Perundang-undangan". 

Dalam UU Nomor 2 Tahun 2002, ditegaskan beberapa hal 

yang berkaitan dengan posisi Poiri dan tugas yang diemban. Posisi 

Poiri dalam sistem administrasi Negara RI oleh Undang-Undang 

ditempatkan di bawah Presiden dan bertanggung jawab kepada 

Presiden, hal mi ditegaskan dalam pasal 8 ayat (1) " Kepolisian 

Negara Republik Indonesia berada dibawah Presiden", dan ayat (2) 

yang perumusannya: "Kepolisian Negara Republik Indonesia 

dipimpin oleh Kapoiri yang dalam pelaksanaan tugasnya 

bertanggung jawab kepada Presiden sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan". 

Dalam UU Nomor 2 tahun 2002, tercantum tujuan 

kepolisian yang lebih terfokus kepada kearnanan dalam negeri, 

dimana dalam setiap warna dan gerak pelaksanaan tugasnya harus 

senantiasa menjiwai dan mempedomani rambu "menjunjung tinggi 

hak azasi manusia". Sebagaimana bunyi Pasal 4 : "Kepolisian 
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Negara RI bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri 

yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, 

tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, 

pengayoman dan pelayanan masyarakat dengan menjunjung tinggi 

hak azasi manusia". Pernyataan tentang tujuan kepolisian mi sangat 

penting artinya bagi pembentukan jati diri kepolisian, karena 

tujuan akan memberikan batasan dan arah tentang hasil 

yang dicapai melalui penyelenggaraan thngsi kepolisian dalam 

keseluruhan perjuangan bangsa mencapai tujuan nasional. 

3.1.8. Reforinasi Poiri 

Agenda kebijakan refonnasi menuju Poini yang profesional 

didasarkan pada Tap MPR No. VJIMPRJ2000, yang mengamanatkan 

upaya untuk memandirikan Polri. Sesuai dengan amanat itu, pelaksanaan 

reformasi Polri ditindak lanjuti dengan merumuskan kembali kedudukan, 

tugas, dan peran Poiri sesuai dengan aspirasi masyarakat yang mengarah 

pada kehidupan negara yang lebih demokratis dalam tatanan masyarakat 

madani. Guna mewujudkan hakikat kemandirian Poiri tersebut, Jajaran 

Poiri telah melaksanakan penataan dan perubahan dalam aspek-aspek 

struktur, instrumental, dan kultural. 

Dalam melaksanakan tugas, Poiri mengedepankan prinsip-prinsip 

keadilan dan kepastian hukum. Untuk lebih memantapkan pninsip-prinsip 

tersebut, dilakukan penyempurnaan doktrin atau ajaran-ajaran yang 

diyakini kebenarannya untuk digunakan sebagai pedoman, baik yang 

bersifat filosofis maupun yang bersifat teknis, berupa Doktrin Poiri yang 

bernuansa khas kepolisian yaitu "Tata Tentrem Kerta Raharja". Tata 

berarti ketertiban, tentram berarti kemanan, kerta berarti kesibukan usaha 

dan raharja berarti kesejahteraan sebagai tujuan semua bangsa. Rahaija 

sebagai tujuan harus diperjuangkan dengan kesibukan berusaha (kerta). 

Kerta ml tidak dapat diselenggarakan kalau orang tidak merasa aman. OIeh 

karena itu, diddalam masyarakat harus ada kemanan dan ketentraman yang 

pada hakikatnya harus dimulai dengan adanya ketertiban (tata). 
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Dengan adanya surat keputusan Menpangak No.Pol.: 

102/SKIKKN/1969 tentang doktrin Kepolisian RI Tata Tentram Kerta 

Raharja. Sejak saat itu resmilah doktrin Tata Tentrem Kerta Raharja yang 

ditanda tangani oleh Komisaris Jenderal Polisi Drs. Ugeng Iman Santoso, 

pada tahun 1965 menjabat sebagai deputi operasi, menjadi doktrin poiri. 

Doktrin mi harus dipaharni dihayati dan diamalkan oleh setiap insan Polri. 

(Awaludin Jamin dkk, 2006:320-32 1). 

Polri telah mencanangkan Reformasi Poiri yang mencakupi 

reformasi struktural, reformasi instrumental dan reformasi kultural. 

Reformasi struktural, instrumental, dan kultural yang dicanangkan tersebut 

sampai dengan saat mi belum terlaksana seluruhnya, karena memerlukan 

penelitian, pengkaj Ian secara menyeluruh. 

3.1.8.1. Kemajuan Poiri di Era Reformasi 

Peningkatan sarana dan prasarana Poiri 

Penyempurnaan di bidang pendidikan dilakukan dengan 

mengganti filosofi pendidikan. Pada masa sebelumnya, filosofi 

pendidikan berpedoman path "Dwi Wama Purwa Cendekia 

Wusana". Filosofi mi diganti dengan filosofi pendidikan barn, 

yakni "Mahir, Teruji, Patuh Hukum". 

Dalam bidang preventif, Poiri bersama-sama dengan 

komponen bangsa dan masyarakat berhasil mengamankan 

penyelenggaraan Pemilu tahun 2004 yang demokratis, tertib dan 

aman. Pemilu 2004 merupakan pemilu pertama yang 

diselenggarakan untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden, DPR, 

DPRD serta DPD secara langsung. Pelaksanaan Pemilu 2004 

dinilai oleh beberapa pengamat dalam dan luar negeri sebagai 

prestasi Indonesia sebagai negara demokrasi. 

Dalam bidang pre-emptif, Polri memberdayakan masyarakat 

dalam menjaga lingkungannya dan dalam membantu tugas-tugas 

kepolisian, melalui falsafah Cummunity Policing. Community 

Policing bukan hanya seperti Community Crime Prevention 
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Committee, tetapi kepedulian Poiri ikut meningkatkan kualitas 

hidup (quality of life) masyarakat. Upaya pembinaan teknis, 

Polsus, PPNS dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa juga terus 

ditingkatkan. Dan sehubungan dengan berkembangnya sektor 

dunia usaha di berbagai bidang, Poiri berupaya meningkatkan 

pengaturan dan pengawasan kegiatan industrial security sebagai 

salah satu bentuk pengamanan swakarsa. 

3.1.8.2. Kinerja PoIn di bawah Presiden 

Seperti dimakiumi, pisahnya Poiri dari ABRI serta 

kembalinya kedudukan Poiri di bawah Presiden, terjadi setelah 

reformasi, dimana Indonesia sedang menghadapi krisis multi 

dimensional yang berat dan komplek. Kapoiri dimungkinkan 

menghadiri sidang Kabinet dan aktif dalam rapat-rapat Menko 

Poihukam. Poiri dapat bergerak cepat dengan hasil yang cukup 

sangkil. 

Kedudukan langsung Poiri di bawah Presiden mi baru 

terjadi kembali pada masa Presiden Megawati Soekarnoputri dan 

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Kiranya Kedua Presiden 

lebih mengetahui manfaat kedudukan Poiri langsung di bawah 

Presiden dan ikut hadir dalam sidang Kabinet. 

Kedudukan Poiri di bawah Presiden juga tidak mengurangi 

meningkatnya koordinasi horizontal-fungsional dengan Menteri-

menteri Departemen terkait, dengan Kejaksaan, KPK dan 

sebagainya. Setelah keluarnya UU No. 2 tahun 2002, kedudukan 

Poiri di bawah Presiden telah lebih meningkatkan kinerja Poiri 

seperti diuraikan dalam Bab Poiri di Era Reformasi. 

KUHAP memberi peran utama kepada Kepolisian Negara 

Republik Indonesia untuk melaksanakan tugas penyelidikan dan 

penyidikan tindak pidana secara umum. KUHAP juga memberikan 

kewenangan kepada pejabat pegawai negeri sipil tertentu untuk 

melakukan penyidikan sesuai kewenangan khusus yang diberikan 
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oleh undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-

masing. 

Penyidikan tidak boleh diintervensi oleh siapapun termasuk 

Kapolri sekalipun. Demikian pula terhadap penuntutan dan 

peradilan. Atasan penyidik hanyalah diberi kewenangan 

mengawasi dan memberi bantuan teknis bila diperlukan. 

Dalam perkembangannya dewasa mi Kejaksaan, Penyidik 

Perwira Thf-AL dan Komisi Pemberantasan Korupsi juga diberi 

kewenangan undang-undang untuk melakukan penyelidikan dan 

penyidikan bidang-bidang tertentu. Semua informasi kriminal dan 

instansi tersebut seharusnya dihimpun di Pusat Informasi Kriminal 

Nasional yang ada di Mabes Poiri. mi belum sedalam sesuai apa 

yang diharapkan. 

3.1.8.3. Pasca Reformasi 

Pasca reformast Poiri, aparat kepolisian sudah saatnya 

proaktif dan senantiasa menumbuhkan kreativitas dan inovasi-

inovasi baru, terutama dalam menyelesaikan berbagai 

permasalahan sosial yang terjadi di dalam masyarakat. 

Hanya memang, budaya militer di negeri mi sudah terlalu 

merasuk dan mempengaruhi pelaksanaan tugas, fungsi dan peranan 

Poiri. liii sebagai dampak pembauran Angkatan Darat, Laut, Udara 

dan Kepolisian. Akibatnya, sejumiah prosedur baku militer 

dipergunakan dan berlaku dengan sendirinya dalam pelaksanaan 

tugas-tugas Poiri (Mabes Poiri, Membentang Paradigma Barn 2005 

133). 

Kecenderungan inilah yang menjadi hambatan sistematik 

terhadap peningkatan profesionalisme dan kinerja Poiri, meski 

reformasi Poiri telah bergulir. Dampak budaya yang sudah terlalu 

merasuk tersebut seperti sudah menjadi ciri, sifat, dan watak Poiri 

secara universal. Hal mi perlu menjadi prioritas Poiri untuk segera 

mengikisnya. 
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Pengikisan dampak budaya militer di tubuh Poiri ml sangat 

sesuai dengan Pasal 10 ULJD 1945. Sebab dalam "jiwa" Pasal 10 

IJUD 1945 sangat disadari, Poiri berada di luar angkatan perang 

(Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara). Jadi, kalau 

tugas utama ketiga angkatan yang sekarang dikenal dengan sebutan 

TN! itu adalah penegak kedaulatan negara, Poiri merupakan aparat 

penegak hukum dan kamtibmas. Pertimbangan inilah yang menjadi 

salah satu landasan berbagai pihak untuk meminta Poiri 

diposisikan sebagai bagian dari sistem pemerintahan negara (sipil). 

Konsekuensi logisnya, sistem administrasi Poiri merupakan bagian 

dari sistem administrasi negara (sipil), dan mau tidak mau hams 

terlepas darl TNI. Semua itu memperkuat kehendak masyarakat 

agar Poiri mandiri dan otonom. Namun, tuntutan reformasi itu 

membawa konsekuensi yang menyeluruh dan mendasar, terutama 

dalam kaitannya dengan ketatanegaraan. Lebih khusus lagi yang 

berkorelasi dengan perubahan tanggung jawab sebagai aparat 

negara, maupun dalam kapasitasnya selaku aparat rakyat dengan 

tugas menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Konstelasi 

ketatanegaraan yang berkorelasi dengan tanggung jawabnya 

sebagai aparat negara, menuntut perubahan posisi Poiri di bawah 

dan bertanggungjawab langsung kepada Presiden. 

3.1.8.4. Reformasi Meugubah Kinerja 

Refonnas! PoirI tldak ada gunanya apabila penampilan dan 

kineija Poiri masih saja seperti keadaannya beberapa puluh tahun 

terakhir mi. Reformasi tidak boleh hanya menciptakan perubahan 

di mana Poiri menjadi mandiri dan lain sebagainya, melainkan 

lebih daripada itu, reformasi hams menjadi jalan bagi peningkatan 

kualitas pelayanan dan perlindungan terhadap masyarakat yang 

dilakukan oleh institusi tersebut. Inilah ukuran pokok untuk 

menilai keberhasilan reformasi Poiri. 
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Untuk mengubah perilaku polisi yang sudah berpuluh tahun 

"dimiliterkan" memang tidak mudah dan membutuhkan waktu 

tidak sedikit. Pendidikan atau perubahan pendidikan polisi 

mungkin merupakan cara yang terbaik. Tetapi pendidikan 

merupakan investasi jangka panjang yang hasilnya bani dapat 

dinikmati lima sampai sepuluh tahun mendatang. Disinilah 

diperlukan adanya kemauan yang kuat dari segenap jajaran Poiri 

untuk memaharni arti reformasi Poiri. Kemandinian Poiri adalah 

sebagai bagian dari proses reformasi tersebut. la  harus dipandang 

dan disikapi secara anif sebagai tahapan untuk mewujudkan PolnI 

sebagai abdi negara yang profesional. Poiri yang dekat dengan 

masyarakat ikut serta ikut mengawal perubahan tata kehidupan 

nasional ke arab masyarakat madani yang demokratis, aman, tertib, 

adil dan sejahtera. Kemandirian Poiri bukan dimaksudkan untuk 

menjadikan kepolisian sebagai institusi yang tertutup. Institusi 

yang bekerja dan benjalan sendiri. Namun, Poiri yang tetap bekerja 

dalam kerangica ketatanegaraan dan pemerintahan Negara 

Kesatuan Republik Indonesia yang utuh, termasuk mengantipasi 

otonomi daerah sesuai dengan Undang-undang No. 22 tahun 1999, 

tentang perimbangan keuangan antara pusat dan daerah. 

Pengembangan kemampuan dan kekuatan serta penggunaan 

kekuatan Poiri harus dikelola sedemildan rupa agar dapat 

mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Poiri sebagai 

pengemban fungsi keamanan dalam negeri. Tugas dan tanggung 

jawab tersebut adalah memberikan rasa ainan kepada negara, 

masyarakat, harta benda dari tindakan kniminalitas dan bencana 

alam. Upaya melaksanakan kemandirian Poini itu dilakukan dengan 

mengadakan perubahan-perubahan melalui tiga aspek. Yaitu: 

1. Aspek Struktural: mencakup perubahan kelembagaan 

kepolisian dalam ketata negaraan, organisasi, susunan dan 

kedudukan. 
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Aspek Instrumental: mencakup filosofi (visi, misi dan 

tujuan), doktrin, kewenangan, kompetensi, kemampuan 

fungsi dan Iptek. 

Aspek Kultural: adalah muara dan perubahan aspek 

struktural dan instrumental, karena semua harus terwujud 

dalam bentuk kualitas pelayanan Poiri kepada masyarakat. 

Perubahannya meliputi perubahan manajerial, sistem 

rekrutinen, sistem pendidikan, sistem material fasilitas dan 

jasa, sistem anggaran, sistem operasional. 

3.1.8.5. "Polisi Sipil" Pengertian yang Salah 

erkenaan dengan uraian tugas tersebut, maka Poiri akan 

terus melakukan perubahan dan penataan baik di bidang 

pembInaan maupun operasional serta pembangunan kekuatan 

sejaian dengan upaya reformasi. Hingga kemudian tereiptanya 

polisi sipil yang dicita-citakan. Polisi sipil yang dicita-citakan 

adalah, "to be civil and obliging to all people, to be calm, quiet... and 

above all to learn to keep his temper howevermuch he was 

provoked.." 

mi penting dicamkan karena polisi adalah kekuatan sipil 

yang dapat dirumuskan sebagai to engage in a heart-to-heart 

communication with the entire community" mi merupakan 

cara yang bemar untuk menggambarkan watak sipil dari polisi. 

Polisi hendaknya memaknainya, dalam arti memahami masyarakat 

di tempat ia bertugas. Maka polisi sangat memenlukan pengetahuan 

tentang manusia dan masyarakat. Yang dikenal dengan "community 

policing" dan "problem-solving policing" menekankan, perlunya 

pengetahuan tentang individu dan masyarakat tersebut. Masyarakat 

di mana polisi bekeija dan yang menjadi sasaran perlindungan serta 

pelayanannya, tidak merupakan satu-satuan yang homogen. 

Universitas Indonesia 

Organisasi Militer..., Wahyu Widiarso Suprapto, FPS UI, 2008



108 

Dari uraian diatas tentang pengertian yang salah mengenai 

Polisi Sipil, dan apabila dikembangkan akan membawa implikasi 

kepada kedudukan didalam struktur pemerintahan Negara dan 

peninjauan kembali apa peran, fungsi dan kedudukan Poiri. 

Penciptaan Civil Sociaely tidak hams mengganti nama tetapi akan 

lebih balk dilihat dari paradigma dan attitudenya. Beberapa alasan 

yang mendukung tidak ada istilah polisi sipil sebagai berikut: 

dilihat dari 2 aspek (Hadiman, 2007:3) 

1. Historis 

Sejak pengakuan kedaulatan bangsa dan Negara 

Indonesia, maka Poiri disebut Polisi Negara, tanpa 

kata-kata Republik Indonesia dibelakangnya. 

Kemudian barn pada tahun 1959 kata-kata RI 

dibelakang Kepolisian Negara ditambahkan RI. 

Pusat Poiri di Puwokerto disebut Jawatan Kepolisian 

Negara dan di Sumatra disebut Cabang Jawatan 

Kepolisian Negara yang berkedudukan di Bukit 

Tinggi. 

Perkembangan sebutan nama mi berubah lagi 

dikarenakan ada Menteri Ex. Officio Kepala 

Kepolisian Negara, seianjutnya berkembang peula 

menjadi Departemen Angkatan Kepolisian Negara. 

Barn sejak berintegrasi dengan ABRI Kepolisian 

Negara menggunakan Kepolisian Negara Republik 

Indonesia yang kemudian dikukuhkan dalam 

Undang-undang Dasar 1945, TAP MPR No. VII 

Tahun 2000, dan di dalam Undang-undang No. 2 

Tahun 2002. 

Dengan uraian diatas maka disimpulkan adalah penyebutan 

Poiri sebagai Polisi Sipil tidak ada. 

2. Yuridis 
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Polisi berada di tengah-tengah antara masyrakat sipil 

dan militer karena pekerjaan polisi yang signifikan. 

Seorang polisi bukan masyarakat sipil biasa dan 

bukan militer karena kekhasan tugasnya balk di masa 

perang maupun damai.(Konvensi Den Haag, 1907). 

Dan sejak lahir Poiri menganut konvensi mi. 

UU Protokol I Tahun 1977 pasal 43 membedakan 

posisi polisi di antara sipit dan militer. 

Tentang Civilian in Uniform (CiU). PI3B secara tegas 

menyatakan, CiU hanyalah untuk kepolisian. Baju 

seragam seorang polisi adalah UU yang harus 

dihormati dan dipatuhi. Jaksa dan hakim tak punya 

pakaian seragam kecuali ketika sidang di pengadilan 

mereka harus bertoga. Apalagi, hansip atau satpam 

tidak termasuk dalam kategori CiU mi. Seseorang 

bukan hansip atau satpam botch mernakai seragam 

hansip atau satpam atau seragam Korpri lainnya tidak 

dapat dihukum. Tapi seseorang bukan polisi 

memakai seragam polisi dapat dihukwn. Akibat 

keliru dalam memahami CiU mi, masyarakat sering 

menganggap polisi itu sama dengan orang sipil biasa. 

Padahal, secara universal kepolisian itu berdiri di 

antara masyarakat sipil dan militer. 

Pada pembukaan UUD 1945 dirumuskan dibentuklah 

pemerintahan Negara atas dasar itu dalam rangka 

penyelenggaraan penerintahan Negara mi disusun 

struktur badan dan alat kelengkapan yang antara lain 

berfhngsi dibidang keamanan yaitu polisi yang 

didalam pasal 30 ayat 4 (amandemen I) yang 

berbunyl "Kepolisian Negara Republik Indonesia 

sebagai alat Negara yang berfungsi memelihara 

keamanan dan ketertiban masyarakat, melindungi, 
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mengayomi dan melayani masyarakat serta 

menegakkan hukum. 

TAP MPR No.ViI dan didalamnya UU No.2 Tahun 

2002, dirumuskan dan dinyatakan bahwa Poiri adalah 

alat Negara. Pasal 20, bahwa Poiri dinyatakan 

sebagai Pegawai Negeri bukan Pegawai negeri sipil. 

Pasal 25 disebutkan bahwa Poiri anggota Kepolisian 

terdiri dari anggota Kepolisian Negara RI diberi 

pangkat meneenninkan peran, fungsi dan 

kemampuan serta sebagai keabsyahan wewenang dan 

tanggung jawab dalam penugasan. Pasal 27 

disebutkan bahwa membina persatuan dan kesatuan 

serta meningkatkan semangat kerja dan moril 

diadakan peraturan disiplin anggota Kepolisian 

Negara RI. 

Ada beberapa ciri civil sociely yang berkemanusiaan 

(humane policing) sebagaimana diutarakan oleh AC German, 

antara lain ialah: 

Menjauh dari cara-câra militer dan melibatkan kepada 

suasana perhubungan yang hangat dengan seluruh 

masyarakat. 

Kontrol sepihak dari polisi digantikan oleh kontrol 

polisi yang benintikan tanggung jawab terhadap 

masyarakat (responsibility for social and community). 

Pembenian tekanan kepada represif dan penghancuran, 

digantikan oleh tekanan kepada pelayanan dan 

pertolongan. 

Penggembosan terhadap penggunaan kekuatan dan 

penguatan tanggungjawab moral secara pnibadi. 
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e. Menjalankan peran sebagai ombudsman bagi mereka 

yang lemah, yang tidak tahu, kebingungan, frustrasi, 

tidak punya pekerjaan, sakit, lapar, kesepian dan 

yang putus asa. 

Sedangkan Kenneth Muir menyimpulkannya sebagai 

berikut, "A policeman becomes a good policeman to the extent that he 

develops two virtues. Intellectually, he has to grasp the nature of 

human suffering. Morally, he has to resolve contradiction of 

achieving/ust ends with coercive means ". 

Jadi, menjadi polisi yang sebenarnya adalah mengalami 

suatu perkembangan dalam jiwanya. Polisi seperti itu 

menggunakan pengalamannya sebagal suatu wacana dialog di 

dalam kalbunya dan dari dialog itu jiwanya berkembang. Ia akan 

menjadi seorang yang "tends to grow in the job, Increasing in 

confidence, skill, sensitivity and awareness " 

Secara filosofis, menjadi polisi adalah mengalami 

perkembangan kejiwaan, kedewasaan, kematangan dan tak 

sekedar menjaga karier untuk mencapai pangkat tinggi. Menyakiti 

anggota masyarakat merupakan pantangan buat polisi. Seorang 

polisi yang melanggar pantangan tersebut telah mengotori wilayah 

suci dalam pekerjaan polisi yang mereka jaga dengan riyawa 

mereka. Inilah pninsip-pninsip dasar polisi sipil. 

a. Penghormatan atas integritas seseorang, termasuk 

bebasdari: 

a. 1. Pembunuhan politis dan sewenang-wenang. 

Penghilangan orang. 

Penyiksaan dan perlakuan atau hukuman 

kejamdan tidak manusiawi lainnya. 

Penangkapan, penahanan sewenang-wenang, atau 

pengucilan. 
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ai. Pengingkaran atas pengadilan yang jujur. 

a.6. Campur tangan sewenang-wenang atas 

rahasia pribadi, keluarga, rumah tangga, atau 

surat menyurat. 

b. Penghormatan atas kebebasan sipil, termasuk: 

 Kebebasan berbicara dan pers. 

 Kebebasan berserikat dan berkumpul secara 

damai. 

U. Kebebasan beragama. 

b.4. Kebebasan bergerak di dalam negeri, 

perjalanan ke luar negeri, emigrasi dan 

repatriasi. 

c. Penghormatan terhadap hak-hak politik : tidak 

melakukan diskriminasi berdasarkan ras, jenis 

kelamin, agama, cacat tubuh, bahasa atau status 

sosial kepada: 

Wanita 

Anak-anak 

Penyandang cacat 

Penduduk ash 

Minoritas agama 

flangsa/ras/suku-suku minoritas 

d. Menghormati hak-hak pekeja, yaltu: 

d. 1. Hak berserikat. 
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Hak untuk berserikat dan tawar menawar 

kolektif. 

Larangan kerja paksa atau kerja wajib. 

Status praktek pekerja anak-anak dan upah 

pekeija minimum. 

Kondisi kerja yang dapat diterima. 

Polisi senantiasa berupaya untuk mengurangi rasa ketakutan 

masyarakat akan adanya gangguan kriminalitas. Polisi lebih 

mengutamakan pencegahan kriminalitas (crime prevention). Polisi 

senantiasa berupaya meningkatkan kualitas hidup masyarakat. 

Untuk dapat melaksanakan dan rnewujudkan 

profesionalisme kepolisian dalam kegiatan community 

policing, pakar kepolisian Friedmann (1991) dan Alderson (1979) 

menyatakan, terdapat sepuluh prinsip yang dapat dijadikan 

pedoman dalam pelaksanaan tugas-tugas kepolisian, yakni: 

a Memberilcap kontribusi ke arab kebeba an 

kesejajaran dan persaudaraan dalam menghadapi 

masalah-masalah kemanusiaan3 

Membantu mempertemukan kebebasan dengan 

keamanan dan mempertahankan tegaknya hukum. 

Menjunjung 	martabat 	manusia 	dengan 

mempertahankan dan menjaga hak asasi manusia serta 

mengejar kebahagiaan. 

Menjaga kepemimpinan dan peran serta dalam 

menghapus kondisi sosial yang rawan kejahatan 

melalui tindakan sosial bersama. 

Memberikan kontribusi ke arah tercipta dan 

terpeliharanya kepercayaan dalam masyarakat. 

Memperkuat keamanan jiwa dan harta benda, serta 

rasa aman bagi setiap orang. 
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Menyelidiki, mendeteksi dan melaksanakan 

penuntutan atas tindak kekerasan sesuai hukum. 

Menciptakan kebebasan berlalu lintas di jalanan 

sepertl di jalan raya, jalan kampung, gang dan tempat-

tempat yang terbuka untuk umum. 

Mencegah terjadinya kekacauan. 

Menangani krisis besar maupun kecil dan membantu 

serta memberikan saran kepada mereka yang 

mengalami musibah, jika perlu dengan menggerakkan 

instansi lain. 

Jadi, keberadaan Polmas bukan hanya sekadar penanganan 

pertama di tempat kejadian perkara (TKP) atau patroli, penyuluhan 

kepada masyarakat atau membangun sistem keamanan swakarsa. 

Lebih dari itu, Polmas merupakan pelayanan untuk menjaga dan 

menumbuhkembangkan hubungan baik antara polisi dengan 

masyarakat. Dalam memberikan pelayanan, polisi senantiasa 

berorientasi path kebutuhan masyarakatnya dan bekerja sama 

dalam menyelesaikan berbagai masalah sosial yang ada dalam 

masyarakat tersebut. Hal mi tentu tidak dapat disamaratakan antara 

satu daerah dengan daerah lainnya, melainkan harus melihat 

berbagai faktor di dalam masyarakat itu sendiri, balk di tingkat 

lokal maupun daerah. 

Dalam lampiran Surat Keputusan Kapoiri No Pol: 

SKEP/73 71X12005 tertanggal 13 Oktober 2005 diungkapkan, 

konsep Polmas mencakup dua unsur ; perpolisian dan 

masyarakat. Secara harfiah, perpolisian merupakan 

terjemahan dari kata "policing". Berarti hal mi mencakup 

segala sesuatu tentang penyelenggaraan fungsi kepolisian. Dalam 

konteks mi perpolisian tidak hanya menyangkut operasionalisasi 

(taktik/teknik) fungsi kepolisian, melainkan mencakup pengelolaan 

fungsi kepolisian secara menyeluruh, mulai dari tataran manajemen 
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puncak sampai manajemen lapis bawah, termasuk pemikiran-

pemikiran filsafat yang melatarbelakanginya. 

3.1.8.6. Polri Dewasa mi. 

Berkenaan dengan otonomi daerah, bidang keamanan 

termasuk enam bidang yang harus tetap dipegang Pemerintah 

Pusat, maka Poiri yang mengemban tugas pokok pemeliharaan 

kamtibmas dan penegakan hukum harus disusun secara terpusat 

agar mempunyai integritas yang utuh (merupakan Kepolisian 

Nasional). 

Dalam fi.tngsi utama preventif dan Pre-emptif, Potres harus 

bekerja sama dan mengikutsertakan aparat Pemda dan masyarakat. 

Kapoires dari waktu ke waktu melaporkan keadaan kamtibmas 

daerahnya kepada BupatifWalikota Madya dan DPRD. 

- 	Fungsi, Tugas Pokok, dan Wewenang 

Kepolisian Negara Republik Indonesia (Poiri) 

merupakan Kepolisian Nasional yang bertanggungjawab langsung 

kepada Presiden. mi sesuai dengan Undang Undang Nomor 2 

Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. 

Undang-undang itu menyebutkan, Poiri merupakan alat negara 

yang mempunyai tugas memelihara keamanan dan ketertiban 

masyarakat, menegakkan hukum, memberikan perlindungan, 

pengayornan dan pelayanan kepada masyarakat. Dalarn 

pengertian luas, Poiri juga bertugas sebagai pembasmi 

kejahatan (crime fighters). 

Rumusan fungsi, tugas pokok, tugas-tugas dan 

-- 	 wewenang Kepolisian Negara Republik Indonesia berdasarkan tJU 

No. 2 tahun 2002, antara lain sebagai berikut: 

a. 	Fungsi Kepolisian: 

Fungsi Kepolisian adalah salah satu fun gsi 

pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan 

ketertiban masyarakat, penegak hukum, perlindungan, 
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Melakukan koordinasi, pengawasan dan 

pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, 

penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk 

pengamanan swakarsa; 

Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap 

semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara 

pidana dan peraturan perundang-undangan 

lainnya; 

Menye1enggarakan 	identifikasi 	kepolisian, 

kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan 

psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas 

kepolisian; 

Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, 

masyarakat, dan Iingkungan hidup dari gangguan 

ketertiban dan atau bencana termasuk memberikan 

bantuan dan pertolongan dengan menjunjung 

tinggi hak azasi manusia; 

Melayani kepentingan warga masyarakat untuk 

sementara sebelum ditangani oleh instansi dan 

atau pihak yang berwenang; 

Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai 

dengan kepentingannya dalam lingkup tugas 

kepolisian; serta 

Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan. 

c. 	Kewenangan Kepolisian: 

"Pasal 15": 

(1) Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 13 dan 14, Kepolisian Negara 

Republik Indonesia secara umum berwenang: 

1) Menerima laporan dan atau pengaduan; 
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Membantu menyelesikan perselisihan warga 

masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban 

umum; 

Mencegah dan iangguIangi tuthbuhiya penyakit 

masyarakat; 

Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan 

perpecahan atau mengancam persatuan dan 

kesatuan bangsa; 

Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup 

kewenangan administratif kepolisian; 

Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagal 

bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka 

pencegahan; 

Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian; 

Mengambil sidik jari dan identitas Iainnya serta 

memotret seseorang; 

Mencari keterangan dan barang bukti, 

Menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal 

Nasional, 

Mengeluarkan surat izin/atau surat keterangan 

yang diperlukan dalam rangka pelayanan 

masyarakat; 

I I) Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang 

dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan 

instansi lain, serta kegiatan masyarakat; 

12) Menenima dan menyimpan barang temuan untuk 

sementara waktu". 

Ayat "(2) Kepolisian Negara Republik Indonesia 

sesuai dengan peraturan perundang-undangan lainnya 

berwenang: 
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Memberikan izin dan mengawasi kegiatan 

keramaian umum dan kegiatan masyarakat 

lainnya; 

Menyelenggarakan registrasi dan identitikasi 

kendaraan bermotor; 

Memberikan surat izin mengemudi kendaraan 

bermotor; 

Menerima pemberitahuan tentang kegiatan politik 

Memberikan izin dan melakukan pengawasan 

senjata api, bahan peledaig dan senjata tam; 

Memberikan izin operasional dan melakukan 

pengawasan terhadap badan usaha di bidang Jasa 

pengamanan; 

Memberikan petunjuk, mendidik, dan melatih 

aparat kepolisian khusus dan petugas 

pengamanan swakarsa dalam bidang teknik 

kepolisian; 

Melakukan kerja sama dengan kepolisian negara 

lain dalam menyidik dan memberantas kejahatan 

internasional, 

Melakukan 	pengawasan 	fungsional 

kepolisian terhadap orang asing yang berada di 

wilayah Indonesia dengan koordinasi instansi 

terkait; 

Mewakili pemerintah Republik Indonesia dalam 

organisasi kepolisian intemasional; 

Melaksanakan kewenangan lain yang termasuk 

dalam lingkup tugas kepolisian". 

"Pasal 16": 

(1) Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 13 dan 14 dibidang proses pidana, 

Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang untuk: 
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Melakukan penangkapan, penahanan, 

penggeledahan, dan penyitaan; 

Melarang setiap orang meninggalkan atau 

memasuki tempat kejadian perkara untuk 

kepentingan penyidikan; 

Membawa dan menghadapkan orang kepada 

penyidik dalam rangka penyidikan; 

Menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan 

menanyakan serta memeriksa tanda pengenal din, 

Melakukan pemeniksaan dan penyitaan surat; 

Memanggil orang untuk didengar dan 

diperiksa sebagai tersana atau saksi; 

Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam 

hubungannya dengan pemeniksaan perkara; 

Mengadakan penghentian penyidikan; 

Menyerahkan berkas perkara kepada 

penuntut umurn; 

Mengajukan permintaan secara langsung kepada 

pejabat imigrasi yang berwenang di tempat 

pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak 

atau mendadak untuk mencegah atau menangkal 

orang yang dsangka melakukan tindak pidana; 

Ii) Memberikan petunjuk dan bantuan penyidikan 

kepada penyidik pegawai negeri sipil serta 

menerima hasil penyidikan penyidik pegawai 

negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut 

umum; 

12) Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang 

bertanggung jawab. 
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"Pasal 18 

Untuk kepentingan umum, pejabat Kepolisian Negara 

Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan 

wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya 

sndiri. 

Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam 

ayat (1) hanya dapat dilakukan dalarn keadaan yang 

sangat perlu dengan memperhatikan peraturan 

perundang-undangan, serta Kode Etik Profesi Kepolisian 

Negara Republik Indonesia" 

"Pasal 19": 

Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, 

pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia senantiasa 

bertindak berdasarkan norma hukum dan 

mengindahkan norma agama, kesopanan, 

kesusilaan,, serta menjunjung tinggi hak asasi manusia. 

Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya 

sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Kepolisian Negara 

Republik Indonesia mengutamakan tindakan pencegahan". 

Sesuai dengan rumusan fungsi, tugas pokok, tugas dan 

wewenang Poiri sebagaimana diatur dalam UU No. 2 tahun 2002 

tersebut di atas, maka dapat dikatakan fungsi utama kepolisian 

meliputi: 

Pre-emptif(pembinaan masyarakat) 

Preventif 

Represif 

Fungsi utama tersebut bersifat universal dan menjadi ciri 

khas kepolisian, dimana dalam pelaksanaannya Poiri lebih 

mengutamakan preventif dari pada represif. Adapun perumusan 
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dati fuingsi utama tersebut adalah: 

Tugas pembinaan masyarakat tpre-empti 

Segala usa.a dan kegiatan pernbinaan masyarakat 

untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran 

hukum masyarakat, serta ketaatan warga masyarakat 

terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan. 

Tugas Poiri dalam bidang mi hanya 20%, 80% 

menjadi tugas instansi lain, organisasi kemasyarakatan, para 

tokoh agama, dan sebagainya. Dalam rangka inilah Poiri 

mengutamakan Community Policing. 

Tugas di bidang Preventif. 

Segala usaha dan kegiatan dibidang kepolisian 

preventif untuk memelihara keamanan dan ketertiban 

masyarakat, memelihara keselamatan orang, benda dan 

barang termasuk memberikan perlindungan dan 

pertolongan, khususnya mencegah terjadinya pelanggaran 

hukurn. 

Dalam pelaksanaan tugas mi diperlukan kemampuan 

profesional teknik tersendiri seperti patroli, penjagaan, 

pengawalan dan pengaturan. Dibidang preventif, Poiri 

melaksanakan ± 50% dan 50% oleh instansi lain, 

Siskamling, Satpam sebagai bagian dari industrial security,, 

Polisi Praja dan Tramtib. Dalam keadaan tertentu, Poini 

dibantu oleh TN!. 

C. 	Tugas di bidang Represif. 

Bidang represif, terdapat dua jenis terdiri dan 

represif non justisiil dan represifjustisiil. 1.JU No. 2 tahun 

2002 memberi peran Poini untuk melakukan tindakan 

represif non justisiil terkait dengan pasal 18 ayat (1), yalta 

wewnang "diskresi kepolisian" yang umumnya 
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menyangkut kasus yang ringan. 

Kegiatan-kegiatan seperti tersebut di atas, pada 

dasarnya dilakukan dengan melanggar hak asasi manusia 

secara syah. Agar kegiatan penyidikan dan penyelidikan 

dinyatakan syah walaupun sebenarnya yang melanggar hak 

asasi manusia perlu adanya undang-undang dan dilakukan 

oleh pejabat yang meiniliki kemampuan dan pengetahuan 

mengenai Scient/Ic Criminal Investigation dan tehnologi 

kepolisian. Pejabat yang memiliki tugas dan wewenang 

sebagai penyidik haruslah profsional dibidangnya serta 

bertanggung jawab dalam penyidikan yang dilakukannya. 

Sama dengan instansi lain, untuk mendukung 

penyelenggaraan tugas-tugasnya, Poiri membentuk 

- 

	

	 organisasi birokrasi. Prinsip umum organisasi Poiri adalah 

efisiensi (alokasikuatl peniadaan/ penggabungan). Selain 

itu, hernat struktur dan kaya fungsi. Dengan cara 

melakukan pengurangan rentang kendall, penekanan satuan 

operasi dan pemotongan Rentang Kendall Operasi (RKO). 

Namun komponen organisasinya terdiri dari lima lapisan. 

Mulai dari Penanggung Jawab (Pembuat Keputusan), 

Perumusan Kebijakan Strategis, Pelaksana Fungsi 

Manajemen, Pelaksana Staf Fungsi Organik (Pelaksana Staf 

Fungsi Khusus), hingga Pelaksana Fungsi Operasional. 

Dibandingkan dengan instansi lain, sistem birokrasi 

Poiri tergolong unik. Liii dikarenakan, sebagai birokrasi 

negara, Poini mengemban tiga sistem administrasi 

sekaligus. Hal ml jelas tidak dilakukan oleh fungsi-fungsi 

eksekutif maupun kalangan birokrasi lainnya. Tiga sistem 

administrasi di Poiri itu mencakup sistem administrasi 

negara, sistem administrasi pertahanan dan keamanan serta 

sistem administrasi peradilan pidana atau upaya preventif, 

preemtif sampai represithya. Kondisi tugasnya yang sangat 
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unik tersebut sering menghadapkan Poiri pada suatu 

dilema. Poiri sangat mudah disoroti oleh masyarakat 

daripada profesi lainnya. 

- 	Susunan Organisasi dan Tata Kerja 

erdasarkan pola dasar pembinaan poiri (SKEP 

Kapoiri No.Pol: SKEP/02/111980) susunan organisasi 

dimulai dan Mabes Poiri, Kodak, Kowil, Kores, Kosek dan 

PosPolri. 

Untuk mendukung Poiri dalam Paradigma Barn, 

struktur organisasi Poiri sebenamya telah ditata sejak awal 

reformasi Poiri, dengan melakukan vaT idasi terhadap 

strnur badan, deputi dan divisi. Penataan mi berdasarkan 

Keputusan 	Presiden No.70 Tahun 2002, sebagai 

implementasi Uñdang Undang No It. Tahun 2002, tentang 

Kepolisian Negara RI. Dalam Keputusan Presiden itu 

sistem tata organisasi Poiri. disusun secara berjenjang dan 

tingkat pusat sampai ke tingkat daerah. 

Bagan Susunan Organisasi Poiri 

MABES 

POLDA 

IIPQLWILO 

POLRES 

POLSEK 

II POSPOL I! 
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Organisasi Kepolisian Tingkat Pusat disebut Markas 

Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia (Mabes 

Polri). Organisasi Kepolisian Tingkat Daerah disebut 

Kepolisian Daerah (Polda). Organisasi Kepolisian Tingkat 

Wilayah disebut Kepolisian Wilayah (Poiwil). Organisasi 

Kepolisian Tingkat Wilayah Kota Besar disebut Kepolisian 

Wilayah Kota Besar (Poiwiltabes). Organisasi Kepolisian 

Tingkat Resort disebut Kepolisian 	Resort (Poires). 

Organisasi Kepolisian Tingkat Kota Besar disebut 

Kepolisian Kota Besar (Poltabes). Organisasi Kepolisian 

Tingkat Sektor Kota (Polsekta). Organisasi Kepolisian 

TingKat Sektor disebut Kepolisian Sektor (Polsek). 

Terakhir Pos Polisi (Pospol) yang berada di daerah-daerah 

strategis. 

Di tingkat teratas,organisasi Polri terdiri dan 

Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapoiri), 

Wakil Kepala Polri (Wakapolri), hispektorat Pengawasan 

Umum (Irwasum), Deputi Operasional. Deputi Sumber 

DayaManusia, Deputi Logistik, Deputi Perencanaan dan 

Pengembangan serta Unit Organisasi Lainnya. 

Kapoiri adalah Pimpinan Poh'i yang berada di 

bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden. 

Tugasnya memimpin Polri dan membina segenap 

komponen pengemban fungsi kepolisian Iainnya. Lalu, 

menetapkan kebijakan pelaksanaan tugas kepolisian balk 

oleh Polri maupun pengemban fungsi kepolisian lainnya. 

Terakhir, melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Dalam melaksanakan tugas-tugasnya Kapoiri 

dibantu para Deputi, Kepala Divisi dan para Kepala Badan. 

Deputi dimaknai sebagai yang mewakili bidangnya. 

Sehingga posisi Deputi berfungsi sebagai staf yang lebih 
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luas dibandingkan dengan staf umum. Di bawah Deputi 

terdapat biro-biro sebagai unsur staf murni maupun sebagai 

unsur staf dan pelayanan. 

Divisi merupakan staf khusus Pimpinan dan 

Pelaksana terbatas pada bidangnya. Bentuk Divisi ada dua. 

Pertama, Divisi sebagai pengganti Badan pada, Keppres No 

54 Tahun 2001. Kedua, Divisi yang merupakan hasil 

penggabungan dari fungsi-fiingsi yang relatif sejenis. 

Badan adalah komponen organisasi Pelaksana Utama (Pada 

Tingkat 	Pusat). Badan merupakan wadah yang 

mengakomodasikan fungsi-fungsi dan tugas operasional 

sekaligus sebagai "core service" kepollisian. 

Dalam penataan organisasi Poiri, Kapoiri juga 

mengeluarkan Keputusan Kapoiri No 53-54 Tahun 2002 

tentang penetapan Polda Tipe A, B dan Persiapan. Struktur 

Organisasi Polda mi terdiri dari lima Pola, dengan jumlah 

26 Polda dan empat Polda persiapan. Polda Pola Al adalah 

Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur. Polda Al K 

adalah Polda Metro Jaya. Pola A2 adalah Polda Sumetara 

Selatan, Kalimantan Timur, Irian Jaya, Aceh, Sumatera 

Utara, Sulawesi Selatan, Riau dan Bali. Pola B 1 adalah 

Sumatera Barat, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, 

Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Utara, Lampung, Jogja dan 

Nusa Tenggara Timur. Polda B2 adalah Jambi, Bengkulu, 

Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Maluku dan 

Kalimantan Tengah, Bangka Belitung, Banten, Gorontalo 

dan Maluku Utara. Pola sekaligus sebagai "core service" 

kepolisian. 
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Perkembangan Pendidikan 

a. Tugas, Fungsi dan Peranan Pendidikan 

Pendidikan Poiri merupakan pendidikan kedinasan 

untuk menunjang kebutuhan organisasi Polri. Pendidikan 

mi mengacu pada Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas), 

terutama dalam pembinaan aspek-aspek pendidikan. OIeh 

karena itu, dalam setiap uasaha peningkatan mutu 

penyelenggaraan pendidikan, Poiri memelihara sistem 

mobilitas horizontal dan vertikal tinggi dan pengembangan 

umum, mengacu pada disiplin ilmu non kepolisian yang 

terkait atau mempunyai pengaruh langsung terhadap fun gsi-

fiingsi Poiri. tintuk itu pendidikan Poiri mendapatkan 

kesempatan memperoleh akreditasi sebagaimana yang 

dianut pada lingkungan pendidikan nasional. 

Fungsi pendidikan Poiri adalah sebagai berikut: 

Menyelenggarakan kegiatan mendidik untuk 

menyiapkan, membentuk dan mengembangkan 

sumber daya manusia, meliputi pengetahuan 

akademis dan ketrampilan teknis profesional 

kepolisian serta mengembangkan kepribadian, sikap 

mental, dan semangat kejuangan yang berdasarkan 

Pancasila. 

Mengembangkan Ilmu Kepolisian, Hukum 

Kepolisian serta taktik dan teknik fungsi kepolisian. 

Memelihara dan mengembangkan kernampuan 

Lembaga Pendidikan (Skep Kapoiri No. Pol. 

Skep/685/X1J 1998, tanggal 23 Nopember 1989). 

Sesuai dengan lingkup tugas pokok Poiri, maka 

pendidikan Poiri berdimensi horizontal dan vertikal. 

Pendidikan berdimensi horizontal adalah pendidikan yang 

diarahkan pada pendalaman kemampuan untuk memangku 

jabatan/ kepangkatan serta ketrampi Ian sesuai dengan 
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diferensiasi fungsi teknis profesional dikenal sebagai 

pendidikan kejujuran yang dilaksanakan di Pusdik-Pusdik. 

Pendidikan berdimensi vertikal adalah pendidikan 

bertingkat beijenjang dan bertanjut. Artinya, 

menghubungkan secara berlanjut antara tin gkat kemampuan 

teknis, taktis dan strategis dan aspek manajerial menurut 

golongan kepangkatan/ fungsil eselon organisasi 

(struktural). Wujud dari pendidikan berdimensi horizontal 

dan vertikal tersebut dipolakan dalam suatu kerangka, 

sehingga mampu memproyeksikan strata personil yang 

berjenjang sesuai dengan tingkat organisasi, golongan, dan 

strata kepangkatan. 

Pembagian periode pendidikan dilakukan sejajar 

dan seirama dengan periode-periode pengembangan pola 

pembinaan personil. Hal mi berguna untuk menentukan 

macam-macam pendidikan dalam mengisi kemampuan 

yang diperlukan pada tiap periode pengembanganl pola 

pembinaan personil tersebut. Selain itu, berguna pula dalam 

menentukan waktu masuk agar tercapai keserasian dalam 

daur pendidikan pelatihan dan penugasan. 

b. Wewenang Pendidikan 

Sesuai dengan tugas dan fungsinya pendidikan 

mempunyai peranan yang sangat penting dalam rangka 

menyiapkan tenaga manusia yang cukup dengan 

kemampuan yang slap pakai untuk memenuhi kebutuhan 

tenaga manusia yang secara kuantitatif dan kualitatif 

diperlukan. Secara umum sektor pendidikan Polri setelah 

adanya reorganisasi tersebut adalah Direktorat Pendidikan 

Polri, Akademi Kepolisian (Akpol), Perguruan Tinggi Ilmu 

Kepolisian (PTIK), dan Sekolah Staf dan Pimpinan Polri 

(Sespimpol). 
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Lembaga pendidikan Poiri, khususnya Akpol, PTIK 

dan Sespimpol adalah Lembaga Pendidikan dan Latihan 

Polri (Kalemdiklat Poiri) yang bertanggung jawab kepada 

Kapoiri, sedangkan pendidikan tingkat Seskogab dan 

Lemhanas berada dibawah pengelolaan Mabes ABRI dan 

Departemen Hankam (sekarang Lemhanas dipisahkan dan 

Mabes ThI). Lembaga Pendidikan Poiri yang 

mempersiapkan personil Poiri dan tingkat Tamtama, 

Bintara dan Perwira (selain Akpol), serta pendidikan 

kejuruan lainnya dilaksanakan langsung oleh Direktorat 

Pendidikan Polri dan Kepolisian Daerah (Polda), 

bertanggung jawab kepada Kapoini. Dengan Surat 

Keputusan Pangab No. Kept! 1tXI1992 tanggal 5 Oktober 

1992, organisasi Poiri, khusus di bidang pendidikan, 

mengalami perubahan yaitu Direktorat Pendidikan 

dikernbangkan menjadi dua bagian, terdini dari Direktorat 

Pendidikan Poiri dan Lembaga Pendidikan dan Latihan 

Poiri. 

- Kedua lembaga pendidikan tersebut mempunyai 

wewenang, tugas dan tanggung jawab yang berbeda. 

Direktorat Pendidikan Poini yang semula mengemban 

fungsi pembinaan, pelaksanaan, Pengawasan dan 

pengendalian. Khusus penyelenggaraan operasional 

pendidikan dilaksanakan langsung oleh Lemdiklat Poiri. 

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Lemdiklat 

Poiri merumuskan dan menyiapkan rencana dan program 

pendidikan serta pembinaan Lemdiklat Poini sesuai dengan 

kebijaksanaan Kapoiri dan program pendidikan Poiri. Di 

samping itu, Lemdiklat Poini juga melaksanakan operasi 

pendidikan pembentukan, pengembangan umum terbatas 

sampai dengan pendidikan lanjutan tingkat perwira, 

spesialisasi, peralihan, dan pendidikan lain. Tugas lainnya 
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ialah melaksanakan pengkajian petunjuk-petunjuk taktis 

operasional Polri sesuai dengan kebijakan Kapoiri dan 

pengarahan Deputi Operasi Kapoiri. 

C. Polwil 

Sementara keberadaan Polwil tetap dipertahankan 

karena masa transisi. Sebab keberadaan Polwil merupakan 

unsur bantuan pimpinan (Banpim) dan pelaksana staf 

kewilayahar. (Lakstaf Kewil). Selain itu dianggap sebagai 

pembantu Kapoida dalam hal perpanjangan Kodal. Begitu 

jugs keberadaan Poiwiltabes tetap dipertahankan karena 

sebagai pelaksana utama kepolisian di tingkat wilayah kota 

besar, dengan struktur Polres Al. 

- 	Polres Sebagai KOD 

Di tingkat Polres, organisasi ditata dengan 

Keputusan Kapoiri No 54 Tahun 2004. Polres ditetapkan 

sebagai KOD (Kesatuan Operasional Dasar). Sehingga 

Polres diberi wewenang menata manajemen dan 

operasional di wilayahnya. 

"Poiri, sewaktu masih bagian dari ABR1, juga waktu 

penulis menjabat Kapolri, telah menyatakan kesatuan 

organisasi Poiri yang penting dan perlu ditingkatkan adalah 

Kepolisian Resort (Polres). Waktu itu Polres disebut 

Komando/Kesatuan Operasional Dasar (KOD). Polres 

umumnya mencakupi wilayah kabupaten atau kota" 

(Awaludin Djamin,2004:4) 

Jadi, lama sebelum keluamya UU No. 22 tahun 

1999 tentang otonomi daerah, Poiri telah merencanakan 

pernberdayaan, pendelegasian tugas dan wewenang atau 

desentralisasi administratif kepada Polda dan terutama 

kepada Polres. Kendalanya waktu itu adalah pengaruh 
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"militeristik" ABRI dalam hubungan kesatuan bawahan dan 

kesatuan atasan yang kaku serta jumlah personil Poiri yang 

sangat terbatas. 

Pendelegasian tugas dan wewenang kepada Poires 

tenth memerlukan perubahan/peningkatan kualitas aparat 

Poires, terutama Kepala Kepolisian Resort. Dalam hierarki 

Poiri, Kapoires merupakan manajer menengah kepolisian 

sedangkan Polisi Sektor merupakan "ujung tombak" dan 

Polres, dan Kepala Polisi Sektor (apolsek) merupakan 

manajer kepolisian tingkat bawah (supervisory level police 

manager). 

Untuk mendapatkan Kapoires yang memillki 

kualifikasi police. middle managerial (leadership) 

capability", Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (P11K), 

merupakan lembaga pendidikan tinggi yang 

mempersiapkannya. PTIK menyusun kurikulum, teñaga 

pengajar dan metode belajar-mengajar yang sesuai. 

Seorang Kapoires yang diharapkan adalah yang 

memiliki pengetahuan dan keterampilan teknis profesional 

dan manajerial serta kepemimpinan yang tidak hanya 

mampu memimpin anggota bawahannya, tapi juga mampu 

berhubungan dengan Kepala Daerah (bupati/walikota), 

DPRD, organisasi kemasyarakatan dan tokoh-tokoh 

masyarakat. 

Gagasan menjadikan Pokes sebagai KOD mi cocok 

dengan penelitian David H. Bayley pada lima negara inaju, 

yaitu Australia, Inggris, Kanada, Jepang dan Amerika 

Serikat, yang sistem pemerintahan dan sistem 

kepolisiannya berbeda-beda. Dalam bukunya Police for the 

Future, ia menyimpulkan kesatuan kepolisian yang penting 

dan paling dekat kepada masyarakat adàlah basic police 

unit (BPU). Kapoiri Da'i Bachtiar dalam merealisasikan 
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Poires menjadi KOD, antara lain melatih puluhan ribu 

bintara untuk mengisi kebutuhan Poires dan mencanangkan 

community policing, yang lebih luas artinya dan 

"pengaman swakarsa". Community policing memberi 

pelayanan yang terdesentralisasi dari pribadi-pribadi 

anggota polisi kepada masyarakat. Community policing 

mengubah pemolisian tradisional yang mendikte 

masyarakat menjadi pemberdayaan masyarakat dengan 

keyakinan bahwa hanya dengan kexja sama polisi dan 

masyarakat dapat dicapai quality of life dari warga 

masyarakat. 

Tentu saja, menjadikan Polres sebagai KOD dan 

Kapolres sebagai pemimpin Poiri yang terdekat dengan 

masyarakat, yang profesional dengan kemampuan serta 

berbudaya seperti yang dicita-citakan tidak secepat 

mcmhalik telapak tangan, karena masih banyak kendala dan 

kekurangan. Pengaruh Iingkungan politik, ekonomi, dan 

sosial tidak dapat tidak berdampak pada kinerja dan 

perilaku anggota Poiri. 

Namun arah serta langkah-langkah yang diambil 

Kapoiri, dalam reformasi kultural dan desentralisasi tugas 

dan wewenang kepada Poires sudah benar, hingga tidak 

perlu "gagasan baru desentralisasi" atau mengubah UU No. 

2 tahun 2002, yang memang belurn sepenuhnya dijabarkan 

(Awaloedin Djamin, 2004:6). 

Pengamanan swakarsa adalah terkait dengan 

community policing (Polmas). Citra dan keberhasilan Poiri 

akan bergantung dari perilaku dan kinerja anggota Poiri 

pada tingkat Poires dan Polsek. Untuk mengembangkan 

kreativitas dan motivasi Poires, maka setiap Kapolres perlu 

diberikan delegasi wewenang untuk mengatur unsur dan 

anggota di wilayah tanggung jawabnya. mi merupakan 
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bagian dari Paradigma Baru yang ditampilkan Poiri pasca 

pisah dengan ABRI. 

Kini, menyongsong penerapan Paradigma Baru 

Poiri melaiui konsep Polmas, Poiri telah memiliki Polres 

B! ada 86, Poires B2 ada 222, dan Poires Persiapan ada 

16), Polsek ada sebanyak 3.987 dan petugas 

Babinkamtibmas mencapai 21.390. Jumlah mi sebenarnya 

tidak sebanding dengan pemekaran wilayah yang terjadi 

belakangan mi, yang melahirkan jumlah propinsi mencapai 

32, kabupaten 367, kota 79, kecamatan 4.932 dan kelurahan 

(desa) mencapai 68.996 (Mabes Polri, 2005:264) 

Satuan-satuan fungsi yang ada di Pokes sangat 

berperan secara langsung dan menyentuh dengan 

masyarakat. Untuk mendukung program Polmas, peran 

Bimmas sangat strategis. Selama mi Bimmas berperan 

dalam rangka mewujudkan kamtibmas. Keberadaan 

Bimmas sesuai dengan fungsi Poiri yang mempunyai 

peranan sebagai intl pembina Kamtibmas, pengayom, 

pembina, pelayan dan pembimbing masyarakat. Dengan 

demikian di dalam melaksanakan tugasnya Poiri tidak 

hanya mendasarkan pendekatan hukum dalam arti sempit, 

yaitu melakukan penegakan hukum dengan menindak 

setiap jenis pelanggaran. Namun juga melakukan fungsi 

pembinaan masyarakat. 

Secara garis besar, upaya preemptif mi diarahkan 

untuk secara swakarsa menumbuhkan daya tangkal dan 

daya cegah masyarakat terhadap setiap gangguan 

kamtibmas dalam berbagai bentuk kegiatan pembinaan 

kamtibmas. Bentuk konkrit fungsi Bimmas Poini antara lain 

berupa kegiatan pembinaan di bidang keamanan swakarsa, 

ketertiban masyarakat dan pembinaan teknis alat-alat 

kepolisian khusus. Dalam GBHN tahun 1988 tersurat 
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penegasan tentang sistem kamtibmas swakarsa. Sistem 

kamtibmas mi mengharuskan pelibatan masyarakat di 

dalam upaya menciptakan situasi kamtibmas yang balk, 

dengan Poiri sebagai kekuatan intinya. 

Prinsip dari sistem kamtibmas swakarsa mi 

merupakan penjabaran dari sistem pertahanan dan 

keamanan rakyat semesta dalam bidang keamanan dan 

ketertiban masyarakat (kamtibmas). Melalui sistem mi 

maka diharapkan path tiap-tiap lingkungan kehidupan 

masyarakat tumbuh kesadaran dan kemampuan untuk 

menciptakan, keamanan dan ketertiban di lingkungannya 

masing-masing. Itu semua menuntut Poiri, melalui fungsi 

Bimbingan Masyarakat Kepolisian,, untuk mengarahkan, 

membimbing dan mengajak masyarakat agar partisipasinya 

tumbuh dan ikut serta menciptakan ketertiban secara 

swadaya, seperti yang dikehendaki oleh GBHN. 

Dalarn paradigma baru Poiri, Bimmas memegang 

peranan strategis untuk mensosialisasikan Polmas. Bimmas 

diarahkan mampu menampilkan polisi sipil yang 

demokratis. Polisi dalam masyarakat modem yang 

mengedepankan demokrasi. Bimmas diharapkan mampu 

menempatkan polisi dan masyarakat dalam hubungan 

kekuatan yang relatif seimbang dan sating mengisi. 

Bimmas memegang peranan yang penting untuk 

membangun hubungan yang putus antara polisi dan 

masyarakat. 

Di Poini sendiri intelijen keamanan (Intelkam) 

merupakan bagian integral dari fungsi organik yang 

melakukan kegiatan intelijen, antara lain meliputi early 

warning serta mengidentifikasi sumber ancaman dan 

gangguan kamtibmas, khususnya kriminalitas. Sedangkan 

pengamanan kepolisian merupakan bagian. integral dan 
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fungsi Intelkam, yang menyelenggarakan pengamanan ke 

dalam tubuh Polri, balk pengamanan personil, materil, 

informasi, maupun terhadap ancaman dari dalam dan luar 

tubuh Polri, serta pengamanan terhadap sandi Poiri. Di 

samping itu Intelkam juga melakukan pengamanan 

terhadap hasil-hasil pembangunan nasional dan keamanan, 

pengamanan masyarakat secara menyeluruh. 

Secara organisatoris penanganan sistem intelijen 

berada di Poires. Satuan mi merupakan unsur pelaksana 

utama Polri pada tingkat Pokes. Satuan Intelkam Pokes 

bertugas membina dan menyelenggarakan fungsi intelijen 

dalam bidang keamanan, baik bagi kepentingan 

pelaksanaan tugas operasional dan manajemen Poiri 

maupun mendukung pelaksanaan tugas-tugas 

pemerintahan. Semua mi dilakukan Satintelkam dalam 

rangka mewujudkan keamanan dalam negeri. Baintelkam 

menyelenggarakan lima fungsi utama: 

Pertama, melakukan Pembinaan fungsi intelijen 

keamanan bagi seluruh jajaran Poires. Hal mi meliputi 

perumusan (pengembangan) sistem dan metode, termasuk 

petunjuk-petunjuk pelaksanaan kegiatan intelijen. Lalu, 

melakukan pemantauan dan supervise ke Polsek-polsek 

jajaran, tennasuk pemberian arahan guna menjamin 

terlaksananya kegiatan intelijen. Dalain melakukan 

Pembinaan tersebut Satintelkam juga memberikan dukungan 

(back-up) dalam bentuk bimbingan teknis maupun bantuan 

kekuatan dalam pelaksanaan kegiatan intelijen. Dalam 

melakukan menjalankan fungsi Pembinaannya, 

Baintelkam juga aktif melakukan perencanaan 

kebutuhan personel, peralatan khusus dan anggaran, 

termasuk pengajuan penempatan/pembinaan karier 

personil pengemban fungsi intelijen keamanan dan 
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distribusi peralatan khusus intelijen keamanan. Satintelkam 

juga melakukan pengumpulan, pengolahan dan penyajian 

data/statistik, baik yang berkenaan dengan sumber daya 

maupun hasil pelaksanaan tugas satuan-satuan organisasi 

Intelkam. 

K e d u a., menjalankan fungsi sebagai 

penyelenggaraan kegiatan operasional intelijen keamanan, 

guna terselcnggaranya deteksi dini (early detection) dan 

peringatan dini (early warning). 

Ketiga, menjalankan fungsi sebagai 

penyelenggaraan pembinaan fungsi pelayanan administrasi, 

persandian dan intelijen teknologi, termasuk pelaksanaannya 

dalam mendukung fungsi-fungsi operasional intelijen 

lainnya. -- 

K cern pat, menjalankan fungsi sebagai 

penyelenggaraan dokurnentasi dan penganaiisaan terhadap 

perkembangan lingkungan strategik serta penyusunan 

produk intelijen, baik untuk kepentIngan pimpinan maupun 

untuk mendukung kegiatan operasional intelijen. 

Kelima, 	menjalankan 	fungsi 	sebagai 

penyelenggaraan kegiatan intelijen terhadap masalah-

masalah yang memiliki dampak politik dan strategik 

melalui satuan tugas khUSUS. 

Satuan Reserse Kriminal adalah unsur pelaksana 

utama Poiri pada tingkat Poires. Satreskrim bertugas 

membina dan menyelenggarakan fungsi penyelidikan dan 

penyidikan tindak pidana, termasuk fungsi identifikasi dan 

laboratorium forensik. Penyelenggaraan pembinaan fungsi 

laboratorium forensik dan identifikasi kepolisian mi 

dilakukan Satreskrim untuk mendukung fungsi-fungsi 

operasional kepolisian Iainnya, misalnya penyelenggaraan 

penyelidikan dan penyidikan. 
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Dalam melakukan penyelenggaraan penyelidikanl 

penyidikan tindak pidana, Satreskrim juga bertugas 

melakukan penyelidikan/penyidikan terhadap keamanan 

negara dan terorisme, termasuk kejahatan srius lainnya. 

Kejahatan serius tersebut antara lain, korupsi, kolusi, 

nepotisme dan kejahatan kerah putih, narkoba dan kejahatan 

teroganisir, kejahatan ekonomi/perbankan/ keuangan dan 

kejahatan-kejahatan lintas negara Iainnya serta tindak pidana 

tertentu. Selain itu Satreskrim senantiasa melakukan 

koordinasi dan pengawasan operasional, termasuk 

pembinaan/ bimbingan teknis penyidikan dan administrasi 

penyidikan oleh penyidik pegawai negeri sipil path tingkat 

pusat. Sedangkan dalam melaksanakan kegiatan 

penyelidikanlpenyidikan terhadap perkara-perkara pidana 

yang memiliki dampak dan strategik, Satreskrim 

melakukannya melalui satuan tugas khusus. 

Untuk menjalankan kinerja kepolisian,, Satreskrim 

menyelenggarakan fiingsi pembinaan Reserse Krirninal 

bagi seluruh jajaran Poiri. Fungsi pembinaan mi meliputi 

lima hat penting; 

Perumusan (Pengembangan) sistem dan metode, 

termasuk 	petunjuk-petunj uk 	pelaksanaan 

penyelidikan (penyidikan) tindak pidana. 

Pemantauan dan supervise ke Polsek-polsek 

jajaran, termasuk pemberian arahan guna menjamin 

terlaksananya penyelidikan (penyidikan) tindak pidana 

sesuai sistem dan metodenya. 

Pemberian dukungan (back-up) dalam bentuk baik 

bimbingan teknis maupun bantuan kekuatan thiam 

pelaksanaan penyelidikanlpenyidikan. 

Perencanaan kebutuhan personil, peralatan khusus 

dan anggaran, termasuk pengajuan saran 
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(pertimbangan, penempatan dan pembinaan) karier 

personil pengemban fungsi Reserse Kriminal dan 

distribusi peralatan khusus Reserse Kriminal. 

e. Pengumpulan, pengolahan dan penyajian 

data/statistik, baik yang berkenaan dengan sumber daya 

maupun hasil pelaksanaan tugas satuan organisas 

Reskrim. 

Sedangkan selaku unsur teknis operasional, 

Satuan Reskrim Poires mengemban tugas pokok untuk 

mencari dan menemukan pelaku pelanggaran hukum 

maupun kejahatan, untuk diproses sesuai hukum yang 

berlaku. Karena lebih memfokuskan path tindakan atau 

penindakan terhadap pam pelanggar hukum, Satuan Reskrim 

lebih dominan melakukan upaya represif daripada 

preventifhya. Karena tugasnya yang khas tersebut Satuan 

Reskrim sering disebut sebagai. "jantung Polres". 

Satuan Samapta Poires, dahulu lebih dikenal 

masyarakat dengan sebutan Satuan Sabhara Polri. Satuan 

mi merupakan salah satu dari fungsi teknis operasional 

Poiri, yang mengemban tugas utama bersifat preventif 

(pencegahan). Tugas utama Sabhara adalah melakukan 

patroli, pengaturan, penjagaan, dan pengawalan serta 

pelayanan masyarakat mi merupakan tugas-tugas esensial 

bagi Satuan Sabhara, yang sasaran utamanya adalah 

menghilangkan atau sekurang-kurangnya meminimalisir 

bertemunya fiat dan kesempatan terjadinya pelanggaran 

atau kejahatan. 

Tugas utama Sabhara adalah patroli. Daerah lampu 

merah, tempat hiburan dan tempat rawan kejahatan lainnya 

merupakan sasaran utama petugas patroli Samapta. Pada 

jam-jam sibuk dan usai sekolah, petugas Sabhara 
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bertanggung jawab terhadap pemeliharaan keamanan dan 

ketertiban baik di sekolah, kantor-kantor dan tempat-tempat 

umum lainnya 

Dit Samapta bertugas membina fungsi Samapta. 

Kepolisian yang meliputi kegiatan tugas polisi umum dan 

pemeliharaan ketertiban umum. Dalam batas kewenangan 

yang ditentukan, Samapta juga menyelenggarakan 

pengamanan VIP pada tingkat Poires. Pembiñaan fungsi 

Samaptapol bagi seluruh jajaran Poires yang meliputi; 

- a. Perumusan 	engembangan) sistem dan - metode 

termasuk petunjuk-petunjuk pelaksanaan fungsi 

Samaptapol. 

Pemantauan dan supervisi staf termasuk pemberian 

arahan guns menjamin terlaksananya penyelenggaraan 

fungsi Samaptapol sesuai sistem dan metode 

sebagaimana termasuk butir (1). 

Pemberian binibingan tehnis dalani pelaksanaan fungsi 

Samaptapol kepada satuan-satuan Polsek. 

Perencanaan kebutuhan personil, peralatan khusus dan 

anggaran termasuk pengajuan saran / pertimbangan 

penempatan/pembinaan karier personil pengemban 

fungsi Samaptapol dan distribusi peralatan khusus 

sesuai kebutuhan. 

Pengumpulan, pengolahan dan penyajian data. 

Satuan Fungsi Lalu Lintas Pokes, dalam peradaban 

modern berteknologi tinggi, lalu lintas menjadi 

pemiasalahan yang semakin rumit dan sangat cepat 

membengkak. Perkembangannya jauh melampaui intensitas 

dan kualitas pelanggaran, kejahatan atau musibah apapun. 

Kecelakaan lalu lintas telah membawa korban terbesar 

dalam sejarah peradaban manusia, balk korban jiwa 

maupun harta benda. Di Indonesia saja, setiap tahunnya 
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sekitar 10.000 jiwa melayang sebagai aldbat kecelakaan 

lalu lintas di jalan raya. Sedangkan di India tercatat korban 

100.000jiwa pertahun (Mabes Polri, 2005:287). 

Penyebab utama kecelakaan lalu lintas umumnya 

adalah faktor manusia, baik pengemudi kendaraan, pemakai 

kendaraan maupuñ pemakai jalan raya lainnya. Selain 

kecelakaan, kemacetan lalu lintas juga sering dijumpai di 

kota-kota besar di Indonesia dan negara berkembang lainnya. 

Beberapa faktor yang dapat mempengaruhi kemacetan 

tersebut antara lain, pertambahan penduduk dan kendaraan-

bermotor yang jauh melampaui peningkatan jalan raya dan 

sarana lain yang dapat dibangun. Untuk itu ada empat 

langkah yang menjadi ciri tugas Polisi Lalu Lintas yaitu: 

Penegakan hukum lalu lintas (police traffic law 

enforcement) balk dalam upaya preventif maupun 

represif. 

Pendidikan masyarakat tentang lalu lintas (police traffic 

education). 

Rekayasa lalu lintas (police traffic engineering). 

Registrasi dan identifikasi pengemudi dan 

kendaraan bermotor (Reg.Ident). 

Pendidikan masyarakat dan penegakan hukum 

ditujukan untuk mengatur dan mengendalikan perilaku 

masyarakat pemakai jalan. 

Rekayasa lalu lintas ditujukan untuk mewujudkan 

sarana jalan raya yang aman bagi pengemudi dan 

pemakai jalan Iainnya. 

Sedangkan registrasi dan identifikasi 

pengemudi dan kendaraan bermotor, untuk menjamin 

standar keterampilan mengemudi dan administrasi 

keamanan terhadap pemilikan kendaraan bermotor. 
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Satuan Lantas bertugas membina dan dalam 

batas kewenangan yang ditentukan, menyelenggarakan 

fungsi lalu lintas. Hal mi meliputi kegiatan pendidikan 

masyarakat, penegakkan hukum, pengkajian masalah lalu 

lintas, registrasi dan identifikasi pengemudi dan kendaraan 

bermotor serta patroli jalan raga yang bersifat antar 

wilayah. Sedangkan Pembinaan fungsi lalu lintas yang 

dilakukan Satlantas terhadap seluruh jajaran Poires 

meliputi: 

Perumusan/pengembangan sistem dan metode 

termasuk petunj uk-petunjuk pelaksanaan fungsi 

Lantas. 

Pemantauan dan supervisi staf termasuk pemberian 

arahan guna menjamin terlaksananya pembinaan 

Kamtibcarlantas sesuai sistem dan metode 

sebagaimana termasuk butir (1). 

Pemberian 	bimbingan 	teknis 	dalam 

pelaksanaan fungsi Lantas kepada satuan-satuan 

kewilayahan. 

Perencanaan kebutuhan personil, peralatan khusus dan 

anggaran termasuk pengajuan saran pertimbangan 

penempatan/pembinaan karier personil pengemban 

fungsi Lantas dan distribusi peralatan khusus sesuai 

kebutuhan. 

Ditlantas juga berfungsi sebagai penyelenggaraan 

pembinaan teknis penegakan hukum, termasuk 

pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patroli 

lalu lintas serta penyidikan keeelakaan lalu lintas. 

Fungsi lainnya sebagai penyelenggaraan pembinaan 

teknis pendidikan masyarakat berlalu lintas, yang 

meliputi kegiatan penyuluhan, pelatihan dan 

pemberdayaan masyarakat, termasuk pelaksanaan 
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koordinasi dan kerja sama tingkat pusat. Pembinaan 

teknis dan pelaksanaan pengkajian dilakukan 

Satlantas mencakup segala masalah dalam bidang 

enginering/keteknikan yang menyangkut faktor penyebab 

kecelakaan, kemacetan dan pelanggaran lalu lintas. Semua 

mi dilakukan dalam rangka Kamtibcarlantas secara 

menyeluruh. Yang tak kalah penting dan tugas Satlantas 

adalah sebagai penyelenggaraan pembinaan teknis dan 

administrasi registrasi serta identifikasi pengemudi dan 

kendaraan bermotor, termasuk penyiapan materil berupa 

SIM, STNK dan BPKB. Lalu sebagai penyelenggaraan 

patroli jalan raya terutama kegiatan pengawalanl 

pengamanan pejabat VVIP dan pemberikan dukungan 

(back-up) operasional kepada satuan-satuan 

kewilayahan. Terakhir sebagai penyelenggaraan 

pelayanan umum, yang menyangkut informasi lalu 

lintas. mi meliputi informasi kendaraan bermotor, 

pengemudi dan kecelakaan lalu lintas dengan lingkup 

data seluruh jajaran Poiri. 

Peranan mi hanya mungkin dilaksanakan bila 

fungsi polisi sesuai dengan tuntutan kebutuhan masyarakat 

dan dilakukan oleh petugas kepolisian yang berjiwa 

profesional. Dalam zaman reformasi yang penuh dengan 

berbagal gejolak masyarakat, peran polisi menjadi sangat 

penting, terutama untuk menciptakan rasa aman dalam 

kehidupan masyarakat dan meredam berbagai gejolak. 

Tujuan reformasi adalah untuk menuju masyarakat 

madani yang modern dan demokratis. Hal mi menuntut 

peranan polisi yang sesuai fungsinya dengan struktur 

masyarakat madani, yaitu polisi yang harus Iebih 

demokratis dan lebih profesional daripada sebelumnya. 
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Profesionalisme polisi hanya mungkin dapat 

dilakukan dengan memberikan pengetahuan konseptual dan 

teoritikal mengenai berbagai permasalahan sosial dan 

kepolisian, dan kemampuan menganalisa untuk mengatasi 

atau meredamnya. Berbagai permasalahan sosial serta 

berbagai bentuk kejahatan yang kompleks, yang dihadapi 

masyarakat majemuk Indonesia sekarang mi hanya 

mungkin dapat dipecahkan dan diatasi dengan 

menggunakan teori-teori dari ilmu-ilmu pengetahuan secara 

antar bidang. Ilmu kepolisian yang antar bidang hanya 

mungkin dapat dibangun dan dikembangkan serta 

digunakan sebagai acuan bagi peningkatan profesi petugas 

kepolisian, yaitu melalui adanya pendidikan yang simultan 

yang dilakukan Poiri terhadap jajarannya. 

Kemampuan berpikir rnaksimal diperlukan bagi 

polisi profesional, karena berbagai permasalahan sosial dan 

kejahatan yang dihadapi Indonesia dewasa liii juga sangat 

kompleks. mi modal untuk dapat menghasilkan 

kebijaksanaan dan strategi bertindak yang tepat. 

Untuk sampai kesana Poiri, sebagai pranata dan 

organisasi pengayom masyarakat dan penegak hukum, 

sudah perlu memupunyai lembaga ilmiah yang mengkaji 

masalah-masalah sosial dan kepolisian yang terbebas dan 

struktur bin*rasi kepolisian. Lembaga seperti mi di salu pihak 

akan dapat mengembangkan ilmu kepolisian melalui berbagai 

penelitian dan pengkajian yang dilakukannya, dan di lain 

pihak akan dapat menghasilkan rekomendasi-rekomendasi 

yang obyektif dan secara ilmiah dapat dipertanggung-

jawabkan. 

Lewat berbagai kajian itu diharapkan Poiri dapat 

segera mengikis sisa-sisa militeristik yang tertinggal dalam 

dirinya, untuk kemudian mengubahnya sebagai polisi sipil 
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yang profesional. Inggris punya pengalaman yang khas 

untuk melahirkan polisi profesional di negaranya. Pertama- 

tama mereka mengikis budaya militeristik. Mereka 

menyadari penanganan ketertiban dengan cara muter,  

temyata sangat kontradiktif dengan nilai-nilai 

profesionalisme polisi. Maka, mereka menegaskan 

bahwa kepolisian diharapkan dilakukan dengan cara-

cam militer. 

Kemudian, kehendak untuk memiliki korps polisi 

yang profesional mereka tuangkan ke dalam duo 

metodologi. Pertama, menciptakan polisi yang bersemangat 

pencegahan. Kedua, polisi diharuskan menjadi dekat 

dengan rakyat. mi mengisyaratkan, bahwa polisi tidak 

botch menghadapi masyarakat sebagai musuh yang dilawan 

dengan kekerasan, metainkan justru harus dihormati. Pada 

waktu merancang seragamnya, kepolisian menegaskan 

bahwa polisi Inggris hams sedapat mungkin, 

berpenampilan civil sociaty. 

Di tengah-tengah keadaan yang majemuk itu, kini 

Indonesia memasuki babak barn. Era reformasi, 

demokratisasi dan sipil society menjadi daxnbaan 

masyarakat. Berbagai perubahan liii membawa konsekuensi 

bagi Poiri sejak terpisah dari ABRI. Masyarakat 

menginginkan tampitan Potri yang profesional . Potisi sipil 

sahabat rakyat menjadi suatu yang muntlak. Potri dituntut 

melakukan berbagai perubahan dengan menghadirkan 

paradigma barn dalam memberikan perlindungan, 

pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. 

Di banyak negara, jajaran kepolisian selatu 

metakukan perubahan, sehingga ada dinamika datam 

pemolisian. Selalu ada paradigma barn. Sehingga, setiap 

terjadi perubahan di masyarakat, polisi mampu mengikuti 
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perubahan tersebut secara profesional. Tidak ada satu pun 

kepolisian di dunia, terutama di negara-negara demokrasi, 

yang membiarkan dirinya untuk tertinggal dan 

perkembangan masyarakatnya. 

Jika situasi mi terus berlanjut tentu akan membawa 

dampak negatif terhadap masyarakat yang seharusnya 

dilindungi, dilayani dan diayomi Poiri. Apalagi tren 

masyarakat global ke depan cenderung inklusif, penuh 

konflik dan cenderung anarki. Sementara tren nasional 

mengarah ke iklim demokratis tapi sarat disintegrasi. Di sisi 

lain situasi kamtibmas sudah diwarnai trend kejahatan 

transnasional dan mafla global. Melihat situasi ml mau tidak 

mau PoIri perlu terus menerus didorong agar segera berubah, 

baik kinerja maupun kulturnya. Poiri harus segera 

rnewujudkan paradigma barunya sebagai polisi civil 

sociaty yang profesional. Peranan polisi dalam menegakkan 

hukum dan melindungi masyarakat serta berbagai gangguan 

rasa tidak aman dan kejahatan Iainnya, adalah kenyataan 

yang tidak dapat dipungkiri. Dalam situasi sesulit apapun 

Poires sebagai Kesatuan Operasional Dasar wajib 

melindungi masyarakat dan berbagai lembaga dan pranata 

sosial, kebudayaan dan ekonomi yang produktif. 

3.2. Sejarah Militer Indonesia 

3.2.1. Zaman Kemerdekaan 

Tentara Nasional Indonesia (TN!) lahir dalam kancah 

perjuangan bangsa Indonesia mempertahankan kemerdekaan dan 

ancaman Belanda yang berambisi untuk menjajah Indonesia 

kembali melalui kekerasan senjata. TNI merupakan perkembangan 

organisasi yang berawal dari Badan Keamanan Rakyat (BKR). 

Selanjutnya pada tanggal 5 Oktober 1945 menjadi Tentara 

Keamanan Rakyat (TKR), dan untuk memperbaiki susunan yang 
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sesuai dengan dasar militer international, dirubah menjadi Tentara 

Republik Indonesia (TRT). 

Dalam perkembangan selanjutnya usaha pemerintah untuk 

menyempurnakan tentara kebangsaan terus berjalan, seraya 

bertempur dan berjuang untuk tegaknya kedaulatan dan 

kemerdekaan bangsa. Untuk mempersatukan dua kekuatan 

bersenjata yaitu TRI sebagai tentara regular dan badan-badan 

perjuangan rakyat, maka pada tanggal 3 Juni 1947 Presiden 

mengesahkan dengan resmi berdirinya Tentara Nasional Indonesia 

(TNI). (Pusjarah TNI). 

3.2.2. Zaman Revolusi Fisik. 

Pada saat-saat kritis selama Perang Kemerdekaan (1945-

1949), TNI berhasil mewujudkan dirinya sebagai tentara rakyat, 

tentara revolusi, dan tentara nasional. Sebagai kekuatan yang baru 

lahir, disamping TNI menata dirinya, pada waktu yang bersamaan 

harus pula menghadapi berbagai tantangan,, balk dari dalam 

maupun darit luar negeri. Dari dalam negeri, TNI menghadapi 

rongrongan-rongrongan balk yang berdimensi politik maupun 

dimensi militer. Rongrongan politik bersumber dari golongan 

komunis yang ingin menempatkan TNI dibawah pengaruh mereka 

-- 	melalui Biro Perjuangan dan TNI-masyarakat. Sedangkan 

tantangan dari dalam negeri yang berdimensi militer yaitu TNI 

menghadapi pergolakan bersenjata di beberapa daerah dan 

pemberontakan PKI di Madiun serta Darul Islam (DI) di Jawa 

Barat yang dapat mengancam integritas nasional. Tantangan dan 

luar negeri yaitu TNI dua kali menghadapi Agresi Militer Belanda 

yang memiliki organisasi dan persenjataan yang lebih modern. 

Sadar akan keterbatasan TNI dalam menghadapi agresi 

Belanda, maka bangsa Indonesia melaksanakan Perang Rakyat 

Semesta dimana segenap kekuatan TNI dan masyarakat serta 

sumber daya nasional dikerahkan untuk menghadapi agresi 

Universitas Indonesia 

Organisasi Militer..., Wahyu Widiarso Suprapto, FPS UI, 2008



147 

tersebut. Dengan demikian, integritas dan eksistensi Negara 

Kesatuan Republik Indonesia telah dapat dipertahankan oleh 

kekuatan 1141 bersama rakyat. 

Sesuai dengan keputusan Konferensi Meja Bundar (KMB), 

pada akhir tahun 1949 dibentuk Republik Indonesia Serikat (RIS). 

Sejalan dengan itu, dibentuk pula Angkatan Perang RIS (APRIS) 

yang merupakan gabungan 1141 dan KNIL dengan TNI sebagai 

intinya. Pada bulan Agustus 1950 RIS dibubarkan dan Indonesia 

kembali ke bentuk Negara kesatuan. APRIS pun berganti nama 

menjadi Angkatan Perang RI (APR!). 	 - 

Sistem demokrasi parlementer yang dianut pemerintah pada 

periode 1950-1959, mempengaruhi kehidupan TNI. Campur tangan 

politisi yang terlalu jauh dalam masalah intern TNI mendorong 

teijadinya Peristiwa 17 Oktober 1952 yang rnengakibatkan adanya 

keretakan di Iingkungan TNI AD. Di sisi lain, campur tangan itu 

mendorong TNT untuk terjun dalam kegiatan politik dengan 

- mendirikan partai politik yaitu Ikatan Pendukung Kemerdekaan 

Indonesia (IP-KI) yang ikut sebagai kontestan dalam Pemilihan 

Urnum tahun 1955. 

3.2.3. Zaman Demokrasi Liberal 

Periode yang juga disebut Periode bemokrasi LIberal InI 

diwarnai pula oleh berbagai pemberontakan dalam negeri. Pada 

tahun 1950 sebagian bekas anggota KNIL melancarkan 

pemberontakan di Bandung (pemberontakan Angkatan Perang 

Ratu Adil/APRA), di Makassar Pemberontakan Andi Azis, dan di 

Maluku pemberontakan Republik Maluku Selatan (RMS). 

Sementara itu, DI TH Jawa Barat melebarkan pengaruhnya ke 

Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan dan Aceh. Pada tahun 1958 

Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia/Perjuangan Rakyat 

Semesta (PRRI/Permesta) melakukan pemberontakan di sebagian 

besar Sumatera dan Sulawesi Utara yang membahayakan integritas 
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nasional. Semua pemberontakan itu dapat ditumpas oleh TNT 

bersama kekuatan komponen bangsa lainnya. 

3.2.4. Zaman Orde Barn 

Upaya menyatukan organisasi angkatan perang dan 

Kepolisian Negara menjadi organisasi Angkatan Bersenjata 

Republik Indonesia (ABRI) pada tahun 1962 merupakan bagian 

yang penting dari sejarah TNT path dekade tahun enampuluhan. 

Menyatunya kekuatan Angkatan Bersenjata di bawah satu 

komando, diharapkan dapat mencapai efektifitas dan efisiensi 

dalam melaksanakan perannya,, serta tidak mudah terpengaruh oleh 

kepentingan kelompok politik tertentu. Namun hal tersebut 

menghadapi berbagai tantangan, terutama dari Partai Komunis 

Indonesia (PKI) sebagai bagian dari komunisme intemasional yang 

senantiasa gigih berupaya menanamkan pengaruhnya ke dalam 

tatanan kehidupan bangsa Indonesia termasuk ke dalam- tubuh 

ABRI melalui penyusupan dan pembinaan khusus, serta 

memanfaatkan pengaruh Presiden/Panglima Tertinggi ABRI untuk 

kepentingan politiknya. 

Upaya PM makin gencar dan memuncak melalui kudeta 

terhadap pemerintah yang syah oleh G30S/PKI, mengakibatkan 

bangsa Indonesia saat itu dalam situasi yang sangat knitis. Dalam 

kondisi tersebut TNT berhasil mengatasi situasi kritis 

menggagalkan kudeta serta menumpas kekuatan pendukungnya 

bersama-sama dengan kekuatan-kekuatan masyarakat bahkan 

seluruh rakyat Indonesia. 

Dalam situasi yang serba chaos itu, ABRI melaksanakan 

tugasnya sebagai kekuatan Hankam dan sebagai kekuatan Sospol. 

Sebagai alat kekuatan hankam, ABRI menumpas pemberontak PM 

dan sisa-sisanya. Sebagai kekuatan Sospol ABRI mendorong 

terciptanya tatanan politik baru untuk melaksanakan Pancasila dan 

UIJD 45 secara mumi dan konsekwen. 
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Sementara itu, ABRI tetap melakukan pembenahan diii 

dengan cara memantapkan integrasi internal. Langkah pertama 

adalah mengintegrasikan doktrin yang akhirnya melahirkan doktrin 

ABRI "Catur Dharma Eka Karma" (Cadek). Doktrin mi 

berimplikasi kepada reorganisasi ABRI serta pendidikan dan 

latihan gabungan antara Angkatan dan Poiri. Disisi lain, ABRI juga 

melakukan integrasi eksternal dalam bentuk kemanunggalan ABRI 

dengan rakyat yang diaplikasikan melalui program ABRI Masuk 

Desa (AMD). 

3.2.5. Era Reforinasi 

Peran, Fungsi dan Tugas TNI (dulu ABRI) juga mengalami 

perubahan sesuai dengan Undang-Undang Nomor: 34 tahun 2004. 

- 	- 	 TN! berperan sebagai alat negara di bidang pertahanan yang dalam 

menjalankan tugasnya berdasarkan kebijakan dan keputusan politik 

negara. TN! sebagal alat pertahanan negara, berfungsi sebagai: 

penangkal terhadap setiap bentuk ancaman militer dan ancaman 

bersenjata dari luar dan dalam negeni terhadap kedaulatan 

keutuhan wiiayah, dan keselamatan bangsa, penindak terhadap 

setiap bentuk ancaman sebagaimana dimaksud di atas, dan pemulih 

terhadap kondisi keamanan negara yang terganggu akibat 

kekacauan keamanan. 

Tugas pokok TN! adalah menegakkan kedaulatan negara, 

mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik 

Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia Tahun 1945, seth melindungi segenap 

bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan 

gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara. 

Tugas pokok itu dibagi 2(dua) yaitu: operasi militer untuk 

perang dan operasi militer selain perang. 

Operasi militer selain perang meliputi operasi mengatasi 

gerakan separatis bersenjata, mengatasi pemberontakan bersenjata, 
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mengatasi aksi terorisme, mengamankan wilayah perbatasan, 

mengamankan objek vital nasional yang bersifat strategis, 

melaksanakan tugas perdamaian dunia sesuai dengan kebijakan 

pôlitik luar negeri, mengamankan Presiden dan Wakil Presiden 

beserta keluarganya, memberdayakan wilayah pertahanan dan 

kekuatan pendukungnya secara dini sesuai dengan sistem 

pertahanan semesta, membantu tugas pemerintahan di daerah, 

membantu Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam rangka 

tugas keamanan dan ketertiban masyarakat yang diatur dalam 

undang-undang, membantu mengamankan tamu negara setingkat 

kepala negara dan perwakilan pemerintah asing yang sedang 

berada di Indonesia, membantu menanggulangi akibat bencana 

alam, pengungsian, dan pemberian bantuan kemanusiaan, 

membantu pencarian dan pertolongan dalam kecelakaan (search 

and rescue) serta membantu pemerintah dalam pengamanan 

pelayaran dan penerbangan terhadap pembajakan, perompakan dan 

penyelundupan. 

Sementara dalam bidang reformasi internal, TNt sampai 

saat mi masih terus melaksanakan reformasi internalnya sesuai 

dengan tuntutan reformasi nasional. TNT tetap pada komitmennya 

menjaga agar reformasi internal dapat mencapai sasaran yang 

diinginkan dalam mewujudkan Indonesia barn yang lebih balk 

dimasa yang akan datang dalam bingkai tetap tegaknya Negara 

Kesatuan Republik Indonesia. Bahkan, sejak tahun 1998 

sebenarnya secara internal TN! telah melakukan berbagai 

perubahan yang cukup signifikan, antara lain: 

Pertama, merumuskan paradigma barn peran ABRI Abad 

XXI; Kedua, merumuskan paradigma barn peran TNT yang lebih 

menjangkau ke masa depan, sebagai aktualisasi atas paradigma 

barn peran ABRI Abad XXI; Ketiga; pemisahan Poiri dari ABRI 

yang telah menjadi keputusan Pimpinan ABRI mulai 1 April 1999, 

sebagai Transformasi Awal; Keempat, penghapusan Kekaryaan 
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ABRI melalui keputusan pensiun atau alih status. (Kep: 

031)11111999); Kelima, penghapusan Wansospolpus dan 

Wansospolda/Wansospolda Tk-I; Keenam, penyusutan jumlah 

anggota F.TNIIPoIri di DPR RI dan DPRD I dan II dalam rangka 

penghapusan fi*ngsi sosial politik; Ketujuh; TNI tidak lagi terlibat 

dalam Politik Praktis/day to day politics; Kedelapan, pemutusan 

hubungan organisatoris dengan Partai Golkar dan mengambil jarak 

yang santa dengan semua parpol yang ada; Kesembilan, komitmen 

dan konsistensi netralitas TNI dalam Pemilu; Kesepuluh, penataan 

hubungan TNI dengan KBT (Keluarga Besar TNI); Kesebelas, 

revisi Doktrin TNI disesuaikan dengan Reformasi dan Peran ABRI 

Abad XX!; Keduabelas, perubahan Staf Sospol menjadi Staf 

Komsos; Ketigabelas, perubahan Kepala Staf Sosial Politik 

(Kassospol) menjadi Kepala Staf Teritorial (Kaster); 

Keempatbelas, penghapusan Sospoldam, Babinkardam, Sospoirem 

dan Sospoldim; Kelimabelas, likuidasi Staf Syawan ABRI, Staf 

Kamtibmas ABRI dan Babinkar ABRI; Keenambelas, penerapan 

akuntabilitas publik terhadap Yayasan-yayasan milik TNIIBadan 

Usaha Militer; Ketujuhbelas, likuidasi Organisasi Wakil Panglima 

TNI; Kedelapanbelas, penghapusan Bakorstanas dan 

Bakorstanasda; Kesembilanbelas, penegasan calon KDH dari TNI 

sudah harus pensiun sejak tahap penyaringan; Keduapuluh, 

penghapusan Posko Kewaspadaan; Keduapuluh satu, pencabutan 

materi Sospol ABRI dari kurikulum pendidikan TNI; Keduapuluh 

dua, likuidasi Organisasi Kaster TNI; Keduapuluh tiga, likuidasi 

Staf Komunikasi Sosial (Skomsos) TNI sesuai SKEP Panglima 

TNI No.21/ Vu 2005; Keduapuluh empat, berlakunya doktrinl'NI 

"Tri Dharma Eka Karma (Tridek) menggantikan "Catur Dharma 

Eka Karma (Cadek) sesuai Keputusan Panglima TNI nomor 

Kep/2/112007 tanggal 12 Januari 2007. 
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Sebagai alat pertahanan negara, TNT berkomitmen untuk 

terus melanjutkan reformasi internal TNI seiring dengan tuntutan 

reformasi dan keputusan politik negara. 
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4. 	HASIL PENELITIAN UNSUR MIL1TER PADA POLRI 

Sesuai tujuan penelitian mi, identifikasi unsur-unsur, indikator-indikator 

kepolisian dan militer diimplementasikan dalarn Kepolisian Negara Republik 

Indonesia. 

Kerangka dasar unsur-unsur kepolisian dan militer telah diuraikan pada 

bab sebelumnya. Satu-per satu unsur tersebut digambarkan keberadaannya dalam 

Kepolisian Negara Republik Indonesia. Setelah itu kategorisasi seperti militer dan 

bukan militer berdasarkan unsur kepolisian dan militer sebagaimana diperoleh 

dari studi literatur. 

Berikut mi adalah gambaran unsur-unsur dari Kepolisian dan Militer: 

4.1. Atribut, Simbol, Uniform 

Secara umum implementasi unsur atnibut simbol dan uniform dan 

beberapa indikatomya tampak jelas pada saat personil kepolisian memakai 

pakaian. Secara lebih terinci mengacu pada indikator unsur-unsur militer 

atnibut, simbol, uniform, dapat dipaparkan sebagai berikut: (Skep. Kapoiri 

No. Pol. : Skep. 1259/Xt2000). 

Unsur uniform seragam sangat terlihat je!as pada semua satuan. 

Unsur baret sangat terlihatjelas pada satuan fungsi Samapta, Polisi Perairan, 

Polisi Udara dan Brimob. Unsur baju dinas sangat terlihat jelas pada setiap 

personil. Unsur sepatu khusus sangat terlihat jelas pada satuan fungsi 

Samapta, Lantas dan Brimob. Unsur lambang korps seluruh satuan yang ada 

pada organisasi Poiri. Unsur tanda kewenangan terlihat pada setiap personil 

yang mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam jabatan masing-masing. 

Tandajabatan menjadi seperti militer ketika petugas tersebut merasa diawasi 

semua orang, sebab semua orang tahu apa jabatannya sehingga akan 

semakin otoriter. 
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Unsur tanda pangkat sangat terlihat jelas pada setiap personil yang 

mengggunakan pakaian dinas. Pada konteks mi maka tanda kepangkatan 

cenderung militer terutama bagi aktualisasi kreatifitas petugas. Tanda 

kepangkatan juga membuat petugas di lapangan tidak mampu untuk berbuat 

banyak ketika berhadapan dengan petugas lain yang berpangkat lebih tin ggi 

darinya, misalnya ketika petugas bintara hams berhadapan dengan seseorang 

yang yang kebetulan seorang pejabat suatu instansi (Pemerintahan/TNI) 

yang golongan III/berpangkat perwira. Rasa inferioritas kepangkatan 

cenderung membendung potensi kreatifitas petugas di lapangan. 

Unsur tanda kualifikasi kcmampuan terlihat terlihat jelas. Unsur 

tongkat komando sangat terlihat jelas pada personil yang menggunakan 

sesuai denganjabatan setara dengan KapolresfKaden keatas. 

4.2. Sikap dan Tindakan 

Gambar4.1. 

Perbedaan dan Persamaan POLRI TNIJABRI 

Sumber :Skep KapolriIO2/1/1 980 

Secara umum implementasi unsur militer sikap dan tindakan hampir 

mewarnai seluruh personil. Secara lebih terinci mengacu pada indikator 

unsur-unsur militer sikap dan tindakan, dapat dipaparkan sebagai berikut 

(Keputusan Kapoiri No. Pol.: Kep/74/)W2003). 
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Unsur mengutamakan kekuatan fisik sangat terlihat jelas dalam 

jukiak dan juknis dari masing-masing satuan terutarna bidang operasional 

yang melakukan penindakan kepolisian contoh pada satuan fungsi Samapta, 

Lantas dan Brimob, sementara pada satuan fungsi Reskrim, Narkoba, 

Intelkam, Binamitra unsur mengutamakan kekuatan fisik tidak terlihat. 

Unsur mementingkan ikatan kelompok dari pada perorangan sangat terlihat 

jelas pada satuan fungsi Samapta, Lantas dan Brimob (Wenas, 2006:74). 

Unsur militansi tinggi sangat terlihat jelas pada satuan fungsi Samapta dan 

Brimob, Den88AT sementara pada satuan fungsi Resknim, Narkoba, Lantas, 

Intelkam, Binamitra, unsur militansi tinggi tidak terlihat. Unsur inovasi 

cenderung rendah sangat terlihat jelas pada satuan fungsi Samapta dan 

Brimob, sementara pada satuan fungsi, Reskrim, Narkoba, Intelkam, 

Binamitra dan Den88AT unsur inovasi cenderung rendah tidak terlihat. 

Unsur sikap hormat (siap) sangat terlihat jelas pada satuan fungsi Samapta 

dan Brimob, sementara pada satuan fungsi, Reskrim, Narkoba, Intelkam, 

Binamitra dan Den88 AT unsur sikap hormat (siap) tidak terlihat. Unsur 

patuh pada pimpinan sangat terlihat jelas pada semua satuan fungsi Samapta, 

Lantas, Brimob, Reskrim, Narkoba, Intelkam, Binamitra dan Den88AT. 

Unsur hubungan senior yunior sangat terlihat jelas pada satuan fungsi 

Samapta, Brimob dan Den88AT, sementara pada satuan fungsi, Reskrim, 

Narkoba, Lantas, Intelkam, dan Binamitra unsur hubungan senior yunior 

tidak terlihat. Unsur hubungan pimpinan bawahan pada semua satuan. Unsur 

loyal itas pada pimpinan sangat terlihat jelas pada semua satuan contoh 

fungsi Samapta, Lantas, Brimob, Reskrim, Narkoba, Intelkam, Binamitra 

dan Den88AT. Unsur tanggap terhadap pimpinan sangat terlihat jelas pada 

semua satuan. 

Unsur disiplin ketat sangat terlihat jelas pada satuan fungsi Samapta 

dan Brimob, sementara pada satuan fungsi, Reskrim, Narkoba, Lantas, 

Intelkam, Binamitra dan Den88AT. 
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4.3. Struktur Organisasi 

Gambar 4.2. 

Struktur Organisasi 

(Terlampir pada Lampiran 4) 

Secara umurn Implementasi unsur militar struktur organisasi masih 

mewarnai keseluruhan satuan atau bagian, hanya pada indikator hirarkis 

kaku tidak begitu menonjol tapi indikator lain masih tampak. Secara lebih 

terinci mengacu pada indikator unsur-unsur militer struktur organisasi, dapat 

dipaparkan sebagai berikut: 

Unsur hierarkis kaku sangat terlihatjelas pada satuan fungsi Samapta 

dan Brimob, sementara pada satuan fungsi Reskrim, Narkoba, Lantas, 

Intelkam, Bina Mitra dan Den88AT serta satuan pembinaan yang lain unsur 

hirarkis kaku tidak terlihat. 

Unsur perintah tugas bukan penugasan sangat terlihat jelas path 

semua satuan. Unsur koordinasi terbatas sangat terlihat jelas pada satuan 

(yang melakukan operasional dilapangan) seperti fungsi Samapta, Brimob 

dan Den88AT, kecuali pada satuan fungsi Reskrim, Narkoba, Lantas, 

Intelkam, dan Bina Mitra unsur koordinasi terbatas tidak terlihat. 

Unsur prosedur-prosedur baku sangat terlihat jelas pada satuan 

fungsi Samapta dan Brimob, sementara pada satuan fungsi Reskrim, 

Narkoba, Lantas, Intelkam, Bina Mitra dan Den88AT serta bidang 

pembinaan yang lain unsur prosedur-prosedur baku tidak terlihat. 

Unsur kemampuan manajerial administratif sangat terlihat jelas pada 

semua satuan. Unsur SDM dituntut mahir tapi ada pembatasan kreatifitas 

individual sangat terlihat jelas pada semua satuan. Unsur HTCK yang kaku 

sangat terlihat jelas pada semua satuan fungsi Samapta, Reskrim, Narkoba, 

Lantas, Intelkam, Bina Mitra, Brimob dan Den88AT serta satuan 

operasional yang lain 
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4.4. Peralatan 

Secara umum implementasi indicator militer peralatan cenderung 

jelas terlihat pada satuan contoh Samapta, Brimob, Polisi Perairan,Lantas 

dan Den88AT, sementara pada satuan fungsi Iainnya cenderung tidak 

terlihat, hanya dipergunakan pada waktu mendesak saja seperti satuan 

Reskrim, Narkoba, Intelkam, Lantas (pengawalan dan penindakan). Untuk 

Bina Mitra penggunaan peralatan yang mematikan tidak dipergunakan 

(Surat Telegram Kapolri No.Pol.:T/03/1/2002). 

Secara lebih terinci mengacu path indikator militer peralatan, dapat 

dipaparkan sebagai berikut: Unsur penggunaan jenis peralatan yang 

mematikan atau menghancurkan sangat terlihat jelas pada satuan fungsi 

Brimob dan Den88AT, sementara pada satuan fungsi Samapta, Reskrim, 

Narkoba, Lantas, Intelkam, dan Bina Mitra unsur penggunaan jenis 

peralatan yang mematikan atau menghancurkan tidak terlihat. Unsur 

penggunaan peralatan khusus atau satuan khusus sangat terlihat jelas pada 

satuan fungsi Samapta, Brimob, dan Den88AT, sementara pada satuan 

fungsi Reskrim, Narkoba, Lantas, Intelkam, dan Bina Mitra unsur 

penggunaan peralatan khusus atau satuan khusus tidak terlihat. 

4.5. Gaya Kepemimpinan 

Secara umum implementasi unsur militar kepemimpinan/gaya tidak 

begitu menonjol kecuali sikap tegas dan keras yang mewarnai hampir semua 

kesatuan. Secara lebih terinci mengacu pada indikator unsur-unsur militer 

gaya kepemimpinan, dapat dipaparkan sebagai berikut: Unsur gaya otoritatif 

sangat terlihat jelas pada satuan fungsi Brimob dan Den88AT, sementara 

pada satuan fungsi Samapta, Reskrim, Narkoba, Lantas, Intelkam, dan 

Binamitra serta satuan pembinaan yang lain unsur gaya otoritatif tidak 

terlihat. Unsur gaya main tunjuk dan perintah tidak terlihat pada semua 

satuan. Unsur vama feodal tidak terlihat pada semua satuan. Unsur warna 

resisten terhadap perubahan tidak terlihat pada scmua satuan. 

157 

Universitas Indonesia 

Organisasi Militer..., Wahyu Widiarso Suprapto, FPS UI, 2008



4.6. Pendidikan dan Pelatihan 

ambar 4.3. 

Pendidikan dan Pelatihan 

(Sumber: Sejarah Perkembangan Keplisian Di Indonesia; hal 89-99) 

erdasarkan Silabus kurikulum Kepolislan iJunla, tetap 

mencantumkan pengajaran militer minimal 20%. (Curiculum Police 

Academy, NYPD, New Yorlr 1998). Jadi dalam pendidikan dan pelatihan 

pembentukan menjadi seorang anggota Poiri tetap memasukkan materi dan 

bahan pengajaran militer minimal 20% dari jumlah yang diajarkan. 

Berdasarkan pedoman yang disampaikan oleh Menhankarn/Pangab 

"Militansi yang dituntut dari setiap anggota Poini memang menuntut adanya 

pendidikan dan latihan yang mirip dengan kemiliteran, namun janganlah 

hendaknya mi melahirkan sikap yang mendorong dilakukannya hanya 

tindakan-tindakan kemiliteran. Hendaknya sebagai pedoman diperhatikan 

bahwa yang dihadapi oleh kepolisian , belum dapat dikategorikan ke dalam 

sebutan demikian. Yang dihadapi oleh Poini adalah warga negara dan orang 

lain yang dilindungi oleh hukum dan hak azasi manusia" (Skep Kapoiri No. 

02/111982:12). 

Dalam unsur pendidikan dan Pelatihan peneliti mengambil contoh 

pendidikan yang ada di Akpol karena sudah bisa mewakili dari semua 

Lemdik Polri yang ada. Pengumuman nomor: P/0211V/2007 tanggal 17 April 

2007, lembaga pendidikan mi menyatakan bahwa untuk tahun anggaran 
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2007 hanya menerima dari level strata-i maupun strata-2 baik dari sumber 

pegawai Polri (bintara) dan dari sumber masyarakat umum. Kehidupan 

selama mengikuti pendidikan meliputi kurikulum, pengasuhan maupun 

aturan pendidikan siswaltaruna nya. Berikut mi gambaran bagaimana 

kebenlakuan unsur militer itu. 

Berdasarkan Perduptar Dikdasbhara merupakan pendidikan dasar 

bagi para taruna dilakukan hampir sama dengan pendidikan dasar militer. 

Penanaman disiplin dan idealisme paramiliter terlihat mewarnai pendidikan 

tersebut. Pakaian hijau, berheim, bersenjata panjang merupakan salah satu 

contoh penanaman doktnin 	idealisme militansi, mengikuti ideologi 

paramiliter, yang menekankan ketaaatan pada perintah, loyal pada pimpinan 

disosialisasikan ke taruna (Perduptar pasal 10 hurufb). 

Dalam latihan tersebut, juga diajarkan materi dasar pelajaran khas 

militer seperti bans berbaris dan penghormatan. Mateni tersebut diajarkan 

nyaris tidak ada perbedaan dengan tatacara militer berbaris dan melakukan 

penghorrnatan. Pelatihan mi menekankan pada militansi dan kepatuhan 

taruna melakukan perintah komando. Pelajaran dan materi tersebut diatas 

ditunjang dengan metode hukuman dan penghargaan yang diberikan sebagai 

konsekuensi atas penilaku yang tidak sesuai dengan standar. 

Doktrin bela negara, ideologi negara, cinta tanah air, bangsa dan 

negara ala militer juga terlihat dalam lagu-lagu yang dinyanyikan taruna 

ketika berbaris atau berlani. Nuansa pertempuran, hidup mati dan semangat 

juang ala tentara tercermin dalam link lagu dan intonasi lagu. Didalam 

perduptar pun terdapat doktnin kecintaan tanah air tersebut. Untuk 

menanamkan rasa nasionalisme yang tinggi dan kejuangan yang besar serta 

nasa cinta tanah air, Taruna harus mampu menunjukkan sikap hormat pada 

saat menyanyikan atau mendengarkan lagu kebangsaan "Indonesia Raya" 

maupun lagu-lagu wajib lainnya. Taruna harus menguasai lagu-lagu wajib. 

Pelanggaran terhadap Pasal mi dikenakan sanksi 	tindakan disiplin 

(Perduptar pasal 19-26). 
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Secara umum unsur militer pada kurikulumlpengajaran di Lembaga 

Pendidikan Poiri cenderung terlihat pada masih menonjolnya pengajaran dan 

kurikulum tentang bela negara dan ideologi negara, karena agar membentuk 

siswa untuk memahami tugas dan fungsi Poiri secara tuntas (Perduptar pasal 

19). 

Pada pola pengasuhan cenderung terlihat balk dalam uniform, 

potongan rambut, pemakian tanda kualifikasi, ikatan kelompok, hubungan 

senior-yunior pada hubungan senior-yunior menampakkan hubungan bagai 

langit dan bumi dan hubungan senior-yunior menampakkan hubungan 

kurang harinonis meskipun banyak perubahan,, atasan-bawahan, dan disiplin 

ketat. 

Path peraturan kehidupan terutama siswa pembentukan cenderung 

terlihat baik dalam bans berbaris, makan, tidur, beraktivitas dan dalam 

asrama/barak. karena ikut membentuk kedisiplinan dan ketangguhan siswa 

Dikiat Poini (Perduptar pasal 22). 

Pola pengasuhan di Akpol banyak dilakukan oleh pam pengasuh, di 

jajaran mentar (resimen taruna) juga dilakukan para taruna senior. walaupun 

sudah banyak berkurang tetapi pengasuhan yang bernuansa paramiliter 

masih terlihat. Tata cara menghormat kepada pimpinan atau senior, 

pelaksanaan makan bersama yang menggunakan tatacara ala west poin 

merupakan salah satu contoh. Cara makan di Akpol tertib, mulai dari cara 

makan, cara mengambil makanan, jenis makanan, letak makanan, masing-

masing ada maknanya, termasuk posisi duduk taruna tingkat 1, tingkat k 2 

dan tingkat 3 yang disatukan dalam satu meja makan. Pola pengasuhan 

kepada taruna juga menekankan kedisiplinan militer. Militansi, ketegasan 

dan kepatuhan menjadi utama. Hierarkhi antara taruna tingkat satu dan tiga 

misalnya masih menunjukan kesan perbethan bumi langit, yaitu suatu 

doktnin keberadaan yang sangat tajam antara tingkat satu ke tingkat dua dan 

ke tingkat tiga, kondisi ml diatasi dengan adanya kakak-asuh dan adik asuh. 
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Metode hukuman dan penghargaan juga masih menjadi senjata 

utama dalarn mengelola pengasuhan taruna. Seperangkat peraturan terkalt 

tatacara hidup dan berperilaku taruna dibuat rinci dan mengikat. Peraturan 

tersebut menjadi standar prilaku. Bila taruna mampu berbuat sesual aturan 

maka Ia akan diberi penghargaan berupa ketiadaan hukuman. Sebaliknya 

bila tidak mampu melakukan standar tersebut maka hukuman diterapkan. 

Walaupun hukuman sudah tidak menggunakan hukuman fisik berupa 

pemukulan dan sejenisnya tetapi penindakan fisik yang lain tetap digunakan 

selain hukuman disiplin berupa administrasi (Perduptar pasal 6). 

Sebagaimana telah disinggung diatas, seperangkat aturan kehidupan 

siswa dibuat untuk menjadi standar prilaku pam taruna. Aturan tersebut 

sedemikian rincinya sehmgga cam taruna berjalan pun diatur dan memiliki 

standar. Aturan tersebut menunjukan paradigma dasar pola pengasuhan dan 

pembinaan taruna berbasis otoritatif. Asumsi dasarnya adalah bahwa taruna 

adalah pemalas dan cenderung menghindari tugas dan disiplin. Oleh karena 

itulah harus diatur dan ditekankan terus tatacara dalam berprilaku, 

pengaturannya harus rinci dan diberikan sanksi bagi pelanggarnya. Hal mi 

memang efektif untuk rneningkatkan disiplin tetapi mematikan kreatifitas 

dan kemampuan untuk berdisiplin mandiri. 
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5. 	FUNGSIONALITAS UINSUR-UNSUR MILITER PADA POLIU 

Berdasarlan deskripsi mengenai unsur-unsur militer pada institusi Poiri 

seperti yang telah dijelaskan path bab 4, maka path bab mi peneliti menjelaskan 

lebih jauh mengeaai fungsi maupun disfungsi dari setiap unsur kepolisian yang 

dilihat dari indikator-indikatomya meliputi Pertama,, atnibut, simbol dan uniform. 

Kedua, sikap dan tindakan. Ketiga, struktur organisasi. Keempat, peralatan. Kelima, 

gaya kepemimpinan. Keenam, pendidikan dan pelatihan. 

Setelah dianalisa identifikasi indikator militer dalam organisasi Kepolisian, 

maka dapat ditelusuri sisi yang menunjukkan bahwa Kepolisian bukan militer 

dengan indikator-indikator militer tersebut dengan studi literatur. 

Sisi yang menunjukkan bahwa Kepolisian itU bukan militer disini merupakan 

gambaran tugas keseharian yang ditunjuickan jalannya organisasi tersebut. Peraturan 

dalam organisasi Kepolisian yang teraplikasi oleh personil Poiri (pimpinan atau 

anggot), dalam mtija1ankan tugas dan tindakan kepo1iian kinetja leinbaga 

kepolisian secara umum (Kep. Kapoiri 54/X!2002). 

Penjabaran Kepolisian bukan militer diuraikan satu per satu menurut 

thdikator-inducator militer mulái unsur atnbut uniform-simbtháfribut, sikap dan 

tindakan, struktur organisasi, peralatan, gaya kepemimpinan dan pendidikan! 

pelatihan. 

5.1. Atribut, Simbol, Uniform 

Kapoiri Jendral Susanto dalam POLRJ: Menuju Era Baru Pacu Kinerfa 

Tingkatkan Citra, menjelaskan bahwa dalam rangka pemeliharaan keamanan dan 

ketertiban maka kehadiran polisi berseragam sangat dibutuhkan, menurutnya untuk 

kesatuan yang ada di tiap satuan (Polda, Poiwil, Poires, Sektor) 2/3 kekuatan 
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merupakan polisi berseragam dan 2/3 dari polisi berseragam diwajibkan berada 

ditengah masyarakat dan 1/3 nya menjadi cadangan. 

Salah satu ciii yang melekat dan polisi berseragam adalah uniform, simbol 

dan atribut yang dipergunakan (Skep. Kapoiri No. Pol. : Skep. 1259/X/2000). Pada 

bab IV, telah dibahas mengidentifikasi bahwa unsur militer dalam atribut-simbol-

uniform yang menonjol adalah baju seragam, baret, sepatu khusus, tanda 

kewenangan, tanda pangkat, tanda kualifikasi, dan rambut, dan yang dikategorikan 

sebagai kesatuan polisi tidak berseragam. 

Seragam dinas kepolisan adalah seragam yang ditetapkan sebagai seragam 

dinas masing-masing satuan secara formal. Baju seragam dinas kepolisian ada 

bermacam-macam antara lain PDH (pakaian Dinas Harian), PDL (Pakaian Dinas 

Lapangan), PDU ( Pakaian Dinas Upacara, ada PDU 1, PDU2, PDU3 dan PDU 4, 

sesuai aturan yang berlaku. Dalam baju seragam tersebut terdapat atribut antara lain 

tanda pangkat, tanda kewenangan, tanda jabatan serta tanda kualifikasi Kemampuan. 

Tanda pangkat menunjukkan posisi anggota tersebut dalam hirarki kepangkatan 

institusi Poiri. Tanda kewenangan menunjukkan personil adalah petugas operasional 

bukan berdinasdi staf atau di lembaga pendidikan. Tanda kepangkatan, sebagaimana 

diuraikan diatas menunjukkan hirarki kepangkatan path istitusi Poiri. Pembedaan 

hirarki semacam mi, memang sangat khas militer. Tujuannya agar masing-masing 

anggota polisi tahu siapa pimpinan dan siapa yang bukan pimpinan, siapa senior dan 

siapa yunior, siapa yang berhak memerintah dan siapa yang diperintah. Pada konteks 

birokrasi Polri maka pangkat tersebut untuk membedakan posisi masing-masing 

personil. Walaupun begitu, identitas pangkat yang kentara sekali terkadang membuat 

personil yang berada pada level pangkat bawah menjadi tidak berani berbuat lain 

selain yang diperintahkan pinipinannya. 

Tanda jasa adalah tanda yang menunjukan jasa secara formal atas 

keberhasilan personil tersebut dalam melakukan tugas-tugasnya (Vademikum 

Tingkat I Polri 1996:109). Tanda jasa tersebut banyak diberikan ketika petugas 
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selesai melaksanakan operasi-operasi khusus. Dizaman dulu, tanda jasa banyak 

diberikan kepada personil yang usai melaksanakan tugas merebut kemerdekaan dan 

mempertahankannya, Operasi Pembebasan Irian Barat (sekarang Papua), Seroja di 

Timor Timur dan lain-lain. Konteks bukan militer jika petugas yang memakai 

merasa bangga, maka tanda jasa menjadi berarti membuat petugas tersebut 

diharapkan lebih semangat dalam bekeija dan memberi contoh bagi petugas lain 

untuk mendapat tanda jasa tersebut. Sedangkan tanda jabatan, hampir sama dengan 

tanda pangkat, digunakan untuk membedakan jabatan satu dengan yang lainnya. 

Dengan tanda tersebut, semua orang menjadi tahu apa jabatan petugas tersebut. 

Unsur tanda kualifikasi dan tanda jabatan sangat terlihat jelas pada personil yang 

menggunakan sesuai dengan jabatan yang diembannya mi akan tidak menampakkan 

militer apabila tanda-tanda tersebut tidak digunakan untuk menujukkan klasifikasi 

semakin otoritemya yang memakai tanda tersebut dalam pelaksanaan tugas. Hal 

tersebut hanya menunjukkan bahwa pemakai mempunyai kemampuan dan jabatan 

saja dan tidak digunakan untuk kebanggaan yang berlebihan. Merupakan bagian dan 

kegiatan perawatan moril kedinasan personil Poiri. 

Untuk pakaiannya berbeth-beda antara anggota staf, anggota patroli dan 

anggota dalmas. Sepatu patroli, memakai sepatu lars dan lengan panjang. Menurut 

pirnpiiiairkesaivau;-patro1i-memakai lGngflnpanjaflg_dan_sepa .lbijp., mi"a d.a.. 

memakai lengan panjang dan laras tersebut. Pada seragain tersebut terdapat 

bermacam atribut yang terpasang. Salah satunya adalah baret, penggunaannya 

berdasarkan peraturan Kapoiri. Baret adalah penutup kepala yang lazim digunakan 

pada personil militer. Walaupun begitu ada perbedaan signifikan, baret yang 

digunakan kesatuan polisi dan kesatuan militer, terletak pada keminingan baretnya. 

Militer sebagai pasukan tempur biasanya memiliki baret miring ke kiri, menandakan 

mereka adalah pasukan tempur, sedangkan kesatuan kepolisian bergerak dibidang 

penegakan hukum berbaret miring ke kanan. Baret sangat tampak pada kesatuan 

tugas Samapta, bentuknya berwarna cokiat, diujungnya terdapat emblem simbol 
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tongkat silang lambang korps Samapta . Unsur militer lain yaitu masih digunakan 

istilah muter seperti Danton, Danid. 

Berbeda dengan dengan anggota yang tidak berseragam (Jukiak dan Juknis 

penggunaan Pakaian DinasfKhusus). Artinya didalam pemolisiannya anggota reserse 

memakai baju layaknya masyarakat yang lain. Karena mereka berbaju preman maka 

segala sesuatu yang terkait dengan baju seragam seperti sepatu dinas, tanda 

kepangkatan, dan tanda jabatan menjadi tidak relevan untuk diuraikan. Salah satu 

tujuan memakai pakaian preman adalah fungsional untuk menimbulkan citra yang, 

tidak seram, menimbulkan citra yang siap melayatii, menimbulkan citra 

kesederajatan. Dalarn dinas menggunakan pakaian preman (bebas) rapi, tak ada 

simbol-simbol khusus hanya lencana saja yang menjadi ciii khas. Lambang korps 

memberi arti simbolik pada tugas kesatuan yang ada seperti yaitu harus bergerak 

secepat anak panah (keija keras), waspada, tabah untuk memberikan lambang 

pelaksanaan tugas yang harus dicapai. 

Untuk bagian Binamitra menggunakan seragam. Simbol dan atribut pada 

bagian Binamitra terlihat pada pakaian dinas mereka, baik tanda kepangkatan, tanda 

kewenangan dan tanda kualifikasi kemampuan tertentu. Tanda kepangkatan 

-_memwjukkan..psisi hirarki kepangkatan yang bersangkutan, tanda mi menunjukan 
identitas pangkat personil 

Untuk Satfung Intelejen berkategori polisi tidak berseragam. Pam anggota 

kesatuan sesuai peraturan diperkenankan memakai baju dinas non polisilkhusus. 

Untuk satuan Brimob, satuan mi berbeda dengan satuan fungsi lain selalu 

memakai pakaian uniform dalam melakukan tugasnya kecuali saat melakukan fungsi 

kewilayahan seperti membantu, mengantikan fungsi tugas polisi umum. Penampilan 

satuan mi sangat kental dengan uniform meliputi ciri-ciri atribut dan simbol diatas, 

untuk menunjukkan petugas yang sedang menjalankan tugas dalam kesatuan, 

mempunyai kewenangan, jabatan, kemampuan sesuai dengan ketentuan di kesatuan 

brimob. Bagi anggota Brirnob, menggunakan atribut-atribut kepangkatan, istilah- 
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istilah militer (Danru, Danton, Danki), tanda jabatan sampai dengan tongkat 

komando, bisa menonjolkan sikap korek, jati diii, kegagahan dan kewibawaan baik 

untuk yang memakai maupun untuk kesatuannya. Menurut pimpinan kesatuan 

Brimob, motto yang dasyat di Brimob adalah "Jiwa Ragaku Demi Kemanusiaan". 

Atribut dan simbol di Brimob masih sangat dekat dengan militer, materi-materi 

latihan pasukan mi menggunakan lagu-lagu semangat yang patriotis dan seolah mau 

untuk memberikan dorongan,semangat agar selalu siap untuk melaksnakan tugas 

kemanusiaan. 

Untuk kesatuan Detasemen 88 Anti Teror mempunyai kekhasan tersendiri 

dimana kesatuan mi tidak menggunakan semua ciri diatas. Saat berdinas pimpinan 

dan anggota memakai pakaian preman, kecuali saat tertentu harus memakai uniform 

lengkap seperti saat mengadakan tugas pembebasan sandera, pengepungan maupun 

penggrebekan tersangka. Saat lain tidak memakai uniform seperti saat mengadakan 

fungsi-fungsi intelejen, harus menyamar sesuai dengan status, situasi dan kondisi 

dimana ditugaskan, agar tidak dicurigai sebagai seórang petugas polisi. Penggunaan 

uniform atau tidak pada kesatuan mi situasional, pada saat harus memakai pakaian 

uniform maka langsung dipergunakan, termasuk berbagai atribut tanda uniform 

sampai tongkat komando, sebaliknya bila tugas mengharuskan tidak menggunakan 

uniform maka harus ditanggalkan. Penggunaan atribut dan simbol paramiliter pada 

kesatuan mi sangat situasional. 

5.2. Sikap dan Tmdakan 

Pada cirri-ciri sikap dan tindakan sebelumnya telah diidentifikasi bahwa 

unsur militer dalam sikap dan tindakan yang menonjol adalah sikap hormat, patuh, 

loyal dan tanggap terhadap pimpinan tampak pada hampir semua Satfung yang ada. 

Untuk sikap dan tindakan militer yang mengutamakan kekuatan fisik (postur), 

mementingkan ikatan kelompok, militansi tinggi, disiplin ketat tampak pada 

kesatuan fungsi Samapta, Lantas dan Brimob. 
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Sikap bisa diartikan sebagai suatu rangkaian kepercayaan evaluative dan 

kesadaran lain yang diyakini oleh individu dalam menghadapi beberapa objek atau 

situasi. Disatu sisi terdapat anggapan bahwa polisiadalah sosok yang sopan; rata-rata 

memiliki nllai yang tinggi. Namun, hal itu menjadi tidak relevan ketika seorang 

petuga polisi berbuat di luar batas kewajaran kecuali jika seseorang sudah memiliki 

nilai tertentu atas posisi tertentu (G. Bailley, William, Ensikiopedia Ilmu Kepolisian, 

p. 79) 

Untuk kesatuan Samapta yang mempunyai tugas kepolisian dasar yaitu 

Turjawali (pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli), perlu mempunyai sikap 

disiplin yang kuat (fisik), seperti menurut pimpinan kesatuan diharapkan setelah 

mereka berdinas di Samapta mereka mempunyai bekal untuk berdinas di fungsi 

kepolisian yang lain. Pada satuan samapta terdapat satuan Dalmas yang tugasnya 

mengamankan massa. Sikap militer seperti disiplin sangat diperlukan di Samapta 

antara lain melaksanakan apel, sebelum berangat melaksanakan tugas 

pengamanan/pengawasalan apelkan dulu dan diberi APP (Arahan Pimpinan 

Pasukan), kemudian sebelum apel, anggota sudah menmpati pos-pos yang sudah 

ditentukan, perwira melakukan pengecekan ke lapangan. Idealnya sikap seorang 

Samapta, kalau waktunya apel untuk apel waktunya tugas untuk tugas, melakukan 

serah-terima sebelum pergantian pos penjagaan dan untuk dalmas kalau stand by 

maka siaga ditempatnya. Prakteknya ada anggota yang bisa melaksanakan dan yang 

tidak, yang tidak yang hams diperingatkan terus. Sikap paraniiliteri lain yaitu 

mernentingkan ikatan kelompok sangat diperlukan dalam Samapta bersifat 

fungsional karena dalam menghadapi unjuk rasa tetap berada dalam ikatan kelompok 

membuat anggota tidak akan terpancing keluar dari kelompoknya. Begitu juga dalam 

melaksanakan patroli sikap dan tindakan patuh pada pimpinan, hubungan senior-

yunior terlihat seperti sikap hormat pada atasan yang pangkatnya lebih tinggi, selesai 

patroli hasilnya harus dilaporkan kepada pimpinan. 

Brimob, secara garis besar mempunyai 5 kemampuan dasar yaitu pasukan 

hum ham (PHH), SAR, Resmob, Wanteror dan Penjinakan born. Sikap seorang 
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brimob hams keras dan lembut, ada waktu dimana hams keras seperti saat 

menyergap atau menangkap teroris, yang beritanya diputar berulang kali oleh media 

massa, sifat pemberitaan seperti disfungsional karena sikap keras itu yang 

ditampilkan media terus menerus, kurang mendukung pencitraan Kesatuan Brimob 

yang baik. Sikap militer yang fungsional tampak pada kesatuan mi sikap sebagai 

kombatan. Polisi adalah kombatan, melakukan hal seperti kombatan, dipergu-nakan 

apabila dihadapkan pada orang yang bersenjata. Kombatan itu tidak bisa dikatakan 

TNI saja, non TNI itu non kombatan, tergantung konteksnya pada saat kapan itu 

dilakukan. 

Polisi itu ditengah-tengah masyarakat maka harus bisa bersama dengan 

masyarakat saling mendukung. Dilema terjadi pada saat polisi bergerak dalam 

melaksanakan tugasnya, maka posisi polisi lebih diatas dalam artian diberi 

wewenang oleh negara, tetapi saat polisi bertindak tegas dikatakan polisi rnelanggar 

hukuni/HAM. Tegas disini hams tidak melanggar hukum, memper-hatikan hak asasi 

manusla, secara tekhnls benar dan dapat dlpertanggung jawabkan. Nllai-nilaI milker 

yang hams diniiliki anggota Brimob adalah idealisme, motivasi, loyalitas, disiplin, 

yang sangat fungsional dalarn pelaksanaan tugas di lapangan dan bukan lagi istilah-

istilah militer tapi sudah menjadi istilah umum. 

Path Brimob terlihat juga sikap militansi tinggi dibanding Satfung lain, sikap 

tegas dan hormat relatif menyerupai militer dibanding Satfung yang lain. Perbedaan 

pimpinan dan anak buah, senior dan yunior, jelas terlihat. Makna rasa hormat anak 

buah kepada komandarmya lebih terlihat daripada polisi tidak berseragam. Cotôh 

ketika anak buah masuk ke ruangan pimpinan, yang bersangkutan hams mengetuk 

pintu dahulu dan kemudian masuk, hormat dengan menggunakan tangan seperti pada 

militer. Pada konteks tersebut, militansi yang tinggi, solidaritas kelompok yang 

tinggi, menjadi fungsional. Menjadi tidak mendukung tugas, karena pembedaan 

relatif lebih ketat pimpinan dan anak buah, senior dan yunior menjadikan anak buah 

pasif, hanya bergerak ketika diperintahkan, kehilangan daya kreativitas dan 

inovasinya. Sikap militer lain yang tampak, segala sesuatu dilakukan secara 
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bersama-sama dalam ikatan yang paling kecil adalah kelompok sampai dengan 

ikatan Detasemen/Satuan lebih besar. Tindakan harus sesuai aturan yang berlaku 

agar tidak menyinipang dari Standar Operasional Prosedur (SOP) dan mi sudah baku 

untuk dilaksanakan. Sernua tindakan brsifat fungsional diatur yang mengarah kepad.a 

gerakan militansi. Apabila ada penyimpangan dalam melaksanakan tugas maka akan 

menimbulkan kerugian atau jatuhnya korban (salah tembak), bisa mendapat sanksi 

bahkan hukuman yang berat. Tindakan keras tetapi mendidik dalam memberikan 

saniksi membentuk anggota Brimob semakin mengerti akan kesalahan yang 

dilanggarnya sehingga berusaha untuk tidak mengulangi kesalahan tersebut. Sangat 

ketatnya aturan malah bisa menjadi disfungsional, menghambat seorang Brimob 

untuk mementingkan kelompok (gerakan kelompok) yang selalu patuh pada 

pimpinan, Sikap hormat dan patuh pada perintah membentuk tingkat loyalitas tinggi, 

kepatuhan terhadap semua perintah pimpinan tinggi, fungsional bagai kesatuan 

Sementara pala satuan fungsi, Reskrim, Narkoba, Intelkam, Bina Mitra unsur 

mementingkan ikatan kelompok dari pada perorangan tidak terlihat.Untuk kesatuan 

seperti reserse lebih mengedapankan sikap dan tindakan sesuai kemampuan teknis, 

taktis penyelidikan dan penyidikan. Para anggota Reserse tidak perlu menunjukkan 

sikap-sikap yang tegas, militan, terlihat lebih santai bahkan terkesan "bukan polisi" 

karena kerja mereka lebih berorientasi pada penegakan hukum. Sebagai seorang 

penyidik dan seorang penyelidik mereka bergerak individual bukan kelompok. 

Karena itu pertanggungjawaban keija balk penyidikan maupun penyelidikan ada 

pada individu. Sehingga yang bersangkutan tidak dapat dipengaruhi atau diintimidasi 

oleh pimpinan. Pada Reserse dan Intelkam, sikap hormat tidak terlalu kentara secara 

fisik, hubungan senior yunior cenderung kabur (tidak jelas). Karena mereka bergerak 

di lapangan sebagai individu maka kreativitas, inovasi, improvisasi menjadi lebih 

dibutuhkan ketimbang keija kelompok atau keija dalam satuan fungsi. Walaupun 

begitu, team work tetap fungsional khususnya dalam penanganan kasus dan 

penyelesaian berkas perkara tertentu. Pada Kesatuan Fungsi Reserse, Narkoba, 
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Intelkam, rantai komando tidak begitu terlihat jelas, kalaupun ada lebih pada 

spesialisasi tugas dan pembagian tugas. Contohnya siapa yang menangani kasus 

kejahatan kekerasan, kriminal khusus. Bahkan seorang penyidik, pada satu unit dapat 

langsung berkonsultasi dan berkoordinasi dengan Kasatnya tanpa hams dengan 

Kanitnya. Demikian pula sebalikanya Kasat pun seringkali memberikan petunjuk 

Iangsung kepada anggota unitnya tanpa melalui kanitnya. Sehingga kanit sebetulnya 

hanya merupakan supervisor administrative ketimbang substansi penugasan. Hal 

tersebut terjadi karena Kasat Serse sebagai penyidik menjadi penanggungjawab 

utama dalam penyidikan tersebut. Penyelidik ataupun penyedik pembantu adalah 

pembantu penyidik. 

Penggunaan sikap dan tindakan militer sangat fungsional bila menghadapi 

daerah rawan, misalnya curanmor, apabila ke sana menggunakan kekuatan 1 pleton 

saja itu tidak akan sanggup mengatasi karena masyarakatnya melindungi. Kalau soal 

sikap dan tindakan kekerasan dalam penyidikan, menurut, kembali tergantung, tentu 

tergantung situasi yang kita hadapi, biasanya penangkapan kita gunakan karena saat 

kejahatan dilakukan tersangka menggunakan cara kekerasan, sebetulnya kita berfikir 

2 x untuk melakukan kekerasan., kita betul-betul menilai situasi kalau kekerasan 

efektif (fungsional) ya kita pergunakan. Apalagi terhadap residifis yang kawakan 

dimana ia tidak segan-segan untuk melukai bahkan membunuh orang yang dianggap 

membahayakan dirinya. Tindakan tersebut dilakukan untuk tidak minimbulkan 

kerugian/korban yang lebih besar lagi. 

Sikap dan tindakan petugas Binamitra jarang berhubungan dengan kekerasan 

dan penggunaan kekuatan fisik. Cam mereka bekerja lebih banyak gerakan 

perorangan dan tidak ikatan kelompok. Walaupun mereka bergerak bersama dalam 

tim kecil tetapi pada dasamya sekedar pembagian tugas tim bukan gerakan kelonpk 

yang berada dalam suatu komando. Sikap hormat bawahan ke pimpinan mereka 

terlihat tetap ada walaupun tidak sekeras dan sekental pada Satfung berseragam lain. 

Cara hormat dengan menggunakan tangan seperti militer namun ketegasannya dan 

kekakuannya tidak seperti militer. Penghormatan mernakai tangan agak kelihatan 
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asal asalan, lebih lembut dan pelan. Tetapi sikap dan tindakan militer patuh pada 

pimpinan masih terlihat jelas. Sikap siap ketika pimpinan datang menunjukan sikap 

hormat tersebut. Ketika kabag memberikan beberapa pernyataan, sesekali anak buah 

merespon dengan ucapan "siap". Walaupun terkesan masih ada corak militer tetapi 

pada bagian mi corak tersebut sudah tidak terlalu kental. Sikap dan tindakan yang 

bercorak militer sebagaimana dinyatakan pada bab IV disfungsi bagi Satfung mi 

terutama bila berhadapan dengan masyarakat yang dilayaninya, karena Satfung mi 

lebih bersifat pembinaan kepada masyarakat. Sikap dan tindakan ala militer 

cenderung membuat mereka merasa jauh dan kaku ketika berhadapan dengan 

masyarakat. 

Sikap dan tindakan yang mengutamakan kekerasan dan kekuatan fisik serta 

sikap model militer, terlihat kurang pada satuan intelejen, karena ftingsinya 

mengumpulkan bahan keterangan maka mereka akan cenderung menghindari 

bersentuhan langsung secara jelas dengan masyarakat apalagi bergesekan fisik. 

Didalam penugasan khususnya penyelidikan dilakukan perorangan. Karena itulah 

kreatifitas dan inovasi perorangan dalam mengumpulkan data dan kemudian 

mengolahnya menjadi sangat penting. Kemampuan penganalisasan dan penilaian 

membutuhkan pengetahuan yang komperhensif. Sikap kaku dan keras tidak terlihat. 

Disiplin ketat dalam melakukan aktifitas keseharian juga tidak terlalu 

menonjol. Sikap dan tindakan militer yang masih ada yaitu kepatuhan pada 

pimpinan tetap terlihat walaupun tidak dalam tata cara yang sama dengan Satfung 

samapta misalnya. Dalam tata cara hormat dan bans berbaris mereka lebih santai. 

Sikap dan tindakan personil satuan intelkam tidak formal, santai. Aspek kekerasan 

terkadang terlihat ketika merka harus melakukan penangkapan dan intograsi. 

Kesiapsiagan atau militansi masih terlihat corak militer walaupun tidak tegas 

mencolok. Sikap patah-patah dalam melaksanakan penghormatan sudah tidak 

terlihat. Walaupun begitu loyalitas dan tanggap kepada pimpinan tetap terlihat. 
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Pada Satfung Narkoba, sikap segan dan hormat pada pimpinan kesatuan 

masih terlihat mesldpun talc seketat kesatuan berseragam. Dalam Satfung mi 

kreatifitas anggota dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan diperlukan. 

Pengambilan keputusan situasional mengharuskan mereka kreatif dan berinovasi. 

Dalam konteks disiplin kaku yang diterapkan oleh pimpinan kesatuan menjadikan 

tidak adanya keberanian anggota untuk mengekspresikan potensi dirinya. Dapat 

dikatakan pengutamaan kekuatan fisik pada satuan mi adalah fungsional bagi satuan 

narkoba dalam melakukan tugas fungsinya. 

Sedangkan sikap dan tindakan anggota Den 88 sama dengan anggota brimob, 

yang membedakan adalah Brimob kesatuan berseragam sedangkan Den 88 AT dapat 

dikategorikan tidak berseragam. Den 88 AT merupakan satuan yang lengkap dengan 

fokus pada kemampuan intelejen, reserse dan satuan pemukullpenindak. Dalam hal 

mi dituntut sikap dan tindakan disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang dihadapi, 

indikator militansi, disiplin ketat dan patuh pada pimpinan menjadi suatu yang baik 

bila berada dalam penugasan pembebasan sandera dan penangkapan tersangka 

teroris. 

53. 	Struktur Organisasi 	 - 

Path pembahasan diatas telah diidentifikasi bahwa unsur militer dalam 

struktur organsasi yang menonjol adaiah perintah tugas bukan penugasan, 

kemampuan manejerial administratif mengikuti struktur, pengelolaan dana tanpa 

improvisasi, SDM dituntut rofesional, HTCK antar bagian, tampak pada hampir 

semua satfung yang ada karena mengikuti struktur organisasi dari pusat. 

Poini merupakan satu kesatuan, yaitu satu polisi nasional sehingga titik berat 

organisasinya ada pada kewilayahan. Namun, sebaiknya Poiri dalam merencanakan 

wilayah administrasi permerintahan sipil dalam rangka sistem peradilan pidana 

bekerjasama dengan kejaksaan, peradilan, pemasyarakatan, dengan PPNS dan 
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berbagai departemen, juga dengan aparatur pemerintah daerah sendiri (Djamin, 

Awaloedin. Administrasi Kepolisian RL p.29). Struktur organisasi poiri menurut 

susunannya meliputi: Mabes Poiri; Polda; Poiwil; Poires; Polsek dan pos-pos polisi 

(Djamin, Awaloedin. Administrasi Kepolisian R1 p.30). 

Dalam 9 Prinsip Peelian mengenai prinsip dasar anggota kesatuan kepolisian 

yang dikemukakan oleh Sir Robert Peel, dimana dalam poin yang keempat dikatakan 

bahwa "organisasi polisi hams disusun berdasarkan lini militer". Padahal di Inggris 

sendiri, 9 prinsip tersebut digunakan dan dipegang teguh untuk awal pendirian 

kepolisian Inggris. Rowan dan Mayne yang merupakan polisi pertama di Inggris, 

sangat berhati-hati dalam merekrut anggota polisi baru dan menerapkan masa 

percobaan untuk mencatat mereka yang tidak mampu mengikuti kode etik profesi. 

Mereka mengharuskan semua anggota polisi menggunakan seragam dan bersenjata 

minimal dan difokuskan pada kegiatan pencegahan kejahatan, akuntabilitas didepan 

publik, dan pembatasan pengunaan kekuatan. Selain itu, diusahakan juga untuk 

menunjukkan bahwa polisi melayani semua anggota dan bukan alat partai politik 

kepentingan manapun yang sedang berkuasa. (G. Bailley, William, Ensildopedia 

Ilmu Kepolisian, p. 11). 

Path kesatuan berseragam terdapat prosedur-prosedur pekerjaan yang sudah 

baku, artinya siapa berbuat apa dan bagaimana dan hams melapor kepada siapa, 

begitu jelas dan runtut akibatnya tidak ada ruang bagi anggota untuk berimprovisasi 

di lapangan. Dalam konteks mi, prosedur baku menjadi disfungsi. Struktur organisasi 

sebagian satuan berseragam berciri khas birokratik, seperti Kasat membawahi 

langsung Unit-unit, Kasat dibantu unit staff, salah satunya adalah Kaurbin-ops, dan 

seterusnya. 

Dengan adanya karyawan yang ditempatkan dalam tugas yang akan 

memberikan kontribusi dalam pencapaian tujuan, organisasi kepolisian 

membutuhkan struktur mernandu pelaksanaan tugas itu. Struktur tersebut mencakup 

hierarki, distribusi kewenangan, deskripsi tugas, kebijakan, prosedur, aturan dan 

peraturan. Petugas administrasi polisi harus menciptakan suatu kerangka kerja yang 
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mengarahkan struktur dan organisasi ke berbagai tugas yang harus dilakukan dan 

bagi banyak orang yang bekerja dalam departemen (G. Bailley, William, 

Ensikiopedia ilmu Kepolisian, p. 13). 

Di satuan Samapta, mempunyai beberapa unit, ada unit patroli, penjagaan, 

dan dalmas. Unit dalmas adalah unit yang paling banyak personilnya, membawahi 

sekian pleton. Struktur Satfung seperti Samapta ditemui di satfung lain seperti 

Lantas, Brimob, intelkam, Reserse, Binamitra, Den 88 AT, yang sekilas kasat mata 

seperti struktur pada militer. Sebagai contoh unit satuan Dalmas, terdapat Danki 

Dalmas (Komadan Kompi Dalmas) membawahi pam Danton. Danton tersebut 

membawahi Danru. Susunan organisasinya berbentuk piramida ideal, artinya jenjang 

hirarkinya mengerucut ke atas dan melebar ke bawah. Yang atas, mengawasi 

(mensupervisi) yang bawah, yang bawah menerima perintah dari yang atas. Intinya, 

rantai komando terlihat dengan jelas pada satuan Dalmas tersebut. Pengambilan 

keputusan dilakukan oleh pimpinan secara sentralistis. Danki memerintahkan 

Danton, Danton memerintahkan Danru. Danru memerintahkan anggota regunya. 

Komunikasi top-down (atas ke bawah). Satuan Dalmas, dibentuk unthk menangani 

massa, baik massa yang lunak maupun massa yang keras, massa yang berunjuk rasa 

sampai massa yang anarki. Untuk itulah gerakan dari satuan Dalmas harus berbetuk 

kelompok tidak bisa individual. Oleh karena itu, pimpinan harus memastikan rantai 

komando beijalan dengan balk, alur perintah turun ke bawah tanpa ada 

pengembangan dan disiplin menjalankan perintah dari anggotanya. Dalam konteks 

mi struktur piramida, rantai komando, sentralisasi keputusan menjadi fungsional. 

Oleh karena itu satuan berseragam (Samapta, Lalu Lintas, Binamitra, Brimob). 

Dalam konteks penanganan unjuk rasa maka struktur yang kaku dan perintah bersifat 

komando, tersusun hirarki menjadi pendukung dalam pelaksanaan organisasi. 

Dalam satuan Binamitra ada desentralisasi kewenangan dimana pimpinan 

paling atas memberikan kewenangannya kepada petugas di lapangan untuk 

menyelesaikan berbagai macam kasus karena petugas di lapangan yang tahu 

masyarakat itu masyanakat yang mana. Polmas di lapangan bertugas patroli, 
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sambang, menghadiri kegiatan masyarakat, melakukan kemitraan adalah kemampuan 

yang harus melekat path personil Binamitra. 

Untuk struktur organisasi satuan Intelkam hampir sama dengan Satfung yang 

lain. Struktur model staf tidak digunakan. Ada corak rantai komando. Prosedur tugas 

sebagai rincian keija anggota dibuat dan harus dijadikan acuan anggota. Karena 

berkenaan dengan penganalisaan data lapangan menjadi bahan bahan infonnasi 

untuk pengambilan keputusan, petugas intel dituntut terpelajar dan mengikuti 

perkembangan situasi luar. Dalam menangani suatu permasahan, anggota intel bisa 

langsung melaporkan secara lisan atau per telepon kepada pimpinan tergantung 

situasi yang berkembang baru melaporkan secara administratif. Tindakan teknis 

sesuai Jukiak, anggota intel di lapangan pertama mendatangi lokasi, mengawali 

kegiatan, melakukan pendataan, mengawasi dan menunggu sampai selesainya suatu 

kegiatan. Mengenai perintah, kita dituntut bertindak cepat tapi di masyarakat tidak 

boleh keluar dari koridor hukum yang berlaku. Rekomendasi bisa teijadi dari bawah 

ke atas tapi perintah pelaksanaan tugas tetap dari atas ke bawah. Sebelum 

melaksanakan kegiatan, pimpinan memberikan drill (APP) bagi anggota agar 

bertindak di lapangan tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan atau mis-

komunikasi dengan instansi terkait lain. 

Pada Satuan Narkoba, struktur organisasi hierarids dengan Kasat sebagai 

pimpinan, rantai komando dari Kasat sampai ke Kanit. Walaupun begitu rantai 

komando tidak begitu mencolok. Kordinasi antar unit dan Satfung lain tidak terlalu 

ketat dilakukan karena aturan aturan kei:ja telah dibuat formal. Pelaksanaan tugas 

fungsi narkoba yang harus bergerak dengan ketrampilan individu karena menuntut 

kreatifitas individu dalam memecahkan kasus. Dalam hal mi anggota harus pandai 

menggalang masyarakat, cari informasi, menggalang informan dan membutuhkan 

keberanian mengungkap sebuah kasus. Pembagian tugas menurut struktur organisasi 

berurutan dari Mabes turun ke Polda sampai ke tingkat Polres. 
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Untuk Brimob dalarn melaksanakan tugas kaku karena harus tunduk secara 

berjenjang sesuai dengan tugas dan jabatan dalam melaksanakan tugas, seperti dalam 

melaksanakan kegiatan Peleton,, maka DanrulAnggota harus tunduk kepada Danton 

karena Danton sebagai penyambung lidah dari atasan kebawah, kalau ada usulan 

yang baik perlu dikoordinasikan dengan atasan secara berjenjang sesuai dengan 

prosedur tak bisa spontan. Satuan mi juga tak lepas dari aturan-aturan kedinasan, 

semua diatur rnulai daii penjadwalan kegiatan rutin sampai dengan kegiatan yang 

sifat insidentil. Dalam jadwal sudah ditentukan waktu, jenis latihan, kesatuan mana 

yang melakukan kegiatan tersebut, siapa yang memimpin, sampai dengan basil yang 

ingin dicapai sesuai standar opersional prosedur. Perintah bersifat langsung dari atas 

kebawah dan dilaksanakan sesuai dengan aturan yang sudah ditetapkan, sehingga 

menyebabkan koordinasi terbatas. Termasuk juga sistem anggaran sudah terpusat 

(sudah ditentukan sesaran alokasi dana yang dipakai sesuai dengan penetapan yang 

berlaku). Bawahan tidak berkembang dalam menentukan tindakan,, apapun yang 

terjadi sesuai dengan perintah atasan. Agar mendukung tugas maka diperlukan 

kemampuan profesional dalam rnemerintah, dernikian juga dalarn menjalankannya 

(bawahan) agar sesuai dengan prosedur dan aturan yang sudah ditetapkan. Strukutr 

organisasi militer pada satuan Brimob tidaldah sama persis dengan militer. Beberapa 

nania dan bagian telah divalidasi dan disesuaikan dengan bentuk organisasi polisi 

sipil seperti penggantian penyebutan Batalyon menjadi Detasemen. Pada konteks 

Brimob struktur militer mendukung tugas bila dikaitkan dengan beban tugas 

menghadapi kejahatan intensitas tinggi. 

Untuk Den 88, dilatih secara kontinyu sesuai dengan tugas dan tanggung 

jawabnya masing-masing, menanamkan kedisiplinan dan bekeija dengan profesional. 

Kepatuhan terhadap pimpinan berlaku saat melaksanakan kegiatan yang sudah 

dijadwalkan, kecuali masih dalam perencanaan bisa dibicarakan dalam menentukan 

keputusan, karena tugas-tugas yang dilaksanakan membutuhkan pengambilan 

keputusan yang cepat maka pimpinan yang menentukan. Penggunaan anggaran 

sudah ditetapkan sedemikian rupa sehingga tidak bisa dirubah dan keterbatasan 
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sumber daya satuan yang tidak bisa mendukung menyebabkan kurang maksimalnya 

tujuan yang ingin dicapai. Tetapi kenyataanya semua bisa dilaksnakan biarpun serba 

keterbatasan anggaran. Penerapan unsur militer dalam satuan mi sangat terkait 

dengan fungsi dan tugas kesatuan mi yang cepat berubah penugasannya. 

5.4. Peralatan 

Path Bab W telah diidentifikasi bahwa unsur militer dalam peralatan yang 

menonjol adalah penggunaan senjata yang mematikan pada operasi atau tindakan 

khusus saja, tampak hampir semua satfung kecuali Binamitra. Tapi dalam 

pelaksanaan tugas umwn penggunaan senjata yang mematikan tidak terlihat. 

Untuk satuan berseragam seperti Samapta memiliki peralatan antara lain 

senjata pendek genggam, biasanya senjata mi diinventariskan kepada individu atau 

personil/petugas. Tidak semua petugas memiliki senjata tersebut karena ada aturan-

aturan untuk memiliki senjata tersebut. Persyaratan-persyaratan yang harus diternpuh 

adalah persayaratan kepangkatan dan lulus psychotest. Senjata Sabhara, yaitu senjata 

panjang berkaliber 5,56 X 45. merupakan turunan dari senapan SS 1. mempunyai 

varian sabara Vi, dan sabara V2. senjata tersebut adalah inventaris satfung, tidak 

boleh dimiliki dan dipegang, apalagi dibawa pulang oleh individu. Unit yang secara 

fungsional menggunakan senjata mi antara lain penjagaan dan pengawalan. Selain 

dua senjata tersebut Samapta juga mempunyai senjata yang lebih lunak seperti 

borgol, tongkat polisi dan tameng. Secara umum Satfung Sabhara tidak 

menggunakan peralatan yang mematikan hanya pada penugasan khusus saja senjata 

mematikan dipergunakan atau fIingsonal. 

Reserse merupakan satuan yang termasuk memegang senjata api genggam, 

jenis revolver merupakan standar polisi. Berbeda dengan tentara yang mempunyai 

standar senjata api genggam FN. Revolver digunakan karena daya jangkaunya yang 

tidak terlalu jauh dan daya hancur dan daya mematikan yang relatif kurang. Hal Itti 
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karena tujuan polisi adalah penggunaan kekuatan minimal untuk melumpuhkan 

sedangkan militer bertujuan menggunakan kekuatan maksimal untuk 

menghancurkan. Walaupun anggota reserse relatif paling banyak dibandingkan 

anggota Satfung lain, tetapi persyaratan penggunaan senjata tetap sama yaitu syarat 

kepangkatan dan lulus tes psycology. Selain senjata pendek, satuan reserse juga 

diberikan senjata serbu 1 (SS1), senjata mi jauh lebih mematikan daripada senjata 

panjang sabara Vi maupun V2. SS 1 merupakan senjata andalan militer. SS 1 

diberikan kepada resese (Resmob), karena yang dihadapi oleh Resmob adalah 

penjahat-penjahat yang berintensitas tinggi yang rnempunyai kecenderungan 

menggunakan senjata api. Untuk menhindari penyalahgunaan senjata biasanya 

resmob menggunakan SS 1 hanya pada saat momen-momen khusus pada saat 

penugasannya. SS 1 digunakan untuk menakut-nakuti untuk memberikan kesan 

"angker". Dalam konteks keberadaan SS1 menjadi fungsional. Selain senpi genggam 

juga senpi serbu terdapat peralatan yang lain contohnya borgol. 

Untuk Brimob, peralatan yang mematikan adalah senjata standar pasukan 

yaitu AK 101 dan 102 dan senjata genggam revolver dan glock serta senjata khusus 

lainya menanggulangi kasus born dan terror. Sangkur hanya digunakan diluar 

penanganan unjuk rasa. Keberadaanjenis peralatan mematikan disfungsional apabila 

penggunaannya salah baik itu salah sasaran maupun ada kelalaian dalam penanganan 

perlengkapan tersebut seperti senjata meletus atau granat meledak. Penggunaan 

peralatan mematikan ith hampir melekat pada tiap tugas dan latihan untuk 

membiasakan secara reflek bagi anggota memakai perlengkapan beresiko tinggi, 

terinasuk antisipasi bila salah memperlakukannya dan menggunakannya. Peralatan 

mi setiap saat selalu diggunakanldibawa untuk melakukan aktifitas latihan yang ada 

di satuan, terlebih saat rnelakukan penugasan khusus adanya aturan SOP yang ketat 

terhadap setiap pengguna senjata. 

Untuk peralatan standar Den 88 anti Terror, yaitu ada Stayer, glock, serta 

perlengkapan khusus lainnya untuk born dan terror. Tuntutan tugas khusus dengan 

perlengkapan khusus sernakin mengarah kepada alat yang rnenghancurkan (daya 
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hancumya hebat) termasuk daya mematikan yang lebih banyak juga. Perlengkapan 

mi tidak untuk menghancurkan musuh tetapi untuk melumpuhkan para pelaku yang 

menjadi sasaran agar tidak melakukan tindakan yang banyak menimbulkan kerugian. 

Bentuk penggunaan diatur sedemikian rupa agar tidak salah dalam menggunakan dan 

memperlakukan perlengkapan yang mematikan. Aturan mi tentu ada sanksi bila tidak 

ditaatildilakukan. Pengecekan secara berkala, perawatan, dan pemeliharaan 

dilakukan untuk mencegah tindakan yang salah dilakukan oleh anggota pengguna. 

5.5. Gaya Kepemimpinan 

Gaya kepemimpinan irA telah diidentifikasi bahwa unsur militer dalam gaya 

kepemimpinan yang menonjol adalah gaya otoritatif, tampak hampir pada semua 

satfung, sedangkan gaya kami-mereka tampak pada semua Satfung kecuali 

Binamitra dan Intelkam. 

Gaya kepemimpinan sangat spesifik. Seperti dalam kesatuan berseragam 

tampak mengutamakan gaya otoritatif. Dalam kesatuan Sabhara yang merupakan 

polisi berseragam, mengutamakan performa fisik, mempunyai sistem rantai komando 

yang kuat (satdalmas) tampak gaya seperti mi. Gaya mi merupakan gaya khas militer 

yang ditandai dengan pengambilan keputusan sentralistik, tidak ada partisipasi anak 

buah, mengandalkan disiplin kaku, sering menggunakan punish dan reward. Dalam 

konteks satuan Dalmas, gaya tersebut menjadi fungsional karena dalam melakukan 

pengendalian massa, bisa menjadi anarid, maka kesatuan gerak, kesatuan komando 

dan kesatuan perintah menjadi sangat penting bagi efektivitas pengendalian massa. 

Tapi bisa disfungisonal bagi unit lain dalam Sabhara itu sendiri, seperti unit patroli 

ketika mereka berpatroli mereka begerak individual atau berdua, mau tidak man akan 

berinteraksi dengan masyarkat, besar kemungkinannya mereka dihadapkan pada 

persoalan-persolan yang ada di masyarakat, mereka harus bisa berinisiatif, mereka 

harus bisa mengambil keputusan pada saat itu dan pada tempat itu. 
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Gaya kepemimpinan dalam satuan Intelkan tampak pengambilan keputusan 

dilakukan pimpinan, anggota terkadang diminta sarannya tetapi pimpinan masih 

dominan memutuskan. Corak sentralistik dan arus informasi atas kebawah masih ada 

tetapi tidak kental. Gaya pimpinan dalam menerapkan metode penghukuman dan 

pengliargaan bagitu terlihat untuk memastikan tegaknya aturan keija. Pemimpin 

selalu memastikan anggotanya selalu berusaha memperbaiki diii. 

Untuk satuan Brimob mempunyai kekhasan dalam gaya kepemimpinan, 

mengadopsi gaya militer yang otoriter maupun berwana feodal dilayani. Di lapangan 

kepemimpinan otoritatif pada pimpinan Brimob memang mendukung tugas, karena 

ketegasannya justru membuat simpati agar jelas dalam memberikan perintah. 

Ketegasan dan kesan mumpuni terlihat pada pemimpin di Brimob. Kepeniimpinan 

yang tegas dan otoritatif fungsional pada konteks Brimob sebab kepemimpinan yang 

longgar akan menciptakan ketidaktertiban kesatuan yang membuat pelakaanaan 

tugas bisa terganggu. 

Untuk Den 88 AT, gaya kepemimpinan tidak begitu jelas terlihat tapi 

pimpinan tetap menegakkan disiplin terhadap segala bentuk kegiatan agar tidak 

melakukan kesalahan prosedur dalam melakukan kegiatan. Yang dilakukan sesuai 

dengan perintah langsung dari pemimpin lebih tinggi, beijenjang kebawah, kecuali 

pengambilan keputusan di lapangan secara struktural. Menunggu perintah dalam 

melaksanakan tugas mewarnai segala awal dari kegiatan yang akan dilakukan dalam 

satuan mi, apa yang dikatakan pimpinan itu dilaksanakan terlepas dari benar 

tidaknya perintah tersebut. Kebiasaan menunggu dan menuruti perintah mi 

mengakibatkan resistensi terhadap perubahan. Pemimpin yang otoritatif juga terlihat 

pada gaya pemimpin Den 88 diinana gaya tersebut fungsional bila diterapkan pada 

unit tindak tetapi disfungsi bila diterapkan pada unit yang lain seperti unit 

penyidikan. 
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5.6. Pendidikan dan Pelatihan 

Lembaga Pendidikan dan Pelatihan (Lemdiklat) Poiri adalah unsur pelaksana 

pendidikan yang berada di bawah Kapoiri. Lemdiklat Poiri bertugas 

membina dan menyelenggarakan pendidikan pembentukan dan pelatihan serta 

pendidikan pengembangan teknis dan pengembangan umum tingkat manajemen 

operasional dalam lingkungan Poiri. Lemdiklat Poiri menyelenggarakan lima 

fungsi utama, yakni: 

Pernbinaan dan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan yang menjadi 

tanggungjawabnya termasuk pembinaan komponen pendidikan dan pelatihan 

di lingkungannya, pengkajian dan pengembangan sistem dan metode pendidikan 

dan pelatihan sesuai dengan kebijakan Kapoiri dan program pendidikan Poiri. 

Penyelenggaraan pendidikan di sekolahl pusat pendidikan dalam 

lingkungannya serta penyelenggaraan pelatihan sesuai program 

pendidikan dan pelatihan Poiri. 

Penyusunan dan pelaksanaan program kerja dan anggaran Lemdiklat serta 

penyiapan bahan masukan untuk penyusunan program kerja Poiri. 

Pembinaan fungsi teknis pendidikan dan pelatihan bagi seluruhjajaran Poiri. 

Pengawasan, pengendalian dan evaluasi penyelenggaraan pendidikan dan 

pelatihan sesuai dengan rencana dan program yang tclah ditetapkan. 

Telah diidentifikasi beberapa unsur militer lembaga pendidikan Akpol , path 

pendidikan, pengasuhan maupun aturan siswaltaruna. Berikut mi gambaran 

bagaimana keberlakuan unsur militeri itu apakah bersifat fungsional atau 

disfungsional bagi organisasi Poiri, lingkungan sekitar maupun si individu itu 

sendiri. 

Perubahan mi dapat dikatakan sebuah perubahan besar bagi Poiri dalam 

rangka mengejawantahkan kebijaksanaan perubahan paradigma Poiri terutama yang 

berkaitan dengan perubahan di bidang kultur. Disamping itu kebijakan mi juga 

dipandang sangat penting bagi Poiri menghadapi perubahan dan perkembangan 
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tantangan di masa yang akan datang. Tentunya diharapkan bahwa dengan 

menjaring para lulusan SI sebagai sumber untuk calon-calon polisi maka sumber 

daya manusia yang dimiliki oleh Poiri semakin meningkat dan lebih siap 

menghadapi masalah-masalah sosial kompleks. Poiri juga akan banyak melakukan 

penghematan waktu maupun anggaran, karena ke depan, Akademi Kepolisian 

diarahkan Iebih berkonsentrasi dalam menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan 

profesi di bidang kepolisian. 

Demikian juga yang berhubungan dengan administrasi Pendidikan dan 

Pelatihan. Didalam sistem administrasi kepolisian, yang dibutuhkan tidak hanya 

kemampuan teknis profesional. Tetapi juga kemampuan dalam bidang manajemen, 

seperti perencanaan dan anggaran, manajemen keuangan, manajemen personil, 

manajemen materiil dan pengawasan. Kesatuan-kesatuan Poiri diseluruh Indonesia 

tidak mudah untuk mempersiapkan kemampuan manajemen kepolisian. Hal mi 

dimaksudkan agar personil Poiri dapat bekerja secara optimal dan produktif. Maka 

sistem manajemen personil Poiri hams memperhatikan keserasian secara 

menyeluruh, dad cara perekrutan, pola pembentukan pendidikan, kwikulum, tenaga 

dan metode pengajaran guna menghasilkan personil Poiri yang berkualitas. Sistem 

pendidikan dan pelatihan poiri diharapakan menjadi kesatuan yang serasi dan saling 

berkaitan. Sehingga sasaran yang ingin dicapai menghasilkan sesuatu yang jelas, 

dimana input menghasilkan output yang jelas (Djamin, Awaloedin, Administrasi 

Kepolisian R1 p.13-14). 

Akpol melaksanakan Kurikulum dengan menerapkan pola pendidikan 5-3, 

dengan perincian 5 (Lima) bulan Pendidikan Dasar Bhayangkara & Matrikulasi dan 

3 (Tiga) tahun / 6 semester kegiatan pembelajaran Profesi Kepolisian. Pendidikan 

pada jenjang Akpol memberikan karateristik lulusan yang memiliki kompetensi 

sebagai pemelihara kamtibmas, pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat serta 

sebagai aparat penegak hukum. Kurikuluin di Akpol disusun berbasiskan kompetensi 

yang dikelompokkkan dalam kelompok utama, pendukung dan lainnya. Struktur 

kurikulum dilakukan melalui tahapan pendidikan dasar Bhayangkara, acara 
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pendidikan tahap pembentukan, acara pendidikan tahap pematangan dan acara 

pendidikan tahap pendewasaan. Standar kompetensi utama mampu melaksanakan 

tugas rutin di Poiri alam penugasan bidang kepala SPK, kepala unit ftingsi 

operasional dan Kapolsek. 

Dikdasbhara merupakan pendidikan dasar bagi para taruna dilakukan hampir 

sama dengan pendidikan dasar militer. Penanaman disiplin dan idealisme militer 

terlihat mewarnai pendidikan tersebut. Pakaian hijau, berheim, bersenjata panjang 

merupakan salah satu contoh penanaman doktrin idealisme militansi, mengikuti 

ideologi militer, yang menekankan ketaatan pada perintah, loyal pada pimpinan 

disosialisasikan ke taruna. 

Dalam latihan tersebut, juga diajarkan materi dasar pelajaran khas militer 

seperti bans berbanis dan penghormatan. Materi tersebut diajarkan nyaris tidak ada 

perbedaan dengan tatacara militer berbaris dan melakukan penghormatan. Pelatihan 

mi menekankan pada militansi dan kepatuban taruna melakukan perintah komando. 

Pelajaran dan materi tersebut diatas ditunjang dengan metode hukuman dan 

penghargaan yang diberikan sebagai konsekuensi atas perilaku yang tidak sesuai 

dengan standar. 

Doktrin bela negara, ideologi negara, cinta tanah air, bangsa dan negara ala 

militer juga terlihat dalam lagu-lagu yang dinyanyikan taruna ketika berbanis atau 

berlari. Nuansa pertempuran, hidup mati dan sernangat juang ala tentara tercermin 

dalam link lagu dan intonasi lagu. Didalam perduptar pun terdapat doktrin keintaan 

tanah air tersebut. Untuk menanamkan rasa nasionalisme yang tinggi dan kejuangan 

yang besar serta rasa clnta tanah air, Taruna harus mampu menurjukkan sikap 

hormat pada saat menyanyikan atau mendengarkan lagu kebangsaan "Indonesia 

Raya" maupun lagu-lagu wajib lainnya. Taruna harus menguasai lagu-lagu wajib. 

Pelanggaran terhadap Pasal mi dikenakan sanksi tindakan disiplin. Dalam konteks 

pendidikan dasar kepolisian kunikulum mi menjadi fungsional mempersiapkan 

perwira yang tangguh dan nasionalis, tapi menjadi disfungsional bila semata-mata 
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diarahkan mengabdi pada negara tak ada pendekatan kerja sama yang baik dan 

partisipasi masyarakat secara umum yaitu menerapkan indoktrinasi militer karena 

Poiri telah keluar dari militer bukan lagi bagian didalamnya dan indoktrinasi militer 

sudah tak tampak lagi. 

Sebagaimana telah disinggung di atas, seperangkat aturan kehidupan siswa 

dibuat untuk menjadi standar prilaku para taruna. Aturan tersebut sedemikian 

nincinya sehingga cara taruna berjaian pun diatur dan memiliki standar. Aturan 

tersebut menunjukan paradigma dasar pola pengasuhan dan pembinaan taruna 

berbasis otoritatif. Asumsi dasarnya adalah bahwa taruna adalah pemalas dan 

cenderung menghindari tugas dan disiplin. Oleh karena itulah harus diatur dan 

- 

	

	ditekankan terus tatacara dalam berprilaku, pengaturannya harus rinci dan diberikan 

sanksi bagi pelanggarnya. Hal mi memang efektif untuk meningkatkan disiplin tetapi 

mematikan kreatifitas dan kemampuan untuk berdisiplin mandiri. 

Setelah dianalisa identifikasi indikator militer dalam organisasi Kepolisian, 

maka dapat ditelusuri sisi yang menunjukkan bahwa Kepolisian bukan militer 

dengan indikator-indikator militer tersebut dengan studi literatur. 

Sisi yang menunjukkan bahwa Kepolisian itu bukan militer disini merupakan 

gambaran tugas keseharian yang ditunjukkan jaiannya organisasi tersebut. Peraturan 

dalam organisasi Kepolisian yang teraplikasi oleh personil Poiri (pimpinan atau 

anggota), dalam menjalankan tugas dan tindakan kepolisian kineija lembaga 

kepolisian secara umum.(Kep. Kapoiri 54/X/2002) 

Penjabaran Kepolisian bukan militer diuraikan satu per satu menurut 

indikator-indikator militer mulai unsur atribut uniform-simbol-atribut, sikap dan 

tindakan, struktur organisasi, peralatan, gaya kepemimpinan dan 

pendidikan/pelatihan. 

Universitas Indonesia 

Organisasi Militer..., Wahyu Widiarso Suprapto, FPS UI, 2008



BAB6 

6.1. Kesimpulan. 

Baik sebelum maupun sesudah pemisahan Poiri dari TNI, masih 

terdapat indikator dan unsur militer (Visi dan misi; Peran dan fiingsi; 

tugas pokok; Wewenang dan tanggung jawab; Doktrin; Bantuan, 

hubungan, dan kerja sama; Simbol-simbol, tanda-tanda dan atribut-

atribut; Sikap dan tindakan; Struktur organisasi; Peralatan; Gaya 

kepemimpinan; Pendidikan dan pelatihan yang membedakan Poiri 

dengan TNT. 

Unsur-unsur. (Simbol-simbol, tanda-tanda dan atribut-atribut; Sikap 

dan tindakan; Struktur organisasi; Peralatan; -Gaya kepemimpinan; 

Pendidikan dan pelatihan dapat fungsional sehingga dapat diterapkan 

di dalam kegiatan operasional Poiri. 

Unsur-unsur berlangsung tergantung pada konteks 	kebutuhan 

kesatuan dan kepentingan personil Polri sendiri, begitu juga dengan 

lembaga pendidikan mempunyai kebutuhan yang berbeda-beda dan 

sifatnya sangat situasional. Demikian juga unsur militer yang 

disfungsional dikalangan Poiri bertangsung tergantung pada konteks 

kebutuhan kesatuan dan kepentingan personil Poiri sendiri, termasuk 

Iembaga pendidikan mempunyai kebutuhan yang berbeda-beda dan 

sifatnya sangat situasional. 

6.2. Saran 

Bagi Institusi Kepolisian 

- 

	

	Salah satu unsur yang fungsional adalah tanda pangkat, maka diadakan 

redefinisi ulang terkait dengan tanda pangkat, diadakan kembali tanda 

pangkat Tamtama. Untuk kepangkatan disesuaikan dengan penugasan 

dilapangan agar tidak terjadi kesenjangan, maka pangkat Tamtama 

dipakai lagi dua atau tiga tingkatan pangkat. 
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- Keberadaan Poires belum sepenuhnya menjadi Kesatuan Operasional 

Dasar (KOD) maka perlu penegasan pembenahan, pemantapan ulang 

dan pernberdayaan batas pembagian tugas, fungsi, wewenang dan 

tanggung jawab yang jelas, agar Poires sebagai Kesatuan Operasional 

Dasar dapat terwujud. 

- Menjalin hubungan yang baik dengan TN! dalam segata bidang 

penUgasan terutama saat penugasan dalam bantuan, hubungan dan 

kerja sama. 

- Mengusulkan bahwa apa yang disebut-sebut unsur militer itu juga 

sama yang dimiliki Poiri (sejarah perkembangan kedua Organisasi) 

maka istilah unsur dan indikator diatas menjadi bagian dari Poiri, agar 

segala sesuatu tidak mengkambinghitamkan militer dan menyalahkan 

militerfFNl. 

- Pembenahan lembaga pendidikan dan pelatihan sebagai titik pusat 

sasaran yang pertama dalam merubah sesuai Doktrin Poiri. 

Bagi Pengembangan Riset 

- Perlu penggarapan secara tekun dan cermat persoalan Organisasi 

Kepolisian bukan militer. 

- 	Perlu dilakukan penelitian dalam skala lebih luas mengkaji militeristik 

dalam Organisasi Kepolisian secara berkelanjutan. 

- 	Perlu dibentuk kerja-sama lembaga kepolisian dan lembaga pendidikan 

dalam membentuk wacana dan sosialisasi keberadaan organisasi 

kepolisian sesuai dengan kebutuhan partisipasi masyarakat serta 

paradigma barn kepolisian. 

Bagi Kepolisian, TM, Pemerintah dan Masyarakat 

- L)engan penelitian InI diharapkan seluruhnya mengertl bahwa 

berdasarkan indikator dan unsur yang jelas berbeda, diharapkan tidak 

lagi menyalahkan sejarah yang menggabungkan Poiri ke dalam ABRI, 

akan tetapi individu/kelompok yang masih bertingkah laku seperti 

militer. 
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- Perlu dibuat Undang-undang dan Peraturan Pemerintah tentang Pola 

bantuan TNI kepada Poiri dan Bantuan Poiri kepada TNT agar ada 

kepastian dan dasar hukum yang jelas dalam pelaksanaannya. 

- Perlu waktu untuk proses perubahan dan penyesuaian dalam 

menjalankan organisasi masing-masing agar tidak saling tumpang 

tindib. 
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Tiga Kastaf Dan Kapoiri Terima Brevet 
Komando Kopassus 
30 Januari 2008117:05 WIB 

BREVET KEHORMATAN KSAD Letjen TNI Agustadi Sasongko Prabowo 
menyematkan brevet kopassus kepada mantan KSAL Laksamana TNI Slamet Soebijanto saat upacara 
pemberian brevet kehormatan Kopassusdj Jakarta, Rabu (30/1). Kopassus memberikan tanda brevet 
kehormatan kepadaTiga Kepala Staf Angkatan Kepala Poiri serta mantan KSAL Laksamana TNI 
Slamet Soebijanto dan mantan KSAU Marsekal Herman Prayitno. [ Foto Ant I 

Jakarta ( Berita ) : Tiga Kepala Staf Angkatan di TNI yakni Kepala Staf Angkatan Udara 
Marsekal Madya Soebandrjo, Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana Sumardjono, dan Kepala 
Staf Angkatan Darat Jenderal Agustadi Sasongko Purnomo, serta Kepala Poiri Jenderal 
Sutanto menerima tanda brevet komando Komando Pasukan Khusus (Kopassus). 

Upacara pemberian brevet komando itu langsung dipimpin Kepala Staf Angkatan Darat 
(Kasad) Letnan Jenderal Agustadi Sasongko Purnomo di Lapangan Apel Mako Kopassus di 
Jakarta, Rabu [30/01]. 

Penyematan brevet komando itu juga diserahkan kepada mantan Kepala Staf Angkatan Udara 
Marsekal Herman Prayitno dan mantan Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana Slamet 
Soebijanto. 

http ://beritasore.com/2008/O 	 5/23/2008 

Organisasi Militer..., Wahyu Widiarso Suprapto, FPS UI, 2008
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Panglima TNI Jenderal TNI Djoko Santoso (tengah), Kapoiri Jenderal Polisi 
Sutanto (kin), dan mantan KSAL Laksaniana TNI Slamet Subijanto (kanan) meneniakkan yel-yel 
komando saat diangkat prajurit Kopassus usal upacara pemberian brevet kehormatan Kopassus di 
Jakarta, Rabu (30/1). Kopassus memberikan tanda brevet kehormatan kepada tiga Kepala Staf 
Angkatan, Kepala Poiri serta mantan KSAL Laksamana TNI Slamet SOebijanto dan mantan KSAU 
Marsekal Herman Prayitno. [Foto Ant] 

Penyematan dilakukan Iangsung oleh Kasad Letjen Agustadi Sasongko Purnomo, sedangkan 
penyematan Brevet Komando bagi Kasad Agustadi dilakukan oleh Komandan Jenderal 
Kopassus Mayjen TNI Soenarko. 

Sebelum disematkan brevet komando, masing-masing penerima brevet komando terlebih dulu 
diberi kesempafan untuk melakukan penyerbuan unit sebagai babak akhir dari latihan yang 
biasa dilakukan, untuk Iebih mengenal jati diii prajurit komando. 

Dalam amanatnya, Kasad mengatakan, penyematan Brevet Komando Kopassus mi 
merupakan tanda penghormatan dan rasa bangga dari Korps Baret Merah terhadap lima 
perwira tinggi TNI dan Kapoiri atas pengabdiannya selama ml. 

"Penyematan mi juga meriandaj eksistensi Korps Baret Merah hingga saat ml yang senantiasa 
akan menjalin kerjasama yang balk antara masing-masing angkatan dan Poiri," katanya. (ant) 

Artikel dalam kategori : Nasional 

Comments 
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You must be logged in to post a comment. 
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15/12/07 14:54 

Presiden Lantik 942 Perwira TNI/Polri 

Semarang (ANTARA News) - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Senin (17/12), dijadwalkan melantik 
942 perwira TNI/Polri yang dipusatkan di. lapangan Bhayangkara Akademi Kepolisian (Akpol) Semarang. 

Komandan Jenderal (Danjen) Akademi Laksamana Muda TNI Sosialisman di Akpol Semarang, Sabtu, 
mengatakan, dari jumlah tersebut terdiri dari lulusan Akademi Militer (Akmil) Magelang sebanyak 291 
orang, Akademi Angkatan Laut (AAL) Surabaya 192 orang, Akademi Angkatan Udara (AAU) Yogyakarta 
165 orang, dan Akademi Kepolisian (Akpol) Semarang sebanyak 294 orang. 

Mereka, menurut Sosialisman yang didamping Gubernur Akmil Mayjen TNI Sabar Yudo, Gubernur AAU 
Marsekal Muda TNI Imam Sufa'at, (lubernur AAL Mayjen TNI (Mar) Agung Widjayadi, dan Direktur 
Pendidikan Akpol, Brigjen Pol. Erwin Tobing, telah menempuh pendidikan di akademinya masing-masing 
selama tiga tahun enam bulan dan lulus dengan pangkat letnan dua. 

Sementara ito, penerima Adhi Makayasa adalah Agus Ady Wijaya (Akpol), Abraham Prihadi (Akmil), 
Fa'iq Muntas Muhammad (AAL), dan Suyanto (AAU). 

Ia menambahkan, sebenarnya yang mengikuti pendidikan TNI/Polri sebanyak 944 orang, tetapi ada dua 
orang yang tidak lulus, yaitu i.atu orang dari Akmil Magelang karena pengetahuan, ketrampilan, dan 
kesehatan di bawah standan kemudian satu orang dari Akpol karena pelanggaran disiplin. 

Menurut dia, setelah dilantik, mereka akan dikembalikan kepada kesatuannya masing-masing dan 
penugasan mereka tergantung pada kesatuannya. 

Dari perwira remaja yang akan dilantik tersebut, kata dia, bukan hanya putra pejabat TNI/Polri tetapi juga 
ada yang anak PNS. "Ini membuktikan bahwa mereka diberi kesempatan yang sama dan tidak ada 
perbedaan antara anak pejabat dan yang lain," katanya. 

Ketika ditanya Akpol baru pertama kali men jadi tempat pelantikan perwira TNI/Polri, dia mengatakan, 
Inemang dulu pelantikan perwira TNI/Polri dilakukan di masing-masing akademi secara bergantian, 
kemudian dipusatkan di Istana Merdeka tetapi muiai tahun 2004 kembali dilaksanakan pada masing-masing 
akademi. 

Tahun 2004, kata dia, di Akmil Magelang, tahun 2005 di AAL Surabaya, tahun 2006 di AAU Yogyakarta, 
dan tahun 2007 di Akpol Semarang. 

Pada hari Sabtu irn dilakukan gladi resik upacara pelantikan. Pada saat pelantikan tujuh buah pesawat 
tempur milik TNI AU melintas di atas Iapangan Bhayangkara Akpol Semarang. 

"Para penerbang pesawat tersebut juga berasal dari taruna yang sudah lulus dan mi sebagai simbol ucapan 
selamat datang kepada perwira barn," katanya. (*) 

(SUMBER: www.google.com  , diakses 20 Februari 2008) 
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	senan,  l 	 I  

Bidaig Pembunaan  Kehidupan Sosul dan .Bi1dya 
i antar lain 	Wajib' kynjiig anjangdane bhlti 	S 	 I 

	

4 'laruna,keterampulan olah senu rnode1m, &adisioal, 	
II 	 ' II 

	

dekolasi Taruna, kegiatan  pràmuka1  widya isata 	' 	 I; 

	

serta penyelenggaraan pekan' olah raga untégrsi 	 I 
Mahasiswa,Pelajarlaruna 	

, 	 I 

• • ; I. 	I: 	 .1 	•j 	I1J 

6 Bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi antára lain 	 3 
Wajib baca, bimbingan belajar, kelompok llaJara  

	

diskusi, seminar, majalah, buletin,, pusat thfonnsu 	e 	II 	I 

Taruna, karya tulis, mengetik, kdmputer dan Bahasa 
- 	. 	. 	 I 	 ., 	'..,. 	

•t1 nggns 	
I 	

r 
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I 	

;, 1RE'iSIPSAI_ 

HURUF C 	 I 	' 	HURUF C TETAP 
'ara Taruna diwajibkan untuk aktifmengikuti 

kegiatan- kegiatantersebut,yang 	
I 

j,etaksanaanya diaturoleh pembinalpengasuh 	I 	 I 

1IQmbaga1pendidiinj 	
i:4 .• 	 ,: ,. 

	 ';: • ' 
1 	 1 4 	

e 	 7 

vivv 
P 	*L 11 ( ORGIINISAI 	

I 	
LPASAt_i1 r t 

LI H RUF A 	I 	 1 , 	
I1URLJ 	 I 	

S 
I 	.1  
t1,Untuk damenampung c tigitas Parj11 ' si na 

Taruna skegu 	mtih 	rn1)3 kIän 	r  
I nengembangkainlc enithp nandibentük 10  

mengemliangkan cepenImpih*fdibéntuf&,ada[ 
wadah Korps taruna ,áflgidinamakan ënha 	; Koypsra,na yan dinamakan"i nat IOVpS I 	 I 	lttII.I 	4 	 !3 r1s 	 IJ? 	p 	 I 	41 1 	" 

	I5' VI4 	.44 

pto 
keguatanyang berkaitan 	

I I 
	 ' dengan seluruh kehidupan I 	 I 	1 	

I 	 1 	• 	11 
kehudupanKorpsTaruna.

ri  

t 	I 	 • 	
• 	

1 	 I 

4 	1 	

• 	

' 	

I 	 I 	 I 	11 	

C 	

I 	
1115 	Il 	 I I 

	

I 	

I 
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ii.'ENAJARAN :.' • 	 -. 

Proses beajar mengajar yang dilaksanakan'didalam'çnaupun di luar Was dan 
dikerg$alikan oleh Direktorat Akademik 	, 

20.PELATIHAN 
4 	 I 

Proses belajar mengajar yang berkaitan dengan pengola i dan prungkatan 
ketérampilan Taruna dan dikendalikan oleh Direktorat Bin arlat 

I 	

.1 21.SIDANGWNAK . 	
'':  

Sidang yang dipimpin ofeh L1bemur Akpol bersama den n anggota dang guna 
pengambilan keputusan dalarn penentuan kelanjutan dan eIangüngan 

ol 

	

': 
I• 	 - 	

' 'H In 

qr EIIC.A  

Peràtuafl 
Oil - if 

yang 1erkaitan denantingkai IakLi manusia aritara báuk danburük, 
1 	

aturantata SUSiIà, sikèp, aktIakdantindkan yang sesuaidengan tatanilai yang' 

	

erIkii. 	
: ; 	:: 	~, 	', 	

1 	• 	 - 	 I 1•; 	I 

II1ERARKIII 	 r  

Urutantipgkatan ataufénjanáfam kengkatón, jabatañ. ;, 	' 

24.PA1", 

	

p1cIc 	 I 
Tingka(an' dalam jabatan kednasan PoIriTrauna AkoI 	I 	I I 

4•• 	
•• 	 : 	i: 

Seseorang yang mempunyi kedudukan Iebh tunggi dalam pangkat dan atau 
jabatan 	 I 	 ' 

26)YLJNIOR  

Seseorang yang mempunyai kedudukan Iebi'h rendahdalam pangkat dan atau 
jábatari 	 I ' • 	

I 
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I 	 '. 	
. 	 I 	•' 	 . 	. 	 . 	 . 

30.TARPAGAKORPS ' 

Taruna I'erwira Jaga Korps adalah Taruna piket yan p dijabat oleh Pejabat 
I 	Senat atau Detasemerl Kprps untuk melaksanakan ko rcjtnasi, pengawaèan 

dan. -ilpeng7.endahankegiatan., Taruna: di Pingkup Korps. T. ru.na  selama 24ja. .: 
I 	

I il.iI 	
I 	 I 

.1 	
j 	 I 	 I. 	 II 	

I I 	
I 

31 'PARPAqADEN 
 

I 	a!ua n,hâ Jaa;D 	èmenaaIah Taruna piket yang dijabat Co 
selain Pejabat Sdát ataÜ IètaSeme% Korpiuntuk meIaIsanak 

:

IP 

1i.1arurdi 	
I Al 

1'13III'1LJI1EII1SEdf3IrI"II1EIi2I4IIJ3IrTII  
. 	I 	 • i._ • .I• 	 t4 i...........r,.1, 	r................... 	p•... 	. 	I • 1  1 	

I 	 I 	• 	 ,' 	•4 	4 	 1 	- 

32.DIP1ASDAL4M,: 4[: ' 
	 : l

At 

I 	I 	 L,. 	1; 	I 	 I 	 I  

Tugas dan tanggung j41%ab ya
It 

ng dibénkán kepada Taruna yang 
meIaksänakanpiket 	

1 	
B' 

I. 	•. 	 ...,. 	, 	. 
I' 	33• PERLENGKAPAN DINAS  

Seluruh perlengkapan yang dipertanggungjawabkan dan dibenkan oleh 
Lenibaga.kepadáTaruna 	 I 	 : 

•1• I 	 . 	 I 
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III 

PASAL LAMA 	 I 	 RVISI PASAL 
PASAL3 	I 	

I 	PASA3 	F 

' 	( KETENTUAN DASAR) 	I 	 a PERATUR4NKEHIDUpAN TARUNA,' 
a PERATURAN KEHIDUPAN TARUI1A AKADEMI 

I 	
AKADEMI KEPOj.ISIAN INI MERUPAKAN 

KEPOLISIAN INI MERUPAKAN DASAR HUKUM , 	SALAHàATU !ASARHUKUM, 
1 	PENEGAKAN DISIPLIN DAN TATA TERTIB TARUNA,t 	PENEGAKAN )ISIPLINDANTATA 

YG BERSUMBER DARI PERANGKAT NILAI-NnI ' 	TERTIB KEHI IJPAN TAR1UNA 
DASAR DAN PERANGKAT PERATURANtEKNIS 	b Huruf B Teta  I 	 I 	 I 	

I 	 W 	t is  PERWIRA P9LRI., 	fi 	4 	 a '' 	1Iàruf C Ttap  3 	t 	 I 	 t 	 I 	3 	 1 	 J 	•4 	I 	1, 

b SUMBER PERANGKAT'NILAIDASAR j1ERSEBUT, $ 1cLHIjrufD Tetap 	' 	 1 1 
ADALAI-I 	Ij 	a 	 jc 	

I 	

I 

'II  PANCASIL JAJ UUÔi 945 	 : : a 	
I lI' 	I 	I 	 I 	 k I 	

a 	I 	 I 	 I 	 atl 

2 TRI BaATA DAt CATIJR ISETWAy a 	 Ni  U 	
i 	 l 	

' J Ia 	3 }(ODE 	
rx 

tc. .PERANGJ<IATPERATURAhtçTJ NIS) 	ciMENJADrTY ...• 	H a 
 LANDASIN FOMiL KEHIDUAN TAUFAAKPOL  

BERKAITAN L,i1GSUNG DENAN PERATtJRAN 	
I 	 If a 	

I 	
I 

PERATURAN DASAR YANG BEFLAK1i DALAM'  xa 	
) 	 I 	 I 

' KEHIDUPANÔPERWIRA POLRI ' 	 I 	 I 	 I 	r 
r d PERANGKAT-PERANGKAT TERSEBUT WAJIB 	P 	 $ 	 I  

DIPAHAMI,DIHAYATI DAN DIAMALKAN OLEH SETIAP 	' It 
TARUFSJA AKPOL DALAM KEHIDUPAN SEHAR-HARI P 	 1 	 I I 

BAIKOIPALAMMAUPUNDILUARKAMPUS  
:1 	 I  1 	 I 	

I 	 I 	 I 
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PASALLAMA • 	 V. • 	REVISIPASAL 	'H 
PasaI5 	 I 	, 	 PASAL'5. . 	, . 	.. 
Kode Kehormatan Taruna 	 , 	. kODE KEHORMATAN TARUNA MERUPAKAN 
Rumusan faIsafa Tata Tenteram Kertà Raha a n 	.,. CIRI DARI PERILAKU TARUNADALAM, 
bersumberpadaiiilai-njIaj tuhur serta budáyà bangs'a 	•:, 	: • 
Indonesta yang tinggi, telah menyadarkan bangsa Indoneia 	, '.SJKAP DAN PERILAKLJ SEBAGAI. 	•1 

untuk mencapat Tujuan Nasional 	 W. BERIKUT' 	' 
1 	1 	 I 	 It 	 I 	 I, 

Menyadari akan Iuhumya tugas Poin, Taruna ebagat calon, 
Perwira dan generasi muda Poin ypng profesional, dituntut 'A 	KETAQWAAN KEPADA TUHAN YANG 
untuk menghayati dan mengmaIkan Kode Kehormatan 	MAHA ESA 
Taruna yang nnctanrya adalah sebaga berikut 	v I 	Taqwa Kepad Tu. han Yang Maha Esa, 

memetuk 	na dfiri t  engán that dan , a. TaawaKenadaTuhanYannMihF!u1. •:•• 	• •. • 	 •'.; •.. 	•: 

1. 

3 

t:. 
1. 

	

u] Kbesa, 

	

'  
.: 	

,:M

,

.4seenDga,rn en,ga  

I4yae s, 	
a pdb,a

'ann
i 
 k

,

s 

 
 Keieahk

ra 	

IaaUnm-n

I

th peluk Taqw 
	
u 	 , 	 Na sera m 	di ahwa hidup dan 

h 
 

m 

 
a

fl
a

n

b agama denganthat dan etamengak 	ran 	adatahtakdi 
n Kekan

lif  
 	 hd  	an agam

da 	- 	 awiu 	 anak 
kinaanaupunkéhidumati adalahtakd 

M
oktw ol 	 andunia aa

n 

    

	

engamaIkan 	inas 	 unamenca   kebahgia 

	

ehidu  	 "ma 	

r 

upun 	

, 

' 	
I kebahagiaan dunia 4an akhurat .1 	 , 3 	Menyadan ta ekt asal usulkedudukannya 

Menyadan hakekat asal usul kedudukannya sebagai' 	ebagai in hamba Tuhan yang bertaqw 
insan hamba Tuhan yang bertàqwa dan mampu 	" 	. dan mampu i 1engndaIikn din' 77 ,  
mengendalukan din 	 I I 	

I 

Pembela Kebenathn dan KeadIIn 	, 	B: PEMBELA KEBENARAN DAN KEADILN 
Senanfiasa berjiwa ksatria da!arp membela 	. 	•. 	' : 
kebënaràn dan keádilan. 	'• 	 , 	I. • enaitiasa berjiwa ksatria dalam membeIj 
Tidak ragu-ragu dan percaya diti dalam bertindk. 	: 	kebeparan dan keadulan. 
serta merigambil keputusan sesual kewenangan 	. , 	 danpercaYadiriclambertindak 

ga serta 
berdasarkan penilaián sendiri dan h4kum yang 	. .. 	berdasarkan peniaiansendiri dan hukurn yang 

, 	, 	
. 	1, 	bertanggung jawb. • 	I  

. 	 , 	. 	t 	 . 
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IS. 	
, •'.i": 

:" 	••• REVISIPASAL "I 

C. blslphn, Bqalcsana dan Bertanggungjawab 
: 	I PASAL 5 	 I  I Disiphn dtam menegakkan peraturan 	

TIDAK ADA PERUBAHAN 2 Bijaksana dalam mengambil keputusap 	 I 	 I  
3 Bertanggungjawab atas segala tindakaqnya buk 	, J c. Disuplin dan tertanggung jawab 

yang dilakukan oleh din sendinmaupun kelompok 	
' I I Patuh dan taat pada aturan yang berlau 

dan tidak mengenal mnyerah dalam tugas 	' . ' dengan p 	qd enuh ksaran dan keikhlasan 
i Senantiasa bewa sebagau Pengayomdan rji 	

12 BertanggungjawaL alas segala tindakannya baik Pembimbing Masyarakat 	
'I' yang' dilakukän ol h din sendin niaupun kelompok I. Menciptakan situast kehuduppr Taruna y1ang harmonis I dVT 

an tidak menge I menyerah dàlam tuga ; 2 Senantiasa menjadu mra,b,gimasyarakat dan 	
, 	

I 41. 

3 MenurnbuhKn budaya P.rpdiaani danbun diIayai1 	&' Sflntiasa ri as oa!fLItNDUNG 
Senantiasa menjadi panikandaIam si1cap tutur kaa, 	'Pengayom dan ELAyA1 MaSyalakat , T 	 Ip 	

I 	 4 • 	 I 	 5 	
I dan penIakuny, , 	') 	'..' 	' 	 "1 ' Mencip ansituasi kehidupan Taruna yaig 5 Ksatna serta niampu menjag dan menipbutkan 	harmon 	 — 	, b a i k di masyarakat I 	' 	2 Senan%i sa menjadi mitr bagi masyarakat e Menjunjung Tnggi Kehor!uatan dan Profesionalisme 	' 	dan Iingljungdnnya  1  Rela ukhlas dan siap sdia berbakti kepada Negara 	.3 Menumbuhkan budaya melayani dan bukan 

dan Ba=sarkan 
dengan tanpa pamnh susuat tunfutan hati 	dilayan! 	I  nurani 	petunjuk Tujian Yang Maha Esa 	4 Senãntiasa menjadi panutan dalamasikap 2 Memiliki kesanggupan, kemauan serta kemampuan 	I 	 ,

tutur kata, dan penlakunya udtuk senantiasa mengemba4ngkan 4diri sebaga, CalOn 	Ksatna era mapuBhayangkara Poin dan tanggaperhadap kemajuan 	menjaga da 
menrnbulkancitra baik di masya

r
r akat

I 
 Imu Pengetahuan dan Teknoogi 
 

#1 

. :. Menjunjung tinggi kode kehormatan taiuna '' ' '" : 	' 	çianketeladanan  
Xa 
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41 Anel Mulal S&ea1 Keniatán 4 DIHILANGKAN X. 

HURUF 
Pelanggaran trhadappasat ml dikenakan  saiksi 
tindakandisiplin. 	 E row 
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STRUKTUR ORGANISASI ZAMAN BELANDA 

Sumber: Sejarah Perkembangan Kepolisian Di Indonesia; hal 54 
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STRUKTUR ORGANISASI BULAN JULI 1946 

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA 

BAGIAN TATA I I 	BAGIAN 	 BAGIAN 
USAHA 	 KEUANGAN 	PERLENGKAPAN  

BAGIAN 	I I 	BAGIAN 	I I 	BAGIAN 
ORGAN ISASI 	 PAM 	 RESKRIM 

KEPALA PENILIK 
KEPOLISIAN 

Sumber: Sejarah Perkembangan Kepolisian Di Indonesia; hal 129 
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ORGANISASI POLRI BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH 
NO. 57! 1958, TGL. 25 OKTOBER 1958 

Sumber: Sejarah Perkembangan Kepolisian Di Indonesia; hal 225 
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STRUKTUR ORGANISASI KEPOLISIAN 
BERDASARKAN ORDER KKN NO. 10.11/1959 

DAERAH 	 KEPALA KEPOLISIAN 11 	I STAF PRIBADI 

KEPALA STAF 	SEKRETARIS STAF 
HARlAN 	I 	I 	KEPALA 

STAF HARlAN: 
KEPALA BAG. INSPEKSH 
MOBRIG 
KEPALA BAG. RESKRIM 
KEPALA BAG. DINAS PENG. 
KASI NEGARA SEBAGAI 
ANGGOTA 

STAF UMUM: 
DENGAN SEMUA KEPALA 
BAGIAN BIRO SEBAGAI ANGGOTA 

STAF KHUSUS: 
DENGAN KEPALA-KEPALA 
SEKSI YANG BERSIFAT 
KHUSUS SEBAGAI ANGGOTA 

Sumber: Sejarah Perkembangan Kepolisian Di Indonesia; hal 307 
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STRUKTUR ORGANISASI MARKAS BESAR POLISI NEGARA MENURUT LAMPIRAN 
PERATURAN SEMENTARA MENTERI MUDA KEPOLISiAN 

NO. 2/PrtIMMK/1959 tgl. 23-10-1959 

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA 

DIREKTORAT 	I DIREKTORAT I 	DIREKTORAT DIREKTORAT 	I DIREKTORAT 
L ii L 	III  L 	iv 	L v 

J DINAS -F DINAS _J 	BAG UR BAG KU 	I J 	BAG 
UMUM RES KRIM PEGAWAI I 	J BANGUNAN 

-1 DISLANTAS -I 	DINAS BAG 01K BAG -J 	BAG 
I I 	P.K.N. I PERLENGKA ANG UM 

PAN 

J 	DINAS 	f _J 	DINAS _J 	BAG _J BAG 
ETELKOM MOBRIG f 	IDENT I 

4 	DINAS __[BAG SAJAH - 	BAG 
AIRUD I PERBENKE 

LAN 

K.P.KOM 

KPRES 1 
KPDIS 

KPSKS 1 
Sumber: Sejarah Perkembangan Kepolisian Di Indonesia; hal 308 

DIREKTORAT 
VI 

BAGTU 

BAG URDAL 

BAG REN& 
RESEARCH 

BAG KUM & 
PER UU 

BAG PUREL 
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STRUKTUR ORGANISASI MENURUT LAMPIRAN 
PERATURAN SEMENTARA MENTERI/ KEPALA KEPOLISIAN NEGARA 

NO. 7/Prt/M.K./1961 tgl. 31-10-1961 

STAF PRBADI 	I 

SISTEN 
IENTERI 

I 

ASISTEN 
MENTERI 

II 

ASISTEN 
MENTERI 

ill 

ASISTEN 	INSPEK 	SEK. JEN. 
MENTERI 	TUR 	PUS.DEP. 	PEMBANTU UTAMA 

IV 	 UMUM 	 MENTERI 

__ 	r1 

J_BIROBIROI 	J_BIRO BIROII_BIRO 
 IFADJUNKKNI 

__  

I 	ASISTEN 
MENTERI 

I 

ASISTEN 
MENTERI 

II 

I 	ASISTEN 
I 	MENTERI 

L 	II 
ASISTEN I 	
MENTERI 

[iv 

f_BIRO 

_ 

KEP. STAF 	KEP. SEKRT/SEKET, STAF 
KOM. DJEND.POL 1 	 i 	 UMUM 

INSPEK 	SEK.JE 
TUR 	PUSDE 

UMUM 

I 	ASS. K..S.I 	I 
	

ASS. K,.S.II 	I 

KORPS 11 KORPS 11 KORPS 11 KORPSKORPS 	KORPS 
TUGAS 	RESKRIM 	SECU 	BRIMOB 	PER! 	LAIN2 
UMUM 	 RITY 	 UDARA 

K.P. KOM. 

K.P. KOM. 

L!K.PTKOM. 

BAG II BAG II DINAS 	DINAS 	DINAS I DINAS 	
DINAS 	DINAS 	

DINAS 
KU 	PERS 

f 	
MAT 

I I 	
B.B. 	TELKOM 	ANGK. 	 BANG 

L.L. 

Sumber: Sejarah Perkembangan Kepolisian Di Indonesia; hal 310 
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STRUKTUR ORGANISASI DEPARTEMEN ANGKATAN KEPOLISIAN 
BERDASARKAN PERATURAN MENPANGAK 

NO. POL.5/PrtIMENPANGAK/1 967 

Sumber: Sejarah Perkembangan Kepolisian Di Indonesia; hal 386 
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STRUKTUR ORGANISASI POLRI BERDASARKAN KEPUTUSAN PANGAB 
NO. KEP/II/P/111/1984 TGL. 31 MARET 1984 

KPOLRI 

SPRI KAPOLRI 	I I SRENA POLRI 	I 	 1 	I 	ITJEN POLRI 

SETUM POLRI 	 DENMABES 

PUSKODALOPS

POLRI 

DEMIN 	I 

	

DEOPS 	I 	
I KAPOLRI 	 KAPOLRI 

SET DEOPS 

KESEJAH 	
POERI

T 

I 	

:B. 	 DITP DI DIK POLRI 	DITLOG PUSAT 
IP K.S 	PENDIDIKAN TERAAN POLRI 

DISPEN 	

I 

t 	
I 

DIT OKKES 	SET NCB/ I 	 I DITLITBANG II DISPULAHTA 	DISKU 
POLRI 	 POLRI 	i_INTERPOL 	 I 	POLRI ] 	POLRI 	I I 	POLRI 

SET DEMIN 

AKPOL 
	

PTIK 	I 	I SESPIM POLRI 

POLDA-POLDA 

Sumber: Sejarah Perkembangari Kepolisian Di Indonesia; hal 402 
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NMAS 

SPRI SAHLI ITJEN 

I 	SRENA 

PUSKODALOPS 
POLRI 

I 	SETUM 

SU POLRI 

SINTEL I sops I SPERS I SLOG 

DEN MA 

STRUKTUR ORGANISASI POLRI BERDASARKAN SKEP PANGAB 
NO. KEP/1 OIPNIIII 997 TGL. 7 OKTOBER 1997 

KAPOLRI 

WAKAPOLRI 

DISPEN 	DIT OKKES I I SET NCB/ 

POLRI 	I I 	POLRI 	INTERPOL 

I 	KORPS 	 II 	 II DIS 	 H 	DIS 	DISPSI TUGAS 	01$ PROF 
I I 	

KOMLEK 	BINTAL 	 f 	11 DISPEN 	DISKLIM 

DITLITBANG 
	

DISPULAHTA 
	

DISKU 
POLRI 
	

POLRI 
	

POLRI 

BANG 	PULAHTA 	POLRI 	IDENT 	
I LABFOPUSR 	

DINAS 	SET NOB 
OmiT 	DIS f DISKU 	PUS 

POLRI It POLRI 11 

AKPOL 	I 	I 	P11K 	I 	I 	 I SESPIM POLRI 

LEMDIKLAT 

KORSERSE 
	 KORBRIM OB 

POLDA - POLDA j 

Sumber: Sejarah Perkembangan Kepolisian Di Indonesia; hal 418 
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IROPS 	I 	lRBN 	 IRSUS 
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STRUKTUR ORGANSASI POLRI 
SESUAJ KEPPRES NO. 70/20 TANGGAL 10 OKTOBER 2002 
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KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA 	: 	-., ... 	. 	... 	.... .. 
MARKAS BESAR  

c2L222.. 

SURAT KEPUTIJSAN 
NO. Pot Skep //-25y/ y / 2000 

ten tang 

BENT1JK, SUSUNAN, PENGGOLONGAN DAN SEB(JTAN 
TANDA KEPANGKATAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA 

KEPALA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA 

Menimbang . 	: 1. 	Bahwa dalarn rangka pelaksanaan Program Polisi Mandiri maka 
identitas Polisi pert.' menggunakar tingkat kepangkatan yang baru karEñá 
dirasakan sudah tidak sesuai lagi dengan tuntutan keadaan yang lebih 
rllementingkan profionaIisrpe. 

Bahwa Sebutan dan Tanda Kepngtan Polisi yang digunakan pada 
Pakaian Dinas Seragam saat ini masU; tampak bersifat militeik. 

Bahwa dengan memperilatikan status Polti saat mi maka perlu 
p(:iiyedei lianaan susunan tingkat kepangkat:m tertilasuk sebutan serta 
jYnqqolongannya yang teb:h bersifat. Civilian Police. 

Bahwa untuk rner1entjhr rnaksud tersebut di atas peulu drterbitkan 
i nat Keputusan yang mengatur tentang Bentuk, Susur ran, Penggolonga n dan 
buta n land;, -tanda Kepa nokatan Polisi 

! :;;'. 	 tr t:derr f•;iutjlk 1irdone,i 	Nj 	.'.:IiJf 	I 99ttinoual  
lfrinkair 

I 	 1; 
F1,Ii' 	 Republik !:i.",, 

•. 	Kp1r 	 • 	N. Pol 	 •: 	 :.r ::.; 

al -s 

/ 
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I 	 2 	 SUR.AT. KEPUTUSAN KAPOLRj  
No. P61 : SkecJ/.9/'X L?QQ 
TpncpI .3 U''66 

Surat Keputusan Kapoin No:Pol : Skep / 09/ X / tanggal 10 Oktober 
1997 tentang Daftar Susunan Personél Dan Perlengkapan Badan-Badan Pada 
Tingkat Mabes Polri. 

Surat Keputusan Kapoln No. Poi Skep/ 541 / V / 1999 tanggal 
21 Mei 1999 tentang Tanda Pangkat Poiri. 

Surat Keputusan Kapoin No. Pot : Skep / 801 / VI / 2000 tanggal 29 
Juni 2000 tentang Sebutan / Penamaan Baru Dari Tanda Pangkat Bagi 
Anggota Potri. 

Memperhatikan : 	Pertimbangan dan Saran Staf pejabat teras Mabes Poiri pada acara 
paparan dan peragaan tanda kepangkatan poiri HasH Tim Pokja Penyusunan 
Tanda Kepangkatan PoUsi yang baru tanggal 7 September 2000 yang dipimpin 
Kapotni di Wisma Bhayangkan. 

M E M U T U S K A N 

Menetpkan 	: 1. 	Mengesahkan Sebutan, Susunan / Penggotongan dan Bentuk Tancla 
Kepangkatan Polisi sebagaimana tercantum pada tampiran Surat Keputusan 
mi. 

2. 	Sebutan dan Susunan / Penggolongan Tanda Kepangkatan Potisi 
adalah sebagai berikut 

a. 	Golongan Eksekutil 

Jenderat Polisi 

Komisans Jendeal Poh 
nspektur Jenderal Polro  

'1) 	Bnigadir Jenderal Palisi 

(Iorian Penyelia 

KOrfljSàriS eai Pi )Il< 
f1 jun Korni%.ai 	f .. 
Koriiisa,i Poh,i 

'I U in  11 

.}Ufl Konit, 

I c'iSpektu PoIi,: 

ncyktur Pav;i 

•• 
, • (j;; 

!ayangkra P(i: 
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Ditetatk di 
	

Jakarta 
_3 QE/ooe'- 2000 

REPUBUK INDONESIA 

/ 
Drs. S. 61MANTtWO 

__—)ENfERAL POUSI 

-1 

3 	 URAT.KEPUTIJSAN KAPOLRJ 
QPoI' SkeR/'5v/ X/  2000 

g .3 :eae.- 2000 

3.•. 	enje!asan dan gambar scengkapnya mengenai Bentuk, Susunan, 
PénggoIonah dan Susdnan Tandá Kepangkatan Pólisi tersebut di atas 
tercantum datam lampiran Surat Keputusan mi. 

Ketentuan Sebutan, Susunan / Penggoiongan Tanda Kepangkatan 
PoIisä yang tidak sesuai dengan Surat Keputusan mi dinyatakan tidak beriaku 
lagi. 

Surat Keputusan ml berlaku sejak tanggal ditetapkan. 

Kepada_ th 

Distnbusi A, 13, C dan D Mabes Poiri 

Ir 
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KEPOUSIAN NEGARA REPUBUK INDONESIA 	 LAMPIRAN SURAT KEPUTIJSAN KAPOLR 
MARXAS BESAR 	 :k . fJbSpOl 	::Slcji.i725pj x J 200C 

TanggpL 	.-' 	 200( 
. 	 . 	: 

PENJELASAN BENTUIcSUSUNAN, PENGGOLONGAN DAN SEBUTAN 
SERTA ARTI TANDA KEPANGKATAN. POLXSI 

1. 	DASAR KEBUAKSANAN 

a. 	Bahwa status Polisi saat mi adalah mewpakan kebijaksanaan Pemejjntah Indonesia 
yang sudah mandiri, sehingga benar-benar sesuai dengan fungsinya sebagam Pelindung dan 
Pengayom masyarakat berdasarkan hukum yang beriaku serta teriepas dairi sifat-sãfat militeristik. 

b. 	Bahwa Bentuk, Susunan, Penggolongan dan Sebutan Tanda Kepangkatan Polisi 
disesuaikan dengan tuntutan keadaan yang memerlukan profesionalmsme yang tinggi sert2 
bersifat Civilian Police. 

C. 	Bahwa pada hakekatnya pangkat adalah keabsahan wewenang dan tanggungjawab 
dalam hierarki kedinasan berdasarkan kualitas yang climiliki oieh setiap personel Polisi serta 
merupakan salah satu perlengkapan perorangan atau atnibiityang dipakai pada Pakaian 
DinasSeragam. 

2. 	KETENTUAN UMUM. 	Susunan, Penggofongan dan Sebutan Tanda Kepanokatan 
Polisi adalah sebagal berikut: 

a. 	Golongan Eksekutjf, terdiri atas: 

I) 	Jenderal Polisi. 

Yornisans Jenderal Polisi. 

lnsI)ektur Jenderal Polisi.  

Bri gadir Jenderal Polisi. 

Golon a ri Pen yel Ia, te'dri ata; 

I 	is G(-,sai Polisi. 

Besar PoI 

IIi 5 Pclisp. 

- 
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PAI 
	

LAMPIRANSURAT KEPtJfl.ISAN KAPOLRJ 
Skeô /'59 I x / 2000 

200Q 

C. 	Golongan Worker, terdiri atas: 

Ajun Kornisaris Polisi. 	 0 

Inspektur Polisi Tingkat I. 

Inspektur Polisi Tingkat II. 

Ajun Inspektur Polisi. 

Brigadir Polisi (merupakan penyederhanaan untuk pangkat Sersan Kepala, 
Sersan Mayor, Sersan Satu dan Sersan Dua). 

6 	Bhavanakara Polisi (merupakan penyederhanaan untuk pangkat Kopral 
Kepala, Kopral Satu, Kopral Dua, Bhayangkara Kepala, Bhayangkara Satu dan 
Bhayangkara Dua). 

3. JENIS, BENTUK, SAl-IAN DAN WARNA SERTA CARA PEMAKAIAN TANDA 
KEPANGKATAN POLRI 

a. 	Tanda Pangkat Upacara (TPU) 

1) 	Golongan Tingkat Eksekutif 

Dikenakan pada kedua belali Jidah pundak pada saat menggunakan 
Pakaian Dinas Upacara. 

Bentuk dasar berupa epolet bersudut enam mernakaj us pinggir yang 
dibordir menggunakan benanq metal di seturuh permukaarinya dengan motif 
anyarnan belali ketupat warna kunirig keemasan. 

C) 	Tanda kepangkatiti 	be:ituk bintanq sudut 6 (enarn) berkes.n 
tIrnDut / 3-dimens, bahn loçjam wama kuning keernasati. Jumlah bintang 
men unjukan tingkat kepangkatan. 

d) 	D bagiari atas tan(i 	panqkataii terdapat lambang Tribrata bahari 
logain warna kuninq keein,i.. 

t) l)9Idr1 hav, Th 1.: . k)J(l()ita,l 	rdai 	tuIti 	lL! l(X).i(fl 	i) kuning  

2) 	C10101-19LZI Tingkat 

IL1. 	kiì 	k 	)ddh lIjt) pundak 	':1 iii)(V. ria• 'hi....... 

.:. (J:t •.. 	. 	I (JJ(II 	i,. 	 • 

l<'Q' 	ih 	 •. 
(Jenga ii 	t f aiyrn 	 .. 	pai warna hitani. 

( larida 
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12 	LAMPIR.AN  SVRAT KEPUflJAN I 

Its- 

1) 	Bentuk Tanda Kepa ka 	-  
enam, yang mengandung arti: 	

eekuf berbentuk Bintanätjd 

Sebagai sinar caha ya  
maupun masyarakat. 	

penng yang membesi arah bagi anggota 

Melambangkar, 
pembenahan dan perbaikan yang terus menërus. 

	

C) 	Sebagai penjaga keseimbangan 

	

d) 	Terbentuk atas dasar segitiga yang berartj: 

Gans tinggi m&ambangkan ota-dta. 
Gans Berat meIambangkan.poj 
Gans bagi melambangkan etos keqa 	 - 

	

e) 	Melambangkan' ketaqwaan, yaltu setiap pelaksanaan tugas.dan pengabdian yang diemban óIeh ánggota Poiri harus dapat 
Tuhan Yang Maha Esa. 

2) 	Bentuk tanda kepangkathn Golongán PenyeUa berbentuk bunga melati yang sedang merekah tamp 	dad atas yang bermáhko 6 (enam) hdai, yang mengandung art, 

MeIambancn Kesuaan, kesederhanaan dan pengaLxjian sertB 
menyebarkn aroma yang menyenangkan bagi Iingkungan 

MeIambangn ketuusan dalam menjaIann tugas. 

Setiap anc-.~
ota Pofri harus dapat menjaga citranya, bersikap 

sederhana dan meniad: panutan bagi masyarakat ser-ta dapat (ner1imbuUr,  rasa arnan, 
tentram dan kesejukari bagi lingkurigatinya dimanapun berada. 

tierupakari penyesua:an berkaitan dengan Bintang bersudut 6 
(enam) untuk golor.3an eksekutjf. 

) 	Bentuk 
!inda k.nqkatar) Golongan Workri :ber benttjk garr 	rims -itukok / cllev: vinq 	1qancJuq art: 

a) 	lkaf) tu 	dan lugas dalam menjaIarar i setiap tuqasny 

;ip, rit:r -flihatri1 keb:jaksanaai pIInpun denan 

ui 	Jj 	10r111)al terdepan (iIarn pelaksaflaan tIig 	k!ri 
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13 	...RAN.SURATeKEPUTUSAN:KAPOLR1t 
?ol  

Ii1 	3 --'" 	- 20Q 

b 	Wama 	 - 

1) 	Wama kuning keemasan untuk thnda kepangkathn dad Got eksekutif sam pal 
dengan Got Worker ( Ajun Komisans Polisi S/d Inspektur Polisi Tingkat - II), 
mengandung arti 

Merupakan lambang keagungan, kebebasan dan kewibawaan. 

Dapat menjadi panutan,: memiliki keteladanan dan tingkat keanfan 
yang tinggi dalam memutuskan kebijaksanaan. 

Setiap anagota Polisi sebagal Insan Negara Yanottama harus 
mampu menegakkan 'hukum, menghormati kaiddh-kaidah yang hidup dalam 

c:gn mcmpedomani tugas pokoknya dalam melindungi, 
mengayomi serta membimbing masyarakat sebagai wujüd panggilan tugas 
pengabdian yang tuhur, penuhkeanfan serta bijaksana 

2) 	Warna putih perak untuk tanda kepangkatan dan Got Worker : ( Ajun 
lnspektur Polisi, Bngadir Polisi dan Bhayangkara Polisi ), mengandung arti: 

Merupakan lambang kesucian dan ketutusan hati. 

Setiap anggota Polisi dalam celaksanaan tugasnya harus didasan 
oleh hati nurani yang bersih, selalu peka dan tanggap serta tanpa pamrih. 

GAMBAR TANDA KEPANGKATAN POLISI. 

L:hat Dada Sub Lampiran Surat Keputusan 

SPESIFIKASI TEKNIS. Spesifikasi Teknis Tanda-tanda Kepangkatan Polisi secara nno 
:kIj kan dalam keteritna n tersendi n. 

KETENTUAN LAIN. 

a. 	tirituk Tanda I'anqkat Upacara (TPu) dan Tanda Panqkat Harlan (TPH) khusus L! 
1Xrfljkdi 	Ic iilc 1 uanq jabatari Kasatwil / Opsnal der iqan Ii warna nierah mar nor (ii 
P11iII (Y 

kIjrj, (II' >us ),mol IkIridk 	v.uu rIr::iq jk::. 
Liitv.i / U)riaI (kflQjIj 	Wf fl 	iiih I1)fl Ii f)lfl()(41r eI:l i 

KEPALAKEPO[1SI4N REPUBLIK INDON [SI I 

/! 

3!-N D11t', PoLl SI 
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Gambar.4 	TANDA PANG 
GOLONGAN j 

?a.UfltUk .]abatan Pembinaan / Staf 

SUB L.AMPIRAN SU RAT KEPUTIJSAN KAPbj 
.j,'. -p j x/ 

AJUN (NSP€KT1JR POItSI 	 ruL'I 	 BRAYANGKARA POLISF 

Pot 
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I 	STRUKTUR PANGKAT DI LINGKUNGAN POLR "(LAM) 

BINT 'RA POLRI 

4OLISI 'POLISI 

POLISI POLISI POLISI POLISI 

. f j jjTJ jjjij 

I., POLISI POLISI POL!SIPOLISI 

111 
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KEPOUSIAN NEGARA REPUBUK INDONESIA 
MARKAS BESAR_-- 

PEDOMAN ADMINISTRASI 
TENTANG 

KENIAJKAN PANGKAT REGULER DI LI NG KU N GAN 
KEPOL1S1ANNEGARA REPUBLIK INDONESIA 

SURAT KEPUTUSAN KAPOLRI NO. POL. : SKEP /232/ IV! 2005 
TANGGAL: 19 APRIL 2005 
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KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA 
MARKAS BESAR 

SURAT - X&UTUSAN 
No.PoI. Skep! 232 I IV /2005 

tentang 

PEDOMAU AOMINISTRASI KENAU(AU PANGKAT REGULER 
DI LINGKUNGAP4 KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA 

-. 	 KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA 

Menimbang 	: 	1. 	Bahwa dalam rangka pembinaan karier anggola PoIri pertu diatur Pedomar. 
kenaikan pangka( di Iingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia. 

2. 	Ur.tuk menjamin keseragamzan datam pelaksanaan penyetesaian adrnirisras: 
bagi anggota Potii yang mendapat kenaikan panç.kat. dipar.dang perlu 
menetapkan Surat t(epuhisan 

Menyngat 	: 	1. Undang-Undang 	Republik 	Indonesia 	Nomor 	43 	Tahun 	1999. 	tea/g 
Perubahan Alas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 1974. 
tentang Pokok. Pokok Kepegawaian. 

 Undang-Llñdang Republik Indonesia Nomo 	2 Tahun 2002 Pasal 25 	a: (1) 
dan (2) tentang Pangkat Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. 

 Keputusan Presiden RI Nomor 54 Tahun 2001. tentang Oganisasi Dar. TatL- 
Kera Kepolisian Negara Republik Indonesia. 

 Keputusan Presiden RI Nomor 70 Tahun 2002. tentang Organisasi Oan Taa 
Kera Kepolisian Negara Republik Indonesia. 

 Surat Keputusan Kapofri No.PoL: Skep/4931X/1992 tanggal 10 Okk,b'r 
tentang Buku Petunjuk Administrasi Penggur.aan Prajurit Poln. 

 Surat Keputusan Kapolri No.PoL: SkepI1508IXfl/lggg 	tanggat 24 Desc 
1999 tentang Kriteria Kenaikan Pangkat Perwira, Bintara dan Tarntama 

 Swat Keputusan Kapo&I No.PeL: Skop115421X12001 tanggat 26 Oktoter 
tentang Pendelegastan Wcsinang Dalam Pemblnaan Sumber Daya  
Poin. 

Keputusan Kapoiri No.PoI: Kep/9/I11/2002 (anggal 6 Januan 2002. 
Susunan, Sebutan dan Keselarasan Pangkat Anggota Kepolisian 	ra 
Republik Indonesia. 

19. KCpUCUS.- 
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2 	SURAT KEPUAu I<AFOjRI 
NQPOL 1$KEP/232 / IV t2005 
TANGGAL 19 APRIL 	2005 

Keputusan Kapofri No.PoI.: KnpI53IX/2002 (anggal 17 Oktobei' 2002. lenlang 
Organisasi dan Tata Kerja Satuan-satuan Organisasi pada Tingkat Markas 
Besar Kepolisian Negata Republik Indonesia. 

Keputusan Kapoki No.PoI.: KepI54I'X/2002 Ianggal 17 Oktober 2002. lentang 
Organisasi dan Tata Kerja Satuan-satuan Organisasi pada Tingkat Kepolisian 
Negara Republik Irdonesia Oaerah (Polda). 

Memperhatikan : 	1. 	Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 
tentang Usia,peniun 	zngg.-1.2 KcpoFLsian Republik Indonesia 5.8 
(lima puluh deIapan) tahur dan bagi anggota yang memiliki keahlian khusus 
dan sangat dibutuhkan dalam tJgas Kepolisian dapat dipertahankan sampat 
dengan usia 60 (enam puluh) lahun. 

2. 	Per1rnbaagan dan Saran Stat Pengemban Fungsi Pernbiraan SDM di 
IingkunganPotr! 	 ...... 

3 	Hasil Rakor Pers Pofri tanggal 21 s.d 22 Januari 2004 di Jakarta. 

M E M U TU S K A N 

Menetapkari 	1. 	Mengesahkan berlakunya Pedoman Administrasi tent2ng Kenaikan Pangkal 
Reguler di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagarnana 
tercafflum dalam tampiran Swat Keputusan mi. 

Hal-hal yang belum diatur dalam Surat Keputusan mi akan datur kemudian 
dalam ketentuan tersendirL 

Surat Keputusan mi beilaku seja lanagal ditetapkan. 

Kepada Ylh. 
Dis&ibui A. B, C dan D Mabes Polri. 

Ditetapkan di 	J a k a it a 
Pada langgal 	: 19 	APRIL 	 2005 

KEPALA KEPOLISIAN NE 	)LI INDONESIA 

Ors. OAI8ACHTLAR, SH 
JENOERAL POLISI 
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KEPOUSIAN P4EGARA REPUBLIK INDONESIA 
	

LPu<AN SURAT KEPUTUSAN KAPOLRI 
MARKAS BESAR 
	

NO. POL, 	SKEPI 232 / IV 12005 
TANGGA 	19 APR IL 	2005 

PEDOMAN ADMINISTRASI 
TENTANG 

KENAIKAN PANGKAT REGULER DI LINGKUUGAN 
KEPOLISIAN NEGARA REPUBUK INDONESIA 

I. 	PENOAHULUAN 

1. Umum. 

a 	Dalam rangka pembinaan karier anggota Po4ri diperiukan Pedoman Administras. ntng 
Kenaèkan Pangkai Reguler di Lingkungan Poiri yang dalam petaksanaannya merr.-.iuIar 
penjabaran 1,ebih lanjut. 

b. 	Uniuk menjamin keseragaman dalam pelaksanaan penyetesaian administrasi bagi anggota 
Potri yang .mendapat kenaikan pangkat, perlu dikeluarkan Peirmn Administrasi vantang 
Kenaikan Pangkat Reguler di Lingkungan Poiri. 

	

2. 	Maksud dan Tujuan. 

Maksud. 	Untuk dijadikan sebagal pedoman bagi para pejabat yang berwenanc dalam 
peaksanaan pemberian kenaikan pangkat anggota PcIn. 

Tuuan. 	Agar tcrcapai keseragaman pcngertian dan tindakan dalarn penyeIenoaraa 
tertib administrasi mbedan kenaikan pangkat di Lingkunaan Polri. 

	

3. 	Pengertian-pengertian. 

a. 	Pangkat ada?ah kc"1udukan anggota Poin dalam rangkaian susunari anggota Po- yang 
dgunakan sebaga 'iasar pengkajian dan kehormatan seria keabsahan wewena-c can 
tanggung jawab dafarn hirark, yang d,benkan negara kepada anggota Potri sesua dercan 
kemampuan dan kiasifikasi yang dimiliki.Panakat menuwt siIatnya dibedakan sebagai b-nku 

Pangkat EIektif diberikan kepada Angota Potri Aktif dan memiliki akibat adrnn;s;-as 
pent'h. 

Pangkat Lokal diberikan kepada Anggota Poin Aktif unuk sementara yang men;a...ar 
tugas khusus dan memerlukan pangkat yang Iebih tinagi dari yang disandananya 
tidak memiliki akibat administrsi 

Pangkat Tituten diberikan untuk sementara kepada WNI yang diperlukan dan terse iE 
menjatankan tugas jabatan terlentu di Iingkungan Pain, beniaku setama masih  
jabatan tersebut, serta tidak r'embawa akibat administrasi. 

	

b 	Golongan Kepangkaan adaiah kepangkatan di Iingkurc2n Poin yang disusunre'u: 
ketentuan yang benlaku dan secara ganis besar terbagi menjadi lima golongan yaltu G:ic'ca 
Perwira Tinggi, Perwira Menengah, Perwira Peilama, Bintara dan Tamlama. 

	

C. 	Masa Dinas (MD) adaiah pcnghitungan masa bhakti sejak diangkat menjadi ango:a Jr 
sampai dengan pangkat terakhir yang tidak terputus.putus. 

	

d 	Masa Dinas Perwira (MDP) adalab masa dtnas seorang Perwira dihiung sejak car:a: 
menjadi Perwira sanipai dengan pangkat Ierakhir. 

	

e. 	Masa Dinas Dalarn Pangka( (MDDP) adaiah waktu atau tamanya seseorang mer.,na2c 
pangkat terakhir baik bagi Tamtama. Binlara maupun Perwira. 

/ II. PENGGOLONC.:; 
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LAMpIRAN 	KEFIUTUSAN KAPOLRI 
2 	NO, POL. 	: SKEP/ 2.52 / IV 	12005 

TANGGAL :jg A1UL 	 2005 

j. 	PENGGOLOUGAN KEPANGKATAN 

1. 	Golongan Kepangkatan: 

a. 	PER WIRA TINGGI 

Jenderal Posi (Jenderal P01). 
Komis.ans Jenderal Polisi (Komjen Pol). 
Inspektur Jenderal Polisi (Irjen P01). 
Brigadir Jenderal Polisi (Brig jon Poi). 

b, PERWIRAMENENGAH 

 Kornisaris Besar Polisi (Kombes Pot). 

 Ajun Ktxnisañs Besar PoUsi (AKBP). 

 Komisans Polisi (Kompol). 

C. 	PERWIRAPERTAMA 

 Ajun Komisaris Polisi (AKP). 
 Inspektur Polisi Satu (1PTU). 
 Inspektur Polisi Dua (IPDA). 

d. 	BIUTARA 

 Ajun Inspektur Polisi Satu (Aiptu). 
 Ajun Inspektur Pohsi Dua (Aipda). 
 Brigadir Polisi Kepala (Bcipka). 
 6(igadir Poisi (Brigpol). 
 Brigadir PoLisi Satu (Briptu). 
 Brigadii Pofisi Dua (Bria). 

e. 	TAMTAMA 

Ajun Brigadir Polisi (Abnp). 
Ajun Brigadir Polisi Satu (Abriptu). 
Ajun Brigadir Polisi Dua (Abripda). 
Bhayangkasa Kepala (Bharaka). 
Bhayangkara Satu (Bharatu). 
Bhayangk&a Dua (Bharada). 

2. 	Pedoman Kenaikan Pangkat Reguler 

a 	Kenaikan pangkat ke dan dah" Colongan Perwra Tinggi, tidak terika kala waktu kenaikan 
pangkat periode 01 Januan maupun 01 Juli. 

I b. Kenaikan paigkat..... 
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LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN KAPOIRI 
10 	NO.POL. 	

2 TANGGAL:19, APRIL 	 - 

e) 

	

	Usufan Kenaikan Pangkàt hanya berlaku unluk 2 (dua) kill Periode. unluk 

PerWe berikutnya harus diusulkan (diperbaharul kambali) oleh Kasat 

Organsul apabiIa Usulan Kenaikan Pangkat (UKP) tidak torea1sir. 

iv. ADMINISTRASI 

Tataran Kewenangan 

Kenaikan pangkat ke Komisaris Besar Polisi (KOMBES) sampai dengan Pati Bintang empal 

(Jenderal Polisi) merupakan kewenagan Presideri berdasart'a ..jIan Kapof ii. 

Kenaikan Pangkat ke Aun Komisris I3esar Polisi (AKBP) dan Komisis Polisi (Kompol) 

rnerupakan kewenangan Kapoki bcrdasadcan usulan Kasat Ocganrsasi. 

C. 

	

	Keitalkan Pangkat Aiun Komisaris Polisi (AKP) ke bawah mecupakan kewenanoan Dc SUM 

Kapofñ 

V. PENIJTUP 

Pedocrian Administrasi tentang Kenaikan Pariakal Reguler di Lcr.jkungan Poiri rw sebagai pedoman 

bagi para pejabat yang berwenang dabrn pcIakan33n pernbcrian kenaikan pgkat bagi anggota 

PoLti. 

[Jengan dtetapkannya Pedoman AdrnIsirdsi tenang Kenaikan Pangkat Regutef di Lingkungan Po!ii 

irii rnaka ketentuan-ketentuan lain tentang Kenaikai Pangka Regi.tcr di Li ngkungan Potri yang 

beilentangan dengan Pedoman Administrasi Kenaikan Pangkat Reguler di Lingkungan Poiri ini. 

dinyatakan tidak berlaku lagi. 

Ra44iaI yang betum diatur datam Pedoman Admnitai tenang Kenaikan Pangkat Regtder di Lingkungan Pofti 
ww akan diatur kemudian daiam ketentuari tersad 

Ditetapha;i di 	Jakarta 

Pada lauggal 	: j 

Dis. DA I BACHTIAR, SH 

JENDERAL POLISI 
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=1 
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA 

MARKAS BESAR 

W 
--. 	KEF'UTUSAN KEPALA KEPOLISI AN NEGARA REPUBLIK INDONESIA 

No. P01. : Kep I 74 I XI I 2003 

tentang 

POKOK - POKOK PENY1JSUNAN LAPIS..LAP1S 
PEMBIN&AN SUMBERDAYA MANUSIA POLRI 

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA 

Menimbang 	 Bahwa dalam rangka memberikan otoritas yang 
______ 	 seluas-Iuasnya kepada para Kepala Kepolislan kesatuan 

kewilayahan dan Kepala Satuan Induk Organisasi pada 
tingkat Mabes Pold untuk mengatur pembinaan personel 
dilingkungannya, dipandang peu menetapkan Keputusan. 

- 	Mengingat 	: 	1. 	Undang-undang Republik Indonesia Nomor2Tahun 
2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. 

- 	 2. 	Peraturan Pementah Republik Indonesia Nornor 1 
tahun 2003 tentang Pemberhentlan anggota 
kepolisian Negara Republik Indonesia. 

3. 	Keputusan Presiden Republik Indonesia Now 70 
Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja 

- 	 Kepolisian Negara Republik Indonesia. 

I 4. Keputusan 
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2 	KEPUTUSAN KAPOLRI 
NO. PCI 	KEP! 74 I Xl I 2003 
TANGGAL : 10 	NOVEMBER 2003 

- Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 
Tahun 2003 tentang Tunjangan Jabatan Struktural 

H di Lingkungan Kepolisian Negara Republik 
Indonesia. 

Keputusan Kapold No. PcI. 	Kep/531X12002 tanggai  
17 Oktober 2002 tentang Organisasi dan Tata Kea 
Satuan-Satuan Organisasi Pada Tinykit Maricas 

- Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia. 

-. Keputusan Kapoli No. Pol.: Kep/54iX'2002 tanggal 
17 Oktober 2002 tentang Organisasi danlata Kerja 
Satuan-Satuan Organisasi pada Tingkat Kepolisian 
Negara Republik Indonesia Daerah (Polda). 

MemperhaUkan : 	1. 	Pertimbangan dan saran Staf Pengemban Fungsl 
Pembinaan SDM di Iingkungan Mabes Polri. 

2. 	Hasil Rakor Pers PoIri tanggal 	6 s.d 8 Mel dan 
tanggal 21 s.d 22 Agustus 2003 di Jakarta. 

MEMUTUSKAN 

£ 	Menetapkan : 	Pokok-pokok Penyusunan Lapis-lapis Pembinaan Sumber 
Daya Manusia PoIri, sebagai behkut: 

1. 	Seleksi: 

- a. 	Penentuan kelulusan seleksi pendidikan 
- Pembentukan 	Bintara 	dllimpahkan 

kewenangannya kepada KapoIa, sedaigkan 
Akpol dan PPSS dentukan melakd Sang 
Komisi Persiapan Penetapan Peserta 
Pendidikan dan penetapannya oleh Kapoiri. 

lb. Penentuan. 
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I .  3 KSLOLR 
- 	 NO. POL KEPI 74 I Xl 12003 

IMGGAL: 10 NOVEMBER 2003 

b. 	Penentuan kelutusan seteksl pendidikan 
pengembangan, Sespimpol, PTIK, Selapa, 
Setukpa dan AIih Golongan Bintara ke Perwira 
Pertama, dilimpahkan kewenangannya 
kepada Kapolda dan di Lingkungan Mabes 
Pold dilimpahkan 	kewenangannya kepada 

-- DE SDM KapoI. 
2. 	Pengangkatan dan Penempatan: 

Pengangkatan dan Penempatan Pertama 
Personil Potri setelah tulus Pendidikan 
Pembentukan tetap merupakan kewenangan 
Kapotri. 

Peserta Pendidikan Pengembangan yang - telah tulus, pada prinsipnya dikembalikan ke 
kesatuan asat pengiman. 

3. 	Pengangkatan Dalam Jabatan: 
Pengangkatan dalam Jabatan AKBP 
kebawah dilimpahkan kewenangannya 
kepada Kapolda kecuati Jabatan Kapotres - dan Jabatan AKBP mantap. 

1 2 Pengangkatan datam Jabatan dengan 
kepangkatan AKBP kebawah di Lingkungan 
Mabes Potri dilimpahkan kewenangannya 
kepada Kepala Satuan Induk Organl paia 
Tingkat Mabes PoI. 

C. 	Pengangkatan dalam Jabatan dengan 
kepangkatan AKP kebawah di Llngkungan 
Poiwit/tabes, 	Pottabes, 	Poires 	Metro 
dilimpahkan 	kewenangannya 	kepada 
Kapoiwabes, Kapottabes, Kapoires Metro. 

I d. Pengangkatan.... 

NB 
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6 	KEPUTUSANKAPOLRI 
NO. POL 	KEP/ 74 I Xl I 2003 
IANGGAL: 10 NOVEMBER 2003 

Keputusan Pengangkatan Daam Jabatan yang 
decbitJca, oleh Kapoda, KapoMi1nas, KoftaI 
KapoIresIMetro/ta serta Kepala Satuan tnduk 
Organisasi pada tingkat Mabes Poirl sudah 
mempunyal kekuatari hukum bagi pemenuhai hak-
hak personel yang bersangkutan. 

 
dinas, Kapolri memlilki hak prerogatif berkaitan 
dengan peflmpahan wewenang sebagalmana 
tersebut pada angka 1 sampal dengan 8. 

Dengan ditetapkannya Keputusan ml, maka segala 
ketentuan sebetumnya yang bertentangan dengan 
Keputusan ml dinyatakan tidak bertaku lagi. 

Hal-hal yang berkaitan dengan administrasi sebagal 
penjabaran keputusan mi akan diatur dengan Surat 
Keputusan tersendirl. 

Keputusan IN bertaku sejak tanggal ditetapkai. 

Ditetapkan di 	Jakarta 
Pada tan 	 November 	2001,11,  

7 	ARA REPUBLJK INDONESIA. 

Kepada Yth. 	t 	DIE A 	HTIAR, S.H. 
L POLISI 

Distnbusi A,8,C  
10 

MabesPoJ 
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KEPOLISpAt NEGARA REPUBLII< INDONESIA 
MARKAS BESAR 

PANDUAN TEKNIS 
AlAS 

KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA 
NO.POL.: KEP I 74! XI! 2003 TANGGAL 10 NOVEMBER 2003 

TENTANG 
POKOK - POKOK PEN VUSUNAN LAPIS - LAPIS PEMBINAAN 

SUMSER DAYA MANUSIA POLRI 

UMUM 

Panduan teknis ml disusun secara becsama-sama meialui forum Rapat 
Kea Pembinaan Sumber Daya Manusia Pold sejak Januarl sarnpai dengan 
November 2003 dengan menampung berbagai keragamar, kekhasan masing-
masing wilayah Poda di seluruh Indonesia. 

Kepala Kepollsian Negara Republik Indonesia memberikan 
kepercayaan dan pemberdayaan yang seluas-!uasnya dalam bentuk 
pelimpahan beberapa I sebagian dad kewenangannya kepada Kepala 
Kepolisian Kesatuan Kewllayahan dan Kepala Satuan Induk Oiganisasi 
di Lingkungan Mabes Polri untuk mengatur tentang Pemblnaan Sumber 
Daya Manusla Polni dilingkungan kesatuannya masing-masing. 

Dalam hal yang bersifat khusus dan demi kepentingan dinas, Kapoin 
tetap melaksanakan kewenangannya dan tidak meHmpahkan kepada Pejabat 
dibawahnya, 

/Dalam 
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PENJELASAN KEPJrUSAN KAPOLRI 
NO. POL : KEPI 74 I XI I 2003 
TM4GGAL 10 NOVEMBER 2003 

Dalam Pembinaan Sumber Daya Manusia pada Satuan Kewilayahan, 
Kapold melimpahkan kenangannya kepada Kepala Kepolisian Kesatuan 
Kewilayahan. 

Yang dimaksudkan dengan Kepala Kepolisian Kesatuan KewllaWan adalah 
Kepala Kepolisian Daerah, Kepala Kepolisian WilayahlKota Besar, Kepala 
Kepolisian Kota Besar, Kepala Kepolisian Resort, sesuai dengan 9ngkup tugas 
dan tanggung jawabnya. 

Sedangkan Pembinaan Sumber Daya Manusia Polh pada Tingkat 
Maricas Besar Polti, Kapolri melimpahkan kewenangannya kepada Kepala 
Satuan Induk Organisasi d Lingkungan Mabes PoI. 

Yang dimaksutj dengan Kepala Satuan Induk Organisasi di Lingkungan 
Mabes Poiri dalam rangka Lapis-lapis Pembinaan Sumber Daya Manusia PoIri, 
adalah Kepala Satuan Organisasi yang membawahi Satuan Organisasi Iainnya 
sesual Iingkup tugas dan tanggung jawabnya di Lingkungan Mabes PoIrI, atau 
tidak membawahi Satuan Organisasi Iainnya di Lingkungan Mabes PoIri namun 
mendapat pelimpahan untuk mengatur Pembinaan Sumber Daya Manusia Poiri 
pada Satuan Organisasi tersebut. Satuan Induk Organisasi dimaksud aialah: 

	

1. 	Wakapolri, meliputi Sahli Kapoiri, Set NCB Interpol Indonesia, 
Pusdokkes Pold termasuk Rumkit Polpus R.Said Sukanto, Pusku PoIri, 
Sppim, Setum dan Denma. 

Itwasum Poiri. 

Babinkam Po11 

Bareskrim Poiri 

	

5, 	Baintelkani Poiri 

/6. Sderenbang.... 
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3 	PENJELASAN KEPUTUSAN KAPOLRI 
NO.POL : KEP/ 74 / XI I 2003 
TANGGAL: 10 NOVEMBER 2003 

Sderenbang PoI 

SdeopsPolri 

Sde SON Poirl 

Sdelog Polri 

OMelematika P01,1 

Dlvpropam P01,1 

Divhumas PoI 

Dlvblnkum Poirl' 

Sesplm PoIñ 

15, 	PTIK 

Akpol 

Lemdiklat Poirt 

Korbrimob P01,1 

Yang dimaksudkan dengan kegiatan perintisan/ kunjungan 
persahabatan adalah kegiatan bersama yang berkaitan dengan kepentingan 
tugas Kepolisian, antara Kepolisian Daerah dengan Kepolisian Negara Sahabat 
yang memiliki perbatasan daratJ laut. 

I Yang.... 
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22 	PENJELASAN KEPUTUSAN KAPOLRI 
N. POL : KEPI 74 I Xl /2003 
TANGGAL: 10 NOVEMBER 2003 

Pembeilan ijin ke Luar Neged dengan kepangkatan AKBP 
kebawah untuk ke9iatan pentisan/ kunjungan persahabatan 
dengan Kepolisian Negara Sahabat yang rnemillki Perbatasan 
Darat/ Laut, Kapold melimpahkan kewenangannya kepada 
Kapoda. 

Surat Ijinnya diterbitkan dan ditanda tangani oeh Kapolda 

Ditetapkan di 	Jakarta 
Padatanggaj. 	10 November 	2003 
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KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA 
MARKAS BESAR 

PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA 

NO. POL.: 7 TAHUN 2006 

TENTANG 

KODEETIKPP.OFESI 

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA 
DAN 

PERATIJRAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA 

NO. POL. : 8 TAHUN 2006 

TENTANG 

ORGANISASI DAN TATA KERJA KOMISI KODE ETIK 

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA 

Jakarta, 1 Juti 2006 
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KEPALA DIVISI PROFESI DAN PENGAMANAN POLRI 

KATA PENGANTAR 

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang 
telahmelimpahkan rahmat dan karuniaNya kepadakita sekalian, sehingga tim 
kelcmpok kerja dapat menyelesaikan tugas untuk merevisi Kode Etik Profesi Pain 
dan Organisasi Tata Kerja Komisi Kode Etik Poiri. 

Disadari sepenJhnya bahwa revisi materi tersebut merupakan tugas 
berat, namun berkat kagigihan tim kelompok kerja dan bantuan para pakar 
sebagai nara sumber serta pengarahan dan petunjuk Bapak Kapoiri akhirnya 

naskah iril dapat disele ;aikan. 

Dengari kerendat an hati di dalam penyusunan mated tersebut yang belum 
sempurna, sangat dihz rapkan knitik dan saran sebagai masukan yang sangat 
diperlukan di dalam )enyusunan buku mi dihadapkan dengan dinamika 
masyarakat yang san)at cepat serta tuntutan terwujudnya aparat yang bersih 
dan berwibawa. 

Akhirnya diharapkan s2moga Kode Etik Profesi Pain dan Tata Cara Sidang 
Komisi Kode Etik Pain yang teiah direvisi, dapat dipedomani dan dimnipiementasikan 
sehinga tugas dan wewenang Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai 
aftit negara penegak hukum, pengayom. pelmndung, pelayan masyarakat dan alat 
negar yang bertugas menyeienggarakan keamanan dalam negeni semakin 
proteioflai. 

Ja>acta. 1 Juli 2006 

KEPALAO6-2IQIESI DAN PENGAMANAN POLRI 

	

I 	 / 

	

.I'ei11II illlllI1Ii". II 	/ 
T11iYA ill i i / 

S GORDON MOGOT,M. Si 

INSPEKUR JENDERALPOLISI 
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(01% 
PERATURN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONES').. 

NO. P01.: 7 TAHUN 2006 

TENTANG 

KODE ETIK PROFESI KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA 	- 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA 

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan PsaI 34 ayat (3) Undang..t.Jndang 
Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, 
perlu dltetapkan Peraturan Kepala Kepolislan Negara Republik Indonesia 
tentang Kode Etik Protest Kepotislari Negara Republik Indonesia; 

Mengingat: 	
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara 
Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik. Indonesia Tahur. 2002 
Nomor 2, Tambahan Lembnran Negera Nomor 4168); 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan: PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA 
TENTANG KODE ETIK PROFESI KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK 
INDONESIA. 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pesel I 

)aIam Peraturan lnI yang dimaksud dengan 

1 	
Anggola Kepoilslan Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disebut anggota 
Pok: adalah pegawai negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia. 

2 	
Kode Etik Protesi Polisi adaiah norma-norma atau aturan-aturan yang merupakan 
kosaluan iandasnn otik ntau fllosofis dengan peraluran prilaku maupun 
ucapan mengenal hat-hat yang diwajibkan, ditarang, atau tidak patut dilakukan 
oleh anggotd Pout. 

3. EIkn 
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Etika Pr&esi PoIrl adalah kristalisasi nhlai-nilai Tribrata yang dilandasi dan diwal 
oleh Pancasila serla mencerminkan jati diri setiap anggota Polni dalam wujud 
komitmen moral yang metiputi etika kepribadian kenegaraan, kelembagean. dan 
hijbungn 1 dengan masyarakat. 

Pofesi Kepolisian adalah profesi yang berkaitan dengan tugas Kepolisian balk di 
bidang operasional maupun dibidang pembinaan sebagaimana dimaksud dalam 

ndang-Undang Nomor 2 Tahun 2CO2 tentang Kepolisian Negara Republik 
Indonesia. 

Pembinaan Profesi adalah pembinaan anggota Polri yang diselenggarakag, 
,eIaIuI pendidikan dan pelatihan serta penugasan secara berlenjang di bidang eknis Kepolisian. 

tika Kepribadian adalah sikap moral anggota Poiri tenhadap profesinya 
didasarkan pada panggilan ibadah sebagai umat beragama. 

Etika Kenegaraan adalah sikap moral anggota Polni yang menjunjung tinggi 
landasan ideologis dan konstitusional Negara Republik Indonesia yaitu Pancjsila 
dan Undang-Undang Dasa Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

Etika Kelembagaan adalah sikap moral anggota Poiri terhadap institusi yang 
renjadi wadah pengabdian dan patut dijunjung tinggi sebagai katan lahir batin 
dad semua insan Bhayangkara dengan segala martabat dan kehormatannya. 

Etika dalam hubungan dengan masyarakat adalah sikap moral anggota Point 
yang senantiasa memberikan peiayanan terbaik kepada masyarakat. 

Komisi Kode Etik Polri adalah suatu wadah yang dibentuk di lingkungan Point 
tertugas melaksanakan pemeniksaan dalam persidangan pelanggaran Kode Etik 
Profesi serta Pelanggaran lain sebagaimana diatur dalam peraturan 
perundang-unciangan. 

BASIl 

ETIKA PROFESI POLRI 

Baglan Kesatu 
Ruang Llngkup 

I 	 Pasal 2 

Ruana lingkup pengaturart Kode Etik Profesi Poini mencakup: 

Etika Kepnibadian; 
Etika Kenegaraan: 
Etika Kelembagaan; 
Etika dalam hubunga dengan masyarakat. 

Bagian 
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3 

Bagian Kedua 
Etika KeprIbadan 

Pasal 3 

Dalam Etika Kepnbadian setiap anggota Poiri wdjib; 
beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; 

menjunjung tinggi sumpah sebagai anggota Poiri dan dalam hati nuraninya kepada 
Tuhan Yang Maha Esa; 

C. 	metksanakan tugas kenegaraan dan kemasyarakatari dengan fiat mumi, karena 
kehendak Tuhan Yang Maha Kuasa sebagai wujud nyata amal ibadahnya. 

Baglan Kotiga 
Etika Kenegaraan 

Pasal 4 

L)alam Etika Kenegaraan setiap anggota Potri wajib; 

mer.junjung tinggi Pancasia dan Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945 sebagai landasan ideologi dan konstitusi bangsa dan 
Negara kesatuan Republik Indonesia; 

menjunjung tinggi kepentingan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia: 

C. 	menjaga, memetihara, dan meningkatkan rasa aman dan tenteram bagi bangsa 
dan Negara Kesatuan Republik Indonesia; 

d 	menjaga keselamatan fasilitas umum dan hak milik perorangan serla menjauhkan 
sekuat tenaga dari kerusakan dan penurunan nilai guna atas tindakan yang 
diambil dalam pelaksanaan tugas; 

menunjukkan penghargaan dan kerja sama dengan sesama pejabat negara dalam 
pelaksanaan tugas; 

rneraga keutuhan wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang 
berdasarkan Pancasita dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 
Tahun 1945, memelihara persatuan dalam kebhinekaan bangsa dan menjunjung 
tingji kedaulatan rakyat. 

Bagian Keempat 
Etika Kelombagaan 

Pasal 5 

Dalam Etika Kelembagaan setiap anggota Patti wajib; 

menjaga citra dan kehormatan lembaga Patti; 

menjalankan tugasnya sesuai dengan vlsi dan misi lembaga Polni yang dituntun 
eleh asas pelayanan senla didukung oleh pengetahuan dan keahlian; 

mempetlakukan 
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C. 	
rnemperlakukan sesama anggota sebagai subyek yang bermartabat yang ditandaj 
oleh pengakuan akan hak dan kewajiban yang sarra; 

mengembangkan semangat kebersamaan serta saling mendorong untuk 
meningkatkai, kinerja pelayanan pada kepentingan umum; 

meningka(kan kemampuan demi profesionalisme kepolis ian. 

Pasal 6 

Anggota Poiri datam menggunakan kewenangannya wajib berdasarj(an norma hukum 
dan mengindahkan norma agama, kesopanan, kesusilaan, serta nilai.nilaj kemanusiaan 

Pasal 7 

Setap anggota Poiri wajib memegang teguh garis komando dan mematuhijenjang 
kewenangan, dan bertindak berdaszrkan aturan dan tata cara yang bertaku. 

(2) 	
S€liap atasan tidak dibenarkan memberikan perintah yang bertentangan dengan 
norma hukum yang berlaku dan wajib bertanggung jawab atrs pelaksanaan 
perintah yang diborikan kopdo anggota bawehannya 

Setiap anggota Potri wajib menolajç perintah atasan yang melanggar norma 
hukum dan untuk itu anggota tersebut wajib mendapatkan pertindungan hukum. 

(4) 	
Setiap anggota Polri datam melaksanakan perintah kedinasan tidak dibenarkan 
melampauj batas kewenangannya dan wajib menyampaikan pertanggungjawab fl  tugasnya kepada atasan langsung. 

Setiap anggota Poiri dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya tidak boleh 
teroengaruh oleh istri/suami, anak, dan orang-orang lain yang masjh terikat 
hubungn keluarga atau pihak lain yang tidak ada hubur3annya dengan kodinisa:, 

Pasal 8 

Setiap anggola Poiri wajib menampilkan sikap kepemimpinan melalui 
keteladanan kejujuran keadilan, ketulusan dan kewibawaan untuk 

melaksanakan kepulusan pimpinan yang dibangun melalui tala cara yang berlaku 
guna tercapainya tujuan organisasi. 

(2) 	
Dalam rapal/pertemuan unluk mengambil keputusan boleh berbeda pendapat 
sebckjm diputuskan pimpinan dan setelah dipuluskan setiap anggota wajib tunduk 
dan mengamankan keputusan tersebul. 

Pasal 9 

Se;jp anggota Poiri wajib menampilkan rasa setiakawan dengan sesama anggLta 
seiqa: ikatrin batin yang lulus ntas dasar kosadaran bersama akan tanggt:ng jawabnya 
sebagai 

salah satu pIar keutuhan bangsa Indonesia, dengan menjunjung tinggi prinsip-
PV'Sip kchormatan sebagai berikut: 

a.men 
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menyadail sepenuhnya sebagal perbuatan tercela apabila meninggalkari kawan 
yang terluka, meniriggal duriin, atau memerlukan pertolongan dalam pelaksanaan 
tugas. sedangian keadaar, memurgkinkan untuk memben pertotongan; 

merupakan keteladanan bagi seorarig atasan untuk membantu kesulitart 
bawahannya; 

merupakan kewajiban moral seorang atasan atau bawahan untuk sating 
menunjukkan rasa hormat yang tulus; 

merLfakan sikap terhormat/terpuji bagi anggota Patti apabila menghadjr 
pemakaman anggota °olri dan ptrnawirawan Poiri yang meninggal dunia; 

e 	
selatu terpanggil untuk memberikan bantuan kepada sesama anggota Potri dan 
purnawirawan Polri beserta keluarganya yang menghadapi suatu kesutitan; 

merupakan sikap terhormat apabila tidak menyampaikan dan menyebarkan 
ahasia pribadi, keielekan teman, atau keadaan di dalam tingkungan Potn kepada 

orang lain. 

Baglan Kelima 
Etika Datam Hubungan Dengan Masyarakat 

Pasat 10 

Dalam Etika hut.ungan dengan masyarakat anggota Polri wajib; 

a. 	
menghormatj harkat dan martabat manusia melalui penghargaan serta 
Perlindungan terhadap hak asasi manusia; 

U 	
menjunjung tingg prinsip kobebasan dan kesamaan bagi semua warga 
negara: 

C. 	menghindarkan diri dari perbuatan tercela dan menjunjung tinggi 
nilai kejujuran, keadilan, dan kebenaran demi peiayanan pada masyarakat; 

c!. 	
menegakkan hukum demi menciptaan tertib sosial serta nasa aman publik; 

meningkatkan rnutu pelavanan pada masyarakat. 

melakukan tindakan pertama kepolisian sebagaimana yang diwajibkan 
dalam tugas kepolisian, baik sedang bertugas maupun di loan dinas. 

Anogota Polni wajib rnenghindankan diri dari perbuatan tencela yang dapat 
,Ierusak kehormatan prolesi dan organisasjnya serta menjunjung tinggi nilai 

luluran, kealilan. dan kebenaran demi pelryanan pada masyaraka 
sbagaimana dimaksud pada ayat (1)hunuf c, dengan senantiasa; 
a 	membenikan keterangan yang benar dan tidak menyesatkan; 
h 	

tidak melakukan peniemuan di luar perneniksaan dengan pihak.pihak yang 
terkait dengan perkara; 

C. brsikap 
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Pasal 17 

Dalam perneriksaan pelanggaran Kode Etik Profesi Poiri, Terperiksa dapat didampingi 
oteh anggota Poiri yang ditunjuk oleh Terperik3a. 

BAB IV 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 18 

Pada saat Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia mi mulai betsku, 
Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. Pol. : Kep/321V1U2003 
tontang Kode Etik Profosi Kepolisian Nogara Republik Indonesia, dicabut dan dinyatakan 
tidak bertaku. 

Pasal 19 

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia ml mutai beriaku pada tanggal 
di'ctaDkan. 

Ditetapk 	Jakarta 
Pada 	IS14,V 	 1 	J U L I 	 2006 

KEP QLI4A? A: IKINDoNEsIA  

	

JENDE 	POLISI 
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PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REP'JRLIK INDONESIA 

NO. POL.: 8 	TAI-IUN 2006 

TE N TA N C 

ORGANISASI DAN TATA KER.JA KOMISI KODE EflK 
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA 

DENGAN RARMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, 

Mc nimbang: bahwa untuk meIaksanakan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undeng-Undang NOrT or 
2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, pertu dltetapkan 
Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang Organisasi 
dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia; 

engrngat : Undang4jndang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik 
Indonesia (Lembaga Negara Republik Indonesia Taht'n 2002 Nomor 2, 
Tambahan Lembaga Negara Nomor 4168): 

MEMUTUSK)N: 

Yenetapkan PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA 
TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KOMISI KODE ETIK KEPOLISIAN 
NEGARA REPUBLIK INDONESIA. 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal I 

Dirn Peraturan ini yang dimaksud dengan; 

Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang setanjutnya disebut anggota Poiri 
adalah pegawai negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia yang mempunyai 
kewenangan umum Kepolisian. 

2 	Komisi Kode Etik Polii yang selanjutnya disebut Komisi adalah suatu wadah yang 
dibentuk di Iingkungan Poiri bertugas memeriksa dan menyidangkan pelanggaran Kode 
Etik Profesi Poiri serta pelanggaran Pasal 12, Pasal 13 dan Pasal 14 Peraturan 
Pemeriritah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Paid dan Pasal 13 
Peraturan Pemeririlah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplir Anggota Poiri. 

3. PeIanggaran 
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3. 	Felanggaran Kode Etik Profesi Poiri adalah setiap perbuatan yang dilakukan oleh 
anggota Pofri yang bertentangan dengan Kode Etik Profesi Poin. 

	

4 	Teroeriksa adalah anggota Poiri yang diduga melakukan pelanggaran Kode Etik Profesi 
Poiri dan/atau pelanggaran Pasal 12, Pasal 13 dan Pasal 14 Peraturan Pemerjntah 
Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembehentian Anggota Poin dan/atau Pasal 13 Peraturan 
Pemerinteh Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Poiri. 

Pendamping adalah seorang anggota Poiri yang bukan anggota Komisi ataupun sebagai 
Saksi yang diajukn oleh Terperiksa untuk memberikart advokasi dan pembelaan. 

Saksi adalah setiap orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan 
perneriksaan tentang suatu peristiwa yang berhubungan dengan perkara Terpenksa. 

	

-'. 	Ahli adalat orang yang memiliki keahlian terLntu yang dapat mèmberikri keterangan 
gur,a kepentingan pemeriksaan yang berkaitan dengan pelanggaran Kode Etik Profesi 
Po'ri. 

Laporan adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh seseorang kepada pejabat Poirl 
yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga terjadi pelanggaran Kode Etik 
Profesi Poiri yang dilakukan cTeh anggota PoIn. 

Perigaduan adalah pemberitahuan disertai permintaan oteh pihak yang berkepentingan 
kepada pejabat Poiri yang berwenang untuk dilakukan pemeriksaan terhadap 
anggota Poiri yang diduga telah melakukan pelanggaran Kode Etik Profesi Poin yang 
merugikan dirinya 

BAB II 

SIFAT, PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN 

Pasal 2 

	

(1) 	Komisi bersifat otonom, dibentuk berdasarkan kebutuhan dengan surat keputusan oleh 
Peabat Polri yang berwenang. 

	

2) 	2ejrImI Poirl yang I)nrv,nh1ng nobigaininnn dimksucI pada ay;i (1) adalah: 

Kapolri, berwenang membentuk Komisi untuk memeriksa pelanggaran Kode Etik 
Profesi Potri yang dilakukan oleh Perwira Tinggi Poiri, 

Pada Tingkat Mabes Poiri. Kapoiri metimpahkan wewenang keoada Wakapoiri 
untuk membentuk Komisi dengan menunjuk: 

Irwasum Poiri sebagai Ketua Komisi untuk memeriksa pelanljgaran Kode 
Etik Profesi Poiri yang dilakukan oleh Perwira Menengah Poir: 

Kadiv Propam Poiri sebagai Ketua Komisi untuk memeriksa pelanggaran 
Kode Etik Profesi oleh Perwira Pertama Poiri; 

3. 	Kipiis Bin Profesi Div Proparn Poiri sebagai Ketua Komisi untuk memeriksa 
pelanggaran XOda Etik Proics, Poiri yang dilakukan .oleh Bintara dan 
Tamiama Poiri; 

S. PeIancgarar 
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Pelanggaraa Kote Etik Profesi Polri yang dilakukan oleh Anggota Potri pada 
lingkup Mabes Poiri yang berpangkat Perwira Menengah Poiri, Perwira Pertama 
Poiri, Bintara dan Tarntama yang kesatuann/a berkedudukan selain di Jalan 
Trunojoyo No. 3 Kebayoran Baru Jakarta Selatan (Gedung A dan B). Wakapoin 
melimpahkan weweriang kepada Kepala Kesatuan Kerja (Kasatker) di tempat 
pelanggar berdinas/hertugas untuk membentuk Komisi: 

Pada Tingkat Kewilayahan. Kapoiri melimpahkan wewenang kepada Kapolda, 
Kapoiwil/tabes, Kapoltabes, KapolresRro/ta, untuk membertuk Komisi guna 
memeriksa pelanggaran Kode Etik Profesi Poiri ya'iç dilakukan oleh Perwira 
Menengah Polri, Perwira Pertama Polri, Bintara, dan Tam'a.na Polti di 
ke aluannya. 

Pasal 3 

(1) 
	

Anggota Komisi paling sedikit 5 (lima) orang Perwira Potri, paling banyak 7 (tujuh) orang 
Perwira PoIri ditarnbah 2 (dua) orang Perwira Poiri sebagai cadangan. 

:2) 	Susunan Keanggotaan terdiri dan: 
. 	1 (satu) orang Ketua merangkap anggota: 

b. 	1 (satu) orang Wakil Ketua merangkap anggota: 
C. 	1 (satu) orang Sekretanis merangkap anggota; 

2 (dua) orang atau 4 (empat) orang Perwira Potni sebagai anggota: 
e. 	2 (dua) orang Perwira Polri sebagai anggota cadangan. 

3' 	Sekrptanis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, dapat menunjuk Pembantu 
;ekriIaris. 

BAB Ill 

TUGAS, WEWENANG DAN KEWAJIBAN 

Pasal 4 

Kcmisi bniugas menyelenggarakan sidang untuk memeniksa pelanggaran Kode Etik Profesi 
O'cl dan pelanggaran Pasal 12, Pasal 13 dan Pasal 14 Peraturan Pemcrintah Nomor 1 Tahun 
233 tentang Pemberhentian Anggota Potni serta Pasal 13 Peraturan Pemenintah Nomor 2 
Taun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Pain. 

Pasal 5 

csi daIm meiaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 berwenaag untuk: 
1 	rnemanggil anggota Poini untuk didengar keterangannya sebagai Terpenksa: 

menghadirkan Saksi, Ahii dan Pendamping untuk didengar keterangannya g ina 
kepentingan pemeniksaart: 

mengnjaknn portanynan socara iangsung kepada Terpeniksa. Saksi. Ahi 
dan; Pendamping mengenai sesuatu yang dipenlukan dan berkaitan dengan 

einggaran yang dilakukan oleh terperiksa: 
d. memutuskan 
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BAB ViU 

ACARA PERSIDANGAN TANPA KEHADIRAN TERPERIKSA 

PasaIl5 

Sidang Kornisi tetap dapat dilaksanakan tanpa dihadiri oleh lerperiksa setelah dipanggil 
secam sah. 

2. 	Sidang Komisi dilaksanakan sesuai mekanisme yang diatur dalam Pasat 10. sedangkan 
yang Oijadikan bahari pemeriksaan adatah berkas perkcra Terperiksa surat.surat yang 
berkaaan, Keterangan Saksi/Ahti yang dapat dihadirkan. 

3( 	Sidang Komisi tetap rnemberikan putusan sidang walaupun 
persidangan. 

BABIX 

ADMINISTRASI 

Pasal 16 

Putusan Sidang Komisi dapat diumumkan kepada masyarakat. 

Salman putusan Sidang Komisi dirikimkan kepada: 
(a) 	di tingkat Mabes Polri 

Irwasum Potri 	 : 1 (satu) berkas 
De SDM Kapoiri 	 : 1 (satu) berkas 
Kadiv Propam Pain 	. 	: 1 (satu) berkas 
Kadiv Binkum Poiii 	 1 (satu) berkas 
Atasan Langsung Terperiksa : 1 (salu) berkas 

(b) 	di tingkat Kewilayahan 
Iwasda : 	1 (satu) berkas 
Karo Pens Poida 1 (satu) berkas 
Kabid Propam Poida 1 (satu) berkas 
Kabid Binkum Poida 1 (satu) berkas 
Atasan Langsung Terpeniksa : 	1 (saW) berkas 

Pasat 17 

Salman Putusan Sidang Komisi disampaik0n kepada pejabatyang rr mbentuk 
Komisi. 

2) 	Pengawasan terhadap peiaksanaan Putusan Sidang Komisi atas sanksi 
sebagairnana dirnakst,d dalam pasal 11 ayat (2) huruf a dan b Peraturan Kapoirm 
tentang Kode Etik Prolesi PoIri merupakan tanggung jawab Kepata Kesatuan 
Terpeniksa, sedangkan terhadap sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat 
(2) huru( c dan d Poraluran Kapoiri tentang Kode Etik Profesi °oIii Kepala Kesatuan 
Tcrperiksa borkowajiban untuk memprosos secara administratif kepada Pejabat Poin 
yang berwenang. 

(3)Biaya... 

Organisasi Militer..., Wahyu Widiarso Suprapto, FPS UI, 2008



3: 	Biaya pnyeIenggara in Sid a ng KcHsi d teta7,a7 .eada angcarn Poift 

Penyelengqaraan ke;irnanan Sidang Kornisi dipera g;.Y- cawabkan kepada Kepala 
Kesatuan setempat C mana sidang di'aksanakan. 

BABX 

KETENTUAN PERALIHAN 

Pasal 18 

aa saa Perattiran iii mulai berlaku : 
a 	Koputusart Kepala Kepolisian Negera Republik Indonesia No. PcI. 	KepI33NIII2003 

entang Tata cara Sidang Komi3i Kode Etik Kepolisiart Negara Republik Indonesia, 
cahut dan dinyatakan tidak berlaku. 

PeInngaran-peIanggaran Kode Etik Profesi Polri yang diiaukan oleh anggota Pcini yang 
sedang d!peniksa dan beum mendpatan keputusan hukumani r< dn Etik Profesi Poini yang 
teap. peryelesaiannya berlaku ketentuan yang lama. 

BAB XI. 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 19 

an Kepala Kepohsian Negara Republik Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal 
e: 

Dtetapa 	Jakarta 
Pada I 	ILrs, 	1 	J U L I 	 2006 

INDONESIA 

JENDER POLISI 
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Perubahan Kepangkatan Kepolisian Republik 
Indonesia (Poiri) dan Peneiti 

--'.-- 

j MK  
Jenderal Polisi Jenderal Polisi 

Komisaris Jenderal Polisi Komisaris Jenderal Polisi 

Inspektur Jenderal Polisi Inspektur Jenderal Polisi 

Bngadir Jenderal Polisi BrigadLr Jenderal Polisi 

I crira Mciiengih 

Komisaris Besar Polisi Komisaris Besar Polisi 

Aun Komisaris Besar Polisi Ajun Komisaris Besar Polisi 

Komisaris Polisi Komisaris Polisi 

I cnirt Icrt.m 

Ajun Komisaris Polisi Ajun Komisaris Polisi 

Organisasi Militer..., Wahyu Widiarso Suprapto, FPS UI, 2008



I 

Insgektur Polisi Satu Inspektur Polisi Satu 

!nsuektur Polisi Dua Lnspektur Polisi Dua 
7 

Bintara Tini 

Ajuninsiektur Polisi Satu Ajun Inspektur Polisi Satu 

A'un Inspektur Polisi Dua Ajun Insoektur Polisi Dua 

J3intara 

Brigadir Polisi Kepala Brigadir Polisi Kepala 

Briadir Polisi Brigadir Polisi 

Brigadir Polisi Satu Brigadir Polisi Satu 

Brigadir Polisi Dua Brigadir Polisi Dua 

Tamtania 

Ajun Brigadir Polisi Ajun Brigadir Polisi 

Ajun Brigadir Polisi Satu Aiun Brigadir Polisi Satu 

Ajttu Brigadir Polisi Dua 

- 
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Bhayangkara Kepala 

Bhayangkara Satu 

Bhayankara Dua Bhayangkara Dua 
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